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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mngka mewujudkan penataan keterpaduan
pengelolann sumber dayva alam dan sumber daya buatan
secara berdaya guna dan berhasil guna dalam
memanfantkan ruang wilayah vang serasi, selaras,
seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan;

b. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup
yvang bersifat terbatas dan tdak terbarukan serta
pemahaman masvarakar vang berkembang terhadap
pentingnya penataan ruang memerlukan peryelenggaraan
penataan ruang secara berkelanjutan sebagri satu
kesatuan ruang dalam tatanan vang dinamis
berlandaskan kebudayaan Bali sesunl dengan falsafah Tn
Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi,

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11
Tahun 2012 wntang Rencana Tata Ruang Wilavah
Rabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan pengaturan penataan Tuang
dan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah serta
kebutuhan masyarakat, sehingea perlu diganti;

d. bahwa untuk melaksanakan keterituan Pasal 26 ayat (5)
daen avat (7] Undang-Undang MNomor 26 Tahun 2007
tentang Penatasn Ruang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeanti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiminna
dimaksud dalam huruf a. huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
periu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-
2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Neparz Republik
Iridonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Dalam

Wilnyah Darrah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur [Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahur 1958 Nomor 122, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 1655);

Undang-Undang Republik ndonesia Nomaor 26 Tahun 2007
tentang Penstasn Ruang (Lembaran Negam  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan Lembaman
Negara Republik Indenesis Nomor 4725), sebagaimana telah
diubeh bebemmpa kali, terakhir denssn Undang-Undang
Republik Indoresia Nomor 6 Tehtn 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Perigranti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentsng Cipta Kera menjadi Undang- Undang
{Lembaran Negara Republil Indonesin Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Republik Inddnesia Nomor 23 tshun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republiic Indonests Nomaor 3587) sehagaimana telah
diubah bebsraps kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republile Indonesia Nomar 6 Tahun 2023 tentang Penelapian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tehun 2022 Tentang Cipta Kerla menjadi Undang-Undang
(Lembarnn: Negara Republile Indonesia Tahun 2023 Nomar
41, Tambahan Lembaran Negare Republilt Indanesia Nomaor
G8450);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2023
tentang Provingi Ball (l.embaran Negara Repubiik Indonesis
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan lembarsn Republik
Indonesta Nomaor 6871);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Fueng Wilayeh Nasional
{Lemberan Negara Republik Ihdonesia Tahun 2008 Namor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnnesia Nomor
4833) scbagaimang telah  dinbah  dengan  Peraturan
Femesintah Nomor 13 Tahun 2017 (enteng Perubzhan atas
Peraturan Pemenntah Nomor 26 Talbun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasiona! {Lemharan Negnra
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lemburan Negara Republile Indonesia Nomar 604 1);
Peraturan Pemerintah Republile Indonesla Nomar 21 Taehwun
2021 tentang Petvelenpmaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republikk [Indonesizs Tahun 2021 Nomor 31,

Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor

6633,

Peraturan- Presiden. Republik Indoncsia Nomor 45 Tahun
A011 tentang Rencana Tata Ruang Hawasan Perkotaan
Denpasar, Badung, Gianvar den Tabanan, schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Momor 51 Tehun
2014 tentang Perubahan Atas Pernturan Presiden Nomor 45
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Fuwiisan
Perlotsan Denpasar, Badung, Gienyar tan  Tehbansn
{Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2014 Nomor
1221);

Peraturan Deerah Provinsi Bali Nomer 2 Tahun 2023 tefitang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tehum 2023-2043
(Lembarsn Daerah Provinst Bal Tahun 2023 Nomar 2,
Tambsahan Lembaran Dacrah Provinsi Bali Tehun 2023
Nomor 2;
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

FERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023.2043,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan Daerah inl yung dimalsud denpan;
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Pemerintah Pusst yang selanjutnya disebut Pemenrintah
adalah Presiden Republix Indonesin vang memegang
leekcunpaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantun oleh Walkil Pregiden dan Menterl sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Provinsi adalah Provinel Bali.

Pemerintah Proviesi adalah Pemerintah Provinsi Ball.
Kabupaten adalih Kabupaten Tabanan.

Pemerintah. Duvnh adaish  Pemerintah  Kabupaten
Tabanan.

Bupati adalah Bupnt: Tabanan,

T'n Hita Karana adalab falsafah hidup masyarakat Bali yang
memual liga unsur vang membangun kesaimbangan dan
keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan,
manusia  dengan  manusia, dan manusia  dengan
linghungannya vang menjodi sumber kessiahteraan,
icdpmaian, dan kebohagizan bagi kehidupan manusia.
Sad Kerthi adalah upaya untule menyucikan dan
memuliakan fiwa/atman (Atma Kerthll, memyvucikan dan
memullakan  iaut  beserta pantsi  (Segare  Kerthi),
menyucikan dan memuliokan sumber air (Danu Kerthd),
menyucizan dan memuliakan tumbuh-tumbuhan {Wana
Kerthi), menyuciken dan memulizkan manusia [Jono
Kerthi), serta menyucilkan dan memuliakan alam semesta
|Sfagat Kerthd),

Ruang adalah wadoh yang meliputi ruang darat, ruang laut
dan ruang udarn, termasul ruang di dalam bumi sebags
satl kessatuan wilayah, tempat manusia dan makhlule |smn
hidup, melaluken kegiatan dan memeiihara kelangsungan
hidupmyan.

Tats Rusng adalah wujud Struktur Ruang dan Pala Ruang,
Strulctur Rusng adalah susunan pusat-pusal permukimsn
dan sistem Jaringsn prasarana dan sarans yang berfungsi
sebagal pendukung kemgiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secarn hirrarids memiliki hubungan fungsional.

Pola Rusng adalah distribusi perantuken riang dalam
suaty wilayah yang meliputi peruntukan riang untuk
fungsi lindung dan peruntukan riang untuk fungsi badi
diyd.

Rencana Tata Rusng vang selanfutnya disingkat RTR
adalah hesil Percncanasn Tata Ruang,

Penataan Ruang adalal sustu sistemn proses Perencanean
Tata Ruang, Pemanfgatan Ruasng, dan Pengendallan
Pemarifadtan Ruang.
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Penyelenggarasn Penatasn Ruang adalah kegintan yang
meliputl pengaturan, pembinast, pelaksansan,  dan
BDE pHwEsan.

Perepcanaan Tata Rusng adslzh suatu proses untuk
menentiukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi
penyusunan don penetapan RTE.

Pemanfantan Ruang adalsh upayo untuk mewujudian
Struktur Rusng dan Pala Ruang sesual dengan rencans
tata rirang melalui penyusunan dan pelaksanaan pragram
beserta pembinyvaannya.

Pengendalian Pemanfaatsn Rusng adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata ruang,

Rencana Tata Ruarg Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTEW adalah hasi! perencanaun tata ruang pada wilavah
yarig merupnken kesatuun geografis beserta SCEENap unsur
terkait vang batgs dan sistemova ditentulan berdosarkan
papek adminisiratif,

Rencana Detail Tata Ruang veng selsnjutnya digingleat
ROTR sdnlah rencana secara terperinci tentarig tata rilang
wilayah kabupaten fkota yang dilengkapi dergan peraturan
zonasi kabupiten fkota,

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan Eeografis
besérta segenap unsur yang terkalt bates dan sistemnyg
ditentuian berdasarksn aspekr administratif dan/atay
aspek fungsional.

Kecamatan pdalah  daersh bagien Kabupatsn vang
membawshi beberapa desa ptau kelurahan, dikepalal oleh
LEOTANJ camat.

Wewidangan atan Wewengkon, yang sclanjutnya disebut
Weundangiun Desa Adat adalabh Wilayah Desa Adat VA
memitiki bates-batas tertenty.

Pusst Kegiatan Nasional, vang selanjutnya disinekal PKN
adalih Kawasan Perkotaan yang berfungsl untule melayani
kegiatan skala internasional, nasionsl, atau beberspa
Provins, _

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalsh Kawasan Perkotasn
yang berfungsi  untuk  melayan hegintan  skala
Kabupaten/Kota atau beberapa ketamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusal permukiman yang
berfungal untiuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberaps desa,

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman
yang berfungsi untuk melayani keglatan skalg sntar desa.

Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan
secard berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atay
antara pusat kegistan nasional dengan pusat kegiatan
wilayah.

Jalan Kolektor Primer adalah Jalan ying menghubangkan
secard berdaya guna antara pusat kegiatan nasions)
dengan pusat kegiatan lokal, anturpusat kegiatan wilayzh,
atau antars pusal kegiatan wilayah dengan pusat keglatan
Inkal,

Jalan  Kolektor Seloinder  adalsh  Jalan VErRE
menghubunglan  kawssan  selainder  kedua dengan
kawasan sekunder kedua atmy kawasan selunder liedua
dengan kawasan selounder ketign.

Jalan Lokal Primer adalsh Jalan yang menghubunglan
secard berdaye gune pusat kegintan nasional denpgan pusat
kegiatun lngkungan, pusat kegintan wilayah denigan pusat
kegiatan Ungkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau
pusat kegistan lokal dengan pusat kegiatan linglaingan,
serta antarpusat leegintan lingkungon.
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35.

36,
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41.

42,
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44,

45,

47,
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49.

Jalan Lokal Selkunder adalah Jelan yang menghubungkan
kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengan perumalian, kawasan selunder
ketiga dan selerusnya sampai ke perumahan.
Jalan  Lingkungan Primer adalah  Jalan Yang
menghubungkan antérpusat Kegiatan di dalam leawasan
perdessan dan jalan di dalam linglungan kawasar
perdesaan.
Jalan  Linglkungan  Selunder  adalah  Jalan yang
menghubungkan antarpersil dalam lawasan perlkotaan.
Jalan Khusus adalah jalan yung dibangurn oleh instansi,
badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat
untuk kepentingan sendiri,
Julan Tol adalah Jalan Bebus Hambatan vang merupakan
bagian Sistem Jaringno Jalan dan sebiigai Jalan nasional
Yyang pengpunanya diwajibkan membayar,
Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal pENUMmpaEng
vang berfungsi melayani kendaraan PENIMPARE 1amum
untuk angltitan kola dan anghuitan perdesaan,
Terminal Barang adalah tempat untuk melalkulan kegiatan
bongkar muat bareng. perpindaban  intramoda  dan
antbrmoda ongkutan barang, konsclidasi batang/pusat
kegiatan logistic, dan/atau tempsat parkir mobil bararip.
Jaringan Jalur Kereta Apt Antar Kota adalah jalur kereta
apl antar kota vang melintasi wilayah kebupaten / kota
untuk melayani perpindahan orang dan/ateu barang,
Stasiun Penumpang adaluh témpal perhentian kereta api
untiik keperinan natk turan permimpang.
Alur Pelayaran Kelas M adalah perairan yang dard ‘scgl
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelavaran lainnya
dinnggap aman dan selamat untuk dilayar & bawah
kewenangan kabupaten/lnta.
Felgbuban  Sungal dan  Danan Pengumpan adalah
pelabuhan vang digunakan untuk melayant angkutan
sungai atau danau yang terletak di sungai atau danay yang
bersilat pengumpan, '
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi [SUTET) adalah
saluran lenaga listtik yane menggunaken kawal telanjang
(konduktor] di udars bertegangan nominal di atas 230 kv,
Saluran Udars Tegangan Tinggi (SUTT) pdalah saluran
tenags  listrik  yang menpgunalan  lawat telinjang
(konduktor) di udurs bertegangan nominal 25 kV sampal
dengan 230 kV.
Saluran Udara Tegangan Menengah, yanp selanjutnya
disinglnt SUTM adalal: salursn tenaga listrik yang
menggunaksn kawat telanjong (penghantar) di udars
riegangan di bawah 25 KV sesusi standar di bidang
letenagalist rilean,
Saluran Udara Tegangan Rendah [SUTR) adalath saluran
tenaga listrik yang mengguneken kewat [penghantar) dl
wdara bertegangun df 220 volt sampai doegan 1000 valt
sesua: standar dl bidang ketenagalistrikan,
Saluran Kabel Teganpan Menengah (SKTM] adalak jaringan
kabel yang berisoiasi yarg ditanam didalam tanah
scpaniang  jaringan dan sesusi  standir  df bidang
Ketenagalistrikan.
Gardu Litrik adalah bangunan sebagai tempat distribus|
s listrile
Jaringan Tetap adalah satu kesatink penyelenggaraan
jaringan teleliomunilasi ontuk layanan telelomunikas;
tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut teleleomunilkeasi,
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35,

60,
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62,

B3.

B,

635.

60.

b8,

Jaringan Bergerale Seluler adalah jaringan yang melayani
telekomunikasl bergerak dengan teknologi  seluler di
permulasn ami.

Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan irigasi
yang terdird atas bangunan utama, saluran induky primer,
saluran pembusngannoya, bangunan hagl, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, den banpunan pelengkapnya,
Jaringsn Irigasl Sekunder adalah bagian dari jaringan
irigasi vang fterdirl atas saluran sebunder,  saluran
pembuangannya, bangunad bagl, bargunan bagi-sadap,
bangunan sadag, dan bangunan pelenplaapnyi

Jaringan Irigasi Tersier adaiah laringan irigasi yang
berfunpsl sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam
petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran
kuarter dan salurdn pembuang, baks tersier, boles kuarter,
serea bangunan pelerpkapnvi.

Bangunan Pengendaliunt Barnjir adalah bangunan yung
dapat memperlambat walttu tiba banjir den menuranlan
besarmya debit banjir,

Bangunan Sumber Dava Air adalah bangunan yang
menujang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya
gir yang lerkandung didalamnya, ermasuk didalamnya
bangunan water treqatment,

Sistemn Penyedizan Air Minum vang sclanjutnva disingkat
SPAM merupakan satu leesatusn sarana dan prasarana
penyettisan gir minum,

Unlt Air Baku adalah adalah sarans pengambilan dan atau
penyedin air balw, termasuk pipaflabel bawab laut air
mintim.

Unit Produksd adalah adalall infrastriukoor yang dapat
digunaken untuk proses pengolahan air balku menjadi pir
minum melalul proses fisika, ldmia, dan/ stau biologi,
termasiti pipa/kabe! bawah laut air minum,

Unit Distribusi npdalsh pipa vang digunukan untul
pengnlitan sir minum  dari  bangunan PENSAInPUNEAT
sampal unit pelsyanan.

Unit Pelayanan adalah Gtik pengambilan air, terdin atas
sambungan langsung, hidran umum dan/atain hidran
kebakaran,

Sumur Pompa adalaly Sarana berupa: sumur vang
bertujuan untuk mendapatkan alr baleg untuk air minum
yang dibust dengan memgebor tanah pada kedslaman
fertentl.

Bangunan Penangkap Mata Air adalak BATANA Yang
dibangun untuk mengumpulkan sir pada sumber mata air
dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
Sistern  Pengelolaan  Air  Limbah (SPAL) adaiah saty
kesaluan sarana dan prassrana pengelolasn air limbah.
infrastruktur Sistem Pengelolasn Air Limbah Domestik
adalah sarana yang dipunakan dalam seratigkainn kegintan
pengelolnan air limbah demestile,

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recyele
{TPS3R] adalsh  tempat dileksanaleannya  kegiatan
pengumpulan, pemilahan, pengounaan ulang, dan
pendauran ulang siala kawasan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat
sebelum sampeh diangloit e tempat pendaur ulang,
pengolahan, danfatay  wmpat pengolahan sampah
terpady.

Tempat Pemroacsan Alhir (TPA) adalal Tempat memroses
dan, mengembalilan sampah ke media linglkaumngan,
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat
diluksanaltannya  kegiatan pengumpulan, pemilahan,




59,
TG,

7l.

T2,

73.

78.

To.

80,

B,

PengEunaan ulang, peadauran ulangan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah,

Jalur Evakuasi Bencans adalah jalan yang dikhususkan
untuk jalur evalouasi bila terjadi bencana,

Tempat Evakuas) Bencans adalah tempat vang digunakan
untuk kegiatan memindabkan korban bencana dari lpkasi
bencana ke tempat vang sman atay PEAAMPUNEED pertama
untuk mendapatkan tindakan penanganan lehik ianjut,
daringan  Drainase  Primer  adalzh jaringan  untulk
menampung den meongalitkan air lebih dar saluran
drainase sekunder dan menvalurkan ke badan air
penerima.

Jaringan  Drainase Selunder adalah jaringan  untuk
menampung  air dard asluran  drainase tersier  dan
membuang air tersebut ks Jaringan Dralnase Primer.
Jaringan  Drainase  Tersier adalah Joringan  ontuek
menerima air dar saluran penanglap dan menyalurkannya
ke Jaringan Drainase Selander,

Kawasan adalah wilayah yang memilil fungsi utama
lindung atau budi daya.

Kawasan Lindung adslak Wilayah vang ditstaplan dengan
fungsi utama melindungl kelestarian lingkungan hidup
J4ng mencalup sumber daya alam dan sumber daya
Lustan

Kawasan Budi Daya adalah Kawasan di wilayal Kubupaten
vang ditetapkan  dengan  fungsi  utama  untuk
dibudidavakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber dava buatan,
Kawssan Perlotasn adalah Wilayah YENE mempuoyad
kegiatan utams bulan pertanian dengan susunan fungsi
Kawasan  sebagal  tempat  permukinian perkotaan,
pemusalan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahar;,
pelayenan sosial, dan kegintan ekonomi.

Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasilk ptngelolaan sumber
deya alam dengan susunan fungsi Kawnsan sebapgai tempat
permultiman  perdessan, pelayanan jasa pemerintahan,
Pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Badan Air adalah alr permukaan bumi yang berupe sunpai,
danel, embung, wadule, dan sebagdinya.

Hawasan vyang  MembBerilan Perlindungan  terhadap
Hawngan Bawahannye  adalah Kawnsan yang
diperuntulekan untuk menaungi lingkungan dan malkhlule
hidup terdiri atas kawasan hutan lindung den kawasan
gambus, .

Kawasan Huten Lindung adalah Kawssan hutan vang
mempunyusi fungs! pokok sebagsi perlindungan sistem
penyengga kehidupan urituk mengatur tata air, mencegah
banjit, mengendalikan erosl, meneessh Intrusi air laut, dan
memellara kesuburan tamal,

Kawssan Perlindungan Setempat pdalah Kawssan vang
diperuntuken bagl kegiatan pemanfantan lahen yang
menfunjung tinggt nilai-nitai lubur dalam tata kehidupan
Masyarakat untuk melindungi dan mengzlola lingknean
hidup secara lesturi, serta dapat menjaga kelestarinn
Jumlah, kualitas penyedissn  tata air, kelancaran,
ketertiban pengaturan, dan pemaniaatan sir dar sumber.
sumber air, termasulk di dalammys Kawasen kearifan jakal
dan sempaden yang berfungsi sebagal Kawasan lindung
antara lain Kewasan Suci, Kowasan Tempat Suci,
Sempadan Pantai, sungai, mata nir, =it danau, embung,
wadilk dan jurang, serta Kawasen lainnya vang mermnilild
fungs] perlindungan selempat.
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hawasan Konservasi adalah bagian wilavah darst dan/atan
laut yang mempunyal cid khes sebapsi satu kesatuan
ckpsistem yang dilindungl, dilestarikan  dan/atau
dimanfaatkan sceara berkelanjutan,

Cagar Alam adalah Kawasan suska alam yang karena
keadasn alamnya mempunyai kelhasan fkeunlkan jenis
tombuban danfatau keanekaragaman tumbuhan beserta
pejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upays
rerlindungan  dan pelestarian  agar keberadaan  dan
perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam yang
dimanfaatkan terutama untuk kepentingan patiwizata
alam dan reloreas,

Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disinglat BTH
adalahy area memanjang/jalur danfatan  menpelompok
yeng penggunaannya lebih bersifar terbuke, tempat
tumbub tanuaman, bailk yang tumbul secara slomiah,
maupun VENE sengaia ditanmm, dengan
mempestimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,
ekonomi, sosial budava, dan estetika.

Kawasan Ferkebunan Ralyat adalah hutan ralerat yaitu
hutan yang dimiliki oleh ralevat dengan luas minimal 0,25
[nol koma dua puluh lima) hektare, penotupan tajuk
tanaman berkayu atau jenis lainnya lehih dari 30% (lima
puluh) atau jumlah taraman pada tahun pertamea minimal
500 [lima ratus) tanaman Hap hektare.

Kawasan Pertanian adalah Kawasan yane dialokasilian dan
memenubl kriteria untiuk budi daya tanaman pangan,
hortikkultura, perkebunan, dan peternakan.

BEawnsan Tenaman Pangan adalsh Kawasan lahan hasah
beririgasi, lahan basah fidak beririgast serta lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengsmbanpan tanaman
pangan.

Howasan Hortikultura sdalab Kawasan [lahan kering
potensial untuk pemanfastan dan pengembengan tanaman
hortileultura secara monolultur maupun tumpsang sarl.
Kawnsan Periebunan adalabh Kawasan vyeng memilikd
potenai untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada
lahen basah dan atau lshan kering untuk komoditas
perkebunan.

Kawasan Peruntulean Industsl adalah bentangan lahen
yang diperuntulsan bagi kegintan industri berdasarican
Rencana Tath Ruang Wilayah yang ditetapian sesuad
dengan ketentuan peraturan parundang-undangan,
Kawasan Pariwisdata ndaiah Kawasan yang memiliki fungsi
utama | pariwisafa  dtan memilili  potensi  untuk
pengembangan pariwisate balk alam, bustan, meupun
budaya.

Kawnsan Efekfil Pariwisata adalah Kawasan yrnng dapat
dikembanghkan untuk fasilitas pariwisata sesuai karakter
tinp Kawasan.

Kawssan Permitkiman adalah baglan dari lingkungan
tidup di luar Kewasan Lindung, builk berupa Kawissorn
Perkotaan maupun perdesasan yang berfungsi setiagsi
linglungan tempat tinggal atau linglungsn hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupnan,

Kawasan Permukiman Perketasn adalah baglan dari
ingkungan hidup di luer Kewasan Lindung yang berfungs
sebagai lingkungan tempat tinggal atau ingkungan hunian
dan tempat kegiatan yeng mendukung perikehidupan dan
penghidupan di Kawasan perkotasn.
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Kewasan Permukiman Perdesaan adalah baglan dari
lingtingan hidup dl luer Kawasan Lindung yang berfungsi
sebagai linghkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendulaing perikehidupen dan
penghidupan di Kawasan perdesaan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang
dikembenghkan  untuk  menjamin kegiatan  dan
perigembangan bidang pertahanan dan keamanan, soperti
mstolasi keamanan, termasuk tempat latihan, hodarn,
korem, koramil, unsur kelembagaan pertahanan dan
keamanan lainnya. '

Kewusan Pertanian  Tangan  Berkelanjutan, Vang
selanjuinys disinglat EP2ZE adalah Wilayah buodi daya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki
hamparan Lahan Pertanian Pangun Berkelajutan dan/ataw
hamparan  Lahan  Cadangan  Pertanian Pangan
Serkelanjutan serta unsur penunjongnys dengan fungsi
utama untuk mendulung kemendirian, ketzhangn dan
kedaulatan pangan nasional,

Hawusan Strategis Kebupaten adalsh bagian Wilayah
Rebupaten yang penatsan ruangnyva diprioritaskan dan
berpengaruh  sangat penting dalam lingkup Wilayeh
Kabuputen di bidarig ekonomi, sosial budaya, sumberdays
als,m{ danj/atan teknologi tinggl, dan/atau lingkungan
hidu.

Kawasan Strategis Provinsi, yang zelanjutnya disinglksar
KSP  adalah  Wilayahh yang Penataan Ruangnya
dipriorileskan karens mempunyai pengaruh sangat penting
dalam lingkup Frovinsi terhadap skanomi, sostal, budaya,
linghungan, serta pendayagunasn sumber daya alam dan
teknulogi tingg.

Kawasen Steategis Nasional, yang selanjutnya disinglkat
KSN  adaluh  Wiayah yang Penataan Ruangnva
dipriorilaskan ktarens mempunyai pengaruh sangat peniting
secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan
dan keamanar negara, ekonomi, sosial, mudayve, dan/fatau
lingkungan, termasuk Wilbyah yang ditetapkan sebagsd
warisan durnia.

Kawasan Perkotann Denpasur, Badung, Gianvar dan
Tabanan, yang selanjutnya dischut Kawssan Perkotaan
Sarbagita adelalt saty kesatuan Kawasan Perlotaan vang
terdirl atas Kota Denpaser dan Kawasan Perlotasn Kuta
sebagal Kawasan Perkotaan intl, Kawasan Perkotaan
Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran  di
Kabupaten Badung, Kewasan Perkotasn Gianyar, Kawasan
Perkotann Sukawati den Kawasan Perkotsan Ubud di
Kabupaten Glanyar, dan Kawassn Perkotaan Tabanan di
Kabupaten Tabanan, sebagai Kawnsan Perkotaan di
sekitarnya, yang membentult Kawasan metropolitan,
Kawasan Agropolitan ‘adalah Kewssan yang terdiri atas
satu aten ledill pusat kegiatan pada wilayah perdesaan
sehagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber
duya  alam  tertentt yang ditunjuksn oieh adanvg
keterkuitan fungsionn! dan hieracki keruangan sstuan
sigizm permukiman dan sistem ngribisnis,

Agrowisatn adalah  kegiatan perjalanan  wisala  vang
dipadukan dengan aspek leegiatan pertanian  untuk
memperiuas pengetahuan, pengalamen relreasl dan
hubungan usaha di bidang pertanisn, sebagnl Upaya
menempatkan ssktor primer |pertanian) di Kawasan selctor
tersier (puriwisata) agar petani dan masyarakat pedesann
mendapatkan peninglatan  pendapaten  dari  heglatan
pariwisata,
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Ekowigata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atay
penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertangmrung jawab
ke @arem alaml dan/atau daerah-dperah yang dibuat
berdesarkan kaidah elam, secara ekonomi berketanjutan
cdisertal upaya-upeya lenservasi  dan pelestarian
lingkungan untuk meningkatkan keasjahteraan
Masyarakat setempat,

Daya Tarik Wisats, yang selanjutnya disingiat DTW adainh
segala sesualu yang memilikl keunikan, keindahan, dan
nillal yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya,
dan hasil buastan menusia vang menindi sasaran atau
Tjuan kanjungan wisatawan.

Kewasan Beroricntesi Traneit atau  Transit  Oriented
Development, yung selanjutnys disebut Kawasan TOD
adalah Kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang
sabagal Kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan
antarmoda yarig berada pada radius 400 m (empat ratus
meter] sampai dengan BOO m [delapan ratus meter] dari
simpul transit modn angkutan umum massal vane mesmilild
furigsi Pemanfaaten Ruang cempursn dan padat dengan
intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga linggl.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaten Ruang yang selanjulnya
disingleat KKPR adalah kesesualan antara rencana fregiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesunian Kegintan Pemanfaatan Ruang vang
selanjutnya disinghet KKKPR ‘adalah dokumen yang
menyatakan Kesesumian onters  rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Keglatan Pemanfaatan Ruang vang
selanjutnya  disinglat PREPR adalah dokumen yang
menyatekan kesesuaisn  antire  rencana kegiatan
Pemanfaatan Runag dengan RTR selain RDTR.
Rellomendnsi Kesesumian Kegiatnn Pernanfastan Ruang
yang selgnjutnya disingkat RKKPR adalgh dokumen vang
menyatakan kesesuaian rencanm kegiatan Permaniaatan
Rueng yang didasarkan pada kebijakan nasional vang
boreifal strategis dan belum distur dalam RTR dengan
mempertimbanpkan  asas dan tujusn Penyvelenggarann
Penataan Ruang.

Sistem Perizinan Berussha Terinlegras! Secamn Elektronik
{Cnling Smgle Submission) yang selanjutnya disebut Sigtem
{85 adalah sistem elekironik terintegrasi yang dikelola dan
diselenggrralmn oleh Lembaga 0=8 untuk
penyeienggaraan perizinan bertisaha horbasis risiko,
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 3 (lirrza)
Tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW
yang merupakean petunjuk yang memuat usulan program.
utama, lokasl, besaran, sumber pendanaan, instansl
peluksana, dan waktu pelaksanasan dalam Jjangks waktu
perencangan 5 (lima) tahunan sumpal akhir tahun
perencanaan 20 (dug puluh) ahon untuk mewujudican
Tatn Ruang Daerah,

Instalasi Pengolahan Air  Limbah yang selanjutnys
disingleat TPAL adalah suatu swultur yang dirancang
untulke membuang limbah biolopis dan kimiawi darl air

sehingen memunghkinkan air tersebut tidale membahaymkean

den dapat digunakan pada aktifitas lainnya,

Sinkronisast  Program  Pemanfaaton Ruang vang
selanjutnya disingkat SPPR adalah upaye menyelaraskan
indikasi program utama dengan progriam selctoral dan
kewilayahan dalam dokumen rencana pembanpunan

Jecura terpacdu,
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Ketentuan Umum Zonasl adalah ketentuan dritim VENE
mengalur  Pemanfaatan  Ruang dan ketentias
Pengendalian Pemanfastan Ruang veng disusun untuk
satlap klasifikasi peruntultan /fungsi Ruang dan Kewasan
seliitar juringan prosarans sesusl dengan RTRW.
Hetentuan Khusus adalah  ketertuan YANE [mengatur
pemanfaatan Kawasan yang memiiki fungsl khwsus dan
memiliki aturan tambshan seperti adanya Kawagan yvang
bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang
disebut sebagal Kawasan portampeadan ftumpang  sugun
[veray),

Persil adealah sebidang tanah vang dihald nrangatan badan
mukum berdasarkan perundang-undangan yang herlaku;
dalam hal ni tidak tsrmasiilk dalam telajakan jalan,
Koefisien Dasar Bangunan, yvang selanjutnya dismekat
KDB adalah koefisitn perbandingan antirs luas lantal
dasar bangunan gedung denpan luas Persil,

Knefisien Lartai Bangunan, yang selanjutnya disingiat
KLB adalah koefisien perbandingan antara [uas selurch
lantai bangunan gedung dan luas Persi], .

Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH
ndalab angha persentase perbandingan antare ey seluruh
Ruang. terbulm di  ioar bangunan  gedung vang
diperuntukan bagl pertamanan/penghijavean dengan luas
Persil.

Koefisien Wilayah Terbangun, yang egelanjutnya disinghet
KWT adalah angka persentase luas Hawasan peruntuloan
yang terbangun terhadap luas Kawasan peruntulcan
seluruhnys di dalum seaty Kewasan,

Garls Sempadan Bangunan, yanp selanjutnya disingkat
GSB adalah jarale minimum antara garis pagar terhadap
dinding bangunan terdepan,

Rusng Manfaat Jalan, yang selanjutnya disingient Rumaja
adaleh Ruang sepenfang jalan yang dibatasi gleh Iebar,
tnggl, dan kedalaman tertentu yang meliputi Badan Jalan,
saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. .
Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disingkat Rumija
adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasl oleh lebar,
kedalaman, dan t nget tertentu yang meliputi Rumaia den
sejalur tanah tertenty di luar Rumaja serta diperuntukkan
bag pelebiaran jalan ¢an penambahan julur lalu Yintas di
masa alan datang sgerta kebutuhan Rusng untuk
peEngamanan jalan,

Ruang Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disingkat
Ruwasja adalah Ruang tertentu di luar Rumije yang
dibatasi dengan lebar don tinggl  tertentn dan
diperuntuldean bagl pandangan hebas pengemudi  dan
peogamanan kontrulksl jalan serta pengamanan  fungs
falan,

Kawasan Suci adalah Kawasan yeng disucikan oleh umat
Hindu seperti Kawasan gunung, denau, msta  air,
campuhan, Ialoan, sungal. pantai dan laut.

Kawssan Tempat Sucl adalah Kawazan di sekitar pura yang
periu dijaga kesuciarmya dalam radigs tertentu sesuai
stillils purn sebapsimans ditetapkan dalam Bhisama
Nesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat
Tahun 1904,

Pura adnfah Ismpat suei uneul memilja Hyeng Widht Wasa
dalam segals Prabawa atay manilestas] Hyang Widhi Wasa
dan Atmqg Sidha Dewnta stan Roh Suci Leluhur,

Bliadma Kesucian Pura adalah norma Bgamy  yang
ditetapkan aleh Sabha Pandita Parieadha Hindu Dharma
Indonesia Pusat, sshagai pedoman pengamalan sjaran
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Agama Hindu tentang Kawesan kesucian pura yvang belum
dijelaskan secara rinc dalam lkitab suci, '
Kawasan Sempadan Jurang adalah Kawasan tepi jurang
yang memilild  manfaat  penting  untuk menjags
keseimbangan lingloingan,

Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai
kemampuan tingg untylk meresapkan air hujan sehings
memipeakan jempat pengisian sir Bum (akutfer) yang
Yerpuna sebapgal sumber gir,

Kawasan Sempadan Pantai adalnh Kawasan sepaniang
bantai  yang mempunysi  manfast penting  untuk
mempertahankan  kelestarian  dan kesucian pantai,
Keselamnatan bangunen, dan ketersedizan Ruang untuk
ledu lintas 1mgm,

Kawasan Sempndan Sungal adninh Kawasar sepanjang
kiri-lanan sungai, termasule suneai bustan Jkanal fzaluran
Irigasi primer vang mempunyal manfaat penting untule
mempertahanian kelestarian fungsi sungai.

Tn Mandala adalah pola pembagian wilayalh, Kawasan,
dan/atau pekarangasn yang dibagl menjadj tiga tingkatan
terdirl atas utema mandala, madys mandala dan rista
mandalp.

Catus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-
ruasnya mengarah lte empat penjuru mata engin (utarn,
Hmur, selatan dan barat) dan diperanltan sebagal pusat
(puser] wilayah, Kawasan dan/atau dess,

Subak adalah organisast tradisional dibidang tata gans air
dan atau tata tanaman di tngkst ysahs tani pada
Masyarakat adat di Baii vang bersifat susioagraris, religius,
thanomis yang secars historis terus tumbuh  dan
berkembang

Desa Adat adalah kesatuan masvaraleat hukuam adat i Ball
Yyang memiliki wilayah, kedudulean, susunan asif, hak-hal
tradisional, herta kekayaan sendin, tradisi, tata krama
pergauian hidup masyarakat secars turun temurun dalam
tzatan tempat suci (kahyangan tiga arau kahyangan desa),
tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus
rumah Lsmpgeanya-sendiri,

Banjar Adat adalah baglan dar] Desa Adar.

Falemahan Desa Adat adsalah Wilayah yang dimilili olch
Disa Adnt yang terdirl atus satu atan lebih Banjar Adat
yang tidak dapat dipisashkan,

Forum Penatasn Ruang adalah wadah di tingleat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pugat
demn Pemarintah Daerah dengan memberikan masulkan dan
pertmbangan dalsm Penyelenggaraan Penatasn Ruang,
Masyarakai adalah orang perseoraripgan, kelompok orang
lermasult masyarakat hukom adatl, korporasi, dan/atay
pemangice  kepentingan nen  pemerintah  lain dalam
Penatamm Ruang.

. Peran Masyaralat grislah partisipas! aktif Masyaralat

dalarn Perericanaan Tats Ruang, Pemanfastan Ruang dan
Penpendalian Pemanfaatan Ruang.

Pagal 2

RTRW berisaskan:
. trr Ruta karang;
sad kerthe
keterpaduan;
keserasinn, keselarasan, dan keseimbangan:
keberlanjutan:
keberdiyagunasn dan keberhasilpunaan;




g.  keterbuleann;

h. kebersamaan dan kemitraan;

I periindungan kepentingan umum;
J+  lepastian hukum dan keadilan: dan
k. aluntabilitas,

HAB I
RUANG LINGKUP

Boagian Kesalu
Urnum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Dacrah Inl, meliputi;
8. tuang linglkup mater; dan
b, ruang lingkup Wilayah.

Bagian Kedun
Rueng Lingkup Mater

Fasal

Ruang linglup materi RTRW, sebagaimania dimalksiud dalam Pasal
3 hurif a, meliputi:
ketenfuan umum;
tujuan, kebijakan, dan strateg! penataan ruang Wilayah:
rencana Struktur Ruang Wilavah:
rencana Pola Ruang Wilaysh;
Hawasan Strategis Kabupaten;
arahan pemanfantan ruang Wilayah;
ketentuan pengendalian pemanfaatan mang Wilayah;
hak, kewajlban dan peren Masyarukeat;
kelembagan;
penyelesalan sengketa;
ketentuen penyidikan:
ketentuan pidanm;
. ketentuan lain-lain;
ketentuan peralikan;
leetentusn penutup;
penjelasan; dan
lampiran

BRI IETIER oD aAsgp

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal &

(1] Ruang lingiap Wilayah sebagaimana dimaksid dalam Pasa!
3 huruf b, merupalian daerah dengan batas vang ditentokan
berdasarkan aspek administratif yang secara peografis
terletak pads kogrdinat 89 14’ 30¥ . 80 30" 07" Lintang
Selatan dan 1140 54' 52" - 115% 12' 57" Bujur Timur.

(4] Ruang lirglaip Wilayah ssbapalmana dimalesud pada ayat
{1} mencelup Rusng darat dan Ruoang udara termasile
Fusng di dalam bSumi  sesusl  ketentuan peraturan
perundang-undangan,

{3) Wilaynh sebhagaimana dimaksidd pada a@yat (2} secara
administrasi seluas kurang lebih 84.884 (delapan puluh
empat nobu delapan ratus delspan puluh empat) hektare.

{4 Wilayah admimstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
berbatasan denpan:




g stbelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten
Buleleng;
b. sebelah timur berbatasan denpan Wilayah Kabupaten
Badung;
c. sebelah selatan berbatasan denpan Samudera Hindia; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten
Jembrana dan Wilayah Kabupaten Buleleng.
(5] Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada avat (4),
terdiri atas 10 (sepulub) Wilayah kecamatan, meliputi:
4. Kecamatan Pupuan;
b. Kecamatan Selemadsg Barar;
o, Kecamatan Selemadeg;
d, Kecamatan Selemadeg Timur;
2. Kecamatan Kerambitan
f. Kecamatan Tabanan;
i Kecamatan Kedisd;
I, Kecamatan Marga,
[. Kecamdtan Penebel: dan
1. Kecamatan Baturit],
(6] Rueng Wilayah mencalup toinl Wewddangan Desa Adat di
~ Wilayah Kahbupaten berdasarkan konsep kearifan loka! Bali.
(7) Wilayah administrasi sebagairmana dimaksud pada svat (1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
rerwl'kaﬂ dari Peraturan Dacrah ind,

BAB III
TUJUAN, KEBIAKAN, DAN STRATEC! PENATAAN RUANG
WILAYAH

Bagian Kesaty
Tujuarn Penataan Ruaig Wilayah

Pasal 6

renataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pade Pasal 4
huruf b bertujusn untuk mewdjudkan  pemeratadnn
pengembangan Ruang Wilavah yang hijau, lestari, aman,
nyuwmarn, procduktif, berjati dirl, dan berkelanjutan sebagai
penyangga lingkungan, kebudayaan dan perekoriemiern Bali yang
berbasis budaya Bgrars, berdayn saing dan terintegrasi demgan
kepariwisatann dan sistem PEN Kawasan Perkotaan Sarbagita
sebagal KSN guna meningkatkan kesejahterasn masyaraket
berlandaskan filosall Tri Hita Kamna dan nillai-niled kearifan lokal
Sod Kerthi

Bagian Kedua
Eebijakan dan Strategl Penatean Ruang Wilayah
Paragraf |

Cmium
Pasal 7

Febijakan dan strategi Penataan RBuang Wilayah dikemtbangkan

unituk  mewyjiudlan twjuan Penatasn Ruang Wileyah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputl:

a: ]-:Eb'rjakart darn sirategi pengembangan Stritketur Ruang;

b, kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang: dan

c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategs
Kabupaten,
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Paragraf 2.
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Strukrur Ruang

Pagal 8

Kebiiakan dan stratégl pengembangan Struktur Ruang

sebagaimana dimeksud dalam Pasgal 7 huruf a, mieliputi:

8. pemeralaan pengembangan Wilayah sesual karakter dar
potens! Wilsyah yang berkelaniutan;

b. pengintegrasian pusat pelayanan yang merats, berhiersrki
dan lerintegrasi dengan PKN Kawasan  Perkotzan
Sarbhgita dan Kawasan Perdesaan:

c. peninghatan alsesibilitas antar wilaysh, antar Kawasan
Perkotzan dan antar Kawasan Perdesaan: dan

d. petiingkatan  jangkeusn pelavanan  sistem jaringan
prasarana. Wilayah  untuk mendulung peningkatan
proditktivitas  dan  pemeratasn pelayanan  kepada
masyarakal, _

Pemoratdan pengembangan Wiliyah sesuai karakter dan

potensi Wilayah yang berkelanjiutan, sehagaimana dimakaud

pada ayat (1) huraf o, meiiputi:

B, mengembangkan  bagian  berat  Wilayah meliputi
Recamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg  Barat,
Kecamatan Selemadeg, dan Kecarnatan Selemadeg Timur
dengan fungsl utama  sebasai pusat kegiatan lokal,
kawasan leonsrvasi, perkebunan, petermnaian,
hortikultura, tenaman pangan, pariwizata dan periganan
yang mendukung fungs: Kawasan Lindung;

b. mengembangian  bapisn  seldtan Wilayah  melipun
Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, dan
Kecamatan Kediri dengan fungsl utama pusat pelayarian
Wilayah dan sebagai bagian dari KSN Kawssan Perkotaan
Serbagita, bagian dari PEN, ibukota kabupaten, pertanian
tanaman pangan, pariwisats, perfkanan dan induste
kel

. mengembangkan  bagisn  utars  Wilayah meliputi
Hecamatan Marga, Kecamatan Perebel, dan Kecamatan
Batuniti dengan fungsi utama Kawssan leoniservasi,
perkebunan, hortiknlture, pertanian tensman Tungan,
peternakan, perikanan dan pariwisata; dan '

d. mengembangkan potens| Wilayah sesuai daya duliung dan
daye tampung lingleungan hidup.

Pengintegrasian pusat pelayanan yang merata, berbierarid

dan terintegrasi dengan PKN Kawasan Perkotasn Sarbagita

dan Kawasan Perdesaan, schagaimang dimakeud pada ayat

(1) huruf b, meliputi:

a.mengintegrasilan Kawasan Perliotann Tabanan sehagai
cagian dari PEN dan KSN Kawasan Perkotaan Sarbagita
yang didulung Kawasan Wanssar], Kawasan Tangah Lot
den Kawasan Pandak Gede melstui kerja samu terpadu
pengeloiaan Kawasan Perkotaan lintas Wilayah;

b. mengembangkan keterpaduan sistern perkotsan fingsi
PKN dengan Pusat Kepiatan Loks! dan sebaran Pusat
Pefayanan Kewasan dalam wilayah:

C. mengintegrasikan pusat Kegiatan khusus meliputi pusat
Kegistan Pariwisata, Pusat Pemerintahan Kahupaten,
Pugat Kawasan Agropolitan ke delam sistem perkotasn
wilayah sscara terpacy; dan

d. mengendalikan perkembangan Kawssan Perkotaan dan
pusat kegiatan khusus vang befpotensi cepat tumbuh dan
sedang tumbuh; '

c. meEngembangkan pusat pertumbikan terpadu  dalam
bentule  Pusat  Pelayanan Linghungan, kawssan




agropolitan dan kawasan yang terintegrasi dengan sistem
pusat permukiman; dan

f. mengaralikan konsep pembangunan berbasis Kawasan
TOD pada Kawasan PFerkotaun dan pusat lepiztan
pariwisata sesual potensi dan dava dul ng.

4 Peningleatan aksesibilitas antar Wilayah, antar Kawaean
Perkotaun dan untar Kawasan Perdnsasn. sebagalmang
dimalesud pada ayat (1) hurufe, meliputi:

8. meningkatkan  keterpaduan  sistem jaringan  jalan
nasional, jalan Proving, jalan kabupaten:

b. mengembanglkan jaringan  jalan  baru  termasuk
pengembangan julan bebas hambatan dan/atay jalan
alternatii lainnya untuk memperlanear arus lslu lintas
dntar wilayah dan membuka akses ke s=lurih wilayah
gerta ke pusat  pertumbuhan  ekonsmi dengan
memperhatikan  kalestarian lingkungan, -sesio-lkultur
masyerakat dan daya dukung lakan;

c. meningkatikan kualitas Jaringan jalan labupaten dan
jalan desa; dan

d. mengembanglan  dan meningkathan peran angkutan
Umim penumpang, angkutan barang dan sistem
angkutan mimum massal terpaddu yang terintésrasi antar
wilayah dan dalam sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita,

(5] Peningkatan jangkauan pelayapan  sistem jaringan
prasarana  wilayah  untuk  mendukung peningkatan
produktivitas: dan  psmerataan peluyanan  kepada
masyarakat, sebagaimana dimalaud pada ayat (1) Auruf d,
melipiti: '

a. meningkathkan pemerataan penyediaan tenaga listrik di
soluruh wilayah;

b.mengembangkan jangkavan dan leuslitas pelayanan
sistem jaringan telekomunikasi secara merats lee seturith
wilayah;

€. meningkatkan keterpadunn perlindungan, pemeliharaan,
penyedinan: sumber daya. air  dan  distribusi
pemanfestannys untuk irigasi dan air minum BeCArg
merais sesya kebutuhan:

d. mengembangkan  sigtem pengendalien  hawjir  dan
pengimanan partal;

ey meninghathan partisipasi masysrakat dalam pengeiolasn
sampah don kerjn sama pengelolaan persampahan
terpadu antar wilayaly

f. mengembangkan sistem Pengoiahan air limbah melglul
jaririgan air imbal terposat maupun sctempat dengan
teknalogi ramah lingkungan: dan

E- mengembanglean infrastrulkiur kebencanann tan mitigasi
rawan bencans.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembengan Fola Ruang

Pasal 9

Kebijakan dan strutegi pengembangan Pola Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

& kebijakan dan strateg pengembangan, pemenfaatan, dan
. Pengelolsan Kawasan Lindung; dan

b. kebijakan dan strateg] pengembmngan Kawasan Budi Daya.

‘h
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Pasal 10

Kebjjakan dan stratesi pengembangan, pemanfaatan, dan

pengeloluan  Kawassn  Lindung, sebagaimann  dimaksud

dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

& pengembangan Wilayah yang hijau, lestarl dan’ aman
sebagai penyangga linglungan alam Bali; dan

b. mitlgasi dan adaptas; Kawasan rawan benecans;

Pangethbangan Wilavah yang hijuu, lestar dan aman sebngai

penyangea lingkungzn alam Bali, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurif &, melputi:

A mewujudkan kawasan berfangsi Indung;

~menctapkan kawasan hutan atag vegetasi tutupan lahan

Permuaries;

oo melestarikan  kawasan PEgUnUNgan sebagal Kawassn
Resapan Air Provinsi;

d. melestarikan kawasan imbuhar air tanah yang teraphar di
seluruh Wilayah;

¢ melindungi Kawasan Dansu Beratan sebagal reservoir
Provinsi;

L pencegahan  dampak negauf kegiatan  yang dapat
menimbullen kerusakan lnpkangan hidup; dan

g- pemulihan dan penAnpEulangan kerusakan lingkungan
nicup pada kawasan hutan maupun di luar Rawasan

~hutan yang mengalami leritie lingleungan,

Mitigasi dan adaptasi Kawasan mwan  bencana,

sebagnlmana dimalsid pada ayat (1) huraf b, meliputi:

& mene@phan  Kawasan Yang memiliki potensi  rawan
beticans; dan

bomengembanghkan  siatem mitigasi  beocana  dan
penangpulangan  bencana  gecara tetpady  disertai
pengembangan jalur-jalur dan lempat evalmasi,

Pasal 11

Kebijakan dan strateg) pengembangan Kawasan Budi Daya,

sebagaimana dimaksud dalam Pusal 9 hyruf b, meliputi:

8. pemanfapan budaya  aerarls  melsl pengembangan
potensi pertanian yang berdryvs saing ssbagal penyangea
budaya dan perekonamian;

b. pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis aleawigats:

€. pengembangan kegiatan budi dava untuk menunjang

aspel pertahansn dean leesmanan MEEaTA;

d. pengendalian perkembangan keglatan budi days agar
tidale melampaui daya dukung dan days tampung
lingkungan; dan

€ pengembangan, pemanfaatan, dan pengelalaan BTH di
Kewasan Periotaan,

Pemantapan budayva agraris melalui pengembangan poters

pertanian yang berdaya saing sebagal penyungga budaya dan

perekonomian, sebagaimarna dimalesud pada ayat (1) huruf

a, medputi;

i memperiahanian  kawasarn  pertanisr  lahan  basah
beririgaal (subak):

b. mengembangkan  kawasan dengan  kiuster-klustsr
iomoditas  unggulan pertanian  dan perikanan yang
berdava saing;

€. memantapkan  beberaps  kKluster-kluster  leawasars
pengembangan  komoditas ungeulan sebagal kawasan
dgropolitan;

d. mengambangkan  sscara terpadu  sistern  agribisnig,
agroindustri dan agrowisata yang berdaya saing;
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e mengembangkan sistem pertanien terintegrasi dengan
selttor  lsinnya, untul  meningkatican pendapatin,
pemeltharaam Hnghungan dan  efisiensl pemenfaatan
sumber dayn;

f. mengembangkan sistem pola tanam, pembibitan, maupun
pemelibaraan tanaman pertanian yang adaptil terhadap
perubahan [klim ginbal; dan

E. mengembangkan pertanian organik  seeara bertahap
untule mendukung Bali sebagai pulay arganile dan
Provinsi hijau (Baii Clean and Green).

Pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis chkowigata,

sehapgaimana dimuiksud peda ayat {1) huruf b, meliputi:

a. mengendalikan  pengembangan  Kawasan  Efelktil
Pariwisata mefiputi Kawasan Efeltil Puriwisate Sokn -
Tanah Lot dan Kawasan Efekiif Pariwisata Bedugu! dan
schitarnya  vang  berwawmsan inglungan =seris milal
kearifan lokal;

b. memantapkan dan mengembangkan sebaran deésa-desa
wisala dan dayn tarik wisata dengan daya tarik keindahan
alnm, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industn
kecil, petualangan dan olshraga dan lainnys  yang
berbasis ekowisata;

¢ memantapkan  partisipasi  masvarakat lokal dan
pelestarian linghungan;

d. memantapkan dan meningkatian Kegiatan perekonomian
perdesaan  bechasis  pertanian; industrl  kecil, dan
pariwissts keraicyatan  yang dilengkopi sarana  dan
prasarand penunjang,

& memantapkan integrasi perianian  dengan pariwisata
melalui pengembanpan sgrowiszta dan hasil pertunian
dt:bagal pemasok induatri pariwisata;

[. menguatkan eksistensi desa adat, subak das organisas:

kemasyarakatan lainnys dalam memaniapian kearifan
lokal sebagal pondasi pengembangan pariwisata berbasis
ekowisata) dan

B mengembangkan pola kerjn sama yang memberikan
perlindungan  kepada Hak-hak lepemilikan  lahan
masyaraleat lokal,

Pengembangan kegiatan budi daya untule menunjang aspek

pertahanan dan kesmanan negar, sehapnimana dimaksud

pada ayat (1) huraf ¢, meliputi;

a. mengembangken kegiatan budi dayu secars seleictif di
dalam dan disekitar Kawasan Pertahantan dan Keamanan
nEgara untuk menjuga fungsi den peruntulkannya;

b. mengembanglan Kawnsan Lmdung den/atan Kawasan
Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawssan
Perteharan dan Keamanan negara, sebagsl zona
penyangea veng memisahkan kawasan tersebut dengan
Kawasan Budi Daya terbangnn! dan

€. furut menjaga dan memelinara aset-aset pertahakan dan
keamanan negara.

Pengendaiian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak

melampaul daya dukung dan daya tampung lingkungsn,

sebagaimeana dimulkesud pada avat (1) huruf o, melipuati:

8. mengendalilan pembangunan pada Kawasan ‘dengan
kemiringan di atss 40% {empat puluh persen) dengan
kegiatan budi dayva non terbangun;

b. membatasi perkembangan kegiatan bucdi dava di Kawasan
rawan bencanon;

€. mengembangkan pertanian organilk  secara bertahap
menuju Ball sebagai pulay srganils: dan
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d. mengendalikan kessimbangan daya dukung dan daya
tampung lingkungan di Kawasan perkotasn dan Kawsasan
pusat pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan, pemanfastan, dan pengelolaan RTH di

Kawnsan Porkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, meliputi:

a. menyediakan pemenuhan kebutuhien RTH pada Kawasan
Ferkotaan dengan minimal selnas 30% (tiga puluh persen]
dari luas Kawasan Perlotasan, meliputi 20% (dua puluh
persen) RTH publik dan 10% {sepuluh persen) RTH privas;

b.mewajibkan penyediaan taman lingkungan  pada
pengavellngan atay pengembangan perumphan bani;

c. mewajibkan pengembangan minimal satu banjar saw
taman banjar dan satu desa satu toman desa;

d.mewnjibkan pengembangan RTH publik pada lahan-lahan
milik pemerintah;

e. mengumbpnngkean kKerjasama pinjam pakai untuk RTH
publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada: dl
Kawasat Perkotaarn;

[. mewsjibkan penyertean pengembangan RTH  publik
sebagal bagian dari corporate social resporisibility dengan
pihak swasta,

g menzembangikan kerjasama pembelian secara bertahap
lﬁnummzm benjar atau taman desa oleh desaatan desa
adat, dan

h. mengadakan pembclian secara bertahap lahan untuk RTH
publik oleh pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun
Pemerintah Daorah.

_ Paragral 4
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawnsan Stratesis
Kabupaten

Pasal 12

Kebyakan dan strateg pengembangan Kawasan Strategis
Kabupaten, sebagrnimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul ¢,
meliputi:

o. pengintegrasian  KSN, KSP dan Kawasan Strategia
Kabupaten untule pertumbuhan - ekonomd, soslal dan
budays, serta fungsi dan daya dulmng lingkungan kidup
daya;

b. pengembangsn Kawgasman Strategia Kabupaten
berdazarksn nilai kepentingan pertumbuhan skonoini:

c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
berdasarkan nilai kepentingan sosial don budaya: dan

d. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
berdssarkan nilai kepentingan lunesi dan daya dukung
Ungkungan hiduyp,

Pengintegrasian KSN, KSP dan  Kawmsan Strategis

Kabupatenn untuk pertumbuhan  ekonomi, sosial dan

budaya, serta fungsi dan dayva dulung lingicungan hidup

days, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, meliputi:

. mengembanphkan sigtem koordinasi tnta kelola KSN, KSP
dan Rawasan Strategis Kabupaten vang terintegrasi secara
terpadu;

b. menigintegrasikan  kawasan  strategis kepentingsn
nasional, Provinsl, dan Hawasan Stritegis Kabupaten ke
dalam Strulctur Ruang den Pola Ruang secara harmonis:
tlan

c. mensinergikan program pengembangan KSN, KSP dan
Kawasan Strateets Rabupaten.
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Pengembangan Kawasan Strategis Kabupatern bérdasarkan
nilei lkepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b, meliput:

a. menpembangkan potensi Kawasan Perkotasn Tabanan,
Kawasan Efektif Pariwisatn Bedugul, Kewasan Efelrif
Parlwisatas Scka, Kawdsan Efeletif Parlwisata Tanoh Lot,
Kawasan Agropolitan  Baturitl, Kawesan Agropolitan
Marga, ¥Kawssan Agropolitan  Pupuan, Kawasan
Agropoitan Penebel, Kawasan Stratepis Cepat Tumbul
Kerambitan, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan
Seldtarnya, serta Kewssan Strategis Cepat Tumbuh
Pandale Gede dan Sekilamya;

b.omengembanglan  Kawasan pembangkil perskonomian
Wilayah dengan kegiatan unggulan pertanian, pariwisata,
perdapanian dan josa, serta Industri;

c. membangun iklim investas! yang kondusif dan selektif
serla mengintensilkan promost peluang invesiasl; dan

d. mengembangkan  disn  meninglatian prasarana  dan
sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Pengembangan Kewasan Strategis Kabupaten berdasarkan

rillai kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud

pada ayat' (1] huruf ¢, melipnt:

a; melindungi dan menata Kawasan Tempat Suci Pura Sad
Kahyangan dan Dang Kahyangarg -

b. melindung dan menate Kawassn werisan budaya Catur
Angen Batukaru;

¢. melestarilean Kawasan warissn budaya lansekap budaya
Subak Kawasan Jatilowih:

. mengatur dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada
HKawasan vang memililc potensi pengembangan kegiatan
pariwisats; dan

e. mengembangkan dan meningkatkan prasarsna  dan
sarEna penunjang Kawasan.

Pehgembangen Kewasan Strategis Kabupaten berdasarkan

nilni kepentingan fungsi dan daya dukung lingltungan hidup,

sehagaimana dimalcsud pada ayat (1) hurul d, dilaksanakan

dengan strategi vang meliputi:

d. mengendalilban Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuel dava
dukung dan days tampung lingkungan;

b. mengembalikan dan meningkatkan fangsi lingkungan
hidup wang telah menurun  baike akibat  aktivitas
rembanguna maupun akibat bencans alam; dan

c. mengembanghkan partispasi masyarakat dan konsep-
konsgp kearifan  loka! dan  budaye Beli dalam
pengendalian, pengawasan serta pelestarian,

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAIT

Bagian Kesatu
Umtim

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 4 huruf c, meliputi:

a. sistemn pusat permukiman; dan

by, sistem jaringan orasgrena,

Rencanp Struktur Ruang Wilayah sebagaimans dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran If vang merupakan
hagian tidalk Lerpisghhan dard Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Sistem Pusat Permuldman

Pasal 14

Sistem pusat permukiman sehagaimens dimaksud dalam

Pasal 13 avat [1) hurufa, meliputi:

&, Pusal Kegiatan Lokal (PKL);

b Pusat Pelayanan Kawasan; dan

¢. Pusat Pelayanan Lingkungan,

Fusal Keglatan Lokal (PEL) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, meliputi Kewnsan Perkotaan Bajera i

Kecamatan Selemadeg.

Pusat Pelavanan Kawasan sebagaimena dimaksud pada ayat

(1} huruf b, meliputi: '

i, Kewasan Perkotaan Tabanan di Kecamaten Tabanan den
Recamatan Kedir

b.Pusat Pelayanan Kawssan Wanasari di  Kecamatss
Tabanan;

¢. Pusat Pelayanun Kawasan Tanah Lot di Kecamatan Kediri;

d. Pusat Pelayanan Kawasan Pandak Gede di Kecamatan
Hedliri;

e. Pusat Peluyanan Kawasan Penebel di Kecamatan Perebel:

{, Pusat Pelayanan Kawssan Perkotean Baruriti o
Kecamatan Buturit;

E. Pusat Pelayanan Kawnsan Selemadeg Barat di Kecamatan
Selemadee Barat,

h. Pasat Pelayanan Kewasan Marega di Kecarnatan Marga;

L. Pusat Pelayanan Kawasan Selemades Timur di Keearmatan
Selemadeg Timus: o

Ji Pusat Pelayanan Kewasan Pupuan di Kecamatan Pupuan;

k. Pusat Pelayanan Kawasan Luwns di Kecamatan Haturid;
dan

I. Pusat Pelayanan Kawasan Kerambitan di Kecamatan
Rerambitar.

Pusat Pelayanan Kawasan Perkolasn  Tabanan yang

didukung Pusat Pelayanan Kawssan Wanasari, Pusat

Pelayanan Kawasan Tepah Lot, dan Pusat Pelayanan

Kawasan Pandak Oede sobagaimana dimaksud pada ayat (3)

harufl o, horafh, huraf ¢ dan hurul d merupalkan bagian dari

PEN Kawsasan Perkaotasn Sarbagita,

Pasat Pelayanan Lingkungan scbapgaimans dimakasud pads

ayat (1] huruf ¢, meliputi:

a Pusat Pelayanan Lmghkungan di Kecamatan Kediri mieliput]
Pusat Pelayanan Linglungan Pejaten;

boPusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Margs,

meliputi: o

L. Pusat Pelayanan Linglingan Peleer::

2. Pusat Pelayanan Lingkungan Kuluh:

J.  Pusat Pelayanan Linglungan Selanbawak:

4. Pusat Pelayunan Lingleungan Cay Belayy

5. Pusat Pelayanan Lingkungan Petiga; dan

6. Pusat Pelavonan Lingkungan Tua,

Pusat Pelgyanen Linglungan di Kecamatan Baturiti

melipnii:

I. Pusat Pelayanan Linghungsn Peresni

2. ‘Pusat Pelavenan Lingkungan Angserd; dan

4. Pusat Pelayanan Lingkungan Batunya.

d. Pugat Pelayarum Lingkungan di Keeamatan Panebel,
meliputi:
1 Pusat Pelayanan Linglangan Rianggede;
2. Pusat Pelayanan Lingkungan Refasa
4. Pusat Pelayanan Lingkungan Jegu;
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4. Pusat Pelayanan Lingkungan Penatahan;
3. Pusal Pelayanan Lingliingan Biaung
6. Pusat Pelayanan Lingkungan Sangketan;
7. Pusat Pelayanan Lingkungan Senganan; dan
B. Pueat Pelavanan Lingkungan Jatiluwih,
e. Pusat Pelayanan Lingkungan ol Kecamatan Kerambitan,
melputi:
L. Pusat Pelayanan Linglungan Kelnting
2. Pusat Pelayanan Linglangan Tibubiu; _
4. Pusat Pelayanan Linglunpan Kerambitan: dan
. Pusal Pelayanan Linglungan Timpag.
{. Pusat Pelaysnan Lingkungan Jdi Kecamatan Selemuadeg
Timur, mealiputi
1, Pusat Pelayanan Lingkungan Tegal Mengkel;
2. Pusat Pelayanan Linglungan Mombang;
3. Pusat Pelayanan Linglunegan Gadungan: dan
4. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungsalak,
i Pusat Pelayunan Lingkungan i Kecamatan Selemadeg,
meliputi:
L. Pusat Pelayanan Lingkangan Berembeng;
2. Pusat Pelayanen Lingkungan Antap;
3. Pusat Pulayanan Lingkungan Selemadeg; dan
#. Pusat Pelayanan Linglmnigsn Wanagiri,
hiPusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Selemades
Barat, meliputi: '
1. Pugatf Pelayanan Linglingan Antogari;
2. Pusat Pelayanan Lingloungan Lumbuing,; dan
3. Pusat Pelayanan Linglungan Mundeh,
. Pusat Pelayanan Linglunpgan di Kecamatan Pupuan,
medlputi:
1. Pusat Pelayanan Lingkungan Belimbing:
2. Pusat Peluyanan Lingkungan Munduktemuy;
3. Pusat Pelayanan Lingkungsn Padangan; dan
4. Pueat Pelayanan Linglurigan Pujungan,
Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawssan
scbagalmans dimalesud pada avat (2] dan syat (3}
sglanjutnya disusun dalim RDTR yang-ditetapkan dengan
Peraturan Bugat.
Sistem pusat permukiman #ebagaimana dimaksud pada ayat
=] tercantum datam Lampiran 1 yang merupakon bagian
tidak terpieahlan dari Peraturan Daerah ini.

- Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1

amam

Pasal 15

Sistem Jaringan prasarana schagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huref b, melipisti-

i

h
[
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.

sistem jaringan wansportasi:

slstem jarngan energ;

sistem jaringsn telslomunikast;
sistem jaringan sumber daya ain; dan
sislem jaringan prasarana lainnya.
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Paragrafl 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistern faringan transportasi schagaimana dimalksud dalam
Pasal 15 hurul 8, melipiiti:

£ aistem jardngen jalan;

b. sialem jaringan kereta apl; dan

¢, siatem jaringan sungal, danan, dan penyeberanpan,
Sistem Jaringan transportas) schagamana dimeksud pada
ayat (1] tercantum dalam Lampiran IV yang merupalkan
biagian tidak teroleahkan dad Peratiiran Daerah 1m

Pa=al 17

Sistern jarngan jalan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1} huruf a, meliputi:
8. jalan umum;
b. jalan khusus;
¢, julan tol;
d, terminal penumpang; dan
e. terminal berang.
dalnn wrmam sebagaimana dimaksud pada aynt (1) hurof a,
et
a. jalan arteri;
B jalan kolektor;
¢, jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan
Jalan arteri sebagaimana dimalksud pada ayat (2] hurufl a,
berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:

Pelcutatan — Antosari;

Antosari — Meggt;

shortout Yeh Lambuleg

Hr. Bunul Puhun — Bantas:

zhorteut Yely Ho;

Mellihg - Samsam;

shorteut Yeb Nusa;

Samsam (Penvalin) - Bis. Kota Tabarnan;

5p. Kedir] — Pesippan [Tabanan];

Hts. Hota Tabanan - Menpwitand; -

Jin. A. Yani (Tabanan),

Wanagiri - Sp. Batunya;
. Sp. Batunya - 8p. Candi Kuning:
. 8p. Beturvs— Br, Taman Taada: dan
Br. Taman Tandsa - Mengwitani,
Jalan kplektor sebagnimana dimeaksud pads ayat (2] hurafhb,
berupa Jalan Koleldor Primer dan Jalan Knlektor Sekunder.
Jalan Kolekior Primer dan Jalan Kolektor Sekunder
sebagaimana dimaksud padd ayat (4), tercantum dalam
Lampiran IV.A yang merupalkan bagian tidak terpisashkan
dari Peraturan Dacrah ini,
Jalan lokal sebapaimona dimakesud pada ayat (2) hurf ¢,
meliputi Jalan Lakal Primer dan Jalan Lokusl Sskunder
tercantum delam Lampiran IV.B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dart Peraturan Oaerah nd,
Jaian linghunpan sebagnimana dimaksud pads ayat {2)
haruf d, meliputi Jalan Lingkungan Primer dan Jalan
Lingkmngan Sekunder di seluruh lecamatan.
Jalan Khusus sebagaimana dimalksud pada syat (1) huruf b,
terdapat di:
g, Kecamatom Tubsnan;
b, Kecamatan ¥edin: dan

on g RS EE SR TR
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(9)

c. Kecamatan Baturit.

Jalan Tol sebagaimans dimaksud pada ayat [1) hurif e,

maliputi ruas jalan:

a. Gililmanuk -~ Negara - Pelcutatan - Soka - Mengwi;

b. Soka - Celukan Bawsng;

¢. Bandara Ngurall Rai (Benoa) - Mengwi via Singapaduy;
dan

d. Canggu — Mengwi - Singapad.

[10} Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat ()]

(11)

{1

(1

12

(3

{4}

buruf d, berupa Terminal Penumpang Tipe €, terdapat df:
Kecamatan Kediri;

Kecamatan Tahanan;

Kecamatan Baturiti;

Kecamatan Sclemadeg;

Kecamatan Penebel;

Kecamatan Marga; dan

g Recamatan Pupuan

Terminal barang sebagsimona dimaksud pada ayat (1) haruf
e, berupa terminal barang Tabanan terdapat di Kecamatan
Tabaman.

g B

v

Pasal 18
H

Sislggd laringan kerets api sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
&, laringan jalur kereta api: dun
b. ‘stasiun kereta api.
Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf a, meliputi jaringan jahir kereta apl umum.
Jarngan jalur kereté api wmum sebagaimana dimalsud
pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkots
metputi jalur Gilimanok - Denpasar melalui Mengwi.
Stasiun kerola api sebagsimana dimaksud pacde ayat (1)
hurul b, meliputi Stashun Penumpang.
Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat {4),
terdapat di:
8. Kecamatan Tahanan; dan
b. Kecamatan Selemadeg,

Pasal 19

Sistem  jaringean sunpal, dasnay, dan penyeberangan
sebagauimana dimaksud dalam Pasal 16 svat (1) huruf e,
meliputi:

a, Alur-Pelayaran Sungat dan Alur-Pelayaran Danau: dan
b. pelabuhan singal dan danau.

Alur-Felayaran  Sungai  dan Alut-Pelayaran  Danay
sehagaimana dimaksud pada avat (1) hurn! a, berupa Alur-
Pelayaran Kelas 111 terdapat di Danau Beratan Kecamatan
Baturiti,

Pelabuhan sungal dan danay sebagaimana dimalksud pada
eyt (1} huruf b, melipud Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengumpan.

Pelasbuhan Sungal dan Danau Pengumpan sebagnimana
dimalesuel pada ayat [3), meliputi dermags Denau Beratan
dun dermaga wisata Danau Bedugul terdapat di Kecamatan
Baturit

e e U
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Parpgraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pagal 20

Sistem Jaringan energl sebagaimena dimdlesud dalam Pasal
15 huruf b, berupa jaringan infrastrultur ketenagatistrikan,
Jaringan infrastrulitur  ketenegalistrikan  sebapaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi jaringan nfrastrukoar
penyaluran tenaga listrlk dan sarana penduling,
Jaringan infrastrultur penyaluran tenags listrik dan sarana
pendukung sebagsimana dimaksud pada ayat {2), meliputi:
8. jarngan transmisi tenagd lsirik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
¢, gardu listrik.
Juringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana
dimaksud pada ayst (3} huruf a, meliputi: _
a. Baluran Udarn Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
Gilimanik-Antosari, yang melalul:
1. Kecamaten Sclemadeg Barat) dan
2, Kecamatan Selemadeg,
b. Saluren Udara Tegangan Tingel [SUTTI, meliputi:
1. ialur Saluran Udare Tegangsn Tinge (SUTT) Negara

- Antosari;

2. |alur S8aluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT] Antosari
- Tenah Lot;

3. Jalur Saluran Udsra Tegangan Tings BUTT] Tanah
Lot - Kapal;

4. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Celulkan
Bawang — Kapal;

5, jelur Saluran Udara Tegangan Tingzi [SUTT) Pamaron
— Baturitl

6. Jalur Saluran Udara Tegsngan Tingg (SUTT} Baturit
— Payangan:

7. jalur Saluran Udara Tegangan Tinggl (SUTT)
Payangan — Kapsl;
8, |alur Saluran Udara Tegangan Tinggl ([UTT) Barurit
= Kapal;
9. jalur Saluran Udarn Tegangan Tinggl (SUTT] Tanah
Lot — Padang Sambian 1f:
10, jalur Saluran Udara Tegengan Tinggl [SUTT) Baturiti
—Gianyar {1/ Bangli;
L1.jalur Saluren Udara Tesangan Tingpi (SUTT) Antosar]
(Ekztension) - Incomer (Antosari - Rapal]; dan
12, jalur Saluran Udara Tegangan Tingg (SUTT) Antosari
\Ekstension] — Iwcomer (Celukan Bawsang PLTU -
Kagpsl).
Jaringan distribusi tenage listrik sebagaimaria dimalsud
paca ayat (3) hurul b, meliputi:
g. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalul
saluruh kecamatan;
b. Baluran Udara Tegangsn Rendah (SUTR) yang melalui
seluruh kecamatan; dan
¢. Saluran Kabel Tegangan Menengah [SKTM) yung melalui
Kecamatan Tabanan.
Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3] hiruf g,
berupa Gardu Induk, meliput:
i Gerdu Induk ges insuloted sudtchgear Tanah Lot
terdapeat di Kecamatan Kedi;
b, Gardu Induk Antosari terdapat di Kecamatan Selemadep
Baral;
¢. Gardu Induk Baturit terdapat i Kecamatan Batariti:




(7

8]

fi]

(2]

(3)

(4

]

(7]

(2]

(1)

{2

(4}

d. Gardu Induk gas nsulated swilchgear tegangan ekstra
tinggi (GISTET) Antosarl/CGilimanule,

Pengembangan jaringan  infrastruktur  ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesusi dengan
ketentusn pératuran perundang-undangan,

Sistemn Jaringan energl sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tereantum dalam Lampiran V vang merupakan bagian tidak
terpisahikan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telelonminikasi

Padal 21

Sistem jenngas telekomunikas) sebapamans dimeksad
dalam Pasal 15 huruf ¢, meliputi:

a. Jariggan Tetap; dan

b. jaringan bergerak.

Jeringan Tétap sebagalmang dimakaud pada ayat (1) hural
&, meliputi:

i, mnfrastruktur Jaringan Tetap; dan

b. Jarngan Telap.

Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huraf a, berupa Sentral Telepon Otomat (STO),
Sentral Telepon Dlgital (STD], dan Shelter, terdapat di:

d. Kecamaoban Tabanes,

b, HKecamatan Batariti:

c. Kecamatan Pupuan:

d. 'Kecamatan Selemadeg Timur; dan

e. Kecamalan Selemadeg Barat.

Jaringan Tetap schagaimana dimakesud pada ayat (2) huruf
b, melalui seluruh kecamatan.

Jaringan bergerak schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler.

Jaringan Hergerak Seluler sehagaimena dimaicsud pada ayat
(5); berupa menara Base Transcefuar Station (BTS) terdapat
di seluruh kecamatan.

FPengembangan jaringan bergerak sobapaimans dimaksud
pada  ayst (5], sesual dengan Ketenluan peraturnn
p:rundangvunds_m;&n

Sigtem  jaringan telekomunikasi sebagaimuna dimaksod
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidsk terpisalilean dari Peraturan Daeraly {ni,

Parngral 5
Sistem Jannean Sumber Daya Air

Pagel 22

Sistemn jaringan surnber daye air sebapsimnann dimalksud
dalam Pasal 15 huruld, mt.’npur.i

a. sistem |sringan irigas:;

b. sistem pengendaiian banjir dan

. hangunan sumber ciase air,

Sistem jaringan irigusi sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
hurul &, meliput

a. Jaringan Irigasi Primer;

b. Jaringan Irngesi Selkunder; dan’

g, Jsriﬂgm't Irigasi Tersier.

.Ia Fn Irigasi Primer sebagaimana dimalksud pada ayat (2)
morif a, terdapat di seluruh kecamatnn,

Jaringan Irigasi Sekunder sebagsimana dimaksud pads ayat
(2] huruf b, terdapat dl seluruh kecamatan.




i6)
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(9]

(1}

12)

(1)

(2}

daringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, terdapat di seluruh kecamatan.

Sistemn pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) hural b, berupa Bangunan Pengendalian Baniir,
melipuiti:

‘A Tukad Sungi Hulu di Kecamatan Baturiti:

b. Tukad Yeh Empas di Kecamatan Kediri dan Kecamatan
Tabanan;

Sungal Balian di Kecamatan Selemadeg Baral;

Tukad Yeh Ho di Kecamatan Selemadeg Timur;

Tukad Yeh Kutikan di Kecamatan Kediri; dan

banjir Danau Beratan di Kecamaten Baturit.

Bangunan Sumber Daya Air sebagnimana dimaksud padu
ayat {1) huruf'e, terdapat di seluruh kecamatan,

Sistem jeringan sumber daya dlr sebagaimans dimaksud
pada ayal (1] terésntum  dalam Lampiran VIl yang
merupaitan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Daersh
1T,

Sistem faringan rigani sebagaimana dimakaud pada avat |(2)
merupakan jariogan idessi pads Daerah Irigasi  [D.1]
tercantum dalam Lampiran VILA yang merupakan bagan
tidak terpisahlan dar Pératuran Daerah ini.

Paragral 6
Sistemn Jaringan Prasarong Lalnnya

=8t

Pagal 23

Sistem Jaringan prasarany lalnnys sebagaimana dimakaud
dalam Pasal 15 hurafl e, meliputi:

o, SPAM;

b, SPaAL;

6. sistem jaringan persampahan;

d. sistem jaringsn evakuasi bencana; dan

e. sistem drainase.

Sistem jaringan prasarana lainnya sebapaimana dimaksud
pads ‘ayat (1] tercectum  dulam Lampiran VIl yang
merupakan bagian tidak terpisshkan dari Peraniran Daerah
ini.

Pasal 24

SPAM sebagaimana dimnlesud dalam Pasal 23 ayat (1) hunaf
a, meliputi;
2. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipass,
Jeringan perpipaan sebagaimans dimaksud pada ayvat (1)
huruf n, melputi:
a. Unit Air Balog:
b. Enit Produlesi;
¢ Unit Mistribusi; dan
d. Unit Pelayanan.
Unit Air Balu sebagiimans dimaksud pada avet [2) hurul &,
terdupat di seluruh kecamatan,
Unit Produksi sebagaimana dimolkend pada ayar (2} haraf b,
terdirt atas:
. Instainm Pengolahan fir [IPA), terdapat di:
L. 1PA Nyanyi di Kecamatan Kediri:
2. IPA Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan:
3. IPA Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Bavat;
4. IPA Antep dan IPA Sclemadeg di Kecamatan
Selemadeg: dan
3. IPA Tabanan di Kecamatan Tabeanan.




(9)

\H
(2)

{3

[1]

{2}

(3}

{4

b, reservoir yang tersebar di seluruh kecamaran.

Unit Distribiist sehagaimans dimakeod pada ayat {2} hurufe,
lerdapat i seluruh Wecamatan.

Unit Pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hural
d, terdapat i di seluruh Leécamaian.

Bukan jaringan parpipaan sebagaimana dimaksud padd svat
{1]) huruf b, meliputi;

8. aumur Pompa; dan

b. Bangunan Penangkap Mata Alr,

Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hura! a,
terdapat di;

a. Kecamatan Selemadeg Timur,

b. Kecamatan Tabanan;

Kecamatan Pencbel:

i

d. Kecamailan Selemadeg;

e. Hecamagtan Kerpmbitan;

I, HKecamatan Selemadeg Baral,
g Kecamatan Margn,

h. Kecamatan Baturit]; dan

1.

Kecamatan Pupuan,

EBznganan pmnam_hckp méta air sebagaimana dimaksud pada
ayat (7] numf b, terdapat di:

8. Hecamatan Pupuan;

b. Kecamatan Selematdieg Barat;

¢, Kecamatan Sclemadeg dan

d. Hecamatan Kedid,

Pasal 25

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 syat (1) haruf
b, berupa sistemn Penpelolaan Alr Limbah Domestile.

Sistemm Pengelolaan Air limbah Domestik scbagaimana
dimaksud pada ayat (i), berupa Infrastrukour Sistem
Pengelolaan Alr Limbah Domestile

Infrastruknar Sistem  Pengelolaan Air Limbah Domestik
sehapaimana dimalesud pada aya! (2], terdapat di selurzh
kkecamutarn.

Pasal 26

Sistem jaringan persampaban sebagaimang dimakaild dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf ¢, meliputi:

& Tempat Penpelolaan Sampsh Reuse, Reduce, Heoycle
(TPS3RY);

b. Tempat Penampurnigan Sementara (TPS);

¢. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

d. Tempat Pengelolsan Sampah Terpadu (TPST).

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Redice, Recycle (TPS3R)

sebagaimana dimalsud pada ayat {1} hurufl a, terdapat di

selurah kecamatan.

Tempat Pepampungan  Sementara  (TPS)  sebagaimana

dimaksud pada ayit (1) huruf b, terdapart di:

Kecamatan Kediri;

Krecamatan Tabanan|

Keconmatan Selemaceg Timur;

Hecainstan Selemadeg:

Kecamatan Pupuan;

Kecamatan Penebel;

Kecamatan Marga; dan

Kecamatan Kerambitan,

Tempat Pemrosesan Alhir {TPA)] sebagaimesna dimaksud

pada ayat (1] hurul e, berupa TPA Mandung di Kecamatan

Kerambitemn.

Fm e pn o




(5)

(1)

14

[
(4]

(2]

(3]

(4]

Tempat Pengelolaar Sampah Terpadu [TPST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf d, terdapat di:

8. Kecamatan Tabanan:

b, Kecamatsn Kediri; dan

¢, Kecamaran Kersmbitar.

Pasa! 27

Sistem faringun evakuasi Bencana sebagaimana dimalkesud

dalam Pasal 23 ayat (1) hurul d, meliputi:

a. sistem jaringen evakuasi bencana rawan bencana baniir
tingkat tingg;

b. sistem Jaringan evakuasi bencana rawan bencuna
gerakan ranah tingkat tinggi;

¢. sistefn) juringan evakussi bencana rawan gempa bumi
tingheat tirpai;

d. sistém Jaringan evalouasi bencans rawan bencans
tsunemi lingkat tinggi;

8. sigtem Jaringan evakuasi bencana rawan bencana tanah
longsor tingkat tinggi;

[ sistem jaringan evilmaasi bencana rawan bencang abras

- pantai tingkat tinggi: dan

g- miglem jarmgan evakuasl benesna rawan  bencana

sefaks tngkat tinggl,

Sistem faringan evakuasi bencana sebagaimanz dimaksud

pada ayat (1), meliputi: N

a, jalur evaloiasi bencana: dan

k. tempat evaloiusi benecana.

Jalur evakuast beneana sebagaimarns dimaksud pada ayat (2}

huruf a, metalif seluruh kecamatan,

Tempat svakunsi bencana, sebagaimana dimakaud pada ayat

[2) huruf b, terdapat di selurub kecamatan, meliputi;

antor camal;

wantor kelirahan dan/atau desa;

lapangan olah mga terbulo;

taman kota;

rimba kota;

pelataran tesminal;

peiataran perkin

gedung oleh raga;

felolih;

puskeamas;

rurnaeh sakit, dan

balal banjar.

FETrER S A op

Pasal 28

Sisiem drainase sehagaimane dimaksud dalam Pasal 23 avar
(1) huruf e, meliput:

a. Jaringan Drainage Primer:

. Jaringan Drainase Selcunder: dan

. Jaringan Drainase Tersier,

Jaringan Drainuse Primer sebagaimana dimaksud pada avat
1] huruf a, berupa saluran di tepl jeringan jalan arteri yang
terdapat di seluruh kecamatan, _

Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimalesud pads
ayat (1) hurul b, berupa parit atau saluran yang ada d| tepd
Jalan knlektor yang terdapat di seluruh kecamatan.
Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimakaud pada ayat
(1) huruf ¢, berupa saluran kecil vang masuk pads Kawasan
perumahan di seluruh kecamatan,




, BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Unium

Pasal 29

{1} Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Fasnal 4 huruf d, meliputi;

a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2] Rencana Pole Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) tercantum delam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darl Peratursn Daerah Lnd,

(3) Hincian luas rencana Pols Rueng Wilayah schapgnimana
dimeksud pada ayat (1), tercantum dalom Lampiran IXA
yang merupakan baginn tdak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini,

Bapian Kedun
Kawasan Lindung
Paragraf |
Umim
Pasal 30

Kawagan Linduny sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 syat (1)

haruf &, melput '

a. Badan Alr; _

b. Kawasan yang Memberilan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannyn;

c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan

d. Kawansan Konaervasl

Parapral 2
Badan Air

PPasal 31

Badan Air sepagalmans dimalesud dalam Pasal 30 hurul a, seluas
kurang lebih 605 {enam rarus lima) hektare, terdapnt di:

8. Kecsmaian Batirdb:;

. Kecamatan Kediri;

Kecamatan Kerambitang

Kecamatan Penebel;

Kecamatan Selemadeg;

Hevhmnatan Selemedag Barat;

Kecamatan Selemadeg Timur; dan

Kecamatan Tabanan.

= R

Paragral 3
Kawasen vang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawaharinya

Pasal 32

(1) Kawasan vang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hural
Iy, berupa Kawasan Hutan Lindung.

{3l Kawasan Hutan Lindung schagaimana dimaksud pada ayst
(L), selias lmirang lebih 8903 [delspan rilw sembilan ratus
tiga) hektare, meliputi:

a. Hutan Lindung Guimung Batukar, terdapat di:

o, g —




Kecamatan Selemnadeg;
Kecamatan Penobel;
Kecamatan Baturiti; dan
Kecamatan Pfupuan,
utan Lindurg Yeh Leli Yeh Lebah, terdapat di
Kecamatan Selempier Barat, dan
Reoemeatan Pupuen.
c. Hutan Lindung Yeh Aya, terdapat di:
1. Kecamatan Selemadeg Burat; dan
2. Kecamatan Pupuan.

N B0 e

Paragral 4
Hawasan Perhindungan Sstempat

Pasal 33

Kawasan Perlindungsn Setempat berups Kawasan Kearifan Lokal
schagaimans dimakesud dolem Pasal 30 huraf ¢, seluas kurang
lebith 15 (Hima belas) heldsre, terdapat di;

g Kecamatan Kediri;

b. Kecamatan Marga;

. Wecamatan Penelel;

o, Kecamatan Seélamadeg; duan

e, Kecamalan Selemadeg Barat.

Paragraf 5
Kawasan Konservas

Paszal 34

(1) Kowasan konservasl setbagaimana dimalesud dudam Pasal 30
Tisrul e, nietpnistl:

i, Kawason Suals Alam; dan
b. Kawasan Peolestarian Alam;

{2} Kawasan Suaka Alam sebagalmana dimalksud pada ayag (1)
hurul a, berupa Chgar Alam saite Cagar Alam Gunung
Hotulam sehuas kumng tebih 723 (tujuh ratus dun pulub
tige) hektame, terdapat dis
4. Heoamatan Penebsl: dan
Iy, Heeamsten Baturit]

[3) Hawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huraf b, berupa Taman Wissla Alam yaitu Taman Wigata
Alam Gunung Batukaru selnas kurang lehih 376 (tga ratus
tujuh puluh ensm) heletarn, terdapat di:

. Kecamaten Baturiti; dan
b, Kecamatan Marg

Baginn Ketiga
Kawasan Budl Dayn
Perapral 1

Urmaiim
Pagal 35

Kawasan Budi Daya schagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) sl b, melimat:

Kawasan Perleebunan Ralgyat)

[Cewasar Pertnnian;

Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan Pariwisata,

Kawasan Permukiman; dan

Knwasan Pertahanan dan Keamanan.

o

= AAR

B n | T




Paragraf 2
Koawssan Perliobunan Kalgat

Passl 36

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf u, seluas kurang lehih 7,535 (tujuh ribu lma ratus
Hega puluh lima| hektare, terdapst di

a. Kecamutun Batunt;

b, Keeamatan Penobel

c. Hecamatan Papuan;

d. HKecamatan Selemadeg; dan

e, [ecametan Sylemadeg Bamt,

Paragraf 3
Kawasin Pertanion

Pasal 37

{1] Kawasan Pertanian sebagaimang dimaksud dalam Pasal 35
huruf b, meliputi:

a. Kawasan Tanaman Pangan;
b, Hawa=an Hortilmaltura! dan
. Kawasan Ferkebunan,

(2] Kawasan Tanaman Pangap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl a, seluss kurang lebih 18,137 (delapan belasy
ribu seratus tiga puluh tjuh] hektare, terdapat dl seluruh
Kecsrnatarl.

(3] Kawaszan Hortikulturs sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huril b, seluss kirang lebily 1,761 [seribu tijuh ratis enam
puluh ssiu] hektare, tercapar di:
£, Kecamatan Baturit;

b. Kecamatan Marga;

¢. Kecamatin Fenobel;

d., Kecamatan Pupuan; dan
g. Kecamatan Selermudeg,

(4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada avat 1)
huruf ©, seluas kurang lenih 28,057 {dua puluh delapan ribu
limma pulub tujuh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(6) Kawasan Tanaman Pangan sebagmimana dimaksud pada
ayal (2), vang ditetapkan sebagal Kawesan Pertanian Pangan
Berkelanjutan seluas kurang lebih 16,034 (enam belas obu
tiga’ puluh empat) bheklare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kuwasan Pertmtulan Industri

Fisnl 38

Kawazan Peruntukan Indusirt sebsgaimana dimaksod dalam
Pasal 35 huruf e, seluas kurang lebikh 11 {sebelas) hektare,
terdapal di Kecamatan Kerambitan.

——

Kawasan Pariwisats
Pasal 30

Kawssan Parwisata sebagaimana dimaksud dalem Pasal 35
huraf d, seldas kurang lebih 3,468 (Ugd ribu cmpst ratus enam
puluh delapan| hektare, terdapat di:

a, Heoamatan Haturib)

b, Heocamatan Kedir
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(1)

(2

(3]
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(2)

Kecamatan Kerambitan:
Kecamatan Pupuan;

Kecamatan Selemacleg;
Kecamalan Selemadeg Barat;
Kecamaton Selemadoe Timur; dan
Kecamitan Tabanan.

Parnpraf 6
Kewszan Permukiman

Pasal 40

Kawnsan Permuldman sebagaimans dimalesud delam Pasal
33 hural &, seluas kurang lebih 15.281 (lima belas ribi dua
ritus delapan puluh satn) hekiare, mefiputi:

8. HKéweasan Permukiman Perkotaan; dan

. Kawasgsn Permukiman Perdesaan.

Rawasan Permukiman Perkotesn ssbegsitana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7,666 (tujuh ribu
enam ratus enam puluh cnam) hektare, terdapat di sehuruh
kecsmatan,

Kawazsn Permmukimean Perdesaan sebagaimana dimaksud
pada aval (1) huruf b, seluts kurang lebth 7,613 (tujuh ribu
enam ratus tiga belas| hektare, terdapat di:

g. Kecamatan Baturiti;

b. Kecamatan Kerambitan;

Kecamatan Marga,

Kecamutan Penelbsl:

Kecamalon Pupuan;

Kecamatan Solemadeg;

Kecamatan Selemadeg Barat; dan

Kecamutan Belemadeg Timur.

*

=

Paragral 7
Kewasan Pertmhanan dan Kegpmanan

Pasal 4]

Kawasan Pertahanan dan Kestnanan sebagaimana dimaksiaed
dalam Pasal 35 humif f, geluas kurang lebih 13 [lige belasg)
hekiare. _

Kawasun Pertahanan dan Keamansn sebagaimena dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. Komando Distrile Militer 1619 di Kecamatan Tabanan:

b. Koramil, terdapat di:

Hecamatan Kerambitan:

Kecamatun Selemadeg;

Kecamatan Tabanan;

Kecematan Penebel;

Kecamatan Baturitl:

Kecamatan Kediri;

Eecamatan Marga; dan

. Komamatan Pupuan.

¢. Rindam X Udayana di Xecamatan Kediri; dan

d, tempat penympanan amunisi di Kecamatan Margs,
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BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Nilal dan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

(1] Kawasan Strategis Kabupafen, sebagaimana dimaksud

(3)

[#]

15}

(6]

{7

dalam Pasal 4 huruf e, maliputi:

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
elanom

b. Kawasan strategls dari sudut kepentingan sosial dan
budnya; dan

. Hawssan strategis darl sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkurigan hidup. '

Kawasan strategis dar sudut kepentingan pertumbuban

ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi;

A Kowasan Perkotsan Tabanan:

b/ Kawasan Eleltil Pariwisata Badugul;

c. Kawasan Efeltil Parfwisata Soka;

d. Kawasan Efektil Pariwisata Tangh Lot

&, Wasan Agropolitan Bamiriti

. Kawasan Agropolitan Margs;

g Kawasan Agropolitan Pupuan;

h. kawa=an Agropolitas: Penebel;

L. Kowasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan:

). HKnwasan Strategls Cepat Tumbuh Luwus dan
Sekitarmys) dan

k. Huwasan Strategis Ceput Tumbuh Pandak Gede dan

Scldtarnya,

Kawasan strategis dart sucut kepentingan spsial dan budava

schagaimana dimaksud parda ayat (1) hurf b, meliputis

6. HKawasan Pura Batukary;

0. Kewasan Pura Tanah Lot;

€. Kawasan Pura Pakendungan;

d. Kaewasan Pura Resi:

e, HKawmasan Pura Lubur Serijong;

[, Eawasan Purs Gadingwani: dan

g Kawansan Catyr Angea Batukaru dan Kewasan Jatiluwih,

Kawasan strategis darl sudut kepentingan fungsi dan daya

dulcung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada avat

{1} haruf ¢, meliputi: '

e ‘Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batular:

b, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah: dan

c. Kawassn Hutan Lindung Yeh Aya.

Kawasan Perkotasan Tabanan sebagaimans dimaksud pada

gyal [2) hwral & merupsaksn bagian dar PKN dan KSN

Kawasan Perkotaan Sarbegita.

Kawasan Efeltil Pariwisata Bedupa! sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, merupakan bagian dari:

. K8P dari sudul kepentingsn pertumbuhan ekonomi yaitu
Kawasan strategs pariwisatn dasrah khusus Bedugul-
Parncasari; éan '

b, KSP dart sudut kepentingan funps: dan daya duleung
lingkungan hidup yaitu Kewasar Danau Beratan-Danon
Buyan-Danau Tamblingan dan sekitarnya.

Kawagsan Efektil Pariwisatu Solta schagaimana dimaksud

pads dyat (2] hurufc, merupakan bagian dari KSP dari sudut

kepontingan pertumbuhan ekoroml yaitth Kawazan strategis
pariwisnts dasrah Soia.
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(8) Kawasan Efektif Pariwisata Tarah Lot scbagsimana
dimaksud pada ayat (2) hurufl d, merupakan bagian dari KSE
dari sudut kepentingan  pertumbubsn  ekonomi  yaitu
Kawasan sirategs pariwisata daerah Tanah Low

[¥) Kswasan Pura Baiuksry sebagaimana dimaksud pada ayal
(3] huraf a, merupakan bagien dari KSP dari sudut
xepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan Tempat Suci
Pura Batulary.

(10) Kawasan Catur Angga Batuksru dan Kewasgan Jatiluwih
pada ayal (3) hurof g, menipakan bagian dar] KSP darf sudut
kepentingan sosial dan budava yaltu Kawasan warlsan
budaya Catur Angga Batukaru,

(L1} Kawasan Strategis Kabupaton sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] tercantam dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Tujuen Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Fasgal 43

(1) Tujuan pengembengan Kowasan Perkotsan Tabanan
sebagaimans dimalesud dalam Pesal 42 ayat (2} huruf a,
untuk mewujudiman pengembangun Kawasan Perkotaan
Tabanan sehagal pusat kegiatan pemerinlihan dan pusat
perdagamgan dan Jasa sérin kesehatan skals nasional dan
regional yvang terintégrasi dengan KSN Kewasan Perkotasn
Sarbhagitau '

2l Tujuan pengembangan Kawasan Efektifl Pariwisdta Bedugul
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2} huruf b,
untuk mewujudkan pengembangan Kawesan Pariwisats
Bedugu! berbasis ekowisats secarn berkelanjutan

(3] Tujuan penpgembangan Kawasan Efektif Pariwisatn Soka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat [2) huruf o,
untitk mewujudkan pengembangan Kawasan Fariwisata
Soka berbasis. wisata baharnt dan budavs secars
berkelarjutan.

(4] Tujuan pengembangan Kewasan Efektif Pariwisata Tanah
Lot sebagalmana dimaksud dalam Pesal 42 ayat {2) huraf d,
nntuk mewujudian pengembangan Kewasan Pariwisats
Tanah Lot berbasis wisata bahari, budoye den kongervas!
secara berkelaniutan,

(3] Tujumn pengembanpan Hawesan Agropalitan Baturitl
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2] huruf g,
untuk  mewnjudkan pengembangan  pusat  Kawasan
agropoliten,  agribisnis serta pgrowisata berbusis
masyarakat.

) Tujuan pengembangan Hawasan Agropolitan  Marga
sabagiimana dimaksud dalam Pasal 42 myat [2) horaf
untuk  mewujudken  pengembangan  pusat  Kawasan
agrapolitar,  agribispis  serta sgrowisata berbasis
masyarakat,

[7) Tujuan pengembengan Kawasan Agropolitan  Pupuan
sebagaimana dimaksud delam Pasal 42 ayat (2] huruf g,
untuk  mewujudkan pengembangan  pusat  Kewasan
agropolitan,  agribisnis  serta agrowisatas  berbasis
mnsyaralat,

{8] Tujuen pengombsngan Kawasan Agropolitan  Fenebél
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 eyat (2] hurul b,
untuk mewujudkan pusat pelevanan agribisnis  dan
agrowisate berbasis masyarakat

(0] Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Kerambitan sebagaimanse dimaksud dalam Pasal 42 ayat [2)

i
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huruf i, untuk mewijudlan pusat kepiatan industr YEnE
ramah linghungan secara berkelunjutan.

(10} Tujuan pengembangan Kawsaan Strategis Cepat Tumbuh
Luwus dan seldtarnye sebagaimana dimaksud dalam Pasgal
42 ayat [2) huraf §, untulk mewujudkah Kawasan lnduste
sliila mikro dan keci] serta industri menergah vang tdalk
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungar hidup
serla terintegrasi dengan Kawasan permukiman.

(11} Tyjuan pengembangan Kawssan Strategis Cepat Tumbuhb
Pandak Oede dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) hurufl k untuk mewufudlan Kaweasan
incustri skala milero dan kecil serta industr menengal yang
tidak berpofensi menimbulkan' pencemaran itngkungan
hidup serta berbasis magyarakat.

(12} Tujuan  pengembangan  Kawasan  Pura Baitulary
aebagnimansa dimaksud dalam Pasal 49 pyat (3] huruf &
uhtuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pura Batukar
sebapai Kawasin peleatarian warisan budaya dan kearifan
Inkal.

(13) Tujuan  pengembangan Kawasan Pura  Tanah Lot
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 42 ayat (3) hurd b,
wniuk mewujudkan pengembangan Kowasan Pura Tanah
Lot sebagal Pura Kahyangan Jagat, daya tarik wissta
spiritual dan budava yang terintegrasi,

(14 Tujusn  pengembangan Kawasan Pura Pekendungan
sebagarmena dittaksud dalem Pasal 47 ayat (3) hurof ¢,
untitk  mewwndkan  penpembangan  Kawasasn  Pura
Pekendungen sebagai Kawasan pelestarian warisan budaya
dan kearifan lokal,

(15} Tujuan pengembangan Kawasan Pura Resi sebagiimans
dimulesud  dalam  Pasal 42 ayat [3) huruf d, untuk
mewlijudkan pengembangan dan perlindungsn Kawasan
Pura Resd scbagai Pura Dang Kahyangan,

(16) Tejusn pengembangan Kawasan' Pure Lubmr Serjjong
stbagaimana dimalksud dalam Puasal 42 ayat (3] huruf &,
untuk  mewujudkan pensembsngan  dan  pelestarian
Kawasan Pura Luhur Serijong sebagai Kawasan pusat
peribadatan Puran Dang Kohvangan.

(17) Tujuan pengembangan Kswesan Pura Oadingwani
schagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf |,
untulk  mewnjodkan  pengembangan  Kawassan  Pura
Gadingwani  sebagai pusat peribadatan  Pura Dang
Kahyangan, Kawasan peleatarian warisan nilal sejarah dan
kearifun Inkal berkalanjutan.

[L8) Tujuan pengembangen Kawassn Catur Angpa Batulary din
Kawasan Jatitowih sebagaimuna dimaksud dalam Para] 42
syal (3] huruf g ontuk mewujudkar Kawsasan Konservani
dan pelestarian warisan budaya berwawasan Ungkungan,

(19} Tujuan pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Cagar
Alam Batukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(4] huruf &, untuk mewujtdkan periindungan terhadap
Kawasan hutan lindung dan keselmbangan shosistem
Wilayah baman utara,

(20) Tujttan pengembansan Kawasan Hutan Lindung Ysh Leh,
Yeh lebah sebngsimana dimuksnd dalam Pasal 42 ayat {#
hurul b, untuk  mewujidkin periindungan. terhadap
Kawasan hutan lndung dan keseimbangan ckosistem
Wilayah baginn barat.

{21} Tujusn pengembungan Kewasan Hutan Lindung Yeh Aya
sebdgilmana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) hurul e,
untuk mewujudkan perlindungan terbadap Kawssan hutan
lindung dun kessimbangan ekosistern  Wilayah bagian
selatan.
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Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 44

Arahan  pengembangan Kawasan Perkotsan Tabanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf &
meliput];

B. mengembangkan  pusat  kegiatan pemerintahan
Eabupaten Tabanan;

b. mengmtegrasikan pusat pelayanan kegiatan
pemerintahan: dan pelayanan umum Kabupdten ke
dalam slstemn perkotsan secara terpadu; dan

c. mengembangkan konsep kota kompak |eampact ofty] dan
kot layak huni (lveable eity) yang selaras denpan
ketentuan  umum zonasi pada Kawasan Perkotagn
Tabanan .sebagal bagian dari PKN dan KSN Kawasan
Perkotaan Sarbagita.

Arahan pengembangan Kewssan Efektf Pariwisata Bedugul

sebogaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2] hural b,

mefiputi:

A. mengembangkan Kawasan Efekiil Pariwisara Bedugnl
yung himanis dan berjati dirl budaya Hali;

b. melindungl flora, fauna serta keanekaragaman hayat
lminnys sebagai kekaysan sumber daya alam Kawasan;

c. memantapkan dan mengembangkan potensi daya Tarik
witsta Derbasis daya rarik wisata mlam, budava dan
buatan serta minat khusus;

d. mengintegrasikan pusat pelayeman kepintan pariwisata
ke dalam sistem perkotaan secara terpadis;

e: konstrvasi bangunan dan arsitektur (radisional Bali:

f. memantapkan  dan  mengembanpkan  fasilitss,
infrastritur serts transporias pendukung
kepatiwisataan;

g- pengendabon Pemanfaatan Ruang peraeiran danasu dan
sempadan danau;

b pelindungan perairan Danau Berstan schagal Kawasan
‘Ul dan

J. penamaan tate bangunsn dad lingkurgan sempadan

Danaw Beratan, _

Arahan pengembungan Kawasan Efeletif Pariwisats Sols

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 42 ayar (2} hwruf e,

melipulti:

a. mengembanghan Kawasan Efektif Pariwisate Soka vang
berkelanjutan dan berketshanan iklim serta berjatidiri
hudeya Bali

b, mengintegrasikan pusat-pusat  pelayanen kegintan
pariwisata ke dulam sistem perkotoan secars terpadu:

¢. memantupkan dan mengembangkan potensi daya tarik
wisata bakard, budaya dan buatan pada Kawasan;

d. meningkatkan  loualitas  dan kuantitss pelayanan
fasilitas, infrastruktor sertn transportasi penduling
keputiwisataan; dan

e konservasl Hawasan pesisic melahai pengembangan
struktur alami dan struktur bustan,

Arzhan pengembangan Kawasan Efeltif Pariwisata Tanah

Lot sebagaimana dimoksud dalem Pasal 42 ayat (2) huruf d,

meliputi:

#, lkonservasi Kuwasan Tempat Suci Pura Tanah Lot dan
sekilarnys sebagai lecarifan lokal budaya Bali;

b. mengembangkan Kawasan Efelaif Panwisata Tanah Lot
yang umanis dun berjati din budaya Ball;
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(3]

(6}

(7]

e, menguatkan elsisténsl desa adat dan organisasi
kemasyarakntan lainnys dalam memantapkan kearifan
Inkzal spbapal pondast pengembangan pariwisata;

d. pencegehan dampek negatif kegiaten wang dapat
menimbulkan kerusakan linglungan sekitar Kawssan:

e. konservasi bangunan dan orsitektur tradisional Bali
padea Kawasarn,

. meninhghkatkan kualitas dan Jmantitas pelayanan
fasilitns, infrastrukiur serta transportasi pendukung
kepariwisataan; dan

g konservasi HKawasan pesisir melalii  pengembungan
struktur alami dan strultor bustan.

Arshan  pengembangen  Kewasan: Agropelitan  Baturiti

sebagaimana dimakaud dalam Pasal 42 ayat (2] huruf e,

meliputi:

#. mengrmbangkan putenst agropolitan, agribisnis dan
aprowlsata berbasie elowisata yang berjatidin budaya
Bali;

b mengintegrasikan pusal agripoliten ke dalsm sistem
perlkotaan secara terpadu;

¢, konservasi lahan pertanian produkaf dan daerah
mdapan oir yang terintegras) secara harmonis dengan
kegiatan kepariwisatonn,

d. memantapkan  den  mengembangksn  fasilitas,
infrastruletur serta transportas; pendukung agropolitan
dan agribisnia; dan

& penguaian organisas) masyarakar dalam pengelolasn
dan pengembangan Kawasan agropohitemn.,

aArhan  pengembangen  Keawasan  Agropoliten  Margs

schagaimana dimaksud dalam Pesal 42 pyat (2} huruf

meliputi;

i, memuntapkarn dan mengetnbungkan potensi agropelitan,
agribisnis don  agrowisatn berbasis ekowisata yang
berjatidin budaya Bali;

b. pemantapan (ungsi Kawasan Agropolitan Marga sebagni
pusal pelayanen agribienis pertanian dengan tetep
mempertahankan RTH paling sedikit 50 (lima puluh)
pErEen;

o. mengintegranikan pusal sgropolitan ke dalam siatem
pirkotaan secars terpado;

d. konservasi ighan pertanian produlctil, subak doan dasrah
resapan air yang torintegrasi secara harmonis dengan
kegiatar kepiriwisatasn;

e memantapkarn dan mengembanghkan fasilitasg,
infrastrukiur serta transportas] pendukung agropolitan
dan agribisnis; dan

(L penguatan orgamsasi masverskst dalamt penpelolaan
dan pengembangan Kawassn sgropolitan.

Arahan  pengembangan Kawmsan Agropolitan  Pupuan

sehagaimana dimeksud dalam Pasal 42 ayar [2) huruf g

e liputi;

. pemantopan  fungsl  Kawssan  Agropolitan  Pupuan
aehagal pusat pelayanan agribianis’ pertanian dengan
tetap memperiahanksn BTH sedurang-kursngnya 50
{lima puluh) persen;

b. memantapkan dan mengembangltsn potensi sgropalitan,

ngriblanis dan agrowisata berbasis clkowisata yang

berjatidirl budays Bali;

o, mengntegrasikan  pusat-pusat ggropolitan ke dalam
sistem perkotnan secars terpadu;

. konservasi lahan pertanian produktif, subak dan daerah
rézapan air vang terintegrasi secara harmonis dengan
kegiatan leepariwlsataan;
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memaniapkan clan mengembarngikan fagilitas,
infrastruktur serta transportasi pendulung agropoelitan
dan ugribisnis; dan

Pengualan organisasi masyarakat dalam péngelolaarn
dan pengembangan Kawasan agropolitan,

Arahan pengembangan Kawasan Agropolitan  Penehbel
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf k,
meliputs:

L)

=53

I,

pemaniapan fungsi Kawssan Agropolitan Pencbel sebagal
pusat pelayanan agribisnis pertanian dengan tetap
mempertahankan RTH pdling sedilar 50 (lima puluh)
PErsen; .
memarniapkan dan mengembanglean potensi agropolican,
egribisris dan' agrowisatn berbuasis elowisate yang
beriatidirt budaya Bali;
konservasi lahan pertanian produlktf, subak dan daersh
Tesapan alr yang terintegrasi secars harmonis dengan
kegiatan kepariwisataan;
mengembangkan fungsi Kawasan Apropolitan Pencbel
untuk mendukung ketahanan pangan  Kabupaten
scbagai wilayah agraris;
memantaplan dan mengembarighan [asilitas,
%ﬁﬁmkmr Serta transportasi pendulamg agrapolitan
agribisnis; dan
penguatan organisasi masyarakat dajam pengeloldarn
dan pengembangan Kswasan agropolitan.

Arahan penpemnbangan Kawassn Strategis: Cepat Tumbuh
Kerambitan sebagrimans dimabksud dalam Pasal 42 ayat (2]
huruf i, meliputi:

n.

[

memantapkan Kawasan Kerambitan dan selitarnya
sehagal Kawasan Strategis Cepat Tumbuh {KSCT) yang
mengintegrasikan pengembonpan sektor Induser serta
perdagangan dan jasa sebapal sentrn pertumbuhan
etonomi Kawasan dan sckitornye;

meninghkatkan kualitay dan kuantites hasil produksi
Industri Keeil dan Menengah (IKM) berbasis keralyatan
melalul pengembangun kapasitas sumberdaya manusia,
permodalan serta teknolog untulk meningkatlan daya
sding; dan

konservast lahan perianian  produktif serta daersh
rEsEpET 2y,

Arghan pengembangsn Kewasin Strategis Cepat Tumbuh
Lawas dan sekitarnyn sebagaimansg dimaksnd dalsm Pasal
42 ayat (2) huruf j, meliputi:

a.

memeantapican: dan mengembanghkan Kawasan Liywus

dan sekitarnye sebapgal Kawasun strategis cepat tumbuh
vang mengintegrasik=n perkembangan schtor pariwisata
dan pertasninn agropolitan;

meningkatkan Jooalites dan kuantitas hasi! produksi
induatr skala mikero dani kecil serta ndusts menengah
yang tidak berpotensi menimbulkan  pencsmaran
limgkungan hidup serta berbasis kerakyatan melalul
pengembangan  kapasitas sumberdayn,  manusia,
permodalan serta teknologi untuk meningkatlan duyn
BAINE,

konscrvasi lahan pertanian produke! serts dagrah
resapan alr yang terintegrasi sechra harmonis dengan
kegiatan kepariwisataan; dan

. mengembangkan fasilitas, infrestruktur dan transportasi

pendukung  agrbisnis  dan  kepariwisataan  secars
terpadu,
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{11) Arahan pengembangan Kewasan Strategis Cepat Tumbuh
Peridak Gede dan sekitarnys sebagaimann dimaksud dalam
Pasul 42 ayat (2) horuf k, meliputi:

=

h.

<5

mengembengkan kelembagaan usaha ekonomi berbasis
kernkyatan yang efektif, efisien, den berdays saing;

meningimtlkan lualitas den kuanbitas hasil produksi
induntri skaln mikre dan keell serta industri menengah

vang tidak berpotensi menimbulksn pencemsran

lingkumgan hidup serta berbasis kerakvatan melaiui
pengembangan  kapasitas  wsumberdays = manusia,
permodelan serta teknologl uniuk meningkatkan dava
SENE]

mengintegrasikan pusal kegistan khusus seperti pusat
kegintan pariwisata, pusat konservas: deerah resapan air
dan pusat agropolitan ke dalam sistem perkotaan secara
kerpacdu;

lkonservas] lahan pertanion produktil serta dasrah
regapan fir yahg terintegrasl secara harmonis dengan
kegiatan kepariwisatzan; dan

mengembangkan fasihtas transportasi SEri|
mirastruktur pendulung agribisnis dan kepariwisataan
yang tanggul bencana.

[12) Arahun pengembangan Kawasan Pura Batularu, Hawasan
Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pekendungan, Kawasan Pura
Reai, Kawasan Pura Lohur Serijong dan Kowasan Pura
Cadingwnni sebagaimana dimaksud dalem Pasal 42 ayat (3)
hurufl a, Pasal 42 avat (3) huruf b, Pasal 42-ayat (3] huruf ¢,
Pas=al 42 ayit {3) hurul d; Pasal 42 ayat (3) huruf e, dan Pasal
42 nyat (3} huruf T, meliputh

i

hl

konservasl dan revitalisasi warisan budays dan nilai-nitat
kegucian padh Knwasan tempat s

mengembengkan  dan menetapkan  sister  zonasi
pemaninatan yang mencakup zona int, zonA penyanges,
OTH: pmgemb.angan ian zona penunjang pacda Kawasan
tempat suci sesual ketentuan kearifen lokal dan budaya
Bali; dan

mumLmtapimn pengombangan potensi dava tack wisata
budaya dan spirituel  berbasis  ekowisala secara
berkelanjutan yvang berjati dirl budaya Bali.

[13] Arahan pengembangan Kawasan Catur Angga Batukaru dan
Rawasan Jatiluwih sebagaimans dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3) hiruf g, meliputi:

&l

.

C,

pemantapan Kawasan Catur Angga Batuksru dan
Kawasan Jutiluwih sebagal Jatidid dan  fdentitas
Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan warlsan
budaya Bali:

konservasi, penataan den pengendalinn Kawastn melalul
penegasan pemanfzatan mang yaog terintegras) dengan
fungsi lonservast, sosial dan ekonomi; dan
penpembangan ekowlsata secara berkelanfutan,

(1) Arahan pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Cagar
Alam Batukaru sebagnimana dimaksid dulam Pasgal 42-ayat
(%) huruf o, meliputi:

=9

pemulihan dan penanggulangan kerusakan
lingkungan hidup pada Kawasan hutan maupun di
luar Kewesan hutan yang mengalami kritis lingkungam;

. pencegahan  dampak negotil kegiatan vang dapat

menimbulkan kerusakan lngkungan hidup;
pengembungan legiatan ekowisata dan sduwisata pada
poni pemonfoatan;

. perlindungan kelestarian Kawasan Suci di dalam

Kawasan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batukaru,




e mengembunglan  sistern mitigasli bencena dan
penangrulangan  bencana secara terpadu  disertal
pergembanyan jalur-jalur dan mmpat evakuasi;

[. penguatan koordinesl pengelolaan Kawasan Hutan
Lindung dan Cagar Alam Batukaru dengan pemidngod i
kepentingan [stakeholder) vang berwenang, |

(15) Arahan pengembangan Kawasan Hutin Lindung Yeh Leh,
Yeh Lebah sebapaimana dimeksud daiam Pasal 42 ayat (4
huruf b, maliput;

a. pemulihan dan penanggulangan  kerusakan
lingkurigan hidup pada Kawasan hutan mnupun dl
luar Kewwasan hutan yang mengalaml kritis lingkungan;

b. pencegahan dampak negalif kegiatan veng dapat
menimbutkan kerusalmn inpkungan hidup;

c: mengembanglkan sistern mitigas bencana  dan
penanggulangan  behcana secaras terpadu  disurtm
pengembangan jalur-jalur dan tempat evalkuasi; dan

d. pernguntan keordinnsi pengelolasn Kewasan  Hutaer
Lindung Yeh Leh, Yeh Lebsh dengan pemangku
leepentingan [stalkelolder vang berwenang.

(16) Arahan pengembangsn Kawasan Hutan Lindung Yen Aya
sebagaimana dimelsud dalam Pasal 42 ayat (4] hoarof o,
meliputs:

a  pemulihan dan penangeulangan  kerusalan
ingkungan hidup pada Kawasan hutan maupun d
luar Kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan,

b. pencegnhan dampak negatif kegiatan yanp dapsat
menimbulkern kerusakan lingkungen hidup;

c. mengembangkan  sistems mitigasi | bencana  dan
penanggulangan  béncana secarn  terpadu  disartas
pengembeangan jalur-jalur dan tempat evakuasi;

d. menguilkan eksistensi desa pakraman dan organisasi
kemasyarakatan lainnyva sebagal pondast perlindungan
Kawassh hutan; dan

¢ penguatan  koordinasi pengelolaan Kawasan Huton
Lindung Yeh Aya dengan pemangku kepentingan
|stakeholder yang berwenang,.

=
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BAE VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAILT

Bagian Kesaly
Umum

Pasal 45

Avahon pemanfastan rusng Wilayah, sebagaimana dimeksud

deinm Pasal 4 buraf §, mellpuath

a. ketentuon KKPR:

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunon;
dian '

c. pelalesanonn SPPR.

Baman Kedua
Ketentuan KEPR
Paragral 1
Urrruurm

4 Pasal 46
[
TKetentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurul a,
melipuli:
a. KEPRE untuk kogiatan berusaha;
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KEPR untuk kegiatan non berusaha; dan
KEPR untuk kegiatan yang bersifat stratepis nasional.

Paragraf 2
KEPR untule Kegiotan Berusaha

Pasal 47

KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimatsud
dalam Pasul 46 huruf a, meliputi:

a. KKKPR kegintan berdsaha; dan

b. PKKFR kegiatan berusala.

KKKPR kegiatan berusahs sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diberilkan berdesarian kesesuglan rencans
lskasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah
terintegrasi dengan Sistem 0SS,

PRKPR kegiatan berusaha sebagaimena dimaksud pada ayat
(1) huraf b, diberikan dalam hnl df reneans lnkasi lkegiatan
Pemaninatan Ruang behim tersedia RDTR atau RDTR yang
tersedia belum terintegrasi dengan Sistemn 023,

Ketentuan lehih lanjut mengenal KKPR untuk kegiatan
berusaha sebagalmsna  dimaksud pacda  ayat (1),
dilnksanukan - sesuai  dengsn  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Paragral 3
KEPR untul Kegiatan Nonberusaha

BPasal 48

EEPR untul kegiatan nonberusaha sebagaimana dimajesud

dalam Pasal 46 huruf b, melipati;

“. kcgintan Pemanfaatan Rusng untuk rimsh tinggal
pribadi, tempat peribadatan, yayasan aosial, YAVasan
keagamamn, yayasan  pendidikan, atay VEVASAT
kemamuisiaan:

b. kegldtenn Pemmanfaatan Ruang yang tidak bersifat
strategis  nasional yung  diblaysi  oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanji Negars (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah (AFBD): dan

e kegiatan Pemanfastan Rusng veng meriipaksn
pelaksanaan lunggung jawab sosial dan lingkungan yang
dibiayal dar perseroan terbatas atay Corporate Sorinl
Rasponsibility [CSR).

KICPR untuk kegiatan nonberusnha sebagaimana dimaksud

radda ayat (1), melputi:

& KKEPR keglatan nonberusaha: dan

b. PKKPR keglatan nonberusaha.

KKKFR kegiatun nonbenisaha sebagaimana dimaksud pada

ayat {d) huruf a, dibesilan berdasarkan kesesusian rencana

lokcast kegiatan Pemanfastan Ruang dengan RDTR yang telah
terintegras! dengan Sistem OS8.

PKKPR leegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hurtf b, diberiken dalam hal di reriesns lokani

kegiatan Penisnfantan Ruang belum tersedia RDTR. atan

ROTR yvang tersedia belum terintegras! dengan Sistem 083,

Hetentuan lebib lanjul mengenal KRPR untule kegiatan

nonberusaha sehagsimana  dimilesud pada  syat (1),

dilaksanakan  sesual dengan  keténtuan  peraturan

perundang-undangan,
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Paragref 4
KKFR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

Paaal 49

KKPR untui kegiatan yang bersifac strategis nasional
sebagrimana dimektsud dalam Pasal 46 huruf ¢, meliputi:

& ‘rencana kegiatan Pemunfastan Ruang bersifat stratepis
nasiomal yang {ermuit dalsm Rencana Tats Rusng

Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau/Eepulauan, RTR
KSN, Rencana Tata Ruang Wilaysh Provinsl (RTRWP,
RTRW Kabupatea, RDTR Kewasan Perbatassn Negara
[KPN), dan/atay ROTR; ¢dan
b, rencana kegiaten Pemanfastan Ruang bersifal strategis
nasional yang belum termuat dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN], RTR Pulau/Kepulauan, RTR
KSN, Rencuna Tata Rusng Wilmyah Provins) (RTRWE,
RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kawasan Perbatasan
Negara (KFN), dan/ateuy RDTR.
Retentuan pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang bersifat stralegis nasional yang termuat
Rencana Tatn Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR
Pulamd/Kepulatan, RTR KSN, Rencana Tate Ruang Wilayah
PFrovinsi [RTRWPF}, RTEW Kabupaten, RDTR Kawasan
Porbatassn Negarw [KPN), dan/atsu RDTR sebageimans
dimaksud pada ayat (1] buruf 2, berlaku mutatis mutandis
dengan ketentuan pelaksanoan KKPR untuk  kegistan
nanberusaha
Ketentunn pelaksanaan KKPR untuk rencana kegiatan
Pemarifasinn Ruang bersifat sirategis nusions! yang belum
rermual dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Naslonal
[RTEWN], RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, Rencana Tata
Ruang Wilayal Provins) (RTRWF), RTRW Kabupaten, RDTR
liawasan FPerbatasan Negara (KPN), dan/atas RDTR
sehagaimuana dimaksud pads myat (1) huraf b, dilaksanaken
melalui REKPR,
Ketentuan lebih lanfut mengenai KKPR untuk kegiatan yang
bersifat strategis nasional sebagimann dirnalksud pada aya!
(1), dilaksanakan sesual dengan ketentusn peraturan
perundang-undangan. '

Baginn Kelips

[rdikasi Progam Utama Jenglka Menengah 5 (Lima) Tahunan

()

(2

Prasal 50

Indileasi program dtama jangka menengah 5 (Lima) tahunan

sebagaimana dimalksud dalam Pasal 45 huruf b, terdir atas:

8. indikasl program utama jengla menengali 5 (lima) talnin
pertama yang berisi: '

PrOErasm UIams;

Inkast;

sumber pendanaan;

instansl pelaksana) dan

. wakiu pelaksanpan;

b. indilkasi program utama Jangkds menengah lima tahun
kedun sampal tahun kelima yang herisl program utama.

Mugmtan indikasi program utama sebapgmmana dimaksud

pada ayat 1), terdiri atag:

n.  perwijudan rencana Strukter Ruang Wilayah:

b, perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan

o perwujudan rencana Kawesan Strategis Kabupaten,

@ 0920 e
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(4)

(&

{1

(2)

Pendansan program utome sebagiimana dimaksud pada
ayat (1) huruf & angka 1, hersumber pada:

& anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belunjs dacrah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja dasrah) kabupaten;
d. Masyvarakat;

e. swasta danfateu

i sumber pendanaan Ininnya yang:sah.

Instansi polaksann program utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (L] hurafl a angha 9, meliputi:

8. Pemerintih Punat;

b Pemerintah Provinai;

e.  Pertierititul Doerah;

d. swaostn; dan/atau

e.  Masyarakar.

Waktu pelaksanaan  indikast  progrom  utama  jongla

menengah 5 (lima) tahunan sebagsimann dimadoaud pada

ayat |1) huruf & angka 5 terdin atas:

n.  indikasi program utama fangka menengah 3 (lima) tabun
pertimi tahut 2023-2024;

b. mdilasi program utama jarigks menengal tahap 1 (diza)
tmhun J025-2029, '

¢ ipdilkas) program utama jangka menengah tahap I11 [tiga)
fRhun 2030-20134;

d. indikasi program utama jangka menengal tuhap IV
[empat] tnhun 2035-2039; dun

. irdikasi program dtama fangka menengah tahap V (lim=)
i 20441-2043. '

Indikast program utamo jangla mensngak 5 (lima) tikun

pertama sebagrimana dimaksud pada avat (8] huril o

tercantum daiam Lampiran X! yang merupakan bagian tidak

terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pazal 51

Indikasi program utama jangka menengah tatiap [ [satu)
tahun 2023-2024 scbagaimana dimaksud dalam Pagal 50
ayat {5) huruf i, terdirt atan:
a4 perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
b perwujudan rencona Pola Ruung Wilsyah; din
€. perwujudnn Kawasan Strategia Kabupaten.
Perwujudan rencana strulour rusng sebagalmina dimaksud
pada ayat {1} huruf a meliputi:
a. perwijudan sistemn pusat kegintan, meliputi:
I, perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
4} penyusiinan RIDTR Kawasan Perkotaan:
1l penvusunan  RDTR  Kawasan Perkotaan

Bajern

4] penyusunan  RDTR  Kawdsan Perkotann
Tubanan;

3 penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawesan
Tanih Lot

4) Penyusunun RDTR Pusat Pelayanan Kawasan
Perkalnan Bamirit: dan
3 Penyusunan RDTR Pusat Peluyanan Kawasaf
Mar
ba) Fcngcm%:ngun Pusat  Kegutan Lokal (PKL)
melipulti;
1] peminthpan dan  pengembangan  Pusas
lKegintan Lokal (PKI;
21 pemantapan dan pengembangan perkantaran
pemerintahan skala kecamatan:




€. perwljudan sistem juringan energl, meliputi:

l. perwujndan jaringan infrastruktur penyaluran
tenizga listrik dan sarane pendukung, meliputi:

a) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Tingg (SUTT);

bl pengembangan dan pemeliharean Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM|;

£l pengombangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Teganpsn Rendah (SUTR); dan

d) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel
Teogangan Mensngsah (SKTM).

pengembnngan Jaringan nfrastrukiur Penyvaluran

Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, meliputi:

8) pengembangsn Saluran Udsra Tegengan Elstra
Ting@l (SUTET) Gilmanmuk-Antosari;

b} Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu
Induk mebputi Gardu Induk gas Insulaled
awitchgear tegangan ekstra tingg  [(GISTET)
Artosan / Gillmann ke

¢} pemantapan Travo Listrik;

d) penataan jaringan transmist vang telah adu;

¢] peningkutan dan pemerataan alkses pslayanan
secira merata ke'sslurth Wilayah Kebupaten!

fi Pemelihargan Gardu Listrik vang telah adi,
meljputi
1} Crardy Induk ges insulated switchgear Tanah

Lat;

2] Gardu Induk Anlosar; dan
3} Gardu Indule Baturiti.

g pengembangan jarinpan bawah tanah secarn
terpadu dengan sistem atilites lainnye untulk
meningkatkan  kualites: dan  estetika  rusng
Wilayah Kabupaten; dan

h} pengembangan  Stusiun  Pengisian  baterai
Kendaraan Listril SPKLU dan SPEELL,

d. perwujudan sistern jaringan telekomunilasi, melput:

L. perwijuden Jaringan Tetap, meliputl:
a) Pengembangan Infrastruktur Jaringsr Tetap: dan
b Pengembangan Jaringan Tetap,

2. perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:

a) pengembangan cakupan dan lualitas leyanan
Jaringan nirkabel: '

bl pemanisatan jeringan terestrial sisicm rirkabel
dengan penutupan wilavah bBlankspot pada
wilayah hertiukdit, pegunungan atan terpencil:

o} penalasn  den  pengaturan menars  Base
Transcelver Station (BTS);

dl pemenuhan kebutuzhan lelu lintas telekomunileas
stluler nirkabel untuk -selurih operator yang
menjangkan selurnch wilayah;

e} pengembangan jaringan layansn intorne: pada
fasilitas umum dan menjangkay selurgh wilgynh
desa adat di wilayah kabupaten:

fi pemeratasn janglteuan sinran  televisi  dan
mebutuhan telekomunikasi lalnnys; dan

gl pelayanan sstelit komunikasi dan stasiur burml
yung Iokasinya ditetaplon sesusi ketentuan
perundang-undungan,

B perwujudan sistem faringsn sumber daya air, meliputi:
L. pervmjudearn sistem jaringan Irigasl meliputi:

a] pengembangan dan  pemeliberasn  J aringin
[rigasi Primer;
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b} pengembangan dan pemeliharaan  Jaringan
Irigasi Selunder:
e} pengembangan dan  pemelihoragn  Jaringan
Ingasi Tersier;
dj pemeliharuan, peningkatan pelayansn  dan
efeletivitas pergelolaan air pads sistem jaringan
irigasi yang telah ada;
gl peningkatan  koordinssl  Daerah  Irigasi (00
kewenangan Nasiorial dan Provinai: '
fil pemeliharaan  dan  peningkatan fungsi DI
Habupaten; dan
gl pendayagunasn jeringun irfigesi air tonah dan air
 baku untuk alr minum dengan sumur bor yeng
teiah dibangun di beberapa kawasan melalui
pengembanpgan jaringah distribusi dan
_ pemeliharuannya,
2. perwujudan Sistem Pengendalian Baniir meliputi:
4] normalisast sungai;
bl pemetaan kawasan rawan buanjin
¢l pengembangan sistem peringatan dini; dan
dl kajiati pengembangan bangunan pengendalian
banjir rob i selurubh pantai yang berpotensi
rawsn gelombang pasang.
3. perwujudan Bangunan Sumber Dave Aur melipuit:
#] pembangunan Bendungan lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sanda:
b) pengembangan, pemeliharsan, dan peninglatan
kapasitas Bangunan Sumbir Dava Alr;
€| pengembangan air baku pada kawasan yang
mengalami kesulitan penyedizan air balku; dan
d] pemanfaatan dan penpolahan air laut, air hujan
dan sumber air lainnye untuk air baku,
[ perwujudan sistem faringan prasarans laimoye, meliputi:
1. perwuindan sistem penyediann alr minum (SPANM),
meliputi;
@) perwujudan jaringsn perpipaan, meliput
1 perwujudan Unit Air Baki;
2) perwujudan Unit Froduksi;
3 perwujudan Unit Distribysi; dan
4] perwujudan Unit Pelayane.
b} perwujudan bukan jaringan perpipnan, meliputi:
1} pengendulian pengembangan sumur pomps;

2) pemeliharaan dan peningkatan  bangunan

penangkap mata alr veng telah ada.
2. perwufudan Sistem Pengelolasn Alr Limbah [SPALY,
meliputi:
W perwijudan infrastruktur sistem pengelolzan air
limbah domestik, meliputi:

I} penpembangan SPAL setempat dan konmune
di kawasan-kawasan padat permukiman:

2] pengembangan IPAL ¢ Kewasan Perkotann; _

3] pengembangan IPAL di Kewssan Cfeloif
Pariwisata;

4] pengembarigan TPAL berbasis masvarakat;

5} pengembangan sistem pengelolaan air limbak
perpipaan i dalam  kawasan  perkoaan
meTiuju 1PAL;

6] pengembangan sistem pengelolasn air limbak
setempat dilakukan secara individual: dan

7] pespembeangan sistem pengeiolaan air liztibak
Komuneal.




b)
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1)

Aua )

i)
i

i)
7|

pengembungan Jaringan Sistem Pengeloiaan At
Limbah Non Domestik sesual kajian; dan
pengembangan  Pengelolsan  Limbah  Bahan
Berbahaya dan Beracun sesuai kajian,

p:ﬁnujudau sistern jaringan persampahan, meliputi;

pengembangan  Tempat Pengelolaan  Sampah
Reuse, Reduce, Reoyole (TPE3R);

pengembangan Tempat Penampungsn Semantara
(TP3)

pengernbangan Tempat Pemrosesan Alchir [TPA);
pengembengan Tempat Penampungan Sampab
Terpadu (TEET);

pemantapan kerjasama pengelolasn sampah pada
TPA Reglonal Sarbagita;

pengembangan  dam  pemantepan  pelayandn
prasarana dan utilites jaritigan pefsampaban
peningltatan peran serta Masyarakat dan dunis
usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis
sumber melalul pola 3R |Reuse, Feduce, Recycle);
peminghatan kerja sama antar Wiluyah dalam
pengelolaan persampahan;

pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
peringhkatan kegintan pengurangan sampah dari
smbermyaE;

peringhatan sarana pengeloiaan sampah;
pembatasan penggunaan dan timbulan sampah
plastil;

peniingkatan penanganan sampah; din
pENyaELRAn dokumei rencara indule
imasterplan) persampahan kabupaten,

4, perwujudan  sistem  aringan evakuas. bencana,

meliputy;

a] penctapan dan pengembangan Jalur Evalouasi
Benoang;

b) penetapan dan pengembangan Tempat Evakuasl
Bencans; -

o) pemasvarakatan dan sosialisasi sistem jaringan

i)
€)

i

al
b
c

d)

g

evaluas] bencenas;

pengembangan sistern mitigast bencana sccare
terpadis;

penpgawasan  dan  pemeliharagn  sarene  dan
prasarana sistem jaringan evakuas! bencans; dar
penyasunan rencana induk (mastemplan) Kevwagarn
rawan bengana Kabupaten.

5. perwujudan sistemn jarngan dralnage, meliputi:

penyusithan masterplan drainase Kabupaen;
pengembangan  dan  pemelibaraan Jaringan
Diramase Primer;

pengembangan: dan pemeliharaan  Janngan
Drainase Sckunder;

pemeliharaan dan  pemeliharsan  Jaringsn
Druinase Tersier; dan

pengembangan sumur resapan dan  lubang
biopori. '

(3] Perwujudan rencena pola ruang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf b meliputi:
a. perwijudan Kawasan Lindung, meliputi:
I, perwuiudan Badan A, meliputi:

al
b)
)

pemeliharaan dan pelestarian badan air;

pengembangan tampgeul badan air;
penpelolaan hidrologt dan kualitas air Wilayah

Sungal; dan

|
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d pumantauan dan pengendalian kegiatan buch
doya agar tidek menurunkan kualitas/ fungsi
badan ain,
2. perwujludan Kewasart yang memberikan
perlindungan terhadap kuwasan bawahannyd berupa
Kawasan Hutan Lindung, meliput:
4) penetapan tate batas Kawasan lindung di dalam
Kawasan hutan;
b rehabllitasi dan  revitalisasi Kawasan hutan
Linediang;
cf perigawasan dan pemantaian gecard rutin untuk
mencegah  tegadinys  penebangan  linr  dan
lkebakaran Kawasan Hutan Lindung;
dl pengembangan vegetasi tegallan tinggr yang
mampu  memberikan  petlindungan  terhadap
permubkaan tanah dan marmpu meresaplan aic ke
dalam tanah;
€] pengembangan blok penvangga pada kawssan
yeng Dperbatasan dengan  Kawnsan Hutan
Lindung;
f)' melakukan program pembinasn; penyuluhan
kepaca masyarnkat dalam upaya pelestarian
Kawnsan Hutan Lindung; dan
gl pengendalian kegintan budi daya agar tidak
mengganggy. fungsi lindung Kewasan Hutan
Lindung,
3. perwujudan Kawmsan  Perlindungon  Setempat,
berupz perlindungan kesucian Kawasan Suci dan
Kawssun Tempat Suc, meliputi:
a] pemantapin fungsi dan penatasn  kawasan
porlindungan setempat berips kawasan suc;
B pemetaan  lawasun  perlindungan  sstempat
berupa tempat suci/ Pura; dan
c| penpgawasan clan pengondalian kegiatan
pemanfaatan ruang agar Hdak mengangm Ringsi
Kawasan Perlindungan Setempat.
4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
gl perwuyjudan Cagar Alam, meliputi;
1] rebabilitas] dan pengamanan cagar alam:
2|peningkatan diversifikast atau keanekaragaman
hayati; dan

Jd) penicgasan tata batas dan zonasl cagar alam,

b perwujudan Taman Wisata Alam, mefiputi:
1} rehabilitasi Taman Wisata Alam:
2| pendavagunsan dan’ pelestarian  potensl

hutan wisata; dan

3} pembeatasan keglatan wisata alam,

€l penyediman  fasilitas  untuk  kepentingan
nendidikan dan penelitiang

d] pernguetan PCOgrEm dan pemberdayaan
mamyarakat; dan

el pemetant dan ponetapan Jalur/learidar
perlindungan penyu dan satwa liar,
b. perwuivdan Kawasan Budi Daya, melipati:
L. perwujudan Kawesan Perliebunan Rakyat, meliputi;
al pemetadn luas dan konidisi kawasan perkebunan
ralorm:

b] penpembangan komoditas kayu dan non Kayy
penunang industr] kerajinan;

¢} reliabilitasi dan konservasi kawasan perkebunan
rakyat; dan




dj

pengembanesn  kawasan perkebunan rakyat
untik konservasi dalam bentaok kebun maya di
luar kawasan hutan.

2. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
al perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, melputi;

bl

l} pemetaan  Kawasan  tanaman paNgAn
orodulktif;

2] penetapan  Lahan Panpgan Pertanian
Berkelanjutan  (LP2B}] demi  ketadianan
PRDEAD;

31 peningkatan jaringan irigasi;

4) peningkatan intensifikasi lnhar:

5] penguatan  kelembagaan  subak  dan
kelembagaan petani Jainnya terkair dengan
pengelolaan sumber daya air untuk irigasi,
pengadaan sarana  produksi, panen, pasce
panen dan pemazarat; '

6] pengembangan  sccara bertahap ' sigtem
pertanian  organik  di  seluruk wilayah
labupaten;

7] peéngembsingan lawasan sentra produksi
pertanian melalul sistem agribisnis terpadu
yang terintcgrasi  dengan pengembangan
kawasan agropolitan;

5 pengembangan  kebijakean pengintegrasian
sektar pertanian dengan pariwissta:

9) peningkalan produktivitas lahan - jahan
suwah melalui intensifilast lahan pertanian;

10) pengembangan  komoditas yvang  adaptif
terhadap perubahan (klim;

L1} permantapan pelayanan Jaringan irlgasi;

L2} peneegahan dan  pembatesan  allh Mangsi
kawasan tanaman pangan beririgasi;

13) pengembangan  budidaya parikansn  pada
saluran iripasi;

14) pedlindungan kawasan terasering sawah: dan

L8] Penyusunan produk hulcum deeral tentang
pemberian insentf dan disingentif Kawasan,
lishan dan Lshan Cadanpsn  Pertanian
Pangan Berkelanjutan sesual kajian,

pervijudan Kawasar Hortikuliura, meliputi;

1} pengembungan  komoditas tanaman buah-
bughan  bercampur  dengan kawnsan
prarkebunan rakvar:

2) pemsntapan Kawasan Agropolitan Baturit]
berbasis pertanisn hortkalturmg

3] pengembangan  kemitraan  dengan  selctor
industrl dan pariwisata;

4 pengembnrgan luasan lthwasan budidaya
hortikultura arganilk secdrn bettahap pads
unp subak dan desn sesiai potensinya;

3l pengembangan tenaman hortilcultura
meliput! tanaman bunga, tanaman hias, SEyUr
mayur

6] pemanfastan lahan basalt yang belum
beririgasi pada bulan - bujan kering;

7l pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilai
ekonomis;

8] pembutasan periuasen biidi dayn hortilmltura

sayur mavur dari lmwasan perkebunan dan
pericebunan raloyvat
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8] pengendalian kegiatan budidaya hortikultura:

sayur mayur pada  kawassan dengan
kemiringan di atng 0%

10} perunpkatan sarann darn prasaranag
horfikuelture;

L1} penguatan kelembigaan petani terkait dengan
pengelolaan sumber daye air antulk Irigasi,
pengadaan asrana produksi, panen, pasca
panen- dan pemasaran; dan

12) pengembangan sentry dgropolitan lainnya.

perwgjuden Kawasan Perkebunan, meliputi;

Il penetspun  kawasan perkebunan  dan
penetapin kamoditas unggulan;

2] peningkatan sarana dan prasarana kawasar
perkebunan;

3] penguatan kelembagsan petanl terkaitl dengan
pengadaan sarana produlesi, panen, pasca
panen dan pemasaran;

4 pengembungan kawasan perkebunan:

5} peninghkatan pelayanen sarana dan prasarang

pendiukung sistem ngribisnis dan
aproindustri;

] penguatan sistem kelembagran kalompok tam
atau papoktan;

7] pengembangan aprowisatas  dan kemitraan
dengan seictor industrd dan pariwisats:

8] pengembangan luasan kawasan perkebunan
organil secara bertuhagp;

9 pemantapan Kawssan Agropoiitan berbasis
tanamon perkebunan:

10) integrasi  leegiatdn peternalkean  dengan
kawasan perkeburan:

11)identifilas] dan: pemetsan potens! kawasan
pertambangan  yanz  ada  di leewasan
perkebunan; dan

L puengendalian  dan  optimalisasi kegiatan
periambangan pada kewasan peckebunan,

perwijudan Kawasan Peruntukan industri, meliputi:

a)

11]

dj

e|

fi

pEngembangan potensi Kawasapd peruntukan
Industri; dan

pengembangan  sentra  industr keell  dan
menengah (SIKM) (erintegrasi dengan kawnsan
permukiman;

pengelolaan Kawasan Peruntukan [ndusir SECOTH
berkelunjutan;

penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan
Industrl;

pengsmbangan  dan peningkatan  prasarana,
mArana, der utilitas di Kawsassn Peruntukan
indust; den

PEngiwWasan dan pemantauan serta pengendalian
terhadnp kegiatan industri untuk meneagah
timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan
Peruntulean Industri,

perwujudan Kawasan Pariwisats, melipuii;

Al
Bl

c)
d

&)

pengembangan Kawnsan Bfekell Pariwigata;
pembangunan infrastralaur penunjang
PrmTwisale;

pengembangan fasilitos pariwisata
pongembangan kawasan pariwisats bergonssp
chivwizata:

pemantapan dan pengembangan DTW dengan
konsep ckowisata;
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i)

s}

pefigembangan sarana dan Prasarana parnwisatas
pada DTW secara terbatas;

peningxatan aksesibilitas ke ssluruh DTW:
pengembangan desa wisats;

peningkatan kuslitas obyek wissta:

péngelolaan Kiwasan Pariwisata  sscarg
berkelanjutan;

pengembangan sumber duye pariwisata dan
eleconom| kreatif di Kawasan Pariwisat:
pengembangan Kawasan Wisata dan objek wizata
hary;

pengembangan Destineal Wisata Daerah;
mensinergkan kegiatan lainnys vang memilili
potensi schagai daya tartk pariwisata;
peningkatan sistem informasi dan promosi wisata
berbasis toknologt pariwisata;

pengembangan jenis dan paket wisate unsgulan:
pengembangan  diaerah  (Wuan wisata berupe
wisuli budaya, wisata alam, wisats objek khusus
dan wisata buatan;

pembingan dan nemberdayoan masyarakat dalam
upuya pengembanean Kawasan Padwisata; dan
miegrasi sistem Cleanliness, Heolth, safefy and
Ernvirontment  Sustainability [CHSE) dalam
Kawasan Pariwipata; '

perwijudan Kawasan Permukiman, meliputit

f)

b

porwujudan Kawasan Permukiman Perkotaar,

meliputi:

1) penyédiaan perumahan Yang memadal, aman
dun fiyamen bagi masyarakat perkotaan;

4] ponyedinen’  &arana dan prasarana
permukiman sesuai daya dukung Kawasgan;

4] pengembangan permukiman produktif dan
berkelanjutan;

4) perbaikan lingkungen permukiman kumuh
dan kurang lavalk huni;

5] rehabilitasi Han/atau relokasi permuliman
yang terletak pads kawasan rawan bencana:

b) honservasi:  Kenvasan tradisional fetnis/’

berssiurah;

7} pencadangan kewasan permukiman  baro
(kasiba  dan iasibn)  dengan  rencans
pembangonan prasarann permukitnen yang
lebih tetarah, efeltil ofisien, preduktif, sman

~ dan berkelanjutan;

8) penatean, perbaiken dan penlngkatsan
kualitas Hngloangan permuiimarn;

9] sosialisasl penggunaan bangunan bertingkeat;

L0} perwujidan ruang terbuka hijau minimal 30%
(tiga puluh persen) duri kawasun permuldiman
perkotaarn; dan

L1} perwiiudan ruang terbuka non hifau, ruang

jnlan  kald, jalur dan rusng  evakuas:
bencana,

perwujudan  Kawasan ' Permukiman Perdesaan,

meliputi!

il penyedisan perumahan vang memadal, aman
dan nyaman bagi masyarakat perdeszan:

2] penyediaan perumahan masyarakar
perdesaan letap memperhatikan  sistem
kearifan lokal dan sistern kekergbatan yang
bertakng;

— —
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3 penyediaan sarana dan PrasErana
permuldman sesuai daya dulung Kawasan:

4] perbafkan lingkungan permukiman kumuh
den karang lavak huni;

5] rehabilitasi danjatau relolmsl permukiman
vang terletak pads kawssan rawan bencana:

G} penataan, perbaikan  dan  peninglkatan
kualitas nglungan permuldman;

7] perlindunpsn terhadap Kawasan Tanaman
Pargan berrigast;

3] pemanfaatan lahan pekarangen permuliman
perdessan untuk kegiatan peternakan skals
rumah tanges;

9) revitahsasi Desa Tua yang memiliki teta ruang
desa dan arsitelitur khas; dan

10] perlindungan habitat satwa ke Kawasan
Alas Kedaton,

b. perwujudan Kawsssn Pettahanan dan Kearmnnan,

maliputi:

a] penatasn dan pengelolapn Kawasan Pertahanan
dan Keamanan;

bl pengendalian perkembuangan kegiatan oi selcitar
Kawadan Pertnhanan dan Keamanan: dan

€] pengembangen prasamana, sarans, dan utilitas

Kawassn Pertahanan dan Keamanarn.

(4] Perwujudan kawasan strategis sebagaimenn dinaksid pads
ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. perwujudan kawasan stratepis dar sudut kepentingin
ckonnml, melipuii: _
Kawasan Perkotaan Tabanar, meliputi:

L.

ha

)
k)

£

cl

dj

gl

f)

pemantapen  pusat  pelayanan dan kegiatan
pemerintahan;

pemantapan pusat pelayansn perdagangan jasa
dan kesehatan skala nasional dan regional;
Prnataan Hngkungan dan banpunan kawssan
perieatnny;

pemAnlapan  sarana  prassrana dan  Jtilitas
penunjang Kawasah:

penataan: dan  pengendalian  kawasan &
sepumjang koridor; dan

pengembangsn  jaringan  transportasi terpadu
lintas Kawasan.

Ruawssan Efektif Pariwisita Bedugul, meliput]:

o)
-b]i
c)
dj
ej

0

pemantapan Kawssan Bedupu! dan sekitiimya
sebagal kawasan efektll partwisata intsrmasional;
pemAntapan  sarania  presarana dan utilitas
penunjang piariwisata;

pengembangan jeringan prasarans transporiss
torpadu dan teritegrasi pads Kewasan;
pengembangan milipasi dan adaptas
Kebencanaarn

penataan  lingkungan dan  bangunan padsa
Kewazan; dan

pentdlaan  dan  pengendalian  kawmsen  di
sepaniang koridor dan tepi danauy,

Kawnsan Efelstil Pariwisats Soka, meliprti:

al

)
a4

dl

Pemantapan  Kdwasan Selks  dan  sekd Larrmya
sebapni kawessan efektil pariwissata inlernasional;
pengertibangan potenst minapolitan; '

POMANMAPAn  sarana  praserane - dan wilitas
penunjang pariwisata:

penigembangan jaringan prasarana trensportasi
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan,

L AT
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B.

[
gl

pengembangsn mitigasi tan adaptas
kebencanagm,

penataan  lingkungan dan  banpunsn  pads
Kawasan; dan

penataan dan’  pengendalian kawasan di
sepanjang koridor jalan dan kawasan pesisir.,

Kawasan Efcktif Pariwisata Tanah Lot, meliputs

8)
b
el
dj
e

f

H

petnanigpan Kawasan Tanash Lot dan saldtarmya
sebagai lawasan efeletif pariwisata mitemasional;
perlindungan kawasan sud dan tempat suc Pura
Tanah Lot

pemantapan.  BArang  prasaringe  dan utllitzs
penunjang pariwisats;

pengembangan joringan prasarana transportasi
terpadu dan tertegrasi pada Kawasan:
pengembangan mitigasd dan adaptasi
kelrenvanman;

penataan  lingkungan  dan  bangunan  pada
Kuwasan; dan

penataan  dan  pengendalisn  kawasan di
sepsinjang koritor jelan dan kawasan pesisir,

Kawasan Agropolitan Baturt, Kawasan Agropolitan
Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kewasan
Aprapolitan Penobel, meliputi:

)
)
c

d]

&l

i
gl

pemaontspan  potensi  agropolitan, agribianis
lEawasan:

pengembangan potens) industri kecil menengah
agropelitan mmeh linghungan:

pomantapan  potenst  agrowisara berbasis
dhowizsatia;

pengembengan prasarania, sdarana utilites dan
transportasi  lerpadu penumjang  kawasan
spropolitan;

integrasi  pusat-pusat  pelayanen  kegiatan
agropelitan  dengan  sistem  perkotman seeara
=rpadu;

konservasi lahan pertanian produledl dun dasrah
resspan alr; dan

pemiantapan  fungsi dan  peran nrEanisas
masyarakal dalam pengelalaan dan
pengembangan lcawesan agropofiton.

Kawnsan Strategis Cepat Tumbub  Kerambitan,
melipuri:

Al
b
<)

d

pemantapan potensi Industtd dan perdeganean
dan jesa Kawasan;

konservast lakan pertanian  produktl  serty
diberah resapan air;

pendman dan  pengendalian kawasan dj
sepanjang koridor dan kawasan induestri; dan
pengembuniman prasarana, sarana utilitas dan
transportasi terpadu penunjang Kawasan.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh  Luwus dan
Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Pangak Gede, meliputi:

a)
b)
c)

d)

pemaninpan potenst industni dan perdogangan
dan |asa Kawasan;

konservasi  lahan pertanian produktif serta
daerah resapan air;

penataan  dan  pengendalian jewasan  di
sepanjang koridor dan kawssan industri;
integras| kegiatan Industr perdagangan dan fasa
sertu kegiatan parjwisata sccara terpady; dan
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) pengembangan prasarana, sarana utilitas dan

transpartasi terpadu penunjang kawasan.
b perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan
sosial dan budava, meliputi:

1. Kawasan Pura Batokari, Keawasan Pura Thonah Lat,
Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Purn Resi,
Kawasan Pura Luohur Serijong, dan Kewasan Pura
Gadingwani, meliputi;

a] penataan dun pengendalian serte  konservasi
Kawnsan Sucl dan Kawasan Tempat Suci Pura
Sad Rahyangan dan Dang Kehyangan;

b pengembangan prasarana sarana, dos ytilitss
perunjang Kawasan Pura Sod Kahyangan dan
seluruh Dang Kohyangan;

¢l pengembangun dan penetapkan sigtem zZonags)
pemanfantan yang mencakup wona int, zooa
penyanggn, mona  péngembangan dan  zopa
perunjang pada Kawasan tempal suc sesuai
ketentuan kearifan lokal dan budaya Qali,

2. Kawasan Catur Angga Balulsru den  Kawasan
Jatiluwih, meliput;

a) pemantapan  kawasan sebegai  jatdivi  dan
identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan
warisan buduya Ball;

3} komservasl, penatann  dan pengendalian
bangunan dan linglkungan sepanjang kiridor,

¢} konservasilahan pertanian produktil dan resapan
air;

d} penegasan pemanfastan ruang Kawessan;

¢} integras: fungsl konservasi, sosfal den ekonomi
serta kepariwisztaan,

) pengembangsn potensi skowisata  secarn
berkelanutan; din '

gl pengembangan prasarena, sarana utilitss dan
transportasi terpadu penunjang Kawasan.

¢ perwujudan kawasan strategis dari sudu kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi

Kawesan Hutan Lindung dan Cagar Alum Batukarny,

Kawasan Hutan Lindubhg Yeh Leh, Yeh Lebah, dan

Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, mielipiti:

1. permulihan dan penangEulangan  kerusabkan
lingloungan hidup Kawasan|

2. pungembangan  den  pengendalian  lawssan
bardasnrican zonasbi;

di penpgembangsn potensl ekowizata dan  eduwisato

pada zona pemanfantan)

perlindungan kelestarian kawasan suei;

pengembanpgan aistem  mitigasi dan adaptam

kebencanann; dan

6. penguatan  koordinasi  kelembagaan  pengelols
leEwasEn.

Pasal B2

{1} Indikasi program utams |angka menengah tohap 11 (dua)
tahun 2025-2029 zebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (5] huruf b, terdiri atas:

a. perwuucan rencana Struktur Rusng Wilayah;
b, perwujudan rencans Pola Ruang Wilayeh! dan
¢, perwujudan Kewasan Strategis Kabupaten.

(2] Perwujudan rencana struktur ruang sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul 8 meliputi;

i, parwujudan sistem pusat lkegiotan, meliputi
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L. perwujudan sistem perkotaan, meliput:

fy

L)

e}

penyusunan RDTR Kewasan Perleotuan:
) peryusunan RDTR  Kawssan Perkdtaan
Eajera;

2] penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kewasar

Murga;

3] penyusunan RUTR Pusat Pelayanan Kawasan
Tanah Lot;

4 penyusunan RDTR Pusal Pelayanun Kawasan
Wanasar;

3] penyvusunan RDTR Pusat Pelavanan Kawdsan
Panduls (ede;

6] penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kowasan
Periebol;

7} penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan
Sclemadeg Barat;

5] penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kswasan
Selemadep Timun

9 penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan
Pupusn;

10) penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan
Luwais; dan

I'l] peryusunan RDTR Pusat Pelayandn Kawassn
Herambitan,

Pengembungan Pusat  Kepistan Lolal [FILL

meliputi:

I} pemantapan dan  pengembangan  Pusat
Kegiatan Lokal (PK):

2] pemantapen dan pengembingan perkaniaran
pemerintahan skala kecamatan:

3| pemingkaian infrastrukiur dasar
permukimnen;

4 pemiantapan  dan pengembangan  faailitas
perdegangan dan jaus skala kecamatan;

5 peningkatan caknpan pelayanan sarena sosial
budays, keseninn dan olahraga;

b} perlindungan kawasan pertanian:

7] pengembengan  prasarana’ dan SArana
Fransportam umum;

B) pengembsngan prasarapa  dan  sarans
ieegiatan- selttor informal; dan

9] peningkatan pelavanan Jaringan  prasarana
perkotasn  wir minum, jaringan drainnss,
persampahen, air limbah serte energl dar
kelistrilean,

perwujudan  Fungsl Kegiatan Utama Pusar

Kegiatan PPK, melipuii:

1] pemantapan dan pengembangan pusst
pemerintalaeg kabupaten dan kocamatam

2} pemantapan dan pengembangin  pusat
pemerintahan kecamatan;

J) pemantapan  dan pengembangan  pusat
kegiatun pariwisal,

4] pemontapan  dan  pengembangan puasat
perfumbuhan kegiatisn ekonnmi;

3] pemantapan den pengembangan prasarana
sogial ekonomi-skaln lokal; '

6] pemantaprn  dan Fengembangan  terminal
PCMUNpPEDE;

7] pementapen identitaz  Pusat Pelayanan
Kawasan yang beriatidiri budaya Bali;

8 pemantapan  dan pengembangan  kepiatan
pertaniam,
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d)

Y) pernantapan dan pengembangan  kegiatan
penghijauan; dan

10) pemantapan dan pengembangan kepiatan
permukiman perkotann.

Ferwuiudan fungsi pelayenan Kawasan Perkotaan

Tabanan yang dikembanghkan sebagal  pusst

kogiatun darl system PEN Kawasan Perkotasn

sarbagita, melputi:

1] pemantapan dan pengembangan pusat
perdagangan dan jasa sertn kesehatan skala
ragtonal dsn regional pads Pusat Pelayanan
Kawasan yang merupakan bagian PKN
Eswasean Perkotasn Sarbagita;

2] pemantapan dan pengembangan prassrang

penunjang pariwisata;

3) pemamapan  dan pengembangsn  terminal
penumpang; dan

4] pemantapan integrasi pengelolaan terpadu
Hawasan Perltotaan Tabsnan dengan PKN
Eawasan Perkotasn Sarbagita.

2. perwujudan sistem perdesaan, meliputi:

8}

perwujudan  fungsi  Kegistan Utama  Puasat

Kematan PPL, meliputi:

Il pemantapan dan pengembangon kepintan
pelayanan mesyarakat:

3) pemantapan dan pengembangan  kosidtan
perdagangan dan jasa skaln desa;

3] pemantapan dan pengembangan pelavanan
pendidilkan skala lokal:

4 pemantapan dun pengembangan pelayunan
kesehatan skala desa:

5] pemantapan dan pengembangan samana
olohrage skala dess; dan

A penyedinan RTH untak menumang furngsi PPL
dan Kawasan perdesaan,

b.  perwujudan sistem jaringan {ransportasi, metiputd;
perwijudan sistom jaringan jalan, mel{puti:

X

a

b

e}

d}

€l

perwujudan julan arteri primer (JAF], meliput
pemelthargan dan peninglkatan lkinlitas jeringan
Jalan nasions! yang telal ada;

pemeliharaan dan peninglatan kualitas Jaringan
alan kolektor primer dengan status jalan provins
atau JKP-2 dan JKP-3;

TENcAnd pengombangan jealan kolekior ‘primer
dengan status jalan provinsi: '
pemellhardan dan peninghkaten kunlitas
pelayanan jeringan jalan kolekior primey dengan
status jalen kabupaten gtau JKP-4;
pemelibaraan  dan peningleatan kualites
pelayanun  jaringan jaian  kolektor  sslninder
dengnn status falan kabupaten;

pemieliharaan  dan  peninghatan  kualitas
pelayvanan jaringan jalan lokal primer dan Jalan
lokal sekunder wilaynh kabupaten;

pemeliharaan  dan peningkatan  kuashtas
pelayanan jaringan jalan lnglungan primer dan
Jalan Hnghungan sekunder wilayah kabupaten;
pemeliftrann dan peningkatan kualitas
pelavation jaringan Jalan lingkungan primer dan
jalam lingleungan sekunder wilayah kabupnzen:
perwijudan Jalan Khusus, mietput
pemelihamnan  dan  peninglatan kualitas
pelayanan jaringan jalan khtisus!
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Perwiyjudan jatan tol, meliput] germbehasan lahan

dan pembangunan jalan tol antar kota, rmeliputi:

1] rues jalsn Gilimanuk-Nesera-Pelutatarn-
Soka-Mengwi:

2] russ jalan Soks-Celukan Bawang;

A ruas Cangey - Mengwi — Singapadu; dan

%) ruas Bandara Ngurah Bal {Benoa) - Mengwi via
Singapadu.

rencana pengembangan jalan dengan status falan

kabupaten atau JKP-4 melalyi penyvusunan

kajian kelayakan, meliputi:

1) remeana jalan penghubung  antars  Desa

Blatungsn defigan Blimbing dan  Munduk
Temu; dan
2} rencana jalan  leabuparen lainnyas sesua)
siilan,
peningkatan icualitas terminal penumpsng Tipe
pengembanzan dan penatasn trayek anghutan
PERUMPENE umm;
prrgembangan sentral parkic pada kawasan
pariwisata Tauah Lot '
penerapan Manzjemen dan Relavass Lall Lintas
untuk mengoptimalken  penggunaan Iatingan
jelan dan pergerakan lalu lntas;
pengembangan kawasan  berorientns| transit/
Transit Orlented Development [TOD) pacdla
Terminal Penumpang, Stasiun Keretn Api dan
kawasan potensinl laimnya setelah melalu ledinn;
perwujudan  Terminal  Barang,  meliput
pengembangan termingl barang sesuai icajian
pembanguiian dan pemeliharaan rutin Jembnten;

penigembangan  jalur pejalan  kmki  untuk
menumang altivitas wrama kots, anlara lain
perdagangan dan jasa, pariwisatd, perkantoran

dan kiwasan faslitas ymum,

]
perwijudan sistem jaringan kereta am, meliputl:

a)

bl

¢l
d

el

pengembangan  Jaringan  Jalur  Kersta Agi
Antarkota yaitu faringan kereta ap melinghkar
mengslilingl Pulay Ball:

pengembangan  Stasiun  Penumpang dapat
diintegrasikan dengan simpul transit lainnya
secara terpady menjadi Kawasan TOD:
pengendalian bangunan sekitar sempadan rel
kereta apl;

pengembatigan  persimpangan  lidak schidang

sistemn faringan lereta apl: dan

penyedipan RTH di sepanjung sempadan ral
kereta apl.

perwuiudan  sistem  jaringan sungsi, danaun, dan
penyeberangan, meliputi:

b

pemantapan Alur Pelayaran Sungal dan Alur
Pelayaran Danau di Danhc Beretan; dan
pengembenean. Pelabuhsan Suripai dan Danay
Fengumpan meliputi dermags Dansu Beratar
dan dermaga wisati Panan Bedugul.

€. perwujuilan sistem jatingan energi, meliput:
perwijudsn  jaringan  infrastroir pattyaluran
tenaga listrik dan sarana penduloung, metiputi:

1.

a)

pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tregangan Tingei (SUTT)




b} pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Menengak [SUTM);

£} pengembangsn dan pemeiiharaan Saluran Udarn
Tegangan Rendah (SUTR): dan

dl pengembangan dan pemeliharaan Saluran Kabel
Tegangan Menengah (SKTM],

2. pengembangan Jarinpan Infrastrgktur Penyalumn

Tenaga Listrik dan Sarans Pendultiing, meliput:

a) pengembangan Saluran Udars Tegungan Ekstra
Tinggt (SUTET) Gillmanuk-Antosari;

b} Pengembangan Oardy Listrik berupa  Gardu
Induk meliputi Gardn Induk gas msulated
Switchgear tegangan  ekstra tinggi  (GISTET)
Antosan /Gilimanule

¢} pernantapan Travo Listrik;

d) penataan jaringan transmisi yang telah adu:

¢ peningkatan dan pemerataan akses pelayanan

- ‘secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten;

[I Pemelibardan Gardu Listrik vang telah adn,
meliputi:

1} Gardu Induk gas insulated siwitchgear Tanah
Lat;

Z|] Gardu Indul Antosar; dan

3 Cardu Induk Baturit,

4 pengembangan jaringan bawah tanal secara

- lerpadu dengan sistem utililas lainnye untuk
meaingkatken  kualtas dan  estetika ruang
Wilayeh Kabupaten;

h| pengembangan  Stasiun  Pengisian  Bateral

Kendaraan Listrik SPKLU dan SEBKLU-
pemanfaatan energl baru ferbarukan sebagai
sumber energi listrik; den

I} pergembangan konsep smart grid atay jaringan
listrik pintar untuk meninpgkatkan efisienst,
koalitas, dan teandalan sistem ketenagalisirikan,

d. perwujudan sistem jaringan telekamundleas], meliputi:

L. perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:
al Pengembangan Infrastrulttur Jaringan Tetap; dan
h) Pengembangan Jatitigan Tetap.

2. perwyjudan Jaringan Bergerak Setuler, meliputi:

8 pengembangan cskupan dan kualltas lsvanan
Jarmgan nirkabel:

b pemanfaatan jaringan terestrial sistemn nirkabel
dengan  penutupan  wilavah Dlanlespot  pada
wilayah berbulit, pegunungan atay terpengil;

cf ‘penataan dan pengatoren  menare Base
Transceiver Station (BTS);

dl pemenuhan kebutuhan lalu lintas telokamunilas
soluler nirlabel untuk selurub operator vang
menjangkau selurah wilayah;

e} pengembuanpan jaringan lavanan internet pada
fasilitas umum dan menjangksu seluruh wilavah
desu adat di wilayah kabupaten;

fl pemeratann jangkavan siaran  televisi  dan
kebutuban telekomunikasi lainnya; den

gl peiayanan satellt komunikasi dan stasiun bumi
vang lokasinya ditetaplan sesuai ketentuan
perundang-undangan.

. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi

L. perwujudean sistem jaringan irfgas] meliputl:
al pengembangan dan  pemeliharasn Jaringan

Iriga=i Primen;

—




f.

b} pengembangan dan  pemeliharaan Jaringan
Irtpas Sekunder;

o) pengembangan dan | pemelibaraan Jaringan
Irigas Tersier;

di pemeltharean, peninglatan pelayansn  dan
eleiktivitas pengelolaan wir pada sistem janngan
irigasl yang t=lah ada;

2] peningkaten  koordinasi  Daerah Irigass (D)
kewenmngan Nasional dan Provins:

fl  pemeliharasn dan peninglkatan fungsl Daernh
Irigasi [DI] Kabupaten: dan

gl pendiyagunaean jaringan ingast air tunah 'dan alr
baku untuk sir minum dengan sumur bor VEHE
telah dibungun di beberapa kawasan melalui
pengembangan  |aringan distribuigl damn
pemelibaraaniiva.

perwijudan Sistem Pengendalian Banjir meliputi:

] mormalisasi sunge; '

b pemetadn kewesan rawan b,

¢l pemgembangan sistem peringatan dini: dan

d} kafian pengembangan bangunan pengendalian
baniit rob di seluruh pantai yang berpotensi
rawan gelotbang pasang.

perwujudan Bangunan Sumber Daya Alr melipuit:

4] pembangunan Hendungan Lambuk, Embung
Antapan den Embung Sanda:

b) pengembangan, pemeliharaan, dan neningkatan
kapasitas Bangunan Sumber Daya Air;

] pengembangan air baku pada kawssan vang
mengalaml kemlitan peniyediaan air bhaku: dan

d) pemanfeatan dan pengolnhan @ laut, sl hujan
dan sumber air lainnyen untulk alr baku.

perwljudan sistem jaringan prasarana lainnya, mieliputi:

1.

perwujudan gistem penyediaan air minum (SPAM],
meliputi;
al perwujudan |aringan perpipaan, melputi:
1) pengembangsn, pemuelihnraan, dan
peningkaran  leapasitas Jaringan Unit Air

Balan

3] pengembangan, pemelibmraan, dii
peninghkatan  kapasitas jaringan  Unit
Produksi;

3] pengembangan, pemeliharaan, dan
peningkatan  kapasitaz  jaringan Linde
Diigtr b

1] pengembangan, pemeliharaan, dar
peningkatan kapasitas  jaringan Traie
Pelayanan,

b} perwujudan bukan jaringan perpipaan, melputi;
1] pengendalian penpgembangan surmiur pompa;
tlan
4l pemeliharaan dan peningkatan bangunan
penangleap mata air yang telah ads.
¢l pengembangan laringan air minum  Kawasan
Perkatazan:
d] pengembangsn jaringan eir minum Kawasan
Perdesann; ' '
¢l pengembangan unit air baku aliernatif;
) melekukan upaya kerjasama dengan dasrah
sckitarnya vang memilik sumber mata gir] den
8l pengembangan Sistemn Penyediaan Alr Minum
Regional' yang melayanl wilayah Diermb dan
selditarnya.




2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
meliputi:

a)

h

)

perwijudsn Infrastruktur sistem pengelolaan air

timbah domestik, meliputl;

1} pengembangan SPAL sstempat dait komunal
di kewasan-kawasan padat permukimen:

<} pengembangan [PAL di Kawasan Perkotaan:

4) pengembangan [PAL of Kawssan Efelktif
Panwisata,

4] pengembangan IPAL berbasis masyaralat,

3l pengembasgan slstem pengelolaan air imbah
perpipnan  di dalem  kawasan perkotasn
menuju IPAL; "

6} pemgembangan sistem pengelolaan sir limbih
setempat dilakulan secara individual: dan

7] pengembanpan slstem pengelolaan afr limbah
betymriazal,

pengembangan Jaringan Sistém Pengelolaan Air

limbah Non Domestik seésual kaiian: dan

pengembangan  Pengelolsan  Limbah  Bahan

Berbahaya dan Beracun sesuai kajian,

3. perwujndan sistem jaringan persampahan, melipu

al
il

c)
a)

&)
f]

gl

h)'
|
il
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pengeinbangan Tempat Pengelalasn  Sampah
Keuse, Reduce, Recyele (TPS3R);

pengembangan Tempal Penampungan Sementara
(TES);

pengembangan Tempat Pemrosgesan Alchir (TPA);
pengembangan Tempat Penampungan Sampah
Terpadu (I'PSTY;

pemantapan kerfasama pengelolsan sampah pada
TPA Regional Sarbrgita;

pengembangan dan pematitapan  pelavanan
presarend dan utilites jaringan persampahen;
peningkntan peran serta Masyarakal dan dunia

Usaha dalam pengelolaan persampahan berbasis

sumber melatui pola 3R (Reuse, Reduce, Recyele);
peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam
petigelolaan persampahan;

pemesyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;
peningkatan legiatan pengurangan sampel dar
sum bermya;

periinghatan sarana pengelolasn sampaks;
pembatasan penggunasn dan timbulan sampah
plastik;

peningcutan penangarian sampah; dan
PeEnyUsUnNan dokumen rencans mduk
(masterplan) persampsahan kabupaten.

perwiliudan  sistem  faringan  evaluassi  bencana,

e gt

a
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fl

penetapan dan pengembangan Jalur Evalkuas
Bencena;

penetapan dan pengembangan Tempat Evakudst
Brncans:

pemasyarokatan dan sosialisasi sistem jaringan
evakuasi beticonn;

pengembanyan sistem mitigasl bencana secara
terpadu)

pengawasan dan  pemelinargan sarana dan
pragarana sistem jaringan evakuasi bencana; dan
penyusunan  rencana  induk  [mesterplan)
kawasan rawan beancang Kabupaten.

5. perwujudan sistem jaringesn drainase, meliputi:

1)

penyusunan masterplan drainnse Kabupaten:

=—__"




bl pengembangan  dan pemelibaraan  Jaringan
Drainase Primer:

¢l pengembangan dan pemeliharaan  Jaringan
Drainase Sekunder;

d} pemeliharaan dan pemeliharaan  Jerinpgan
Drainase Tersier: dan

¢} pengembangsn sumur resapan dan lubang
biopori.

[3) Perwujudan rencana pola rusng sebagaimans dimalesud
pada ayat (1} huruf b meliputi:
4. perwujudan Kawasun Lindung, meliputi:

:Ih.

perwijlidan Badan Air meliputi:

) pemeliharaan dan pelestarian badan afe

b) pefigembangan tangmul badan air;

¢} pengelolagn hidmolegi dan kualitas air Wilavah

. Bungai; dan _

d) pemantauan dan  pengendalian kegintan budi
daya agar tidek menurunisn kunlitag/ (ungsi
baddan air,

parwujudan Hawasan YEILE memberilan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa

Kawsasun Hutan Lindung, meliputi:

B) penetapan tata batas Kowasan lindung di dalam
Kawasan hutan;

bl rchabilitast dan revitalisasi Kawasdn hutan
Lindung;

€} pengawasan den pemantayan secars rutin untule
mencegahl  terjadinya penchangan  Jiar  dan
kebakaran Kawasan Hulan Lindung;

dl pengembangan vesetnai tegakar tingel  yang
mampu  memberikan  perlindungan  terhadap
permukaan tanah dan mampu meresapkan atr ke
dalam tanah;

¢] perembangan blok penvangga pada kawasan
yang berbatasan  dengan  Kawasan  Hutan
Litidlumg;

I melakukan pgrogram pembinasn, panyuluhan
kopaga masyerakat dalam upsya pelestarian
Keawasan Hutan Lindung: din

2l pengendellan kegiatan budi daya agar tihdak
mengganggy fungsi Hndung Kowasan Hutan
Lindurig.

perwijudan  Kawssan  Perlindungan Setempat,

berupn perlindongan kesucian Kawasan Suci tlan

Eawasan Tempat Sucdi, melimit

A pemantapan  fungsi  dan penataan  lewssean
perlindungan sctempat berupa lkawasan suci:

b} pemetaan lkawasan perindungan  setempat
berups tempat suci/ Pura; dan

o) pengawasan’  dan pengendalian keglaten
pemaniaatan ruang agar tidak menganpgi fungsi
Kawasan Perlindungan Setempat.

perwuiudan kawasan konservasi, melinuti:

&) prrwujudan Cagar Alam, meliputs;

i) rehabllitasi dan pengamanan cagar slam:

2} peningleatan diversifikasi atau
keanekaragamean havali: dan

3) penegmsan tata batas dan zonasi cagar alam,

bl pervujuden Taman Wisata Alam, meliputi:

1} rehabilitasi Taman Wisata Alam;

4} pendayapunaan  dan  pelegtarian potens
hutan wisata; dan

3] pembatosan kegiatan wisata alam.
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€] penyediman  fasilitas  untule  kepentingan
pendidikan dan penelitian;

dl penguatan  program dan  pemberdayaan
masyarakat; dan

c] pamelasn e penttapan  jalur/koridor
perlindungan penvu dan satwa liar.

B, perwujudan Kawasan Budi Daya, mekputi;

L. perwajuden Kawasan Perkebunan Raleyat, meliputl;
a) pemetaan luzas dan kondisl kawasan perkebunan
rakyat;
b) pengembangan komoditas kayu dan non keyu
penunjang industd keralinan:
¢l rehabilitasl dan konservas| kawasan perkebunan
rakyat; dan
dl pengembangan kawasan perkebunan ralgyat
untuls konservasi dalam bentuk kebun rava di
luar kawssan hutan,
2. perwujudan Kswasan Pertanian, meliput)
&) perwijudan Kawasan Tanaman Pangsn, meliput:

1) pemetaan Kawassn  tanaman panpan
produltif: -

4) penetapan  Labhan  Pangan Portunian
Betkelanjutan  (LP2B| demi  ketabanan
pangan;

3] peningkalan jaringan irigasi;

4) peningkatan intensifikas lahan:

b] penguatan  kelembagaan  subak dlan
kelembagaan petani lainnye terkalt dengan
pengelniaan sumber daya alr untuk irigas,
penigadsan parana produksi, panen, pasca
panen dan pemasaran;

) pengembangan  secarn  bertahep  sistem
pertaniant  organik  df  seluruh wilavah
kabupaten;

7] pengembangan kawasan sentre  produksi
pertanian melalui sistern agribianis terpadu
yung ferintegrast dengan  pengembangan
kawasan agropolitan; )

8] pengembangan  kebijakan pengintegrasian
sektor pertanian dengan pariwisats;

9 peningkatan produltivitas lnhan - lahan
sawah melalui Intensifilkesi lahan pertanian;

10) pengembanpan komoditas  yang  adaptif
terhadap peruhahan ikdim:

11) pemantapan pelayanan Jaringan irigasi;

1Z%) penicegahiun  dan  pembamasan  alih fungs
kawasan tanaman pangsn beririgasi;

13) pengembangan  budidaya perikanan  pads
saluren irigasi; '

14} perlindungan kawasan terasering sawah; dan

13]) Penyusunan produk hukum daerah tentang
pembarian insentf dan disinsentil Kawasan,
Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan sesual kajian.

bl perwuiudan Kawasan Hortilewltura, meliputl;

1} pengembangan komoditas tamdman bush
bushan  bercampur  dengan  kawasan
perksbunan ralovat;

4} pemantapsan Kawasan Agropolitan Baturiy
berbasis pertaniam hortiloultura;

3] pengembongan kemitraan dengen  scktar
indiratr! dan pariwisata;
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4 pengembangan luasan  kawasan budidaya:

hortikultura ofganik secars bertahap pada
Hep subaic dan desa sesual potensinya;

9] pengembangan tanaman hortikultura
meliput] lanaman bunga, tanaman hlas, sayur
mayur;

6 pemanfzatan  jshan basah yang belum
beririgasi pada bulan - bulan kering:

7) pemilihan jenis knmoditas yvang memiliki nilgi
elionomis;

] pembatasan periudsan budi daya Rortikultura

sayur mayur dari kawassn perkebunan dan
perkebunan rakyat;

Y} pengendalian kegintan budidayva hortilulturs
sayur  meyur  pada  kawasan  dengan
kemiringan di stes 40% (empet puluh persern);

10} peminglkatan Sarans tan Prasgrana
nortilenitura:

L) penpuntan kelembagasn petani terkait dengan
pengelolaan sumber daya mr untuk irigasi,
pengadaan sarana produksi, panen, pasca
panen dan pemasaran; dan

12} pengembungan sentra agropolitan linnya.

perwujudan Kawasan Perliebunan, meliputi;

1] penotapan kawasan  perkebunan an
penetapan komoditas unpeulan:

2] peningkatan sarana dan prasarans Rawasan
perkebunan;

3] penguatan kelembagaan petani terkait dengan
pengadasn sarana produksi, panen, pasca
jpanen dan pemaspran;

4} pengembangan kawasan perkebunsn:

9] peningkatan pelavanan sarans dan prasarana
pendukung sistern agribisris dan
garoindustri;

f) penpuatan sistem kelembagaan kelompok tanl
atau ganoktan;

7] pengembangan agrowisatz dan kemitraan
dengan s=ktor induste] dan pariwisata;

8] pengembanpan lussan kawasap perkebunan
organik secara bertahap;

9 pemantapan Kawasan Agropoliten herbesis
tanaman perkebunan;

10} integrasl  kegiatan  peternakan dengan
kawazan perkebunan;

11] identifikasl dan pemetaan potensi kawssan
pertembangan  yang ada di  kawasan
perlebunan; dan

12| pengendalian  dan  optimalisasi kegiatan
pertambengan pada kawasan perkebunan,

4. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliput:

)
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pengembanpan potensl Kawasan peruntulan
widusiri; dan

pengembangan  senta  industri  keell  dan
menengah (SIKM) torintegrasi dengan kswasan
permukiman;

petgalolaan Kawasan Peruniukan Industri secars
berkelanjutan;

penyediaan infrastridaur  pendukurng kegiatan
industri; '
pengembangan  dan  peningkatan  prasarans.
sarana, dan utltas & Kawasan Peruntukasn
Industri: dan '
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PENREwasan dan pemantauan ssrta pengendalian
terhadap kegiatan industri untuk mencegah
tmbiulnya pencemaran ngkungan di Kawasan
Peruntukan Industn.

4. perwujudan Kawasan Parfwisata, meliputi:

al
hj

c}
el
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pengembangan Kawasan Efeltif Pariwisuta;
rembangunan infrastruletnr penunjang
pariwisata;

penpembangan fasilites pariwisata:
pengembangean kawasan pariwisats bierkonaap
ekowisuta;

pemantapan dan pengembengan DTW dengan
konsep-ekowisata: .
Pengembsangan sarand dan prasarana periwisate
pada DTW secara terbatas;

peningkatan aksesibilitas ke seluruh DT
pengembangan desa wisata;

peningkatan kualitas obyek wisata:

pengelolaan  Kawaran Pariwisata  secara
berkelanjutan;

pengembnngan sumber daya pariwizata dan
elconomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
pengembanpan Kawasan Wisata dan abjck wisatu
baru;

pengembangan Destinus Wisata Dgerah;
menaltiergilian kegiatan lainnya yang memiliki
potensi sebagai daya tarile pariwisata;
peningkatan sistem informasi dan promos wisala
berbasis telnolop pariwigata;

pengembangan jenis dan paker wisata unggulan;
pengembangan daersh tujuan wisata berupa
wiaata budaya, wisata alam, wisata objek khusus
dan wisata buatun;

pembingan dan pemberdayaan masyarakat dalam
upaya pengembingan Kewasan Patiwisats; dan
mlegrasi sistem Cleanfiness, Health, Safety and
Erndrontment Sustainability (CHEE} dalam
Kawasan Pariwizata.

J. perwujudan Kawnsan Permuldiman, meliputi:

al

pefmujudan Kewasan Permukiman Ferkotaman,

meliputi

1l penyediaan perumahan yang memadal, aman
dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;

2) peryediasn  sarana dan prasarana
permukiman sesund daya dulung Kawasan:

3] pergembangan permuliman produktif dan
berkelanjutar

4 perbalkan linghtngan permukiman kumuh
tian loarang layak huni; h

9 rehabilitasi dan/atew relokasi permuliman
yung terletak pada kawssan rawan bencana;

6] lkonservasi kawasann  tradisional/ctnis/
berseiarah;

7) pencadangan kawasan permukliman  barg
fkasiba  dan  lasiba) GCTIgETT  rericans
pembangunan prasarana permukiman yang
lebih terarah, efalktif, elisien, produkeif, sman
dan herkelanjutan;

8] penatman, perbeikan dan peningleatan
kualitae Iinghungan permukiman;

9 sosialisasi penggunean banganan bertingkat;




b

10) perwujuden ruang terbuka hijau munimal 30%
(tiga puluh persen) darl kawasan permulkiman
perkatasn; dan

11] perwujudan ruang terbuka nen hijay, rusng
pejalan kaki, jalur dan ruang evakues)
bencung,

perwujudan Kawasan Permukiman Perdessan,

meliputi

I} penyediaan perumsahan yang memadai, aman
dan nyaman bagi masynrakat perdessan;

2] periyediaan perumahian masyarnlat
perdesaan  tetap memperhatikan  sistemn
kearifan lokal dar sistem kekerabatah vang
Lerlake;

3] penyediann gardang tlan Prasarang
permukiman sesual daya dultung Kawasan:

+) perbaiksn lngkungan permukiman kumuh
darn klrdng layak huni;

5] rehabilitasi danfatay relokesi permukiman
vang terletak pada lawasan rawan bencana:

b] penatean, perbaikan  dan  peninplatan
Kualitas lingkungan permukiman;

7) perlindungan terhadap Kawasan Tanarman
Pangan beririgasi;

8] pemuanfaatan lahen pekarangan permukiman
perdesaar untuk kegiatan peternakan skala
rumalh tengea;

9 revitalisasi Desa Tua yang memiliki tats ruang
desa dan arsiteldur khas; dan

10} perlindungean habitat satwa keorn Hawasan
Alas Kedutan,

fi. perwuwjudoan Kawasan Pertahandn dan Keamanuno,
rmelipuiti:

aj
b

o)

penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahansn
fdan Keamdanan:

pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar
Kawasan Pertahanan dan Keamanan: dan
penpgembangan prasarana, sarana, dan utilitas
Kewasan Pertahanan dan Kegmanan.

{4} Perwujudan kewasan strategis sebagaimana dimalksud padil
ayut (1) huruf o, meliputi:
&, perwujudan kawasuan strategis dar sudut kepentingan
elonomi, melputi;
Kuwasan Perkotaan Tabanan, meliputi:

1.

b2

aj
b
)
d}
&
f

pemiantapan  pusat  pelayanan  dan keglatn
pemerintahan; '
pemantapan pusat pelayanan perdagangan fasa
dun kesehatan skala sasional dan regional;

-penataan lingkungan dan bangunan kawasan

perkot=zan;
pemantapan  saTana  prasarAne dan  utillias
penunang Kowasan;

pengtasn  dan  pengendalian  kawasan  di
sepanjang koridor; dan

pengembangan  jaringsn  {mnsportasi  terpadu
lintas Kawazan.

Kawasan Elektifl Pariwisata Bedupul, meliputi:

£
b

cj

pemeEniapan Kawasan Bedugul dan sekitarnys
sebagal kawasan efeltif pariwisata internasional!
pemaniapan sarena prosarana den  utilitas
pénunjang pariwisaln;

pergembangsn janngin prasarana transportasi
lerpadu dan tesiteprasi peda Kawasan;

 pe— B oma

o e T E B L

= =i

=y

L

e R




FI

d)
€l

f)

pengembangan mitigasi dan ardaptaz]
kebencanaan;

penalean lingiungan dan  bangunan pada
Kawasan; dan

penatasn  dan  pengendalian kawasan di
sepanjang koridor dan tepi danau.

Hawasan Efeltif Pariwisata Soka, meliputi:

a)

b)
]

di
gl
f

&

pemantapan  Kewssan Soka dap sckitarnya
4ebagsi kawasan efeletif pariwisata internasional:
pengembangan potenst minapolitan;

nementapan sarana prassrana dan  utilitas
penunang pariwisata;

pergembangen jaringan prasarana tansportasi
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan:
pengembangan mitigas dan Adaptasi
kebenonnaan:

penataan  lingkungan dan  banmunan pada
Kewasoamn dan

penataan  dan  pengendalian kawassan
sepanjsng koridor jalan dan kawssan pesisic.

Kawasan Efektifl Pariwisata Tanah Lot meliputi:

a)
by)
€l
dl)
e)
f

gl

pemantapan Kawasan Tanah Lot dan sexitarnyn
acbagal kawnsan efekiil pariwisata internasional;
perlindungan kawasan suct dan tempat suci Pura
Tarzah Lot

pemantapan  sarana  presarans dan utilitas
PENUNJATEE pariwisnta;

pengembangan jaringan prasarana transportasi
terpadu dun testegrasi pada Kawasan:
pengembangan mitigas) dan adaptasi
kebencanagn:

penatasn  lingkungan dan  banpunan  pads
Kawasan; dan

penalaan  dan  pengendalian kawasan  di
separyang koridor jalan dan leawasan pesisir,

Rawaszan Agropoiitan Baturit, Kawssan Agropolitan
Margn, Kawssan Agropolitan Pupuan dan Kawssan
Agropoliten Penebel, meliputi:

a
b
ol

i)

4]

prmantapan  polenst  agropolitan, agribisnis
Kawnsatn;

pengembungan potensi indusiri lecil menengah
agropolitan remah lingkungsn:

pemantipan pofensi sgrowisdala Merbasis
sleowigaia:

pongembangan prasavana, sarana utilitas dan
ransportas]l  terpadu penunjang  lkawasan
agropolitan;

integrasl  pusat-pusat  pelayanar kegiatan
agropelitan  dengan sistem perkotaan secsra
terpadu;

konservasi lahan pertanian produkdf dan daerah
resapan air; don

pemantapan  [ungsi dan  peran organisasi
masyvarakar dalam pengelolaan dan
pengembangan kawasan agropolitan,

Kawasnn Strategis Cepat Tumbuh Kerambitas,

meliputi:

A pemantapan potensi industri dan perdagangan
dan jasa Kawasan)

b} konservasi lahan  pertunian produlttif  serta
daerah resapan air;

] penatasn  dan  pengendalian  kawasan  di

sepanjang koridor dan kawasan industd; dan




d} pengembangan prasarans; sarana utilites dan
transpuriasi terpadu penunjang Kawasan,

- Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan

Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Pandale Gede, meliputi:

8| pemantapan potensi industdt dan perdagangan
dan jass Kawssan:

B) kemscrvasi |shan  pertanian  produkil  serta
daerah resapan air;

¢} penataan dan pengendalian  kawasan  di
sepanjang karldor dan kawasen industri:

d) integrasi keglatan industr] perdagangan dan jasa
serta kegiatan pariwisatu secara terpadu; dar

¢] pengembangan prasarans, sarsna utilites dan
Hransportas terpadu penunjang kawasan.

b. pervajudan kawasan strategis dari sudut kepentingan
sogial dan budaya, melipusi

C.

b

Kewasan Pura Batulary, Kawasan Pura Tenah Lo,
Kawaran Pura Pakendungan, Kawasan Purg Reai,
Kawasan Pura Luhur Serijong, dan Kawasan Pura
Gadingwani, melipuui:

4] penataan dan pengendalinn sertd konservas]
Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suel Pura
Sad Kuhyangan dan Dang Kahyangan,

bl pengembangan prassrana, sarana, dan utilitas
penunjang Kawasan Purn Sad Kahyangan dan
seluruh Dang Kubwangomn

¢l pengembangan dan penetapkan sistem zonasi
pemanfaatan yeng mencalup zina NG, sond
PenYangem, zona pengembangan’ dan  zofa
penunjang puda Kawssan tempat sucl sesual
ketentuan kearifan lokal dan budays Bali.

Kawasan Chamur Angpa Batulmry dan  Kawasano

Jatiluwih, meliput:

@l pemantapan  kawasan sshagai  jatdic  dan
identitas Kabupaten berwawssan linglcangnm dan
warsan budoya Bali;

b} kopservasi, penataan dan penpgendalinn
bangunan dan hnglungan sepaniang koridor

ci kornservasi lnlan pertanian produktif dan resgparn
i,

d} penegasan pemanfasten ruang Kawasan;

€] imtegrasi fungsi konservasi, sosiul dan ekonoml
serta Kepariwisstagn;

fi  pengembangan  potensi  ckowisatn  secars
berkelanjutan: dan

Bl pengemburigan prasarans, sarana utilitas dan
tranepartasi terpadu penunjang Kawasgan,

perwijuden kawasen strategis dari sodiat kopéntingnn
fangsl dan daya dulung lingkungan hidup, meliputi
Kawagan Huian Lindung dan Cagar Alam Batukaru,
Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan
Rawasan Hutan Lindung Yeh Aya, meliputi:

L

o I

3.

pemuliban dan penanpgulangan  kerusalon
lingkungan hidup Kawasan;

pengembangan dan pengendalian kawasarn
berdasarkan sonasi;

pengembangan potensl skowisatn dan  eduwisata
pada zona pemanfaatan;

perhndungan kelestarian kawasan suel;

+ pengembangan  sistern  mitipasi  dan adaptesi

kebencanagn: dan




(1}

6, penguatan koordinasi  kelembagasn  pengelola
kawasan.

Pasal 53

Indikasi program utama janpka menengah taliap 1 (tiga)
tahun 2030+-2034 schagaimana dimeksud dalam Pasal 50
ayat (3] huruf ¢, terdind atas:
a. Perenjudan rencana Strukbur Ruang;
b. Perwujudan rencana Poli Rusng dan
¢, Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten,
Perwujudan rencana struktur ruane sebagaimana dimaksud
pPada ayat (1] huruf & meliputi:
& parwuindan sistem pusat kegatan, meliputi:

1, perwuitdan sistem perkotasn, meliputi:

a)

b

vl

Pengermbangan  Pusal Kegatan Lokal [PKL)

maliputl:

1] pemantapan dan pengembangan Pusat
Kegiatan Lolal [PKL); '

2) pemantapan dan pengembangan perkantoran
pemerintahen slala kecamatan;

3| peningkatan infrastruktur dasar permukiman;

4| pemantapan dan  pengembangan  fasilitas
perdagangan dan jasa skala keecamatan:

B peningkatan cakupan pelayanan sarana sosial
budaya, kesenian dan clahraga;

6] perlindunpan kawesan pertanian;

7) pengembangan  prasarana den  sarana
transportasi umum;

8] pengembangan prasarana dan sarane egiatan
sektor Informal; den

Y] penmpglatan pelayanan jaringan prasarana
perkotaan air minumm, faringan drainase,
porgampahan, air imbah serta energd dan
lelistrilean, .

perwujudan  Fungsi  Kegiaten Utema  Pusat

Eegiatan PPK, meliputi;

1} peomantapan dan pengembangan  pusat
pemerintahan kabupaten dan kecametan;

2] pemantapan dan  pengembatigan  pusat
pemerintahnn kecamatan;

J) pemantapan dan  pengembangan  pusat
kegintan pariwisata;

4} pemantapan  dan  pengembangan  pusat
pertumbuhan kegiatan ekonoml: '

3] pemaniapan dan pengembangan prasarana
sosial elonorm skala lolal;

L} pemantapan dan pengembangan  terminal
PEAUMIPETIK,

7] pemantapan  identitas  Pusat  Pelavanan
Kawssun vang beriatidin budaya Ball;

8| pemantapsn dan pengembangan  keglatan
pertanian;

9] pemantaspan dan pengembangan  kegiotan
penghifauan; dan

10) pemantapari dan pengembangan  kegiatan
permukimen perkotasn. '

Perwiyudan fungsi pelayenan Kawasan Perkotaan

Tabanan yang dikembangkan sebagai pusat

keginton darl systern PHEN Kawssan Perkotman

sarhagitn, meliput;

1} pemebntapars dan pengembangan pusat
perdagangan den jasa serta kesehatan skala
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nasional dan regional pada Pusat Pelayanan
Kaowasan yang merupakan baglan PKN
Kawasan Perkotann Sarbagita;

2] pemantapan dan pengembangan prasarans
penunjang pariwlsata:

3] pemantapan dan pengembangsn  terminal
penumpang; dan

4" pemantapan integrasi pengelolasn terpadu
Kawasan Perkotaan Tabanan dengan PKN
Kawasan Perkotasn Sarbagita.

2. perwujucan sistem perdesaan, meliputi:

a)

perwujudun  fungsl Keglatan Utama  Pusat

Kegiatan FFL, meliputi:

i] pemantapan dan nengembangan  kegiatan
pelavanan masyarukat; '

2] pemantanpan dan pengembangan kepiatan
perdagangan dan jasa skala desa;

3] pemantapan dan pengembangan pelavanan
pendidikan skala lokal;

4 pemantapan dan pengeribangan pelayanan
kesshatan skala desa; '

5 pemantapan dan pengembangan  garana
olahrugs skala desa; dan

4} penyediaan RTH untuk menunjang fungsi PPL
dan Kawasan pardesaan,

b, perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputh
I perwujudan sistem jaringan jaian, meliputi:

al

b}

|

d]

c)

hi

Jl

perwijudan jalan arter) primer (JAP), meliputi

pemeliharaan dan peningkaten kualitas jaringan

jalan nasional yang telah ada:

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jarngan

Jelart kolektor primer dengan status jelan provinst

atan JEP-2 dan JEP-3;

rencana pengermbangan jalan kolelctor primer

dengan status jsian provinsi:

pemeliharaan  dan  peningkatan  kuslitas

pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan

statuy jalan kabupaten atan JKP-4;

pemeliharaan  dan peningkatan kualitas

pelayanan Jaringean jalan kolektor sekunder

dengan status jalan kabupaten;

pemeliharaon  dan  pemmngkatan loalitas

pelayanan jaringan jalan lokal primer dan jalan

inkal selunder wilayah kabupaten;

pemeliharaan dan  peninghaten  kualitas

pelayanan jaringan jalan lnghkungan primer dan

Jalan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;

pemelihataan dan  peningkatan  kualitae

pelayanan jaringan jalan linglungan primer dan

jalan lingkungan selunder wilayah kabupaten;

perwujudsn Jalan Khusus, meliputi

pomeliharaan  dan  peningkatan  kualtps

pelavanan jaringan jslan khusus;

Perwujudan jalan tol, meliputi pembatiasan lahan

din pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:

[} ruma  jalsn  Gilimanuk-Negara-Pelutatan-
Soka-Mengwi:

4} ruas jalan Soka-Celukan Bawang

3] rTuas Canggu - Mengwi — Singapadu; dan

4 ruas BandaraNgurah Rai (Benoa) - Mengwi via
Singapady,




3:

Kl rencana pengembangan jalar dengan statua jalan
kabupaten  atau JKP-4 meladui penyusunan
tajian kelayakean;

I} pemungkatan lualitas terminal penumpang Tipe
G

m] pengembangan dan penataan trayek angkutan
PENUMPANE UM,

n) pengembangsn sentral parkdr pada kawassn
parmwisata Tanab Lat:

o] penerapan Manaiemen dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk mengoptimalkan pengeunaan  jaringan
jelan dan pergerakan laty lintas;

p] pengembangan, kawasan berorientasi  Lromsitf

- Transit  Orferted  Dewelopmen!  [TOD)  pada
Terminal Penumpang, Stasiun Kereta Apl dan
rawasan potetisial lainnya setelah molalul kajian:

il perwujudan  Terminal Barang, melipuat
pengembangan rerminal barang sesuai kaiian

r}  pembangunan dan pemeliharaan mutin jembatan;
dan

5| pengembangan jalur pejalan  jaki  untuk

menunjanyg aktivitas utama kotn, sniara lain
perdagmngan dan jasa, pariwisate, perkantoran
dan kawasan fasilitas wmum,

< perwujudan sistemn jeringan kereta api, meliputi:

4] pengembangsn Jarmgzn Julur  Hereta Api
Anterlcots yaitu jeringan kereta apl melingkar
metigeliling Pulay Bali;

bl penpemibangan Stasiun  Penumpang  dapat
dimtegrasikan dengan simpul transit lalnnvi
secara terpadu menjadi Kawasan TOD:

¢] pengendalian bangunen seldtar sempadan rel
kersta anpl;

d) pengembangan persimpangan tidak  sebidang
sigtem jaringan kereta upi; dan

g penyedinan RTH df scpamjang sempadan rel
keretn-api.

perwujudan sistem jaringen sungai, danay, dan

penyeberangan, rmeliput:

a8) pemantapan Alur Peloyoran Sungal dan Alur
Pelayaran Dansu di Danan Beratan; dan

H pengembangan Pelabubhen Suripgal dan Danau
Pengumpan meliputi dermaps Danau Beratan
dan dermogs wisata Damaw Bedugul.

e, perwujudan sigtem jaringan energi, meliputi;

L.

perwujadan  Jaringan  infrastrolour penyaluran

tertags listrik dan sarana pendukung, meliput:

a] pengembangan din pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Tinggi [SUTT);

b pﬂngﬂmhangﬂn dan pemeljharaan Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM);

el pengembangan dan pemeliliarsan Saluran Udars
Tegangan Rendah (SUTR); dan

d] pengembangan dan pemeliharassn Baluran Kabel
Tegengan Menengah (SKTM).

pengemibangan Jaringan infrastruktur  Fenyaluran

Tenaga Listrik dan Sarens Pendulcung, meliputi;

al pengembangsn Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tingai (SUTET) Gilimanuk-Antosari;

b) Pengembangan Gardu Listrik berugia Gardu
Induk melipun Gardu  Induk gas. insulated
switchgear tegangan ekstra tneg (GISTET)
Antosari/ Gilimanulk;

!




<

‘]

a
i)
Jl

pemantapan Trave Listrik:

penalaan jaringan transmisi vang telah arla;

poningkatan dan pemeratzan sitses pelayanan

secard merata ke saluruh Wilayek Kabupnten;

Pemeliharaan Gardu Listrik yang (elah ada,

meliputi:

1) Gardu Induk gas insulated switehgear Tanah
Lot;

2} Gardu Induk Antosur; dan

3} Gardu Induk Batariti,

pengembangan jaringan bawsh tanah secars

terpadu dengan sistemn Otilitas lninnya untulk

meningkatkan  lualitas  dan  estetika  ruang

Wilayah Kabupaten;

pengembangan  Stasiun  Pengisian  baterai

Kendarsan Listrik SPELU den SPEELL:

pemanfdatan energi baru terbaruban sehagai

sumber energ st dan

pengembangan lonsep smart grid ataw jaringan
listrik pintar unwak meninpgkatkan efisiens]
kualitas, dan kesndalan sistem ketenagalistrikan.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
I, perwujudan Jaringan Tetap, meliputi:

al
#Y]

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
Pengembangen Jaringan Tetap.

2. perwujudan Jaringsn Bergerak Seluler, meliputi:

)
b

=

d)

el

fl

£l

pergembangan cakupan dan lunlitns layanan
jaringan nirkabel;

pernanfastan jaringan lerestrial sistem nirleabel
denpan  penutupan wilaysh blankspet pada
wilayah berbukit, pegunungan ateu terpencil;
penataan  dan  penpgsturan’  menara Base
Transceiver Station (BTS);

pemenuhan kebutuhan lulu lintas telekomunikasi
seluler nirkabel untuk seluruh operdtor vonig
menjangisy seluruh wilayah;

pengembangan jaringan layanan mternct pada
fasilitas umum dan menjangkau selurth wilayah
desa adat di wilayah kabupaten;

pemératann  jangkauan siaran  televigi  dan
kebutnhan telekomunikasi lainnyve: dan
peinvanan satelit komunikas: dan stesiun bumi
vang lokasinya ditetapkan scsuai  ketentuan
perundang-undangasn,

v, perwujudan sistem jeringan sumber daya air, mellputi:
L. perwdjudan sistem jaringan irigasi, meliputl;

a)
1a)
¢

d)

e}

pengembangan  dan  pemneliharaan Jaringan
lmgas Primer;

pengembangan dan  pemeliharaan  Jaringan
[rioasi Sekunder;

pengembangan  dan  pemeliharaan  Jaringan
[tlgesi Tersior;

pemeliharaan, paningkaian  pelayanan dan
giektivitag pengeinlasn alr pada sistem jaringan
irigasi yang telah ada;

peniingkatan  keordinasi Daerah  [rigast (D)
kewenangan Nasional dan Provinsi;
pemeltharaan  dan  peningkaten  fongsl DI
Kabupaten; dan

pendayagunasn jaringan irigasi air taneh dan air

baky untule air minum dengan sumur bor yang-

twluh dibangun di beberspa kawasan meldlu




pengembangan  jaringan distribusi dan
pemelibaruannys.
2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, maelipat:
a] normalisasi sungal;
b} pemetann kawasan mwan banjin
o pengembangan sistem peringitan dind: dan
dl kajian pengembangen bangunan pengendaliasn
banjir rob di selurub pantai yang berpotensi
rawan gelombang pasang:
3. perwujudan Bangunan Sumber Daya Alr melipuit;
a) pembangunam  Bendungan  Lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sanda;
b) pengembangsn, pemellharaan, dan péninghkatan
kapasitas Bangunan Sumber Daya Alry
¢l pengembangan air balu peads kawasan yang
- mengalami kesulitan penyediasn air baku: dan
] pemanfaatan dan pengolahan air laut, air hujan
dar sumber air lainoya untuk air balo,
L perwajudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
L. perwujuden sistem penyedizan alr minum (SPAM),

meti gt
a| perwujudan jaringan perpipasn, melipuati:

1} pengembangan, pemeliharnsn, can
peningkatan  kapasitas  jaringan  Unit  Air
Haku,

2] pengembanpan, pemeliharaan, dan
peningleatan  kapssites  jearingan Unit
Produks;

3} pengembangan, pemelinaraan; dan

penimgkatan kapasitas  jaringsn Lledn
Distribusi; dan

4 pengembangan, pemelilaraan, dan
peningkatan kapasitas  jaringan  Unil
Pelayarnsr.

b]  perwujudan buken jaringsn perpipasn, mellsutl:
1] pengendalian penpgembangen sumur pompa;
dan
2) pemelinarasn dan peningkatan  bangunan
penangkap mata air yang telah ads,
¢] pengembargsn jaringan alr minum  Kawsaan
. Perkotaan;
d] pengembangan jaringan air minum  Kswasan
Perdesann;
¢ pengembangan unit gir baky alternatif;
melakikan upaya Kerjusama dengan daersh
sekitarnya yang memllilk sitmber mata alr; dan
g peogembangan Sistemm Penvedipan Air Minum
Regiona! yang melayani wilayah Daerah dan
selitarnya.
perwiijudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALJ,
meliputi:
g) perwujuddn infrastruktur sistem pengelolaan air
iimbah domestik, meliputi:
1} pengembangan SPAL sstempst dan komunal
di kawasan-kawasan padat permuldman;
2} pengembangan [PAL di Kawasan Perkoiman:
3 pengembongan [PAL di  Kawasan Efektif
Pariwisata;
4] pengembangun TPAL berbasis masyarakat;
5) pengembangan sistem pengelolaan air imbah
porpipaan di  dalam Rawasan perkotaan
menuju [PAL:

o R e et ]
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¢}

B} pengembangan sistem pengelolasn air lmbah
setempat dilfakukan secara individual: dan

7l pengembangan sistem pengelolaan air limbah
Homural,

pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Non Domestik sesual kajian; dan

perngembangan  Pengelolgan Limbah Bahan

Berbahava dan Beracun sesuat kajian.

3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi;

a)
b)

c)
d)

¢}

)
1]

pengembangsn Tempat Pengeloloan  Sampah
Reuwse, Reduce, Reeyele (TPS3R);

pengembangan Tempat Penampungan Sementary
[TPS);

porigembangan Tempatl Pemrosesan Alchir (TPA);
pengembangan Tempat Penampungan Sampah
Terpadu [TPET);

pementapan kerjasams pengelolaan sampah pads
TPA Regional Sarbagira:

pengembangan  dan  pemantapan  pelayanan
prasarand dan utilitas |aringan perssmpahan;
peningkatan peran serta Masvarakat dan dunia
usaha dalam pengelolasn persampahan berbasis
gumber melalui pola 3R {Reuse, Reduce, Recycle);
peningkatan kerje sama antar Wilayah dalam
pengelolaan persampahan;

pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3E;
peninglatan kegiatan pengurangan sampih dard
aumbermiig

peningkatan sarana pengelolasn sampah;
pembatasan penggunaan dan tmbulan sampeah
plastil;

peningleatan penanganan sampals; dan
ponyusunan dokumern rencana mduk
[masterplan) persampahan kabupaten.

4. perwujudan  sistem Jaringan  evakuasi  bencana,
meliputi;

a)
)
|
d)
el

f}

penetapan dan pengembangan Jalur Bvakuesi
Huncang; _
penetapan dan pengembangan Tempal Evakuasi
Beneanal

pemesyaralatan dan sosialisasl sistem jaringan
evakuas) bencana;

pengembangan siatermn mitigas: bencana gecara
terpadi;

pengawasan  dan  pemolibarann  sarana  dan
prasarana sistem jaringan evaloiasi boncans; dan
penviusunan rencana induk (masterpiaon) kaweasan
rawan bencana Kabupaten.

5. perwuivdan sistem jaringan drainase, meliputi;

&)
5]

cl
dj

1

pernyusiunan masterplan drainase Kabupaten;
pengemnbangen  dan  pemeliharaan  Jarmpan
Drainase Primes,;

pengembangan  dan  pemelibaresn Jaringan
Druinsse Sckunder;

pemellharnan den  pemelihwrasan Jaringan
Drainase Tersier; dan

pengembangan  sumur resapan  dan  fubarge
bigpori,

(3] Perwujudan rencands pola rudng sebagsimana dimalsud
pada ayar (1] burul b meliputi:
& perwuiudan Kawssan Lindung, meliputs
1. perwujudean Badan Air, meliput:

4l

pemehiharaan dan pelestarian badan air;




3|

b) pengembangan tungsul baden air:

€| pengelolaan hidrologi dan kualitas: air Wilayah
Stngai; dan

d] pemantauan dan pengendalian kegiatan budi
daya ager tidak menurunkan kualitas/ fungsi
badan air. -

perwujudan Kawesan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan bawahannya barizpa
Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

)
B

<)

d]

€]

4]

penetapan tata batas Kawasan lindung di dalam
Kawasan hutan;

rehubilitasi  dan  revitalisgsl Kawsasan hutan
Lingung;

pengawasan dan pemantauan secard rutin untak
mencegall  tegadinyn  penebangan  lar  dan
webakaran Kawasan Hutan Lindung
pengembangan  vegelasi tegakan binggl yang
mampu  memberikan perlindungan  terhadap
permukaan tanuh dan mampu meresapkan air ke
dalam tanah:

pengembangen blok penyangga pada kawasan

¥ang berbatasan  dengan  Kawasan  Hutan

Lindung
melakukan program pembinaan, penyuhahan
kepada masyeralst dalam upaya pelestarian

Kawasan Hutan Lindung; dan

pengencdabion’ keglaten budi daya apar tidalk
mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan
Lindung,

perwigudan  Kawasan  Perlindungan  Setormpat,
berupa perfindunpan kesucian Kawasan Suci dan
Kawnsan Tempat Suci, meliputi:

a)
bj

|

a]

bl

e
dl

e

pemantapan [ungsi dan penstaan  kawasan
perlindungan setempal berupa kawnsan suci;
pemetaan  inwasan  perlindungart  setempat
berupa tempat suci/ Pura: dan

pengawasan  dan  pengendalian kegatan
pemanfaatan ruang agar tidak menganggu fungsi
Kawasan Perlindungan Setempat.

- perwijudan kawasan konservasi, meliputi:

perwuiudan Cagar Alom, melipuls:

1} rehabilitasi dan pengameanan cagar alam:

2) peningkatan diversifileas) mau
keanekaragaman hayati: dan

3 pencgasan tala bulns dan zonas! cagar alim.

perwuildan Tanan Wisata Alam, meliput:

1} rehabilitasi Taman Wisara Alam:

2] pendayagunean dan  pelestarian  potensl
hutan wisata; dan

3] pembatasan leegiatan wisats alam.

penvediaan  fasilitas  untuk  kepentingan

pendidikan dan perielitian;

penguatan program don pemberdayasn

masyarakat; dan

pemetaan dan penetapan  jalur/koridor

perlindungan penyu dan satwa liar,

b. pervujudan Kawassn Budi Daya, meliputi:
perwujudan Kawasan Perkebunan Ralyat meliputl;

1.

al

]

pemetaan juas dan kondisi kawasan perkebunan
rakyat;

pengembeangan komoditis kayu dan non jayuy
penunjang industri kerajinan;
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rehabilitasl dan konservasi kawasan parkebunan
rakyal; dan

pengembangsn  kawsasun  perlebunan rakyat
urmtuk konservasl dalam bentuk kebun raya i
luar kawasan butan.

» porwufudan Kawsasan Pertanian, mellput:

al

]

perwijudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi;

1} pemetaan RAW&EEN Enaman  fangan
produlk:if;

4 penetapan  Lahan Panpgsn  Pertanian
Berkelanjutan  (LP2B) demi  ketahanan
pengan;

3] peningkatan jaringan ifgasi:

4] peningkatan intensifileas! lahan:

J} penguatan  kelembagesan = subak  dan
kelembagaan petani lainnva terkait dengan
perigelolaan sumiber dava sir untuk irigasi,
pengadaan sarana produksi, [Einen, pascs
pancn dan pemasaran;

6] pengembangan secars bertahap sistem
pertanian organik  di  seluruh wilayah
kabupaten;

7] pengembangan keowasan gentrs produlksi
pertanian melalul sistem agribisnis terpady
yang terintegrasi  dengan prngembangan
sawasan agropoliten;

8] pengembangan kebijakan pengintegrasian
sektor pertanian denpsn pariwisata;

Y] peningkatan produktvitas lahan - [ahan
sawih melalui intensifikasi [ahan pertanian:

1O} penpembangan  koimoditas yang adaptif
terhadap perubahan iklim:

11] pemanitapan pelavanan jaringan irigasi;

12) pencegahan dan  pembatasan  alik flangsi
kswasan tanamman pangan beririgasi;

13} pengembangan  budidaya perikanan  padu
saluran irigasi; dan

L4 perlindungan kewnsan terasering sawah,

perwujudan Kswasan Hortikultira, maliputi;

I} pengembangan komoditss tenuman bual-
bughan bercampur dengan ltawasan
perkebunan raloat;

4 pemantnpan Kawnsan Apropolitan  Baturit]
Herbagis pertanian hartboslnoea;

3l pengembangan  kemitraan dengan  seltor
industri dan pariwissta:

4] pengembangan luesan kawasan biididaya
hortikulturs organilc secara bertishap pada
tiap subal dan desa sesusi potensinya;

5 pengembangan tanamesn hortiloultura
meliputi tanaman bunga, tanaman hias, savur
Ay

0] pemanfaatan  lalian  bazah vang belum
beririgasi pada bulan-bulan kering:

7). pemilihan jenis komoditas yang memilil pilad
ekonomis;

&) pembatasan perluasan budi daya hortibkulture
savur muyur dad kawasan perkebunan dan
perkebunan rakyat:

91 pengendalian kegiatan budidaya hortikultura
sayur  mayur pada hkowasan  detwpsn
komiringan di gras 0%



10] peningkalan  sarana  dan presarane
hortilulturas;

L1) penguatan kelembagaan petani terkalt dengan
pengelolaan sumber daya air untuk irigasi,
pengadaan sarana produksi, panen, posca
panen dan pemasaran; dan

12) pengembangan sentra agropolitan lann}ru

perwujudan Kawasan Perkebunan, melipui]

l] penetapan  kawasan pET]{Eh'I.:I nan - dan
penempan kampditas unggulan;

41 peninglatan sarane dan prasarana Jeawasan
perkebunan;

3] penguatan kelembagaan petani terkalt dengan
pengndaan sarana produksi, panen, pasca
pancn dan pemasares;

4) pengembangan lewasan perkebunan;

5) peningkatan pelayanan sarana dan oresATANg
pendukung sistern agribisnls dan
aproinduste;

B] penguatan sistemn kelembagsan kelompol tani

" mtau gapoktan,

7] pengembangan sgrowisats  dan  kemitraan
dengan sektor induatri dan pariwisata;

8) pengembangan luasan kawssan perleebunan
arganik secara bertahap;

9] peémantapan Kawasan Apropslitan berbasis
tnmaman perkebunan,

I0jintegrasi  kegiaten  peternakan  dengan
kawasan perleebunan;

L1} identifilkasi dan pemetaan potensl kawasan
pertambangan yang ada dl  kawasan
perkebunan, dan

12] penigendalian  dan  optimialisasi  kepiatan
pertambangan padsa kawasan perkebunan.

3. pervufudan Rawasan Peruntulan Industri, meliputi:

b)

pengembangan potensi Kawasan peruntukan
industsi; dan

pengembangun  gentre  industrt  kecil  dan
menengan (SHKM] tevintegrasi denpan Kawasan
perrmukiniEn;

pengelioaan Kawasan Peruntukan Industri secara
berkelanjutan;

penyedizan infrastruleur  pendukung kegiatan
industr;

pengembangsn. dan  peningkatan  prasarvana,
ggrana, dan otilitas dl Kawassan Perintulan
Industr; dan

pengawasan dan pemantauan serta pengendalian
terhadap kegintan industdi untuk mencegak
timbulnys pencemaran hngku.ngan di Kawasan
Peruntukan Industri.

4. perwujudan Kawassn Puriwisata, meliputi:

i
bl

cl
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pengembangan Knwasan Efclctif Pariwisati;
pembanginan infrastrukiur penunjang
partwinnia;

pengembangan fasilitas pariwisata;
pengembangan kawasan pariwisata berkonsep
chowisata

prmantapan den pengembangar DTW dengan
kunpep ekowisata;

pengembangan sarina den prasarans pariwisata
pada DTW secars terhitas;

pemingkatin aksesibilitas ke selurnb DTW:;
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a}

b

rengembanpan desa wisata:

peninghkaran kualitas obyek wisata:

pengelolasn Wawasan  Pariwlsats  secam
berlelanjutan;

pengembangan  sumber daye pariwisarn dan
ekonoml kreatif di Kawasan Pariwisata;
pengembangan Kawasan Wisata dan abjelc wisata
barilg

pengembangan Destinasi Wisata Dasralh
mensinergikan kogiatan lainnyn yang memiliki
potensi sebagai daya tarik pariwisata;
peninghatan sistem informasi dan pProemss wisata
barbasis tolnolng pariwisats;

pengembangan jenis dan paket wisata unggilan;
pengembangan daesrah  tujuan wisata berupa
wisata budaya, wisata alam, wisata objek khusus
dan wisata buaten:

pembinaan dan pemberdayaan magyarakat dalam
updya pengembangan Kewasan Pariwisata) dan
integrasi sistem Cleandiness, Health, Safety and
Environtment  Sustainability {CHSE)  dalam
Kawasan Pariwisata

- perwujudan Kawasan Permulkiman, meliputi:

perwijudean Kawmsan Permuliman Perkotsan,

meliputi;

1] penyediasn perumahan yang memadal, sman
dan nyaman bagi masyaralat perkotzan;

4) penyvediaan  sarana  dan prasaransa
permubiman sesuel dava dukung Kawasan:

3] pengembangan permukiman produletif dan
berkelanjutan;

# perbaikan lingkungan permukiman lkimub
dan kurang layak huni;

5| rehabilitusi danfatau relokasi permukiman
yang terletak pada kawasan rawan bencans:

6] konservasi kawasnan tradisivnal fetnis/
berscjaral;;

7] pencadengan kawasan permuldman bare
[kasiba dan  lasiba) denpan rencans
pembangunun prasirana permukiman yang
lebih terarah, efeltil, ofislen, produletif, aman
dan berkelanjutan;

8) penataan, perbaikan dan peninglatan
icualitas lingkungan permulamarn:

9 sosialisasi pengmunaan bangunan bertinglat;
10) perwijudan ruang terbuka hijau minimal 30%
darl kawasan permukiman pericntann; dan
11) perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang
pejalan kald, jalur dan ruang evakuasi

bencana

perwijudan Kawasan Permukiman Perdesanan,

meipiti:

I} penyediaan perumshun yang memnada, aman
dan nyamsn bagi masyarakat perdesaan;

2) penyediaan perumahsn masyarakar
perdesaan  tetap  memperhatiban  sistem
kearifin lokal dan sistem kelerabaran yang
b ledeu;

3] penyediaan SUrans dan prasarans
permukiman sesual daye dukung Kawasan;

4) perbaikan’ lingkungan permuldman keurmuh
dan kurang lavak huni;




5} rehabilitasl dan/ateu relokesi permukiman
vang terletak pada kawssan rawan bencans:

G pendtamn, perbaikan dam  peninghkatan
kualitas linghkutgan permukiman;

7l perlindungan terhadap Kawassn Tanaman

~ Pangan beririgasi;

B) pemanfastan |lghan pekarangan permukimsan
perdeszan untule kegiatan peternakan skals
rumah tengea;

b] revitallsesi Desa Tun yang memiliki 1ate TUAnNg
desa dan arsitektur khas; dan

10) perlindungan habitat satws kera Kawssan
Alas Kedaton.

6. perwwjudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan,
melipuli;

a)
b

c)

penatadn dan pengelolaan Kawasan Pertahanan
dan Keamanan:;

pengendalian perkembungan kegintan df sekitar
Kawasan Pertahanan dan Keamanan: dan
pengembangan prasurans, sarana, dan utilitas
hawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4]  Perwojudan kawasan strategis sebaguimana dimalesud padn
avat (1] hural ¢, meliputi:
8. perwujudan kewoasan strategis dari sudut kepentingan
Hemom, meliputi:
ﬁf{awam Perkotean Tabanan, melipub:

:

b
€
d}
¢l

f

a
bl
¢}
d]
g)

fl

i)

b

c)
d)
e

i

pemantapan  pusat pelayanon dan  keglatan
pemurintahan;

pemantapan pusa! pelayanan perdagangan jasa
dan keésehatan skala nasional dan regional;
penatagd linglungan dan hangunan kawasan
prerkotan;

pemantapan  parana  prasarana dan  utilitas
perunjang Kawasan;

peoataan . dan pengendalian kawasan  di
sepanjang koridor; dan

pengembangsn jaringan (ransportasi (erpadu
lintas Kawngan,

tawasan Efckuf Pariwisate Bedugul, meliput:

premantspan Kawssan Bedugul dan sekitarnva
sebagal knwasan efoktif pariwisata internasionnal;
pemaniapan  sarane  prasarana  dan utilitas
penunjane pariwisats:

pengembarigan Jaringan prasarana transporiast
terpadu dan teritegrasi padd Kswasan:
pengembangan mitigasi dan adapiasi
kebencanaan; .

penatann  lingkungan dan  bangunan pada
Kawassm, den

penatasn  dan  pengendalian Kuwasan  di
sepaneng koridor dan lepi danay,.

Kowasan Bfekti] Partiwisata Soka, meliputi:

pementapan  Kawasan Soka dan  sekitarnya
sebagil kawasan ofektif pariwisata internasional:
pengembangan potensl minapolitan,

pemaniapan  sarana  prasarana dan utilitas
penuriang pariwisata;

PEMgembangan jaringan prasarana LrEnsportas
terpadi dan teritegrasi pada Kewasan;
pengembangan mitigasi dan stlaptasi
kelencanaan;

poesataan  lingkuhgat dan  bangunan  peda
Kawasan; dan



gl penatasn  dan  penpendalian  kawsasan
sepanfang koridor jalan dan kawasan pesisir,
+. Kawasan Efektif Pariwisata Tanah Lot, meliputi;
al pemontapan Kswasan Tanah Lot dan sekitarnya
sebagal kawasan eleltif pariwisata internasional:
Bl perlindungan kawasan sucl dan tEmpal suci Pura

Tanah Lo
¢) pemantapan  szarane  prasarana odea utllitas
pemunjang pariwisata;

dl penpembangan jaringan prassrana transpoertas)
terpadu dan teritegrasi pada Kawssan:

el pengembangan mitigasi dan atlaptasi
kebencanaan:

fi pemataan  linglhungan  dan  bangunan pada
Hawasan; dan

gl penalaan  dan  penpgendalinn  kawssan  dl
sepanjang learidor jalan dan kawassn pesisir,

Kawosan Agropalitan Baturlti, Kawasun Agropolitan

Margn, Kewasan Agropolitan Pupusn dan Kaws=zan

Agropolitan Penebiel, meliputi:

4] pemantapan potensi  wgropolitan,  apribisnis
Kawasan;

I3} pengembangan potensi indystri kesil menengah
agropulitan ramah linglungan;

€l pemantspan  potensl | agrowizata  berbasis
ekowisaa;

di pengembangan prasarans, sarsnd utilitas dan
ransportasi  terpadu  penunjang  kawssan
agropolitan;

¢) Integrasi  pusat-pusal  pelavanan kegiatan
agropolitan  dengan  sistern  perkotasn  secara
terpadil;

I) korservasi lahan pertanian prodiultil dan dacrah
resapan mr; dan

Bl pemantapan  [ungsl dan peran Urganisas:
maARyaraloas dalam pengeslalasn dan
pengambangan kewasan agropolitan,

6. Kawasan Stratmgis Cepat Tumbuh Kerambitan,
meliputi:

a) pemantapan polensi imdustr dan perdagungan
can jasa Kawasan:

9] kaonservasi lahan pertenian  produktii  secla
daerah resapan air;

c|] penatasn  dan  pengendelian  kawasan i
sepanjang koridor darn lkawasan industri: dan

d] pengembangsn prosarAns, sarana utilitas elan
transportasi terpada penunjang Kawasan.

7. Kawasan Strategis Cepst Tumbul Luwus dan
Sexilarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Pandak Gede, meliputi:

) pemantapan potensi industri dan perdagangan
dan jass Kewasan;

b} konservaal ldhan pertanian  produldif  serta
BTl TESSRan s

¢] penataan  dan  pengendalian kawssan  di
sepatjang karidor dan knwasan industri:

d) Integrasi lkegiatan (ndustr perdagangan dan jnss
serta keglatan pariwisitn secara lerpadu; dan

e} pengembangan prasarana, sdrana utllitas dan
iransportasi ierpady penunjang kawasan.

b. perwujudan Rewasan strategis dari sudut kepentingan
wosial dan budava, meliputs:

A
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C.

1.

i

Kawasan Pura Batukam, Kawasan Pura Tansh Lar,
Kawnsan Pura Pakendungan, Kawssan Pura Resai,
Kawasan Fura Luhur Serijong, dan Kawasan Pyra
Gadingwani, melipui;

al penatsan dun pengendallen serta konservasi
Kawasan Suci dan Kawssan Tempat Sucl Pura
Sad Kahyangan dan Dung Kahyangar

b pengembangan prasarena, sarana, dan utilitas
penunjang Kewasan Pura Sod Kahyangan dan
selurih Dang Kahyangan;

¢f pengembangan dan penctapkan sistem zonasi
pemanfastan yang mencakup zona intd, zona
penyangge; =zona pengembanhgan dsn  zona
penunjang pade Kowasan tempat suci sesuat
leetentuan kearifan lokal dan budaya Ball,

Kawnsan Camyr Anges Batukeru dan  Kawassan

Jatlowih, meliputi:

a) pemantapan  kawasan sebagal  jatidirt dan
Identitas Kahupaten berwawasan lingkongan dan
wartsar budayn Bali;

b konservasi, penataan dan  peagendalian
bangunan dan lingkangan sepanjang koridor;

¢} konservasgi Inhan pertanian produktif dan resapan
aur;

d} penegasan pemanfaatan ruang Kawasan;

ef inteyrasi fungsl konservasi, sosial dan ekanomi
serte kopariwisotnan;

fI pengembangan potensi  elkowisBti secara
bericelamutan; dan

# pengembangan prasarang, sarans utilitas dan
transporiasi terpadu penunjang Kewasan.

perwijudan kawasan stralegs dari sudul kepentingan
fungsi dan dayas dubkung lnpgkungan hidup, meliouti
Kewnsan Hutan Lindung dan Cagar Alam Batulearu,
Hawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh [Lebah, dan
Keawesan Huten Lindung Yeh Ava, meliputi:

1.

pemulihan cdan penanggulangan kerusaikan
lingkungan hidup Kawasan;

pengembangan dan pengendalian kawasan
herdrsarkan rotiasi; '

pengembangan potensl ekowisate dan cduwisata
pada zona peman{aatan;

perlindungan kelestarian kawasan such;
pengembangan  sistern mitigesi  dan  adaprasi
kebencanssn; dan

penguaten koordinasi  kelembagaan  pengelola
awesan

Pasal 5%

Indikasi program utama jangka menengah tahap |V (empat)
tahun 2035-2039 sebagrimana dimaksud dalem Paszal 50
ayitt (5) huruf d, terdiri atas:

. Perwuiudan rencana Strukiur Ruang

Perwiriudan rencana Pola Ruang; dan

. Perwujudan Kawasan Strategia Kabupaten.

Perwuiudan rencatta sthraktur rueng scbagaimanes dimalesud
pada ayat (1) huruf e meliputi

g, perwujudan sistem pusat egiatan, meliputi:

I3,

perwujudan sistem perkoraan, meliput: .
a) Penpembangan Pusat  Kegiatan Lokal [PKL)
melipati:




2.

<]

1} pemantapen  dan  pengembangan  Pusat
Kepiatan Lokal (PK);

2] pemantapsn dan pengembangan perkantoran
pemerintahan skala kecamatan;

3] peninghatan infrastruktiir dasar permuldman;

4] pemantapan dan  pefgermbangan  fasilitay
perdagangan damn jasa skalu kecamatan;

5} peningkatzn ecakupan pelayanarn sarana soaial
budaya, kesenipn dan nlahrasa;

6] periindungan kewasan pertanian;

7) pengembangan  prasarana dan  sarana

trangportas] umum;

8) pengembangan prasarana dan sarans kegiatan
seketar informal; dan

4] peningkatan pelayanan jartnga.n Prasarana
purkotaan  air minum, jaringan  dreinsas,
persampahan, air limbah serta energ dan
kelistrikan.

perwijudan  Fungsi  Kegiatan Utama  Pusat

Regatan PPK, meliputi:

] pemantapan  dan  pengembangsn pusat
pemermeaban kabupaten dan kecamatan:

4] pematitapun  dan  pengembangan pusat
pemerntalian kecamatan;

3] pemantapan  dan  pengembangan plisat
kegiaten pariwisata;

4] pemantapsn  don  pengembangan  pusal
pertumbubion kegiatan ekonomi;

5) pemantapan dan pengembengan prassarana
sosial ekonami skala lokai;

6) pemantapan dan pengembangan terminal
penumpang,

7] pemantapan identitas Pusat Pslayanan
Bawasan vang berjatidirs budaya Ball;

8] pemantapan dan  pengembangan  kegiatan
pertanian;

9] pemuntaspan dan pengembangsn  kegiatan
penghijauan; dan

10} pemantapan dan pengembangan  kegintan
permuidmean perltotaan,

Perwujudan fungsi pelayanan Kawassn Perkotdan

Tabzpan yang dikembangkan sebagai pusat

kegiatan dar sistern PEN Kawasan Petkotoan

zarbagita, maliputl:

1] pemantapan  dap pengembangan  pusat
perdagangan dan jasa serta keselintan skala
nasional dan regional pada Pusit Pelayanan
Hawasan yang meripakan  bagian | PEN
Rawasan Perkotaan Sarbagitn;

2} pemaritapan dan pengembangan prasarana
penunang pariwlsats,

3] pemantapan den pengembeEngan  terminal
penurnpang; dan

4] pemantapan integrasi pengelolaan terpadu
Huwasan Perlolsen Tabanan dengan PEN
Kawasan Perkotaan Sarbagita.

perwujudan distem perdesann, melipati:

aJ

perwiujudan  fungsi Kegiatan Utama Pusat

Kegiatan PPL, melipaii:

1] pemantspan dan pengembangan kegiatan
pelavanan masyarakat;

4] pemamtapan dan  pengembangan . kegiatan
perdaganipan dan jasa skala desda;



3] pemantapan dan pengembangan pelavanan
pendidikan skale lnkal;

4) pemantapan dan pengembangan pelavenan
kesehatan skala dess;

9] pemuantapan  dan  pengembangan  sarans
olahraga slmla desa: dan

&) penyedisan RTH untuk menunjang fungsi PPL
dan Kawasan perdesaan.

b, perwujudan sistem jaringan transportasi, mieliputd;
1. perwujudan sistemn jaringan jalen, meliputi:

&

4]

¢}

d

e

hj

k)

1]

m

]

Bl

o)

perwijudan jalan arteri primer (JAPl, meliputi
pemellharann dan péningkatan kualltas jaringan
jalan nasional yang telah ada;
pemeliharaan dan peningkatan kualitas faringan
jelan kalektor primer dengan status jalan provisst
atau JKP-2 dan JKP-3; '
rencana pengembangan jalen  kelelktor primer
dengan status jalen provinsi;
pemelibataan dan peningkatan  kualitas
pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan
statos jalan kabupaten atag JKP-4,
pemeliharaan dan  peningkatan kualitas
pelayanan jarngsn  jalen kolektor sekunder
dengan status jalan kabupaten;
pemeliharaan  dan peningkatan  kualitas
pelavanan jaringsn jalan lokal primer dan jalan
loknl selkunder wilayeh lenbupaten;
pemelibarasn dan  peningkatén  kualitas
pelayanan jaringen jalan lingkungan primer dan
jalan linglungan seloander wilavah kabupaten;
pemeliharzsan  dan peningleatan  kualitas
pelavanan juringan jalan lingkungan primer dan
lulan lingkungan sekunder wilayah kabupaten;
perwijudan Jalan Khusus, meliputi
pemelinarasn dan peningkatan  kualitas
pelayanan jaringan jalan khusus:
Perwujudan jalan tol, meliputi pembebeasan laharn
dan pembangunan jalan tol antar kota, meliputi:
I} nias jolan  Gilimanuk-Negara-Pelutatan-
Soka:Menpwl;
3] ruas jalan Soka-Celulaan Bawang;
3] runs Canggu — Mengwi - Singepadu; dan
4] ruas Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via
Singapadi, _
refcang pengembangan jalan dangan status jolan
kabupaten stou  JKP-4  melalui penvisunan
kajian kelayakan;
peringkatan kualitas terminal penumpdrg Tipe
c;
pengembmngan dan penataan trayek angltutan
PETULM PALE ToILlm;
pengembangan  sentral parkic  pada  kawasan
pariwisats Tanah Lot
penorenan Manajemen dan Rekayvasa Lalu Lintas
untuk mengoptimalkan penggunean jerinpgan
jalan dan pergeralian lalu lintas;
pengembangan  kawasan berprienitasi  transit/
Transit Oriented Development (TOD) pada
Termingl Penumpang, Stssiun Kersta Api dan
kawasan potensial lannya seteleh melalul kajian;
perwujudan Terminal Barang, meiputi
pengembangan terminal barang sesuai kijian




t]  pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan:
dan

s} pengembangan  jalur  pejalan keld  untuk
menuniang dktivitas utama kota, antara lain
perdagungan dan jasa, patiwisats, perkantoran
dan kawssan fasilitas umum.

perwnjudan sistem jaringarn kereta ani, meliputi:

a} pengembangan Jaringan  Jalur  Kereta Apl
Antarketa yaitu jaringan kereta apl melinghkar
mengelilingl Pulan Bali;

b] pengembangan  Stssiun Penumpang capat
dilntegrasikan dungan stmpul transit lainnyg
secara terpudu menjadi Kawasan TOD;

¢} pengsndilian bangunnn sekitar sempadan =
kereta-api;

d) pengembangan persimpangan  tidak sebidang
sistem jaringan leereta api; dan

€] penyediasn WTH di sepanjang -sempadam rel
kereta apl.

perwuwjudan sistem jarinemn sungai, danau, dan

penyebérangan, maliputi:

A] pemantepen Alur Poloyaran Sungul dan Alur
Pelayaran Denau di Danau Beratan: dan

bl pengembangan Pelabuhan Sungaj dan Danay
Fengumpan mellputi dermaga Dansu Beratan
dan dermaga wisata Danau Bedugul

¢ perwujurlan sistem jaringan energi, meliputi:

-

perwujudan  Jaringsn  infrastruktur  penvaluran

tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

g pengembangan dan pemeltharaan Saluran Udara
Tegangan Tingel (SUTTY:

b) pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM};

¢} pengembangan dan pemeliharpan Saluran Udara
Tegangen Rendah [SUTR); dan

dl pengembangan dan pemeliharsan Saluran Kubel
Tregangan Menengah (SKTM].

pengembangan Jaringan Infrastrulour Penyaluran

Tenaga Listrik dan Sarana Pendulang, meliputi:

4] pengrmbangsan Saluran Udsra Tegangnn Elstra
Tingg |SUTET] Gilimanuk-Antosari:

bl Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardi
Indul meliputl Gardu Induk gos insuleted
switehigetr tegangsn  ekstra tingg  (GISTET)
Antosari/ Gilimaruk;

c] pomantapan Travo Listrk;

d] penatudn jaringan tranamisl vang telak ada;

o) peningkatan dan ‘pemerataan akaes pelayanan
sgcara merata ke scluruh Wilavah Kabupaten;

[} Pemellharman Gaordu Listrik yang telah ada,

meliputi:
1] Gardu Induk gas msulated switchgear Tanah
 Lot;

2) Gardu Indule Antosari; dan
3] Gardy Induk Baturiti,

g pengembangsn jaringan bawah tanah secara

terpicdu dengan sistern utilitas lainnya untuk
menthghatkan  kualitas dun  estetika  ruane
Wilayah Ksbupaten;

il pengembangan  Stasiun  Pengisian  bateral
Kendaraan Listrik SPKLU dan SPBKLU;

i| pemanfaatan energl bary terbarukan sebagai
sumber energl Hetrik; dan




il

penptmbangan konsep smart grid atau Jaringan
lisrikk  pintar untuk memmngkatkan  efisiensi,
leualitas, dan keandalan sistem ketenagalisirilean.

d. perwujudan sistemn jaringan telekormunikasi, meliputi;
1. perwuiudan Jaringan Télup, mehputi-

i

f.

al
bl

pengembangan Infrastruktur Jarhagan Tetap; dan
pengembangsn Jaringan Tetap

2. perwuiuden Jaringan Hergerak Seluler, mehiputi:

&}

[5]]

i)

d)

S

J]

gl

pengembangan calkupan dan lgalitas leyanen
Jaringan nirkahel:

pemanfaatan jaringan terestrinl sistem nirleabe!
dengan penutupan  wilayah  blankspor pada
witayah berbukit, pegunungan atay terpencil;
penatasn  dan  penpaturan  menara  Hise
Transcetper Statton (BTH); '
pemenuhan kebutuhan laly lintas telelormunibsa
seluler nirkabel untuk selurul  eperator varg
menjangkau selurul wilayah:

pengembangan jaringen layanan internst pada
fasilitas umum dan menjangkay selurah wilayah
desa adat di wilayah kabupaten:

pemerklann  jangksuan  slaran  televisi  dan
kebutuhan telekomunikasi lainnya: dan
pelayanan satalit komunllasi dan stasiun bumi
yang lokasinya ditelapkan sesual  ketentyan
perundang-undangan,

purwijudan sistem jaringan sumber daya air, mel{puti:
L. perwuiudan sistem faringan triggeaal, meliputl:

i)
)
o

d}

e}

f)

Rl

pengembangan  dan  pemeliharann Jirirpan
Irigasi Primer;

pengembangan  dan  pemeliharaan Jaringan
Irigasi Sekunder;

pengembangan  dan  pemeliharasn Jaringan
Irigasl Tersier;

pemeliharasn,  peninglkatan pejavanan  dan
efeictivitas penpelolaan air pada sistem jaringan
irigasi yang telah ads;

peningkatan  koordinas! Deerah  Irigasi (D]
kewenangan Nasional dan Froyinsi:

pemeliharaan dan peningkatan funigsi Daerah
Irigasi (D) Kabupaten; dan

pendayagunaan jaringan irigasi air tanah din @i
baku untuk eir minum dengan sumur bor yang
telah dibangun di beberapa kawasan melahyi
pengembangan  jaringan distribusl dan
pemeliharaannys.

2. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir, meliputi;

3

rirmalisasi sungai]

pemetaan kawasan rawan banjir;

pengembangan sistem peringatan ding; dan
kajian pengembangan bangunan pengendalian
banjir rob di selurull pantal yang berpotens]
rawan gelombang pasang,

3. gerwujudan Bangungn Sumber Daya Air melpuit:

a
L]
<]

cij

pembanguinan Bendungan  Lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sanda;

penigembengan, pemeliharaan, dan peningkatan
Rapasitos Bangunan Sumber Daya Air; _
pengembangan air balet pads kewasan yang
mengalami kesulitan penyedisan sir buku; dan
pemanfaatan dan pengolahan air lnut air hujan
dan sumber air lainnya uniuk air haku,

perwijudan sistem jaringan prasarana lainnya, melipati:




1.

perwujudan. sistem penyedisan air minum (SPAM],
mellputi:

al

b)

¢l

o

q].
f

gl

perwujudsn jaringan perplpasn, meliputi:

1] pengembangan, pemeilharaan, darn
peningkatan kapasitas jaringan  Unit Al
Balog;

2] pengembangan, pemeliharaan, dan
peningkatan  kapagitas jarinesn  Uni
Produksi;

d) pengembangan, pemelibharaan, den
peningkatan  kapasitas  jsringzn Unit
Distribusi; dan

4 pengembangan, pemeliharaan, dan
peningkatan  kepasitas  laringan Unit
Pelavanan,

perwnjudan buksn jaringan perpipsan, meliputi:

1} pengendalian pengembangen sumur potnpa)
tian

4 pemeliharssn dan peningkatan bangunar
PEnangRap mata air vang telsh ade

PENgEMOANgan jaringan air minum Kowesan

Perkiotaan;

pengembangan jaringan air minum  Kawasan

Perdesasn:

rengembangan unit gir baks alternatif:

melakuban upayn kerjasama dengan  dasrsh

seldtarnya yang memiiik sumber mata air; dan

pengembangan Sistem Penvediaan Alr Minum

Regional yang melayani wilaysh Daerali dan

sekitarmya,

perwujlidan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL],
meliputi:

aj

b)

I

perwuudan infrastrukiur sistem penpgelolasn air

limbah domestik, misliputi:

I pengembsngan BPAL setempat dan komunal
di kawasan-kawasan padat permukiman;

2} penpembangan [PAL di Rawssan Perkotaan;

3} pengembangsn [PAL di Kawosan Efektif
Pariwisata;

4] pengembangan [PAL Lierbasis Hinsvardkst;

9] pengermnbnngan sistem pengelolagn alr lmbah
perpipsian  di dalam  kawssan  perkotasn
menuaju [PAL;

6} pengembangan sistemr pengelalaan air imbah
setempat dilakuksm secara Individual: dan

7] pengembangan sistem pengelalaan air lmbah
leomunal,

pengembangan Jaringan Sistem Pengeinlaan Alr

Limbahb Noo Domestik sesuai kajian; dan

penigembangan  Pengelolzsan  Limbah  Bahan

Berbahava dan Beracun sesuai kajiun.

perwujudan sistem jaringan persampahan, melipali;

a)

b)

pengembangan  Tempat  Pengelolann  Sampah
Reusa, Reduce, Rerycle (TPS3R);

pengembangan Tempat Penampungan Sementara
(TPS);

pengembartgan Tempat Pemrosesan Aklic (TPA)
pengembangan Tempat Pennmpungsn Sampah
Terpadu [TPIT);

pemantapan kerjasamea pengelolasn sampaH pada
TPA Reglonal Sarbagita;

pongembangan  dan  pemantapan pelayanan
prasarani dan Utiltas |aringan persampahan:



WO

g} peningkatan peran secta Mesyarakat dan dunia
usalhi dalam pengelolaan persampahan berbasis
sumber melalui pula 3R (Reuss, Reduce, Reaycle):

h] peningkatan kerja sama antar Wilavah dalam
pengelolaan persampahan:

] pemesyarakatan dan soeinlisas! Konsen 3R

Jit pemingkatan hegiatan penpurangan sempah dari

sumbernya;

k| peningkatan sarana pengelolaan sampal

I} pembatasan penggunasn dan timbulan sampah
plastik;

m) peninglaitan penanganan sampah; dan

Nl penyusanen dokumen rencans induk
(masterplan) persampahen kabupaten.

perwujudan  sistem  jarngan evakuasi  hencana,

meliputi:

8| penetapan dan pengembangan Jalur Evakuasi

Bercana;

B] penctapan dan pengembangsn Tempal Evalcaas|

Huneana;

cf  pemasyarskatan dan sosialisasi sistemn jaringan
svakuasi bencana;

d) pengembingan sistem mitigast bencana secara
terpadu;

¢) pengawasan dan pemeliharsan  sargna  dan
prasarany sistem faringan evakuas: bencana; dan

i penvusunan  rencann  indulk {masterpian)
kawasan rawan benicana Kabupaten.

perwiiugan sistem jaringan drainase, meliputl:

3) penyusunan mosterplan drainase Kabuparen;

b) pengembenpan  dan  permeliharaan Jaringan
Drainase Primer;

o} pengeribangan dan  pemeliharasn Jaringan
Drainsss Sekunder;

d] pemeliharsan dan  pemelihargan Jaringan
Drainase Tersier; dan

el prmgembangsn sumur resapan dan  lubang
blapar,

(3] Ferwnjudan reneana pola rusng sebagaimana dimaksud
pada ayarl (1] huruf b meliputi:
& perwujudan Kawasan lindung, meliputi:

1.

perwniudan Badan Alr, meliputi;

al permeliharasn dan pelestarian badan air;

b) pengembangan tanggul badan air;

€] pengelolaan hidrolom dan kualitas air Wilayah
Sungin: dan

d) pemantewsn dan pengendalian kegidtan  budi
dayn agar tidel menurunkan kualites/! fumges
badan air.

perwujidan Kawnsan yang memberikan

perlindungan terhadap kawassn bawahannys berupa

Kawasan Hutan Lindung, meilputi:

&) penetapan tate bataa Kewasen lindung di doelam
Kawasan hutan;

b) rehaobilltasi dan revitallsasi Kawasan hutsn
Lindung;

€] pengawssan dan pemantauan secara rutin untuk
mencegah  terjadinys penebangan  liar  dan
kebalaran Kewasan Hutan Lindung

dl pengembangan vegeiasi tegakan Hnpgi vang
mampy  meémberikan perlindungan  terhadap
permukaan tanah dan mempu meresupkan air ke
dalam tanah:



¢

pengembangan biok penyanpga pada kawasan
vang berbatasan dengan Kawasan  Hulan
Lindung;

melakulan program  pembinean. penyuluhean
kepads masyarakat dalam upays: pelestarian
Kawsasan Hutan Lindung; dan

pengendalian kegiatan budi daya agar tidal
menggangmy  fungsi lindung Kawason Hutan
Lindung,

3, perwujudan  Kawasan Perlindungan  Seternpat,
berupa perlindungan kesucian Kawsassn Suel dan
kKawasan Tempal Suct, meliputi:

)
2]

c)

pementapan fungsi dan penatasn  lawasan
perlindungan setempat berupa kawssan suci;

pemetaan  kawasan  perlindungan sttempat

berupa tempat sucif Pura: dan

PENgAWASAN.  dan  pengendalisn Kegiatan
peEmanfaatan ruang agar tidak menganget fangsi
Kawasan Perlindungan Setempat,

4. perwujudan kawasan konservasi, meliputi:

b

s
i}

e

rerwujudan Capar Alam, melipirtit

1) rehabilitasi dan pengamanan cagar alam:

2} peningkatan diversifilss! atny
keanekarsgaman hayai: dan

3] penepasan tata batas den zonasi capgar alam.

perwufudan Taman Wisata Alamm, meliputi:

1) rehabilitesi Tamah Wisata Alam:

4 pendoyagunasn  dan pelestarian potensi
nutan wisata; dan

J] pembatasan keglatan wisata alam.

penyedinan  fasilitas wntuk kepentingan

pendldikan dan penelition;

penguatan  program dan pemberdayann

masyaralal; dan N _

pometaarn dan penetapan  alur)/koridor

perlindungan penyu dan satwa fiar.

U, pervmjudan Kawasan Budi Daya, meliputi:
| perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat rnelipniti:

al
b
c)

dj

Pemetasn luas dan konedisi- lawaszan perkebunan
raival)

pengembengan komodites kavu dan non Hayu
penunjang industr] kerajman;

reqabiliteas] dan konservast kawasan perkebunan
makyat; dan

pengembangan kaweasan perkebunan  rakyar
untuk Konservast dalam benmk kebun raya cli
luar kawasan hitan.

2. perwujudan Kawsasan Pertanian, meliputi:

g}

perwujudan Kawasan Tanamarn Pangan, meliputi:

I} pemetasn  Kawasan ianaman pangan
produktif;

2) pmetapan Lahan Pangan Pertanian
Berislanjutan  (LPZB]  demng ketahansn
parigar;

J] peningkatan jaringn irigasi;

4] peninglatan intensifikasi lahan:

3] penguatan kelembagaan subalk dan
kelembagaan petani lainnya tereait dengan
prrigelolnan sumber days air uptule irigasi,
pengadaan sarana produlsi, panen, pasca
panen dan pemasaran:



*.‘I

b)

6) penpgembangan  secara bertahap  sistem
pertanian  organik i seluruhb wilayah
kabupaten;

7i pengembangen kawasan sSentra produksi
pertanian melalul gistem agribisnis tErpady
YENg terinteprasi  dengan pengembangan
kawasan agropolitan:

Bl pengembiangan lkebijakan PENEintegrasian
sekeor pertanian detigan pariwisata;

9] peningkatan produlktivitas lnhan-lahan sawah
melalni intensifileasi lnhan pertantan:

10] pengembangan komoditas vang adaptf
terhadap perubahan [kdim;

1) pemantapan pelavansn jaringan irigasi;

12] pencegehan dan  pembatasan alih  fungsi
kawasan lanaman pangan beririgasi;

13) pengembangan  budidays perikanan pada
saiuran irigasi; dan

14) perlindungan kawssin rerasering sawah,

perwujudun Kawasan Hortileultura, meliputi;

l} pengembeangan komoditas tesaman bush-
bushan  bercampur  dengan kawasan
perkeburian rakyat;

2] pemantapar Kawasgsn Agropoliten  Baturiti
herbasis pertanian hortikultura;

3) pengembangan  kemitraan dengan  sektdr
industri dan pariwisats;

4 pengembangan luusan kawssan budidaya
hortikultitra organik secarn bertohap pada
Hap subak dan desn sesuai polensinys;

3| pengembangan tanamnn hartikultura
meliputi tanaman bungs, tanaman hias, sayer
TOAYUT,

8) pemanfastan  lahan  basah yang  belum
beririgasi parla bulan - bulan kering;

7) pemilikan jenis komuditas yang memiliki nilai
ekonamis;

Bl pembatasan perluasan budi dayn hortileultyry
sayur mayur dan lewasan perkebunan dan
perkebunan raloar;

9] pengendalian legiatan budidaya hortikuiturs
SEYUr meyur pada  kawasan  dengan
leemiringan di atas 40% (empat puluh persen);

10] peninghkatan Sarand dan DreEsarana
hortileuftura;

11} pengtiatan kelembagaan petard terkait dengan
pengelolaan sumber daya air untuk irigasi,
pengadaan sarana produltsi, panen, pasca
panen dan pemasaran; dan

12} pengembangan dentra agropolitan lalnnyva.

perwujudan Kawasan Perkebunan, meliphti;

l] penetapan  kawasan  perkebunan  dan
penetapan kamoditas unegulan;

2} peningikatan sarana dan prasarana kawasan
perkebunan;

A penguatan kelembogaan petani terkalt dengan
pengadaan sarane produksi, panen, pasca
panen den pemasaran;

4] pengembangan kawasan perkebunan;

B) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana
pendulung sistem agribisnis dan
ngroindustry;




3.

6] penguatan sistem kelembagaan kelampok tani
atau gapoitan;

7| pengembengan aprowisata dan kemitrasan
dengan sektor Industr dan pariwisata:

8) pengembangan lussan kavwnean perkebunan
erganik secara bertahap;

9) pemantapan Kawasan Agropolitan betbasis
tanamen perkebunan;

L0)integrasi  kegiatan peternaken  dengan
kawasan perkebunan;

11} identilikasi dan pemetaan potensi kawasan
pertambangan  yang ada di  kawasan
perkebunan; dan

12) pengendalian  dan  optimalsasi  kegiatan
pertambangan pade kawasan perkebonan.

perwijudan Rawasan Peruntulkan Industri, meliputi:

a)

bl

c
d}

€]

pengembangan. potensi Nawasan  perunmukan
industri; dan

penigembangan sentra  iodustrl keod!  dan
raenetigah 1SH{M] terintegrasi denpun kowasan
permmakiman;

pengrotean Kawasan Peruntukan Industs seéira
berielaniutan;

penyediaan infrastrukiur pendukung kegiatan
indusstr]:

pengembangan  dan  peningkatan  prasarana,
sarang, dan ufilitgs di Kawasun Peruntukan
tndustr; dan

PENEAWASAN dan pemantalan serts pengesdalian
terhadap  kegiatan industri untuk mencegah
timbulnya pencemaran lngkungan di Kawasan
Peruntukan fndtstr,

perwuiudan Kawesan Pariwisata, meliputi:

aj
1]

el
e

E]
il

g
h)

i
0

Je
i)

m)
nj

pengembangan Kawazan Efektif Pariwisata:
pembangunan infrastruktur peEnunjang
pariwisnts;

pengembangan fasilitas pariwisats;
pengembangan kawasan pariwisata berkonsep
eloo st

pemantapan dad pengembengan DTW dengon
konsep ehowisats;

pengembanzan sarang dan prasarana pariwisata
pada DTW secars terbatas;

peningkatan aksesibilitas ke selurub DT'W;
pengembangan dess wisata:

peninghkatan kualltas obvek wisats:

pengelolean  Kawassn — Poriwlsata  secara
barkelonjutan;

pengembangan sumber dayz parfwisate dan
ekonami kreatif di Kawasan Pariwisasa:
pengmmbangan Kawasan Wisale dan objek wisata
bari;

pengembangan Destinias] Wisats Daerah:
mensinergikan kegatan lainnya vang memillld
potensi sehagal daya tarik pariwisate;
peningkatun sistem informasi dan premesi wisata
bérbasia teknolopl pariwisata:

pengembanpan jenis dan paket wisatn ungealan,
pengembangan daerah tujuan wisata berupe
wisate budaya, wisata alam, wisara objek kliusus
dan wisata buatan;

pembinaan dan pemberdayaan masyarabat dalam
dpaya pengembangan Kawasan Pariwisata; dan



8] integrasi sistem Cleanlinsss, Heaith, Safety and
Enwirontment  Sustainability (CHSE| dalam
Kawasan Pariwisats

5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:

8| powujudan Kawasan Permukiman Perkoteai,
melputi:

1] penvediaan perumnhan yang memadai, amean
dan nyaman bagl masyarakat perkataan:

4] penvediagrt  sarann dan prasarani
permuldman sesual dava dukung Kawasan,

9] pengembangen permuldman produktl dar
berkelanjutan:

4] perbaikan Hnglkungan permuldman kumuh
dan kurang layak huni;

3} rehabilltasl dan/atau relokasi permuliman
vang terletak pada kawasan rawan beneana;

6] lonservasi  kawasan tracdisional fetnis/
lrersejarah;

7] pencadangan kawesan permukiman baru
(kasiba  dan  lasiba)  denpan rencans
pembangunan prasursna permukiman YANg
lebih terarah, efektlf, efisien, produktif, aman
dan berkelanjutan:

8] penataan, perbaikan  dan  peningkatan
kualitas lingkungan permuldman:

9] sesialisasi penggunusan bangunan bertingkat;
10} perwuiudan ruang terbuka hijau minmal 30%
darl kawasan permuliman perlotaan: dan
1) perwajudan ruang terbuka nen hijau, TUang
pejalan  kald, jalur dan ruang evalaiag

hencann

bl perwujudan Kawasan Permukiman Perdessan,
meliputi:

1) penyedisan perumahan yang memadad, aman
din nyaman bagt masyarakat perdesazan;

2] peEnyedigan perumuhan masyarakat
perdesasn  tetap memperhatikan  sistem
kearifan lokal dan sistem kekerabatzn yvang
berlaku;

3} penyediaan sATAnE dar PrasaruanG
permulaman sesusd daya dukung Kawasan;

4 perbaikan lingkungan permulkdmean kumuh
tdan kurang layalk huni;

9] rehabilitnsi danfatan relokas! permuldmsan
yang terletals pads kawasan rawan bencana;

i) penatann, perbaikan  dan  peningkatan
kualiras linglungan permuldman;

7] perlindungan terhadsp Kawasan Tanaman
MPangan beririgasi;

8] pemanfaatun lahan pekarangsn permukitman
perdesnan untulk Kegiatan peternaican skala
rumedl tangga; )

9) revitalisasi Desa Tus yang memilild tata ruang
desa dan arsitektur khas; dan

10] perlindungan habitat satwa lkera Kawasan
Alas Kedaton.

6, perwuiudan Kawesan Pertahanan dan Keamanan,

meliputi
8] penataan dan pengelolapn Kawssan Pertahanan
tzn Keameaenan;

b pengendalian perbembangan kegintun di selkitar
| Rawasan Pertahanon dan Keamanan: dan



el

pén_gﬂmbmngan prasarans, sarana, den utlias
Kawasun Pertahanan dan Keamanan.

[% Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢; meliputl
& perwujudan lawasan stratepis dart sudit kepentingan
ekonomi, meliputi:
Kawesan Perkotaan Tabanan, meliput:

s}
b
cj
d)
e}

f

pemantapan pusat pelayanan  dan  kegintan
pemerintahan;

pemantapan pusat pelayanan perdagangan jasa
dan kesshatan skala nasional dan regional;
pendtaan lingkungan dan bangunan kawesan
perkotagn; '
pemantapan  sarana  prasarana  dan utilitne
penunjang Kawasan;

penataan dan  pengendalian hawasan  di
sepaniang karidor: dan

pengembangan  jaringsn  trunspertasi ferpadu
listas Kawasan,

Kavwasan Efsltil Pariwisate Bedugul, melipurl:

a)
by
£
d)
e}

J

pemantapan Kawssan Bedugul Han sekitarnyas
sebaga kawesan efcktif pariwiseta Internasional;
PETTEILARAN  sarana  prasarans don o atilitas
penuniang pariwisata;

pengembangan faringun prasarana Lransportasi
terpadu dan tectegrasi pada Kowasan:
penpembangan mitigasi dan adaptasi
kebencanaagn;

penataan  linghungan dan bangunan  pada
Kawasan: den

penatian dan  pengendalian kawasan i
sepanjang korldor dan tepl danau.

Kawasan Elcktif Pariwisata Soka, meliputi:

&}

b]
¢)

dj
€
i
gl

pemantapan  kawssan Scko dan sekitarnya
sehagal kawasan efeltif pariwisata intermeasional:
pengembangan potensi minapolitan;

pemeantapan  sprans prasarang den ublites
penunjang pariwisnla;

pengembangan jaringan prasarana transportass
terpadu dan teritegrasl pada Kawasan;
pengembangan mitigas] dan adaptasi
kebencanaan;

penataan  linghungan dan  bangunan pads
lawasan; dan

pendinan  dan pengendalian kowasan  di
sepanjang koridor falan dan kawasan pesisir.

Kawasan Efektil Parlwisata Tanah Lot, meliputit

b)

.c]

]

=)

pemantapan Kawasan Tanah Let dan sekitarnva
sebegni kawasan efeltil pariwisata internasional;
perlindungan kawasan suci dan tempat sucl Mara
Tanah Lot

pemuntapan #arana  prasarana  dan utlilas
penunjang pariwisata;

pengembangan jaringan prasarana tronsportés]
terpadu dan teritegrasi pads Kowasan:
penpembangan mitigaai el adaptasi
kebencannamn;

penataan  linpkungan dan  banpunan pada
Kawssan; dan

penataan dan  pengendalian  kawasan ]
sepanjang koriduer jalan dan kawasan pestsir,



5.

=l

Rawasan Agropolitan Baturitl, Kewasan Agropolitan

Margs, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan

Agropolitan Penebel, melipuri:

a) pemantapan  potens! agropolitan, ugribisaig
Keawmsan;

b} pengembangan potensl industri kecil menengah

Agropolitan ramah lingkungan;

¢ pemantépsn potensi  agrowissta  berbasis
elowisata;

d) pengembangan prasarana, sarand utilitas dan
trensportast terpadu penurnianpy kawasan
agropolitan;

) integrasi  pusat-pusst  pelayanon  Jegistan
agrapolizan  dengan  sistern perkotssn  secara
berpiadu;
konservasi lahan pertanian produktf dan daerah

resapan /ir dan
gl pementapan  fungsi dan peran  arganisasi
MESYarakut dalam pengeiolann dan

pengembengan kawasan agropolitan.

Kawasan Sirategis Cepat Tumbuh Xerambitan,

meliputl:

al pemantapan potensl industri dan perdagangan
dan jasa Kawasan: '

b) konservasi lahun pertanian  produktl  serta
daerah resapan air;

¢) penstaan  dan  pengendalian:  kewasan  di
sepunjang koridor dan kawasan industtd: dan

d} pengembansan prasarana, sarann utiliias don
trahsportasi terpadu penunjang Kaweean,

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh  Luwus dan

Sekitarnya, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Pandalk Gede, meliputi;

af pemuantapen potensi industri dan perdagangen
dan jusa Kawasan;

b} konservasl lahan pertanian produktf serta

daerah resapan alr;

penutaan  dan  pengendalian kawdsan  di

sepenjang kordor dan kawssan Industed;

d) integrasl kegiatan industri perdagsngan dan jasa
serta kegiatan pariwigata secarn terpadu; dan

el pengembangan prasaransa, Sarana utlitas dan
transportasi terpady penuniong kawasan.

0.

b. perwujudan kawagan strategis darl sudur kepentingsn
sosial dan budava, meliput:

1.

Kawasan Pura Batukaru, Kewasan Purs Tanah Lot,
Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Pura Resi,
Keawaean Pura Lubur Serijong, dan Kawasan Purs
Gadingwani, mslputi:

‘8] penataan dan pengendalian serta konservasl

Kawmsan Suci dan Kewasan Tempat Suci Pura
Sud Kahyungan dan Dang Kahgangan

b} pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas
penunjang Kawasan Pura Sed Kahyangon dan
seluruh Dang Kahyangan;

tl pengembangan dan penstaplean sistem zonasi
pemanisatan yang mencakup zono inti, zons
penyangga, #ona pengembangan dan zona
penunjang pada Kowasan tempat suci sesuad
ketentuan kearifan lokal dan budaya Ball,

Kawasnn Catur Angga Batukaru dan Kawasan

Jatiluwih, meliputi:



(1)

{2)

| pemantapan kawasan sebagsi  Jatidird  dan
identitas Kabupaten berwawasan linglcungan dan
wharizan budaya Ball;
b) lonservasi, penataan dan pengendalisn
bangunan dan lingkungan sepanjang koridor
¢ konservosilahan pertanian produltif dan resapan
air;
d] penegasen pemanfaatan rogng Kowasan:
g] integrasi fungsi konservasi, sosial dan ekoromi
serta kepariwisataan;
fl pengembangan  potemsi  ekowisata  secarn
berkelargjutan; dan
g pengembangan prasarana, sarsng utilitas dan
transporiasi terpadu penunjang Kawasan,
¢ perwujudan kawasan strategis dari sudot kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, melipud
Kawnsen Hutan Lindung dan Csgar Alam Batukary,
Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan
Kawasan Hutan Lindung Yeh Aya, melipui:
1. pemulihon dary  penanggulsngan  kerusakan
Ungkunpgsn hidup Kawasan;
2. pengembangan  den  pengendulinn | kawasan
berdasarkan zonasi
3. pengembangan potensi ekowisata dan sduwisata
f pada zone pemaniaatan;
4 perlindungan kelestarian kawasan suei;
S. pengembangan  sistem  mitigasi  dan  adaptasi
ketencanain; dan
B, penguatan  koordinasl kelembagaan  pengelola
kawnsarn, .

Pasal 55

Indikasl program utame jangka menengah tahap V (lima)
tahun 2040.-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
gsyat (3] hurufle, terdiri atas:
8. Perwiijudan reneana Strukiur Huang
b. Ferwujudsn rencana Pola Ruang; dan
€. Perwujudan Kawsasan Strategls Kabupaien,
Perwujidan rencana struktur ruang sebagaimana dimealesud
puda ayat (1) hurul a maliputi;
a. perwujudan sistem pusat keglatan, mieliputi:
l. perwujudan sistem perkotann, meliputi:
al Pengembangan Pusal Kegiatan Lokal [PKL)
melipuiti: .
1) pemantapan  dan  pengembangan.  Pusat
Kegiatnn Lokal (PKl);
4) pemantapan dan pengembangan perkantoran
pemerintahon skela kecamatan;
3] peninglkatan infrastrulktur dasar permukiman:
4] pemantapan  dan  pengembangan  faailitas
perdapangan dan jasa skala kecamatan;
5" peningk=tat cakupun pelayanat sarana sosla]
hudays, kesenian dan olahraia;
6] perlindungan kawasan pertanian;
7) pengembangan prasacana dan  sarana
trangportast wmam;
8] pemgembangan prasarena dan sarana keglatan
ssletar informal; dan
9) peningiatan pelavanan jaringan prasarans
perkotgan pir minum, jaringan  drainase,
persampahan, alr limbeh serta energi dan
kelistrikan,



b) perwujudan Fungsi Kegiatan Utama Pusat

Kematan PPK, meliputi:

) pemantapan  dan  pengembangan  pusat
pemerintahan kabupaten dan kecamstan;

2} pemontapan  dan  pengembangsn pisat
pemerintahar kecamatan,

3] pemantapan  ded pengembangan  pusar
Kegiatan parwisaia;

4) pemantapan den  pengembangan  pusat
pertumbuhan kegiatan elonomi:

9} pemantapan den pengembangan prasarana
soslal ekonomi skals lokal;

6] pemoantapan dan pengembangan  terminal
petiumpang; '

7] pemantapan identitas Pusat Pelayanan

~ Kawasan yang berjatidiri budays Bali;

8) prmantapan dun pengembangan Kegintan
pertanian;

9) pemanthpan dan pengembangan  kepiatan
penghijavan; dan

10) pemantapan dan pengembangan keglatan
permulitman perkotaat,

¢f perwuudan fungsi pelayanan Kawasan Perkotaan

Tabanun yang dikembanghan sebagsi pusat

k=giatan dari system PEN Kawasan Perkotaan

surbapite, meliputi:

1) psmantspan  dan  pengembangan  pusat
perdagangan dan jasa sorta kesehatan skela
nagional dan regional pada Pusal Pelayanan
Kawasan yang merupakan bagian PKN
Kawasan Perkntaan Sarbagita;

2) pemantapan dan pengembangan prasarans
peaurjang pariwisata;

J) pemantapan dan  pengembangan  terminal
penumpang: dan

4] pemantapan integrasi pengelolaan torpadu
Kawasan Perkotaan Tabsnan dengan: PEKN
Rawasan Perleotann Sarbagita.

2. perwujudan sistem perdesaan, meliputi:
o) perwujudan  fungsi  Kegiaton  Otama | Pusal

Kepiatan PPL, melputi:

11 pemmantapan  dan. pengembangan kegisatan
pelayansn masyarpkat;

2} pemantapan dan pongembangan  kegiatan
perdagangan dan jass skala dess;

3] pemantapan dan pengembangan pelavanan

pendidikan skaia Inkal,;
2] pemantapan dan pengembangan pelavanan
keselatan skala desa;
3] pemantapan  dan  pengemboangan sarang
olahraga skala desa; dun
R penyediaan RTH untul menunjang lungsi PPL
dan Kawagan perdesaan,
B, perwujudan sistem jaringan tronsportasl, mallputi:
1. perwujudan sistem jarmgen fglar, meliputi:

o) perwujudan jalan arter1 primer [(JAP), meliputi
pemelibargan dan peningkatin kualites jarngan
ialan nasional yang telah ada;

b} pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan
jalan koleletor primer dengan ‘stats jelan provinsd
mizit JKP-2 dan JKP-3;

¢l rencana pengembangan jalan  kolektor primer
dengan atatuy jelan proviosi,



d) pemeliharean  dan peningkatan kualitas
pelayanan jaringan jalan kolektor primer dengan
status jalan kabupaten atau JRKEP-4;

¢] pemeliharaan  dan  peningkatan  kualitas
pelevanan  faringan  jalan  kolektor selunder
dengan status faln kabupaten;

fj} pemeliharaan dan peningkatan  kuslitas
pelayanar jaringan jelan lokal primer dan jelan
lokal selmnder wilayah kabuparen;

gl pemelibaraan  dan  peninglatan kualitas
pelayanan jaringan jalan Unglmnean primer dan
jalan lingkungan seliunder wilayah kabupaten;

hl pemeliharaan  dan  peningkatan  kunlitas:

pelayanan jaringan jalen lingkungan primer dan
jalan lingluingan sekunder wilayrh kabupaten;

i perwujudan Jalan Khusus, meliputi pemeliharaan
dan  peninglkatan kualitas pelayanan jaringan
Jalan khumis; '

JI Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahen
dan pempangunan jalan tol antar kota, meliputl:

1} ruas  jalan  Gilimanuk-Negara- Pekutatan-
Soka-Mengwi;

2} ruas jalan Soka-Celukan Bawang;

Jj ruas Canggu - Mengwi — Singapadia; dan

4} ruas Bandara Ngurah Rad (Benoa) - Mengwi vis
Singapadu.

k| rencana pergembangan jalan dergan stdtus jalan
kubupatern ateu JKP-4 melalui penyvusunan kajian
kelavakan;

I} peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe C;

m| pengembangan dan penatsan trayel angkutan
PETLUMpPANG WmLim,

n} pengembangan sontral parkir pada kawasan
pariwisata Tanah Lat;

o] penerapsn Mansjemen dan Rekayssa bLalu Lintas
untult mengoptimalkan penggunesn jaringan
Jalan dan pergembmn laly fintas;

p) pengermbangan kawasan berorientasi  iransit/
Trangit Oriented Devglopment (TOD) pada Terminal
Penumpang, Stesiun Kereta Apl dan kawasan
potensial lainnya setalah melaiui kapan;

gl perwujudan Terminal Barang, meliputi
pengembangan termingl barang sesual kajlan

r} pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan;
dari

6 pengembangatt | jalur pejalsm kaki | untak
meruniang axktivilas utama lotd, antara lain
perdagangan dan jase, pariwisata, perkantoran
den kawasan fmsilitas umum.

« perwujudan sistern jaringan kereta api, meliputi:

a) pengembangan  Jarngan  Jalip  Kereta  Api
Antarkota veitu jaringan kereta api melingkar
mengeliling Pulay Bali;

b] pengembangan  Stasiun  Penumpang dapat
diintegrambkan dengan simpul transit lainnya
secara terpadu menjadi Kawasan TOD;

ol pengendaliaon bangunan sekitar sempadan rel
kereln npy; N

d) pengombangan  pevsimpangsn  tidak  ssbidang
sistem jaringan kereta &pi; den

of penyediaan RTH di sepanjang sempadan rel kercta
fpt.

Cu




3!

perwijudan  sistem jaringan sungal, danau, dan

penyeberangan, meliputi;

8| pemantapan Alur Pelayaran Sungai dan Alur
Pelayaran Danay di Danau Beratan; dan

b} pengemhbengan Pelabuhan' Bunpai dan Danau
Penpumpan meliputi dermaga Datiau Beratan dan
dermaga wisaln Danau Bedugul.

C. perwujudsarn sistem |anngan encrgl, melputit

1.

persaiacan jarnmgan  infrestmaktur penyaluran

tenaga listrik dan sarana penduloung, meliputi:

a] pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara
Tegangan Tinpggi (SUTT);

b} pengembangasn dan pemeliharsan Soluran Udara
Tegangan Menenpgah (SUTM);

¢| penpembangan dan pemeitharaan Saluren Udara
Tepangan Rendsh [SUTR); dan

d) pengembangan dan pemeliharsan Saluran Kabel
Tegangnn Menengah [SKTM),

pengembangan Jaringan nfrastruldor Penyaluran

Tenaga Listrik dan Samana Penduliung, meliputd:

] pengembangan Saluran Udnra Tegnngan Ekstra
Tingg: (SUTET) Gilimanuk-Antossar;

b} Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Indyle
metiputi Gardu Induk gas insulated swilchpear
b gam chatra tinggl (GISTET)
Antosari) Glllmanuls

o) pemantapan Trave Listrik;

d] penataan jaringan transmisi yang telah ada;

€| peminglatan dan pemeratsan plkses pelayanan

~secarn merata ke seluruh Wilaynh Kabupaten;

f) Pemeliharnan Gardu Listrik yang telah ada,
meliputi:

1} Gardu Induk gas insulated switchgear Tanah
Lat;

2] Gardu Indulc Antosari; dan

4] Gardu Induk Baturity,

gl pengembangan jaringan bawah tanah secars
terpady  dengan sistermn utilitas lainnya untul
meningkatkan  kuaslites dan  estetika ruang
Wilayeh Kebuputon,

h] pengembanpart  Stasmun Pengaian baterai
Kendaraan Listrik SPELU dan SPBKLU;

i| pemantantan energl baru terbarukan sebagai
sumber energi listrils den

}} pengembangan konsep smart gnd atay jaringan
listrik  pintar untuk meninghatkan  efisienst,
kunlitas, dis kesndalan sistem ketenspalisbrilian,

d.  perdwnjudan sistem jaringan telebomunikasi, meliputi

| 5

perwujudan Jarmgan Tetap, meliputi

8] pengembangan Infrastrulitur Janngan Tetap; dan

bl pengembangan Jarmgan Tetap.

perwujudan Jaringan Bargerak Seluler, melipiti:

a) pengembangan caladpan dan kuslites layansn
Jaririgan nirkabel;

b] pemenfontan jaringan teresirial sistem nirkabel
dengan penutpan wilavah blankspot pada
wilayah berbulit, pegunungan atay terpencl);

¢] penataan dan  pengaturan menara  Base
Transceiver Station (BT3);

d] pemenuhan kebutubisn lalu lintas telekomunikas:
scluler nirkabel unwk seluruh operator yang

menjanghtau selurih wilayah;
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E.

L.

e] pengembangan jeringan layanan internet pads
fasilitus umum dan menjangkau seiurub wilayah
desa adat di wilayah kabupaten;

[} pemerntasan  jangkausn  siaran  televisi  dan
kebutuhan telekomunilasi lainnya; dan

g) pelayanan satelit komunikesi dsn stasiun bumi
vang [clasinya ditetapkan sesual kstentuan
perundang-undangan.

perwujudan sistem jaringan sumber dava air, meliputi:

perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi;

a) pengembangan dan pemeliharean Jaringan Irigasi
Primer;

b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi
Sekunder;

¢l pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi
Teraier:

d] permelibaruan, peningkatan  pelavanan  dan
siektivitas pengelolonn air pada sistem jaringan
Irignsi yang telah ada;

c| peningkatan  koordinasi Daerah  [rigasi (D)
leewenangan Nesional dan Provinsi,

fI pemeliharsen don peninghatan funpsi Daerah
Ingasi (D1 Kabupaten; dan

£) pendayagunaan jaringan irigasi air tanah dan air
baler antuk sir minum dengan sumur bor yang

telaby dibangun di hmmpa kawasan melaluf
pengembanygar jaringan diatribus dan
pemeliharaannva.

. perwujudan Sistem Penpendalion Banjir, meliputi:

a) normalisasi sungai;

bl pemetasn kawasan rawan banjr;

c} pengembangan sistem peringatan dini; dan

d} kajian pengembangan bangunan pengendalian
banjir rob di seturuh pantal yang berpotensi rawan
geiombang pasang.

perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sielipuit:

g) pembangunan Bendungsn lambuk, Embung
Antapan dan Embung Sanda;

b} perigembangan, pemelihargan, dan peningkatan
leapasitas Bangunan Sumber Daya Airi

o) pengembangan air balk pada kawasan yeng
mengalam kesulitan penyedisan air baku| dan

¢dj pemanfaatan dan pengelaban air laut, air huian
tan sumber mir lainnys unmk air baku.

perwujudan sistem jaringan prasarana ldinmya, meliputi:

1.

perwijudan sistem penvediaan air minum (SPAM),
melipiti:
@) perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:

I} pengembangan, pemeliharaan, demn
peninglatan kapasitas jaringan Unit Alr Belo;

2] penpembangan, pemeliharaan, dan
peningkatan kapasitas jaringan Unil Produlkst;

3 pengembangan, pemetiharanm, dan
peninglkatan kapasitas.  |Erinpad Unit
Distribusi; dan '

4] pengembangarn, pemeiiharaan,; dan
peningkatan  kapasitas  jaringan  Unit
Pelayanan,

b} perwijudan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
1] pengendalian pengembangan samur pomps;
dean
7) pemelharaan dan peningkatan bangunan
penangkap mata qir yang telah ada,
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€ pengembangan jaringar air minum Kawasan

Feclptaan,

d} pengembangan faringan air minum Kawasan

Pardesann;

¢] pengembangan unit alr balu alternatif:

fI melakukan upaya kerjasama dengan daemah
selditarnyn yang memilik sumber mata air; dan

gl pengembangon Sistem Penyediaan Air Minum
kegional yang tmeleyani wilavah Dasrah dan
sekitarnya. _

perwujudean Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),

meliputi:

al perwujudss Infrastrukiur sistem pengelolaan ar
iumbal domestik, meliputi:

1) pengembangan SPAL setempat dan komunnl i
kawasan-kawasen padat permukiman;

2] pengembangan [PAL di Kawasan Pedkotaan;

3) pengembangan [PAL dl Kawasan Efeleil
Pariwisats;

4] pengembangan IPAL berbasls masyarakal;

5] penpembangan sistem pengeloiaan air limbak
perpipaan i dalam  kawasan  perkotasan
menuju [PAL;

6] pengembangan sistemn pengelolaan air limbah
setempat dilakukan secara individual; dan

7] pengembangan sistem pengeloiaan air limbah
komunal, '

b} pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Non Domestik sesuai kajlan; dar

€) pengembangan  Pengelolaan Limbah  Bahan
Berbahaya dan Beracun sesusd kajian.

¢ perwujudan sistem jaringsn persampahan, meliputi:

a) pengembangan Tempal Pengelolaan Sampah
Feusw, Reducs, Retrjele (TPS3R):

b} pengembangan Tempat Penampungin Sementara
(TFPS);

¢) pengembangan Tempat Pemrosesan Alkhir [TPA);

d] pengembangan Tempat Penampungan Sampah
Terpady (TPST);

€] pemantapan keriasames pengelolaan sampah pads
TPA Regional Sarbagits:
pengembangan dan  pemantapan  pelavanar
prasarana tdan utilitas jaringan persampahar;

gl peningkatan peran serta Masyarakst dan dunin
usabi daiam pengelolaan persampahan berbasis
sumber melalul pola 3R (Reuse, Keduee, Reoycle):

h] poningkatan kerja sama antar Wilavah dalam
pengelolaan persampatiem;

i)  pemasyarakatan dan sosialisasi Konsep 3R;

jI peningkatan keglatan pengurangsn sampah dari
sumbernya; -

k) peningkatan sarans pengelolasn sampah;

I} pembataszn penggunasn dan timbulat sampah
plastik;

m| peringkatan penanganan sampah; dan

1) penyusunan dekumen rencany indulk
(musterplan} persampahan kabupaten.

perwujudan  sistem  jaringan evakuasi bencana,

melipui;

a) penetspen dan pengembangan Jalur Ewvaluasi
Bencana;

b penetapan dan pengembangan Tempat Evaluas:
Benoahiag '




¢ pemasyarakstan dan sosinfisas| sistermn laringan
evakursl bencaria;

dl pongembaripan sistem fuitigasl bencann secara
terpedu;

) penpawasan dan  pemeliharson  sarans  dan
prasaruna sistem jaringan evakuasi bencana; dan

fi penyusuman  rencann induk (masterplan)
kawasen mwain bencana Kabupaten.

perwujudan sistem jaringun drainase, meliputl:

a) penyusunan masterplan drainese Kabupater;

0] pengembengan  dan  pemeslibarasm Jaringan
Drainase Primer;

t) pengembangan  dan  pemeliharaan  Jaringan
Drainase Selounder;

di pemelihorsan  dan  pemellharasn  Jaringan
Drainase Tersiér; dan

¢} pengembangan sumur resapan dan lubang
Dippori,

(3} Perwufudan roncana pola ruang sebugaimana dimalesud
pada ayal (1) buraf b meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

1,

b 1

perwujudan Badan Air, meliputi:

g} pemeliharaan dan pelestarfan badan air;

b pengembangan tanpgul badan air

¢) pengelolann hidrologl dan kualitas dir Wilayah
Sungal; don '

d} pemuantauan dan pengendalian kegiatan budi duva
agar tidak menurunkan kualitas! fungsi badan
air.

perwujudan Kavasan yang memberilkun

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa

Kawnsan Hutan Lindung, melipurti:

a| penclapan tata batas Kawonssdn lindung di dalam
Kawasan hutan;

b) rehzbilitasl  dun  revitallsas Kawasan hutan
Linenang,

¢l pengawasan dan pementsuat secara rubin untuk
mencegah  tetizdinys pencbanpan  liar  dan
kebakaran Kawasan Hutan Lindung;

] pengembangan vepetasi fegakan  dnggl  vang
mampu  memberikan  perlindungan  terhadap
permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke
Halam tamah;

¢] pengembangan blok penyanges pada kawasan
yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;

f) melakukan program pembineaan, penyuluhan
kepads masyarakan dalam upays pelestarian
Kawasan Hutan Lindung; dan

B pengendalian  kegiaton budi days agar tidek
menigemngsn fungsi lindung Kawdsan Hutan
Lindung.

perwujudan  Kawssan  Perlindungan  Setempat,

berupa petlindungan kesucian Kawasan Suci dan

Kawnsin Tempat Sucl, meliputi:

a) pemantapen fungsl dan  penataan  kawasan
perlindungan setempat bervpa kawasan suci;

b] pemetsan kewssan perlindungan setempat berupa
tempat susi/ Para; dan

¢l pempawasan dan pengendalian leepiaan
pemanlaatan ruang agar tidak menganggu fungsi
Kawnsan Perlindungsn Setempat.

perwiiuden kawasan konservasi, melipuri:

8] perwujodan Cagar Alam, meliputi;
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1] rehabilitasi dan pengsmanan cagar glam;
2] paningkatian chiversifilcasi RtaL
lreanskaragaman hayat; dan
3] penegisan tate batas dan zonasi cagar alam.
b) pereujudan Taman Wisata Alam, meliputi.
1) rehabilitasi Taman Wisats Alam;
2) pendayapunaan dan pelestarian potensi hutan
wisata; dan
3] pembatasan kegintan wisata alam.
©] penyediasn fasilitas  untuk wepentingsn
 pendidikan dan penelitian;
d] penguatan PUOETATT dan paemberdayaan
masyarakal; don
¢ pemetnnn dan penetapan  jalur/koridor
perlindungan penvu 'dan satwn liar,

b, perwujudan Kawasan Budi Dayu, meliputi:
L. perwujudsn Kawasan Perkebunan Rakyar meliputi:

g} pemetsan lizas dan kondisi kawasan perkebunan
rakyat]

b) pempembangan komodims kayu dan oon hagyu
penunjang industri kerajinan;

¢} rehabilitasi dan konservisl kawasan perkebunan
rakyat; dan

d) pengembangan kawssan operkebunan raloar

untuk konservasi dalam bentuk kebun rava di
luar kawasan hutan.

perwiiuden Kawasan Pertantan, meliputi:
8) porwujudnn Kawasan Tanaman Pangas, melipuati:

I} pemethan Kawnsan  tanaman  pangan
produktf;

4] penetapan Lahan Pangan Pertanian
Betkelaniutan  (LP2ZB) demu  ketahanan
pangany

3] peningkatan jaringan irigasi;

4] peningkatan intensifilkas! lahan,

5) penguatan  kelembegsan  subak  dan
kelembagaan petani lainnyva terkalt dengan
pengelolaan sumber daya air untuk ingasi,
pumgndasn garana produksi, panen, pasca
[lien Can pemeasaran;

| pengembangan secara berlahap  sistem
pertarion  organik  di selurch  wilsvah
kabupaten;

7l pengembangan kKawssan senire produles
pertanian melalui sistem agnbisnis terpadu
yang terintegrasi dengan  pengembangan
kawasan agropolitan;

8] perdgembangan kebijaian pengintegrasian
selctor pertanian dengan pariwisats;

8 peningkatan produlktivitas lahan - lahan
sawnh melalul intensifikas] lahan pertanian;

10) penpembeangan xomoditas  yang  adaptif
terhadap perubahan ikiim;

11) pemantapan pelayanan jarkigan irigasi;

12) pencepphan  dan  pombatasan alih funpsi
kawrsan tanaman pangan beririgeasi;

13) pengembangan budidaya perlkanan pada
saluran irigasi; dan

14) perlindungan kawasan terasering sawah.

b perwujuden Kewssan Hortikultura, meliputi;

1] pengembangan komoditas tanaman  buah-
buaahan bercampur dengan kawasan
perkebunen rakyat;

§
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4} pemantapan Eawasan Agropolitan Baturiti
herbisis pertanian hortilunlturs;

3] pengembzngan kemitraan dengan  sekior
industri daen pariwlsata;

4 pengembangan lussan  kawesan budiduya
hortikuitura organik secara bertehap pada
tiap subak dan desa sesuai potensinya;

3) pengembangan lanaman hortileultura
meliputi tanuman bungs, tanaman higs, sayur
mayur,

6) pemanfaatan lahan basah, vang belum
beririgasi pada bulan - bulan kering:

7] pemilihan jenis komoditas yang memiliki nilal
ehanomis; . _

8] pembatasan perluasan budi daya hortikultura
sayur mavur darl kawasan perkebunan dan
perkebunan rakyat;

Y pengendalian kegimten budidave hortikultura
sayur  omayur pade  kewasan  denpan
kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);

10) peninghkatan sarans dan pragaranc
hortikultura;

L1} penguatan kelembagaan petand teckait dengan
pengelolaan sumber daya air untuk irigas,
pengadaan swana produksi, panen, pasca
panen dan pemasaral; dan

12] pengembangan sentra agropolitan lainnva

perwujudan Kawasan Perkebunan, meliputi;

!] penetapan  lawasen perkebunan deamn
penetapan komoditas ungeulan;

2) peninghatan sarana dan prasarana kswasan
porkehunan; ' '

3} penguatan kelembagann petan terkait dengan
pengadaan sarana produksi, panen, pasca
panen dan pemasaran;

4] pengembangan kawasan perkebunan;

9] peningkatan pelaysnsn sarana dan prasarana
perdukung sistem agribianis dan
sgroindustti;

6) pengustan sistem kelembegaan kelompok tani
aley gapoktan;

7) pengembangan agrowisata dan  Kemitroan
dengan sciktor industri dan pariwissta;

Bl pengembangan lunsan kawasan pérkebunan
organik secara bertahiap;

9 pemantzpan Kawasan Agropolitan berbssis
tanaman perkebunan;

10) integrasi  kegistan  peternakan  denman
kawssan perkebunan:

1 1) identifikasl dan pemetaan potensl kawasan
pertambangan  vang ada di kawasan
perkebunan; dan

12) pengendnlian  dan  opumalisasi  kegiatan
pertambangan pada bawasan perlebunan;

3. perwuijudan Xawasan Peruntukan Industri, meliptti:

aj

L)

¢l

pengembangan  potensi Kawasan  peruntukan
indiietri; dan

pengembangan  sentra  industri keeil  dan
menengalh (BIKM)] terintegrasi dengan lcawasan
pormukiman;

pengelolaan Kawasan Peruntukan Industn secars
berkelanjutan,

R T I R A R e i

TR




dl penyediaan infrastrukiur pendukubg kegiatan
indugeri:

) pengembangan dan  peningkatan prasarana,
sarana, dan utilitas df Kawasan Peruntukan
Industin; dan

f| pengewssan dan pemantauan serta pengendalian
terindap kegiatan industrd untuk mencegah
nmbulnye pencemaran linghungan dl Kawssan
Peruntukan Industri

perwiiudan Kawussan Pariwisata, melputi:

a penpembangan Kewasan Efeltil Pariwisats;

b) pembenpunan infrastruktur penunjang
pariwisning

g) pengembangan fasilitas pariwisata;

d] pengémbangan kawasan parwissta berkonssp
cloowisara;

¢} pemantapan dan pengembangan DTW dengan
kansep ekowisata;

fl  penpembangan sarana dan prasarana pariwisata
pada DTW secars terbatas:

g peningkatun aksesibilltag ke seluruh DTW:

b} pengembrngan desa wisata;

i| peningkatan kualitas obyek wisata:

JI pengelolaan  Kawasan  Pariwissin  secara
berkelanjutan,;

k) pengembangan sumber daya pariwisats dan
ekonomi kreatil di Kawasan Parwisata:

I} pengembangan Kawssan Wisata dan objelk wisata
Jranua;

m| pengembangan Destnesi Wisata Daerah:

nj mensginermkan kepiaton lainnya vang memiliki
potensi sehagai dave tarilk pariwisata;

o) peoingkatan sistem informast dan promosi wisata
berbesis telmelogl pariwisata:

pl pengembangan jenis dan paket wisala unggulan;

dl pengembangan daerah tujuan wissta berapa
wisdta budaya, wisata slem, wisata objek khuaus
dan wisata buatan;

t)  pembinasn dan pemberdayasn masyarakat dalam
Upnaya pengembanpan Kawasan Pariwisate; dan

5| integrasi sistem Cleanliness, Health, Safety and

Enuirontment  Sustainabilfty  (CHSE] dalam

Kawasan Pariwisata

perwujidan Kawasan Permularman, meliputs:

4| perwujudan Kawasan Permulkiman Perkotaan,
meliputi:

] penvediaan perumeshan yang memadal, aman
dan nyuman bagi masyarakat perkorgan;

) penyediman.  sarena.  dan PrEBATATIE
permuldmean sestial daya dulkung Kawasan;

3] pengembangan permuldman produktl dan
berkelanjutan;

4] perbaikan lingkungan permukiman lammuh
dan kurang layak honi;

5] rehabilitasi dan/atan relokssi permukiran
yang terletak pada kewasan rawan bencana;

6} kemservasl  kawasan  tradisional /etniy/
berssjarah;

7] percadangan kawasan permukiman  baru
{tasiba dan  lasibal denpan rencana
peEmbangunan prasarana permukiman yang
iebih terarah, efektif, ofisien, produkdf, aman
dan berkelanjutan;




(4}

8] penatasr, perbaikan dan  peningkatan
wualitas ingkungan permukiman;

9] sosialisasi penggunean bangunan bertingkat:

10} perwujudan ruang terbuke hijau minimal 304
{tiga puluh persen) dari kawasan permukiman
perkotaan; dan '

11] perwujudan riang terbuka non hilau, ruang
peialan kaki, jalur dan ‘ruang evakaoesi
DENICANEL

k) perwujudan Kawasan Permuliman Perdesaan,
mmelprt:

1) penyedisan perumahen yunp memadai, aman
dan nyaman bag! masyarakat perdesaan;

) penvedinas perumahan masyvarakat
perdesaan  tetap memperhatiksn  sistem
wearifon lokal dan sistem leekerabatan yang
beilaku;

3] penyndiaan  sarans dan prusarana
permukiman sesuai daya dultung Kawasan;

4) perbaiksn lnglungan permukimsn kumuhb
dan kurang loyak huni;

5) rehabilitasi dan/atau relokasl permuldman
yarg terletak pada kawasan rawan beticans;

6] penatasn, perbaikan dan  peningksatan
knalitas lingloangan permukiman;

71 perlindungan terhadap Kawessan Tanaman
Pangan beririgasi;

5] pemanfaatan lahano pekarangan permuldman
perdesann uninik kegiatan petermakan skala
rumah tangga;

9) revitalisesi Desa Tua yang memiliki tata ruang
desa dan arsitelktur khas; dan

10) perlindungan habitnt satwa kera Kawasan
Alas Kedaton.

6. perwijudan Kewasan Periahanan dan Keamasan,
meliput
a) penatran dan pengelolaan Kawasan Pertabanarn

by

]

dan Kepmonan:

pangendalian perkembangan keplotan di sekitar
Kawasan Perfalianan dan Keamanon: dan
pengembangsn prasarang, sarana, dan utilitas
l{awasan Perlahoran doan Keamatian.

Perwujudan kawasan strategs sebagaimana dimaksud pads

ayat {1) huruf ¢, meliput!:

& perwujudan kawasan strategis dad sudut kepentingan
ekomomi, meliput;

Kewasan Perkoiaan Tabanan, meliputi:

1.

ha

a)
b
<)
]

e}

f

pemantapan pusat pelayenan dan  kegiatan
pemerintanan;

pemantapan pusal pelayanan perdagangan jasa
dan kesehatan skala nasional dan regional;
penataan linglkungan dan bangunan ks&wasan
perkotann;

pemantapan  sarana  prasicana dan utilites
penumang Kawasan,

penataan dan pengendalian kewasan di sepanjang
knridor; dan

pengembangan  faringan  transportasi  terpadu
lintas Kawsasan,

Kawsasan Efektifl Pariwisata Bedugul, meliputi:

&)

pemantapan Kawasan Bedupul dan sskitarnya
sehagal kawasan efelctif patiwisata internasional;




b pemaniapan  sarana  prasarana dan otilicas
PEMURJANG pariwisata;

¢| pengembangan jaringan prasarans transporiasi
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan;

d] pengembangan mitigasi dan adaptasi
iehencanaan; ' '
¢ penataan  lUngkungan dan  bangmman  pada

Hewasan, dan

f| punataan dan pengendalian kawasan di sepanjang
komidor dan tepl danau.

Kawaean Efeldif Pariwisata Sola, meliputi:

a| pemantapan Kawasan Soka dan sekitarnya
sebups| kKawasan efektil pariwisata internasional;

b pengembangan potensi minepolitan;

¢ pemantapan sarana prasarsna  dan  utlitas
peEnunjang pariwisata;

d pengembangan jaringan prasamana transportasi
terpadu don teritegrasi pada Kawasan;

¢) pengembangin mitlgasi dlen adaptasi
lobencanaan:
penataan  lnglunegan  dan  bangunan  pada
Kawasan; dan

gl penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang
koridor jalun den kawasan peusir,

. Kawasan Efekti] Parlwisata Tanah Lat, meliputi:

a) pemattapan Kawasan Tanah Lot dan sekitarnys
sebagal kawasan efektil pariwisata internasional;

b} perlindungan kawasan suei dan tempat suel Pura
Tanah Lot;

c] pemantapan sarana presarona dan utilitas
penunjang pariwisata;

d] pengembangen jaringan prasarana trunsportas
terpadu dan teritegrasi pada Kawasan;

&) pengsmbengan mitigasi dan adaplasi
kebencansan,

f) penatapn  linglungan dan  bangunan  pada
Hawasan; dan

) perutasn dan pengendalian kawasan di SEDAN A
koridor jalan dan kawasan pesisir.

Kawasan Agropalitan Balunti, Kewnsan Apropolitan

Marga, Kawasan Agropolitan Pupuan dan Kawasan

Agropaiitan Penebel, meliputi:

o) pemantapan potensi  agropolitan,  agribjanis
Kawisan;

b] pengembangan polensl industn kecil menengah
agrupblitan ramah lnghurngan;

c) pernunlepen  potensi  agrowisatn  berbasis
eltowisate;

d} pengembangan prasarans, sarana utilitas dan
transportasi  terpadu  pemunjang  kawasan
agraupolitan,

o] Integrasi pusat-pusat  peldyanun  kegiatan
agropolitan dengan  sistem  perkotesn  sccarn
rerpadu;

fi lonservasi lahan pertanian produktd dan daerah
TesapHn air; dan

gl pemantapan  fungsl dan  peran arganisasi
imasyarakat dalam pengelolasn dan
pengembangan kawasan agropolitan.

Kawasan Strategis 'Cepar Tumbuh Kerambitan,

melipu;

a] pemantapan potenai industrl dan perdegangan
dan jasa Kuwasnr;




) konservasi lahan pertanian produktf serto daerah
resapan it

¢} penatasn dan pengendaiian kewasan Jdi sepanjang
koridor dan kawasan industri; dan

d) pengembangan’ prasarana, sarana utibas dan
transportasi terpadu periurjang Kawsson.

Kawasan Strategis Cepat Tumbub Luwus dan

Seldtarnya, serta Kawssan Straregis Cepat Tumbuh

Pandak Gede, meliptti;

a) pemantapan potenst ndustri dan perdegangan
dan jasa Kawasan,

b) konservasi lahen pertanisn produlitif serta dacrah
resapan alr;

c} penataan dan pengendaliav kawasan di stpanjang
koridor dan kewassn induastriy

d} integrasi kegiatan industri perdagangan dan iasa
seiis keglatnn pariwisats secara terpadu; dan

¢] pengemibmngan prasarans, sarana ufilitas dan

transportagi terpady penuniang kawassm,

b. perwujudan lawasan strategls dar sudut kepentingan
sosinl dan budaya, meliputi:

Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tangh Lot,

Kawasan Pura Pakendungan, Kawasan Pura Resi,

Kawasan Pura Luhur Serijong, dan Kawssan Pure

Gadingwant, meliputi

a| penatdsn dan pengendalian serta  konservasi
Kawasan Suci dan Kewasen Tempat Suci Purn Sad
Kahyangan dan Dahg Kahyangarn,

b) pengembangan prascrana, sarsnd, dan atilitas
penunjang Kawasan Pare Sod Kahyongan dan
seluruh Dang Kahyangan;

c] pengembangsn dan penetapkan sistem zonasi
ptmanfautan yang mencalup zona int, zona
penvanges, zwona pengembangan  dan zona
pehunang padd Kawasan tempat sucl sesund
lretentuan kearifan lokal dan budaya Bali.

. Kawasan Catur Angge Batukara dan Kawasan

Jatiluwih, melipuri:

EY pmﬂntapan kawasan sebagal  jatidid  dan
identitas Kabupaten berwawasan lingkungan dan
warisan budaya Halj;

b) konsorvesi, penataan dan pengendalian bangunan
dan linghungan sepamang karidor;

o) konservasi lahan pertanian produktf dan resapan
HiTy

d) penegasan pemanfaatan ruang Kawasan;

gl Integrasi fungs konservasi, sosial dan ekonomi
serfa kepariwisutasn;

i} pengembangan  potenst  elowisata  secara
berlelaniutan; dan

gl pengembangan prasarana, sarana utilitas dan
transportasl terpadu penunjang Kawasan.

e perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingas
fungsi dan day:d dukung lingleungan hidup, melipui
Kawasan lutan Lindung dan Cagat Ajfam Batulaaru,
Kawnsan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah, dan
Kawusun Hutan Lindung Yeh Aya, melipat;

i.
2.

3

pemulihan dan penangpulangan Merusakan
linghungan hidup Kawasan;

pengembangan tan pengendalian kawasan
berdassarian ronasi;

pengembangan potenst ekowisala dan eduwisate pada
zuna pemanfaatan:
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perlindungan kelestarian leawasan suaci;

5, pengembargan  sistem  mitigesi dan  adaptasi
kebencanann; dan

6. penguatan  koordinasi  kelembagaen  pengelols
fmwnssEn,

Bsgian Keempat
Pelaksansan SPPFR

Paunl 36

Pelaksanean smloonlsasl program pemenfastan  runng

schagaimeng,  dimaksud dalum  Pasal 45 huraf e,

dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama melalul

penyelarasen indikasi program dengen program sclctoral dar

kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan sccars

terpadu.

Sinkronisasi program  pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, menghasillzan dolmmen:

a. SPPR jangls menengah 5 [lima) tahunen; dan

b SPPR jangka pondek 1 [satu) tshunan.

SPPR dangkan Menengah § [ima) Tahunan sebagaimana

dimalesud pada ayat [2) hurof g, disusun untuk mewujudlkan

keterpaduan program Pemeanfasten Buang, yvang digunelkan

ssbaynai:

. mesulEn untuk penyusunan Rencana Pembangunan
Jangks Menengal Dasrah (RPJMD);

b. masukan untul pelaktsanaan peninjauan kembali dalam
rangka reviz: RTRW Kabupaten; dan

c, balan penyusunan SFPPR Jangikn Pendele | {gam)
Tahunean.

SPPR. Jangka Pendek 1 (salu] Tahunsn sebpagaimana

dimalesud pada avat (2] huruf b, disusun untuk menentulkan

privritas program Pemanfastan Ruang, yong digunalan

sebagni:

i mesukan untuk penyusunon Rencana Kerja Pemerintsh
Daerat (REPD); gan

b, mAasukan uniuk pelaksanaan peninjsuan kembali dalam
rangka revisi. RTRW,

Pelagksanasn SPPR sebagaiman dimsksud pada avat (1),

‘sesual dehgan ketentuan peraturen perandang-undangan,

BAB VI

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

LUmum

Pasal 57

Hetentan  Pengendaiian  Pemanfantsm  Ruang Wilayah,
sebapammana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, melipati:

=
Iy
.

d,

Ketentuan Umum Zonasi:

pEnilaan peinksbErEsEn *l-n:rrr.tmf&l.&Lm‘L riiang,
Letentuan inspciif dan disinsentif] dan
arahan suanke.




(1)

|

(1}

(2]

(3]

(1

Hapian Kedun
Ketentuan Umum zonasi
Paragraf 1
Umiuim

Pagal 58

Ketenmian Umum Zonas! sebagaimana dimaksud delam
Pasal 57 huruf e, disusun sebagsi dasar pertimbangan
dalam pengawnsan Penatasn Buang, sebagal landasan bag
penyusunan puraturan  zonasi, serta schapal  dasar
pemberian KKPR

Ketentuan Umum Zonasl sebegaimans dimalesud pacda ayat
(1), meliputi:

a. Ketenmuan Umum Zonasi Strukrur Ruang;

b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan

c. ketentuan hkhusuoy,

Ketentuan Umum Zonas| sebagaimana dimalesud pada ayat
(1} dafam persyaratannya mengacuy pada  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Strukrur Ruang

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagsimana

dimuaksud dalam Pasal 58 ayat {2! hurif a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zenasi sislem pusat permukimar; dan

b, Retentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarade.

Retentuan Umum  Zonest sistem  pusat  permuldman

stbapaimans dimaksud pads ayat (1) haraf 8, melipu;

&. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal:

b. Retentuan Umum Zonasi Pusat Felayanan I-.awasan dan

t. Ketentusn Umum Zonasi Pusal Pelayanan Lingkungsn

Estenituan Umum Zonasi -sistern jaringan  piasarana

sehagaimana dimalesud pada ayat (1) huraf b, meliputi:

a. Keteniuan Umum Zonasi slstem jaringan transportasi;

b, Ketenluan Umum Zonas| sistem jaringan energl;

c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan
telekamunikas]:

d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber dava
air; dan

e, Hetentuan Umum Zonasi sistem joaringan presarana
balimesa

Praal 60

Hetentuan Umum Zonasi Pusat Kepiatan bokal sebagaimana
dimsksud dalam Pasal 59 ayal {2) huruf a, meliputi:
& kegiatin  Pemanfaatan  Ruang  yeng  diperbolelikan
meliputi:
1. kegiatan pErkrintnrcm pemerintahan skala kecsmaten;
2. kegiatan perdagangan dan jase skala kecamatan;
4. kegiaten pertanian;
4, ‘kegiatan pariwisats;
5. kepiatan industri pendulung;
G, sarana  pelayanan  umum  pendidikan  menengah
hingga tinggl, sosial budaya, kesenian dan olahraga;
7. perdmahan;
8. keglatan penghijsuan dan BTH;
5. penyedigan untul mang terbuka non hilaa kotn;
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10. penvedipan presarana dan sdarana transpoartasi umum;

1L penyediaan prasarena dan sorana keglstan gektor
informal:

13, sarana dan prasarana mitigasi bencane: dan

13. pelayanan juringan prasarana perkotsan air minum,
laringan drainase, persampahan, sir limbah serta
cnergi dan kelisteilan,

b. kegiaton Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi keglatan selain sebagaimana dimaksud
hurufl & yang odak mengganggu funpsi Kawasan sebupal
Pusat Kegiatan Lokal; '

¢, kegintan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:

1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menntup lokasi
dan Jatur Evakuasi Bencans;

2. kegiatan yang menyebabkan dampak negadf terhadap
imgkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan

3. registen selain sebagaimana dimaksid pada huril &
dan huruf b yang dapal mengganggu fungsi Kawasan
sebagai Pusat [(egintan Lokal. ™

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pemanfaatan rusng Kawasan Perkotaan disesuaikan
dengan karakler sosial budayn masyarakat setempat,
mengaoy pada korsap T Mite Earona, Catus Patha,
Hulu-Teben, dan Tri Mandala sertu periataan lansekap
dan wuojud bangunan bereir ersiteltur tradisional
Bali;

2. penaman [anschap dan tata bangunan begjati diri
Budaya Bali, ramall linglungan, rendall karbon,
diduleung teijaminnya aldtivitas kearfan lokal vang
inklusif terinteprasi dalarm Ruang kota;

3. pengembangan prasarana den sarana, disrahkan
sebagal Kawasan Perkotaan yang memiliki kualitas
daye dukung lingiungan menengah dan kuslitas
peluyanan prasarans dan sarana menengah;

4. penyediasn RTH paling sedildt 30% (tiga puluh persen)
dari luss Kewasan Perkofaan yang terdid dari 20%
[dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh
persen) RTH privat) dan
pemaniaatan ruang untuk bangunan gedung dengan
ntensitAs sedang  dan tnggl  serta ketingsion
bangunan paling linggt 15 flima belas) meter dar
permukasn tanah,

Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelavanan Kawasan

sebagaimanu dimaksud dalam Pasal 89 avat (2] hurof b,

meliputi:

a, kegiatan  Pemanfnstan Ruang yang  diperbolehkan
melputi:

1. kegiatan perlantoran pemerintahan kabupaten dan

leecamatan;

<. perdaganean dan jasa serta kesvhatan skala nasional
den: regional pada Pusat Pelavanan Kawssan vang
memupaken bagian KSN Kawasan Perkotaan Sarbegita:
puzal perdagangan don jnsa skala kecamatan;
hegiatan pariwisata;
pusat konservasi warisan budaya;
kegintan sosgial-budays dan keseniar;
sgrana pelayanan umum pendidikan, kesehatan,
olahrags dan peribadatan;

8, kegiatan pértanian;

9. perumahan;

10 kegiatan penghijauan dan RTH;

11, penyedigan untuk ruang terbuke non hijau kotag

i
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12 penyediaan prasarana dan sarana transportas umum

13. penyediaan: prassrana den sarana kepimtan sekror
informai;

14, sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan

15, pelayanan jaringan prasarann perkotasn air minum,
faringan dreinase, persampahan, air imbah serta
enetrgl dan kellstrikan.

kegiatan Pemanfaatan Rusng veng diperbolehkan dengan

syarat, meliputl kegiatan selain sebagaimann dimaksud

huruf a yang tidek mengeanygu fungsi Kawasan sebagai

Pusal Pelayanon Kawasan;

. kegiatan Pemanfastan Ruang vang tidak diperbolehkan,

mehisuti;

1. lkegatan yang menghalangi den/atau menutup lokasi
dun Jalur Evakuasi Benoane;

2. kepatan yeng menyebablan dampak negatif terhadap
lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan

3. lkegiatan selain scbagaimans dimaksud pada huruf a
dan huruf b yang dapat menggamggn fngs! Kawasan
sebapal Pusat Pelayanan Kawssan.

d. ketenhian laih vang dibutuhken, mellputl;

1. pemanfaatan ruang Kawasan Perkataan disssualkan
dengan karalkter sesizl budaye masyaralat setempat,
mengacy pada konsep T e Karana, Catus Pathe,
Hulu-Teben, dan Tri Mandale serta penataan Jansekan
dan wujud bangunen berdri argitelauar tradisional
Bali;

2. penataan lansckap dan tata bangunan berjatl dig
Sudaya Bali, ramsh Hoglungan, rendah karbon,
didukung terjaminnys sktivites kearifan lokal yang
inkiuaif terintegras dalam Rupng kora;

3, penyediman RTH pada Pusst Felayanan Hawasan
Wanasan, Pusat Pelayanan Kawaszan Tanah Lot Pusat
Pelayanan Kawasan Pandak Gede, Pusat Pelayunan
Kawasan Penebel, Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Baturiti, Pusat Pelavsnen Kawasan
Selemadeg Barat, Pusat Pelayenan Kawasan Mearpa,
Pusat Pelayanan Kawasan Selemadep Timur, Pusat
Pelayanan WKawuassan Pupuan, Pusat Pelayanan
Hawssan Luwus, daty Pusat Pelayansn  Hawasan
Kerambitan paling sedikit 30% (tHga puluh persen) darj
luas Kewasan Perkotaan yang terdirl darl 20% (due
puluh persen) RTH publik dan 10% {sepuluh persen)
RTH privat; dan

4, pemanfastan ruang untok bangunan gedung dengan
intensitas  sedang dan tnggl serta  ketinggian
banigunon paling tinggi 15 (lima belas) meter dari
prermuksaan tanah.

Ketentuan Umum Zonasi Pusai Peleyanan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayet (2] huruf e,
meliputi:

&, keglatan Pemanfastan Ruang yang  diperbolshlaan

mieliputi:

1. kegiatan perkantoran pemerintahan skala dess|

2. ‘kegiatan perdagangan dan jeasa skala pelayanan
beherspa desa;

sarana pelayenan umum  pendidiken, kesehatan,
olahrags dan peribadatan skala dess;

kegiatan sosial-budaya dan kesenian|

perumahan;

kegiatan penghijauan dan BTH;

penyedisan prasarana dun sarang frensportasi umam;
sirana dan prasarana mitigasi bencana; dan

L
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9. pelayanan jaringan prasarana perkotaan air minum,
jaringan drainase, persampahban, air limbah serts
enerpl dan kelistriksn,

b. keglatan Pemarfaatan Ruang yang diperholehkean dengan
syaral meliput kegiatan selain sebapaimana huraf a yang
tidak mongganpgis lungsi Kawasen sebagal Pusat
Peinyvanan Linghinpen;

c. xegiaten Pemanfmatan Ruang vang tidak diperbolebian,
meliputi:

1. kegintan yang menghalangi dan/ateu menutup lnkasi
dan Jalur Evakuasi Bencann;

2. kegiatan yang menyehabkan dampak negatif terhadap
linglkungsn maupun Sosial budaya Masyarakat; dan

3. kegiatan selain sebagaimans dimalsud pada huruf a
dan huruf b yang dapat menggangen fungst Kawasan
sebagal Pusat Pelayanan Lingltungan,

d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi;
|. pengembangan  Pusat  Pelayanan  Lingloangan

diarahkan uniuk melayani jumiah penduduk peling
sedikdt 5.000 (lima ribu) fiwa dan paling banyak 10.600
[sepuluh ribi) jiwa;: dan '

2, penyedigan prasarana don sarana transportas] wntar

desa naupun antar Kawasan Perkotoan terdekat.

Pagal bl

Ketentuan Umum' Zonasi sistern jaringan  bransportasi

sebagaimans dimalsud dalem Pasal 59 ayat (3) huruf a,

melimatl

o Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan jalan;

b, Ketentuan Umum Zonasi sistemn janngan kereta api; dan

c. Ketentuan Umum Zonnsi sigtern jaringan sungai, dansg,

dan penyebarangan,

Ketentuan Umum Zanasi slgtem jarlngan lalan sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) huruf g, mellputi:

i Ketentuan Umum Zonam jalon umum;

b. Hetentuan Umum Zonasi Jalan Khusus:

e. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Tol;

ul, Ketentuan Umum Zonasi terminal peniimpang; dan

. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang,

Ketentuan Umum Zonesl jalan umum  sebagalmana

dimaksud pada syat {2) hurof a, meliput:

&, Ketentuan Umum Zonest Jalan Arteri Primer:

. Eetentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer;

£. Ketenhuan Umum Zonasi Jalan Koleleor Sekunder;

d. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Primer,

e. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Selkunder;

[. Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lingioungan Primer; dan

g: Ketentuan Umum Zona=i Jalan Linglkungan Sekunder.

Ketentuan Umum Zonasi Jalan Arteri Primer sebapaimana

dimaksud pada avat (3} hurw! &, meliputi;

a lkegiatan  Pemanfaatan Rusng yang  diperbolehkan,

meliputi:

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehloan
pada Rumajs Jalan Arteri Primer meliput! kematan
pelavanan lalu lintas dan anglutan jalun, penompatan
bangunan  utihias, pemanfzatan untuk kegiatan
keagamaan pade area Cofus Patha, pengembangan
mandjemen dan rekavasa laly lintas, pengembangan
RTH yang berfungsi sebagai lanselmp jalan, dan
pemanfastan oleh moda transporiasl  lain bila
diperlukan:

=r
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4.

kegiatan Pemanfastan Ruang Jalan Arteri Primer yang
diperbniehkan pada Rumija jalan arterl primer di luar
Rumaia meliputi permanfaatan untuk pelebaran badan

jalan, untak kebutuhan Rusng pengamanan, dan RTH:

yang berflungs sebagai lanschap jalan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang yeng diperbolebkan
pada Fuwasia Jalan Arterl Primer db luar Rumija
meliputl penyediaan Ruang untuk pendangan bebas
pengemudl, pengamanan  konstruksi  jalan, dan
penpamanan fungsi jalan; dan

kegiatan operasional dan pemeliharaan  jaringan
lanupOrtast, energi, telekomunikas), sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengefolaan limbah B3, jaringan
persampahsn, jaringan  evakuasi bencana  dan
drainase.

s eegiatan Pemanfaatan Ruung yang diperbolehkan dengan

syarat, rrsliputi:

1,

£n

kepialan uperasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Arteri Primer denpan persyaratan teknis  sesuas
ketentuan peraturan perundang-undangsn;
pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarana di Rumijs dan Ruwasjs harus memperoleh
izin diari penyelnggara jmian sesuai kewsnanganoys
defigan peravaratan teknis seaual kelentuan peraturan
perundang-undan gan;

pemanfastan bagian Jalan Arteri Primer dengan
persyaratan  telcnis’ sesual  ketentlon peraturan
perundang-undangan, meliputi:

a) banpunan dan jaringan utilitas:

b iklan;

o) media informas: dan

d} banpun-bangunar,

pemanioatan bedan sdr, sempadan, cagar budava,
peckebunan rakyat, dan pertanman yang memenuhi
daya dukung dan dayva tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta mempertimbangkan garis
ketentuan sempadan demgan  persyaratan  telonis
sesual Ketentuan perafuran perundsng-undangan;
dan

wegiatan keagamaan yang telah mendapat persetujuan
sesuel pernturan perundang-undangan.

. kegiaton Pemanfastan Ruang veng bidak diperbolehkan

meliputi kegiaten yang dapat mengganggu fungsi jaringan
jalan.

1.

2,

1. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

pengembangan jarirgan utllitas terpadu di bawah

tanah;

arahan  ketentuan  pada  baglan  jalan  vang

dimanfuationn sebagal lokael danfatay jalur kepiatan

prosesi keagamaan dan budsye memperhotiloan:

b, tidak diperbalehkan pembangunan dan/atau
menurunkean kibalitas lingkungan den nilad
kesucian -serta mengganggu  jalannyve  prosesi
kesgamaan pada Kawssan Cafus Patha di Wilasah
kabupaten;

o pemaniEatan jalur jalan uniuk kegiatan prosesd
keagamean dan budaya tidak monggangesu arus
lialu lintas meneris;
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d. dalam hal kegiatan prosesi keagumasan dan budaya
memerlukan pengpunaan seluruh bagian jalan,
maka harus tersedia jalur slternatil di sekitar
Kawnsan;

€. pengaturan waktu Femanfaatan Ruang pada bagian
Jalan untuk kegiatan prosesi keapamean  dan
budays; dan

[. pengembangan sistern informasi kondigf lalu lintas
kepada parn pengguna jalan.

3. arahan ketentusn pengembangan manajemen dan

releaynsn lalu lirtns dilakiilean dengin

memperhatikan:

@} ‘arahan menajemen dan rekayesa  lalu  lintas
dilaksanakan untul mengoptimulkan penggunasn
jaringan jaian dan pergeraksn lslu lintas dalam
rangha  memamin  keamanan, keseclamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalam;

bl pemberian prioritas pada pergerakan angkutan
penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;

cf pemberian priorites keselamatan dan kenvamanan
bag pengguna jalan khususnya pejaian kald dan
pengendara sepeda  melalul  penyedisan  jalur
khnsus;

dj pemberion  kemudahan dan  penyediasn  Jalur
lntesan bagm keum difabet

g} desairn persimpangan dilakulean denpan
pensnganan persimpaigan prioritas, persimpangan
dengan bundaran, persimpangan dengan lampu
lal lintas dan peraimpangan tak sebidang;

f] pemaduan berbagai moda anglaatarn:

@l penerapan sistem satu srah, pembedan  lajur
khusus untuk englaatan penumpang dan angkutan
pariwisgta,

h) pengembarigan lintasan penyeberangan  jalan
dalam bentuk jalan bawah tanah {subl way), tanpa
ganggaan [uriderpass), eclan jembatan
penyeberangan di atas julan; dan

i| pembatasan parkir, pengembangan faailitas taman
dan pedestrian, hari bebas kendarman, daerah
bebas kendaraan dan area lisensi khusos:

Ketentuan Umum Zonasi Jalan Kolektor Primer sebagaimans
dimelesud pada ayat (3] huruf b, meliputi:
A, kegiatan Pemsenfastan Ruang wang diperbolehkan,
meliput:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbelehlkan

pada Fumaja Jalan Kolektor Primer meliputi kagintan
prlayanan laly lintas dan angkutan jalan, penempatan
bangunan wutilitns, pemanfaatan untuk keglatan
keagpamaan pada uarew Eawasan Catus  Patha,
pengembangan manajernen don rekayasa lalu lintas,
pengembangan RTH yang berfungsi sebagal landsehop
jalan, don pemanfaatan aleh moda tansportosi lain
bila diperlukan;

xegiztan Pemaniaatan Ruang yang diperbolehkan
pada Rumie Jalan Kolektor Primer di luar Rumaja
melipniti pemanfaatan unfuk pelebaran badan julan,
untuk kebutubhon Ruang penganmanan, dan RTH yvang
berfungsl sebagal landsekaf |alan,




3.
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kegintan Pemanfaatan Ruang yang diperbolelikan
pada Ruwasfa Jalan Kolektor Primer di lusr Rumija
meliputi penyedisan Ruang untuk pandangsn bebas
pengemudi, pengamanan  kontruksi  jalan, dan
pengamanar (ungs jalan; dan

kewiaton upc'—um'nn&] dan pemeltharsan jaringan
transportasi, energl, (elekamunikasi, sumber daya alr,
SPAM, SPAL, pengelolann limbah B3, jaringan
persamipahian, jaringan evakuasi  bencana  dan
dramase:

b: kegiatan Pemanfastan Ruang vang diperbolehkan dengan
syarat, melipuli:

l.

:.I.

.

kegiatan operasionzl, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Kolelctor Primer dengan persyaratan teknis sesusi

Hetontuan peraturan perundanp-undangur;

pembangunean dan pengembangen sistem jaringan
rasarana di Rimija dan Ruwasja harus mentperoleh
zin dari penyelngeara jalan sesuai kewenangannys
oengan peravaratan teknis sesual Kotentiean peraturan
perindang-undangan:

pemanfostan bagian Jalan Kalektor Primer dengan
pergyaratan  teknls sesusi ketentuan peraturan

perundung-undanga, meliput:

a} bangutan dan jaringan utilitas;

|‘:Ij ikelan,

ci media informasi; dan

d} Bangun bargonai.

pemanentan badan air, sempadan, cager budays,
verkebunan rakyat, dan pertanisn yang memenuhi
daya dukung dan daya tempung lingitngan hldup,
mitigasi bencana serta mempertimbangkan  garis
ketentuan sempadan  dengan  persyaratan  teknis
sesual letentuan  peraluran perundang—undangan
dan

kegiatan keapurnean vang telah mendapat persélujuan
sesual peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Runng yang tidak dipnrhnfehlmn
meliputi kegiatan yang dapat menguangau fungsi jaringan
Jalem.

d. ketentuan lain yang dibutohkan, meliputs:

il

2.

pengembangan jarngan wiilitas terpadu di bawah

taniah;

arahn  ketentuan pada bagian  jalan  vang

dimanfaatkan sobagal Inkas| dan/atau jelur kesintan

proses! keagamaan dad budsya memperhatikan:

a) tidak diperbolehkan  pembangunan  dan/atay
menurunkan kualitay  lingloonpan  dan  nilai
kesucian sorta mengganggu  jelannya  prosesi
keagamaan pada Kawasan Cotus Patho di Wilayah
lenbupaten;

bl pemanfaatan jslur jalan ontuk kegiaten proscsi
keagamaan dan hudayva tidak menggangey arus
lalu lintas meners;

¢} dalam hal keglatan prosesi keagameasn dan budaya
memoriukan penggunaan seluruh bagien jalan,
maka harus tersedia jpiur alternatil di sekiter
Kawasan;
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d] panpgaturan wakty Pemanfantan Ruenp pada bagisn
jalan untukx kematan proses) keagamaean  dan
budava; dan

vl pongembangasn sistem informasi kondisi [zlu Hmas
kepada para pengpuna jalsn.

arahan ketentuan pengembangan manajlemen dan

relkayasa lalu lintas dilakukan dengan

memperhatikan:

8] arahan mangjemen dan  rekayasa lalo  lintes
dilaksanakan untuk mengoptimallcan benggunaan
saringun jalen dan pergerakan lalu lintas dalam
ranplka menjfamin leeamanan,  keselamatan,
wetertiban, dan keluncaran jalu lintas dan engloatan
jalan;

b} pemberian priontas pads pergerakan engkutan
penumpang pada roas jalen dan persimpangan;

c] pemberian priorites kesslamatan den keoyamenan
bagi pengguna falan khususnya peialan kaki dan
pengendora  sepeda melaln  penvedisan  jalur
khtises;

d] pemberian kemudahart dan  penyediaan  jaiur
lintasan bag knum efifobe

8] desaln persimpangan tilakulan dengan
peEnAanganan persinpangan priorites, persimpangun
dengan bundaran, persimpangan dengan lampua
lalu lintas dan parsimpangan tak sehidang:

f)| pemaduan berbugai moda anglutan;

g penerapan sistem satu arah, pembedan lajur
khusub untuls anpkutsn penumpang dan anghkutan
pariwisatay; '

h) penpembangsn  lintasan  penyeherangan  jalan
dalam bentule jalon bawah tanah (sub way), tanpa
gangpian lunderpass), tarn fembatan
oonyeberangan di atas jalan; dan

I} pembatesan parkir, pengembangan fasilitas taman
dan pedestrian, hari bebas kendarnsn, dserah
behas kendaraan den area lisensi khusus.

() Ketentusn Umum Zopasi Jalan  Eoleletbr  Seleunder
sebrpgaimana dimaksud pads ayat (3} huruf o, melipati:
& kegiatan Pemanfaptan Rusng yeang diperboiehkan,
meliputi:

o

kegintnn Pemsnfaotan Ruang. vang diperbolelléan
patda Rumaia Jalan Kolektor Selunder meliput
kemiatan pelayanen laluy lintas dan angkutan jalan,
perempatan bangunan utilites, pemainfzatan ontok
kegratan keagamaan pada eces BEawasan Catus Patha,
pengembangsn manajemen dan relayvasa lalu lntes,
pengembangsn RTH yvang berfungsi sebagal fondsehop
jalan, dan pemanfastan oleh moda transportasi lain
bila diperiulan;

kegiatan Pemanfzatan Ruang vang diperbolehkan
pade. Rumija Jalan Kolektor Sexunder di Jusr Rumaja
meliputi pemanfagtan untuk pelebaran badan jalan,
untulk kebutuhan Ruang pengamdnan, dan RTH yang
berfunpsi sebagal landsekap jalan;

. kegiatan Pemanfastan Rueng yang diperbolehkan

padz Ruwasia Jalan Koleldter Sekunder 41 luar Ruamija
meliputi penyedisan Ruang untuk pandangan bebas
pengemudi, pengamanan  kontrulksi  jalan, dan
prngamanan fungyi jalan; dan
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keglatan operasional dan pemeliharaan jaringan
transportasi, energl, telekomunikas:, sumber dave air,
SPAM, SPAL, pengelolman lmbah B3, Jjaringan
persampahan,  jaringan  evakuasi  bencana  dan
droinise,

b. kégiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syurat, meliputi:

L.

L

5.

kegiatan operasionsl, pelebaran dan cehabilitas Jalan
Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai
ketentuen persturan perundang-undangan;

. pembangunan dan pengembangan sistem |aringan

pragarana di Bumija dan Fuwasja harius memperoleh
izin dari penveinggara jalan sesual kewenangannys
dengnn persyaratan teknig sesual ketentuan peraturan
perundsng-undangarn;

pemanfantan bagian Jalan Koleltor Seltunder dengan
peravarstun  teknls  sesual  ketentuan  permiuran
perundang-undangan, melipoti:

a) ‘bangunan dan jaringan utlitas;

b] Ikian;

¢| ‘media informasi; dan

d) bangun-bangunan,

pemenisatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyet, dan pertanian yang memenuhi
daya dultung den daye tampung linglcungen hidup,
mitigasi bencana serta mempertimbangkan  gans
keterituan sempadan dengan persyaratan  telmis
sesual ketentuan peraturan  perondang-undangan;
ilan

kegiatan keagamaan yang telah mendopat peraetijuan
sesuai peraturan porindang-undangan.

c. kegiatan Pomanloaten Ruang vang tidak diperbolelikan
mcliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan
jalan.

d, ketentuan lain yvang dibutshkan, meliputi:

L.

2

pengembangnn jarnpgsn utilites terpadu di bawah

fanah;

arshan  ketentuan  pada bagiar  jalan yEng

dimanfaatican sebapa lokas! dan/atau jalur kegiatan

proses: keapgamaan dan budnoye memperhatilkan;

a) tidalk diperbolehlean pembsapunan danfatau
menurunkan  kualitas  lingkungan  dan nila
kesucian  serta  mengganggy  jalannya  proscsi
keagamuan pads Rawasan Catus Patha di Wilayah
kabupaizn;

b pemanfaatan jalur jalan untulk kegiatan prosesi
keagamaan dan bidaya tidak mengennpgu arus lalu
lintas mensrus;

¢} dalim hal kegiaran proseal keagamaan dan budaya
memerlukan  pengeunoan  selurub bagian jalan,
maks haris tereedia jelur slteematifl di sekitar
Kawasan;

d] pengaturan waktu Pemanfaatan Ruang pada bagian
jainn untuk kegistan prosesi Keagamesn dan
budava; dan

¢) pengembangan aistem informasi kondis! lalu lintas
kepada para pengging jalan.

)
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5. orahan ketentuan pengembangen manajemen dan

relavasaa lalu lintas dilakulan dengan

memperhatikan:

6} aranan mansjemen  dean  rekeyasa lalu  linms
dilakesanakan untule mengoptimalkan pengeunaan

Jaringan jalan dan pergeralan lalo lntes dalam
rangka  menjaminn keamsnan,  keselamatan,
ketertiban, dan kelancararn lalu lintas dan angloitan
Jelan;

b} pemberisn priontas pads  pergeralan  angloatan
penumpang pada ruas jalan dan persimpangan;

€| pemmberian prioritas keselamatan dan kenysmanan
bagi pemgguna jalan khususnya pejalan keki dan
pengendam  sepeda melslul  penyediaan  jalur
khusus;

d) pemberian kemudahan dan  penyediasn  jalur
lintasan bagl keum difubel,

) deaniry persimpangan dilakubkan dengan
penanganan persimpangan prioritas, perslmpAngan
dengan bundaran, persimpangan dengan lampu lalu
lintas dun persimpangan tak sebldang:

f| pemaduan berbagat moda anghkutum,

E) penerapan sistem  saty -aran, pemberian lajur
khusus untule angkutan penumpang dan angkutan
PEIIWISALEA;

h} pengembangan lintasan penyeberanzan jalan dalam
bentuk jalan bawsh tanah (sub way), tanpa
EangEuan {unidarpasas), dan jembatan
penyeberangan di atas ialan; dan

il pembatesan paridr, pengembangan fasilitas taman
dan pedestrian, hari bebas kendaraan, deerah bebas
lendaraan dan area lisensi khusus,

171 Retentuan Umum Zonas Jalan lolal Primer sebagaimansa
dimaksud pada ayat (3] huraf d, melipoti:
@ kegiatan  Pemanfastan Ruang yeng diperoolehlan,
melipuli: '

EL

kegiatan Pemanfaatan Rusng yang diperbiolebkan
pade Rumaia Jalap Loxal Primer melipul keglaten
pelavanan lalu iintas dan angkutan jalan, penempatan
bangunonn utilitss, pemanfzatan unluk kegiatan
keagamann pada area RKawasan Catus  Patha,
pengembengan manajemen dan rekayasa lalu lintey,
pengembangan RTH vang berfungsi sebagal landsekap
jatan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain
hila diperlulcan;

kepiathn Pemanfastan Ruang yang diperbolehilean
pada Rumija Jalan Lokal Primer di luar Rumaia
meliputl pemanfaaton untuk pelebaron badan jalan,
untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang
berfungsl sebagar landsekap jalan;

kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan
padn Huwasgja Jalan Lokal Primer di luar Rumijs
meliputl penyediaun Ruang untuk pandangan bebas
pengemudi, pengamanan kontuksl Jalan, dan
pefigamanan Ringsi jalan; dan

kegiatarn: operasionsl den pemeliharosn  janngan
trarsportasi, energl, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolann Umbak B3, juringan
persampahan, jaringan  cvaluasi  bencana  dan
drainase.

L
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b. kegintan Pemonfaatan Ruang vong diperbolehkan dengan
syaraf, meliput;

&8

kegiatan operasionnl, peleharan dan rehahilitasi Jalan
Loleal Primer dengsn persyaratan teknis sesyad
ketentusan peraturan perdndang-undangan;
pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
pragarsna di Rumija dan Ruwasjn harus memperoleh
izin dari penyelnggara jalan sesuai kewenangannya
dengan persyaratan leknis sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pemanfaslan bagein Jalar Loksl Primer dengan
persyaratan  teknis  sesual  kelentuan  peraturan
perundang-undangan, meliputl:

a) bangunan dan jaringan utilitas;

b iklan;

& medid informas dan

d) bangun-hangunan,

pemanizatan badan air, sempadan, cagar budaya,
perkebunan mkyat, dan pertanian yang memenuhi
daya dulunp dan daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencans  sertn  mempertumbangkan  pars
ketentizan  sempadan dengan persyaralan  teknis
sesumi  ketentuan pératuran perundang-undangan;
dan

kepintan keagamaan yvang telah mendapat perselyjuan
sesual peraturan perundang-undaripsn.

e, koplatan Pemanfantan Ruang yang tidak diperbolebkan
meliputi kegiatan yang dapal menggangeu fungsi jaringan
jalan.

tt. leetentupn lain veng dibutuhlen, meliputi:

A
P

=
wda

tadale  diperbolehkan  pembangunan  denjfatan
menuranikan kualitas lingkungan dan nilal kesucoian
serta menggangeu jalannya proses: keagamaan pads:
Kawasan Catus Farha oi Wilayah kabupaten;

pemanfontan jalur jalan untuk kegatan proses:
kragemuan dan budayas tidak menggangeu arus falu
lintas menerus;

dalam hal lkegiatan proseal keagamaan dan budava
memeriukan pengeunasn selurmh bagian jalan, maka
nirus tersedia jalur aiternatif dl seldtar Kawasam,;
pengaturan waktu Pemanfeatan Ruang peda bagian
falan untuk kegiatan prosesi kespamaan dan budsys;
dan

pengembangsn sivtem informasi leendisi oy lintas
kepada para pengguna jalan.

(8] Ketentuan Umum Zonasi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana
dimalesuel pada ayat (3) hurufl o, moliputi:
4. kegiatan Pemanfaatan  Ruang yang diperbolehkan,
mekiputi:

| F

kegiatan Pemanfaatan Ruang yanpg diperbolebian
pada Rumaja Jalan Lokl Sekunder meliputi kegiatan
pelayanan lalu lintas dan anglutan jalan, penempatan
bangunan utllitas, pemanfastan untuk kegiatan
keagnmasn pada aréa Kawasan Cafus Patha,
pengembangan manajemen dan rékavasa nlu lintas,
pengembangan RTH yvang berfungsi sebagai landsekap:
jatan, dan pemaniasatan oleb moda transpertasi lnin
bila diperhukan;




2

3.

kepiatan Pomanfastan Rusng yang diperbalehkan
pada Rumije Julan Lokal Sckunder di luar Rumaya
meliputl pemanfagisn untuk pelebaran badan jalan,
urititk kebutuhan Rusang pengamanan, dan RTH yang
berfungsi sebagal londsekup jalan;

kegiatan Pemanfeatan Rusng yung dipsrbolehkan
pads Ruwasja Jalan Lokal Sekunder di huar Rumijn
meliputi penyedinan Ruang untuk pandangan bebas
pengemudi, pengamanan  kontruksi  jalan, dan
pengarnatian fungsi jnlan; dan

kegiatan  operapional den  pemeliharaan  jaringan
transportas, energl, telekomunikas], sumber daye air,
SPAM, SPAL, pengelolann limbah B3, jaringan
persampaiun, jaringan evakuasi  bencana  dap
drainmnse.

b kegiatan Pemanfastan Rusng yang diperbolehikan dengan
syarnt, maliputi:

1.

L

5

kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Loka! Primer dengan persvaratan teknis sesoal
ketentuan peraturan perundang-undatigan;
pembangunan dan pengembangan sistem jaringan
prasarani di Rumiia dan Ruwasia harus memperoleh
irin dari penyelnggara jalan ‘sesuai kewenangannys
dengan persyaratan teknis sesual ketentuan peratusan
perundang-undangan;

pemanfastan bagain Jelan Lokal Sekunder dengan
persyaratan  tekmis  sesuml  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, melipati:

) bangunin den jaringan utilitas;

b) iklam:

¢) media informasi; dan

d] bangun-banpunan.

pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budays,
perkebunan rakyat, dan pertanian yang memenuhi
dave dukung dan daya tampung Hogkungan hidup,
mitigasi bencana serta mempertimbangkan  pearis
ketentuan sempadan dengan  persyaratan  telmnis
gesunl ketentuan peraturun perundang-undangan;
dan

ksgiatan Kengameaan yang telah mendapat persctujuan
sesual peraturan perundang-undangan,

¢. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang hdak diperbolehicsan
meliputi kegiatan yang dapat menggangeu fungsi jaringan
d. ketentuan lain yang dibutubkan, meliputi:

T.

5.

tidaic diperbolehltan  pembanpgunsn  dan/atau
menurunkan kualitas lingkungan dan nilad kesucian
serfa mengganggy jalannya prosesi keaparmasn padsa
Kawasan Cafus Patha di Wilayeh kabupaten;
pemenfaaten jalur jalan untuk koglatan prosesi
keagamaan dan budayva tidak mengzangey arus lalu
lintas menerus;

dalam hal kegiatan prosesi kesgamean den budaya
memeriukan penggunasn selurubh bagan jalan, maka
harus tersedia jalur alternatif df seldtar Kawusan;
pengatuiran waktl Pemaniaatan Rusng peda bagian
Jalan untuk kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;
dan

pengembangan siatem informasi kondist laluw lintas
kepada parn pengguna jalan.
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(9] Ketentuan  Umum  Zenasi Jalan Lingkungan Primer
sebagaimana dimaksod pada ayet (3] huruf [, meliputi;
A, kegiatan Pemanfustan Ruang yvang diperbolehkan pada
bagian jalan, melipun:

Xi

3.

kegigtan Pemanfaatan Rusng yeng diperbolshkan
pada Rumaja Jelan Lingkungsan Primer mellputi
kegiatan pelayanan lalu lintes dan angloutan jalan,
pemapfantan until kepiatan keagamaan,
pengembangan manajemen dan rekayasa laiu lintas,
pengembangan RTH yang berfungsi sebagsd lanselap
jalan, dan pemaniaatan oleh moda transportasi lain
bila diparlukan

kegintan Peomanfaatan Rueng yeng diperbolehiszn
pada Rumija Jalan Lingkungan Primer di luer Rumaja
meliput pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan,
untuk kebutuhen Ruang pengamanarn, dan RTH yang
berfungst sebagai lansclap julan; dan

kegiatan Pemanfastan Ruang yang diperbolehikan
pada Ruwasia Jalan Lingikungan Primer di luar Rumija
meliputd penyediaan Rueng untuk pandengan bebas
perigemudi, pengamanan  lkonstrukst jalun, dan
pengamaran fungsi jalan

b, kegiatan Pemanfeatan Ruang yang diperbolehkan dengan
5}rarat pada bagian jalan, meliputi:

SEEES

"

. pembangunan utilitas uriiuk kepentingan wmam;
kegintan kespamian yang telah mendapat
perselujlian sesundl peraturan perundanganundanpan;
dan

pengembangan prasarana dan sarana pelayanan
umum fesual dengan peraturan undanpundangan,

¢, kegiatnn Pemanfastan Ruang yang tidal diperhbolehkan
mebputi kegistan yang dapat menganggu fungsi jaringan
jalan;

d. keétentian lain varig dibutahkan, meliputi:

1.

4.

‘51

fbdak  diperbolehkan  pembanpunan  dan/atau
pengembangan  kegiatan yang dapat menurunkan
kualitas  finglungan dan  nilal  kesucian serta
menganggu  jsignnys  prosesi  keagamaan  pada
Kawasan Catus Patha di Wilayah Kabupaten;
pemanfaatan |alur jalan untuls kegiotsn prosesl
lepgamaan don budava tidak mengeangeu srus lalu
lirrtes menerus;

dalam hal kegiatan proses) kesgamaan dan budays
memerlubian penggunaan selurul bagian jalan, meks
harus tersedia jalur alternatil di sekitar Kawusan;
pergaturan waktu Pemanfaatan Rudng pada bagian
Jalan untulke kegintan prosesi keagamaan dan budaya,
cdan

pengembangan eistem informesi kondisd falu lintas
kepads pare pengguna jalan,

(U] Ketentuan Umum Zonssl Jalan Lingkungan Sclkunder
sebagnimana dimalksud pada ayat (3] huraf g, meliputi:
U kegiatan Pemenfsatan Ruang vang :i;pcrhﬂlchlcan pada
lragzan falan, melipai:

1.

kegintan Pemanfantan Rbang yang diperbolehkan
paga Rumamia Jalsn Lingkungan Sekunder meliput
kegiatan pelayanan lala lintas dan angikutan jalan,
pemonleRing untuk kegiatan Keagamahn,
pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap
jalan, dan pemanfeaten oleh moda transportast lan
bila diperlulean:
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2. kemetan Pomanfeatan Ruang vang diperbolehlan
pada Rumija Jalen Lingkungan Sekunder di inar
Rumaja meliputl pemanfaatan untuk pelebaran Badan
Jalan, untuk kehutuhan Muang pengamanan, don
RTH yang berfungsi sebagai lnnsekap jalan; dan

3. kegiatan Prmanfeaten Ruang vang diperbolehkan
pada Ruwasia Jalan Lingkingan Sekunder di luar
Rumija meliputi penyediann Ruang untule pandangan
hebas pengemudi, pengamanan konstrukea jalan, dan
pengameanan fungs: jalan,

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
ﬂ'_","'rll"ﬂ[ pada bagian jalan, meliputi:
p::ml::angunan utilitas untuk kepentingan umum;
2. kegiatun keagamasn yang telah mendapat;

3. persetujuan sesuai peraturan perundanganundangan;
dan

4. pengembangan presarans dan sarana  palayanan
umum  sesual dengan  peraturan  perundang-
undangan,

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputl kegintan yang dapat mengangmi fungsi jaringan
jalan;

i Lﬂﬂman lain yang dibutubkan, meliputi:

1. tidak  diperbalehkan  pembangunan  dan/atau
pengembangan kepistan yang dapat menurunkan
kualitas  lingkungan dan nilal  kesuclan serta
menganggu  jalarmyn prosesi  keagamasn pada
Kawas=an Catus Patha di Wilayah Kebupater;

2. pemanfeatan Jalur jalan untuk kegiaten  proses)
keapamaan dan budayn tidak mengzenggu arus lalp
lintas menerus;

3. dalom hal keglatan prosesi keagamaan don budaya
memeriukan penggunadan seluruh bagian |slan, maks
harus torsedia jalur alternatil di sekitar Kawasan;

4. pengaturan waktu Pernanfsatan Ruang pada bagian
Jalan untuk kegintan prosesi keagamaan dan budava;

. pengembangan slstem informesi kondisi lalu lintas

kepade para pengguna jalan. .
{11] Ketentuan Umum Zonasi Jalan Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayvat (2] huruf b, meliputl:
n_keglatt-m Pemaniaatan Ruang vang diperbolehkan,
meliputi:

1. ‘kegiatan Temanfeatan Rueng yang diperbolehkan
pada Rumaje Jalan Khusus mrlipuLi kegintan
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan
bangunan ulilitas, penpembargan mangjemen dan
rekayasa lalu  lintas; penpembangan RTH vyang
berfungsi sebagal landsekap jalan, dan pemanfaatan
oleh moda transportast lain biia diperiulkan;

2, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperboleblan
pads Rumija Jalan Khusus di luar Rumaja meiiput
pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan, untuk
kebiutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang
berfunpst sebagal landsskap jalan;

3. kegiatan Pemenfaaten Ruang yang diperbolehkan
prada Ruwasta Jalan Khusus di luer Rumije meliputs
penyediaan  Ruang untuk  pandangan  bebas
pengemud!, pengemanan kontrlsi  jalan,  dan
pengamanan fungsl ialan; den

4, keglatan operasional dan  pemelthsroen jaringan
transportast, enorgl, Telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, pengelolasn limbah B3, Jaringan
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persampahan, jaringan  eévakuesi beéncane  dan
drainase.

b, leegiatan Pemanfsatan Ruang yvang diperboleblan dengan
ayarat, meliputi:

1.

kegintan operasinnal, pelebaran dan rehabilitasi Jalan
Khusus dengun persynratan telmis sesus kelentian
peraturan perundsng-undangan,

pembangunan dan pengembangan  sistem jaringan
prasarana di Rumija dan Ruwasja harus memperoleh
izin darl penyelnggara jalan sesuai kewsnangannya
denpan persvaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangah;

pemanfaatann  bagpin  Jalan  Khusus  dengan
pErsyaratan teknfs sesual  ketentuan poraturan
perundang-undangan, meliputi:

a) banpunan dun jaringan utilitas;

bl tklan;

c) media formasi; dan

d] bangun-bangunan,

. kegintan Pemanfantan Buang yang tidale diperbolehian
metiputi kegiatan yvang dapal menggangou fungsl juringan
jalan.

(12) Ketentuan Utnum Zonasi Jalen Taol sebagalmana dimaksud
pada ayat (2] hurul o, meliput:

a! lepiatin  Pemaznfaatan Ruang yang diperbolehban,
melipata:

1.

kepintan Pemanfaalan Ruang vang diperbolehkan
pada Rumsaja, meliputl pendirian bangunan dengan
fungsr penunjang vang berlatan dengan Jalan Tol
sesual ketentian peraturan perundang-undangan;
keginton Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
dalam Rumiis, meliputi pemanfaatan untult Rumajs
dan p-mnamhahun lmjur lalu lintas, serta Ruang untulk
pengamunan jalan,
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehian
dalam Ruwasja, meliputi kegintan di luar Rumiid
untul perpgamanan kKondisi dan situasi agar Ruwasja
ridak mengangeu pandangan bebas pengemudi; den
kegintan operasional dan pemeliherasn  jaringan
transportasi, energl, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SFAL, pengelolsan limbsh B3, jaringan
persampahan, jaringan  evakuasi  bencans  dan
s’ b

b. ltegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipsrbolehkan dengan
syarat, meliputi:

L,

pembangunan sarana komunikssi, sarena deteksl
pengamanar laln vang memungkinkan portolongan
tlerpan segern sampal ke tempat keyadiam, Serth upaya
pengamanan terhadap polanggaran, kecelakaan, dan
gangmian keamanan lainnys dengan persyaratan
teknis  sesuni  letentnoam  peraturan perundarig-
undangan,

kepiatan operasional, pelebaran dan rehabilitast Jalan
Tol denpan persyaratan telmis sesual  kelentuan
pemturan perundang-undangan:

pembangunan den pengembangan sistem Jaringan
pﬁm.qrann di Rumija dan Ruwasia harus memperoieh
izin darl penyelnggara jzlan sesual lewenangannya
dengar perayaratan teknis sesuai ketentuun peraturan
perundang-undangan;

L [ ]
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4.

7.

8.

pembangunan tempal istirahat dean pelavanan untulk

kepentingsn pengpuna Jalan Tol dengan persyaratan

teknis  scsusr  ketentuen  peraturan  perundang-
undangar;

pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ked an
dari Jalan Tol dengan persvaratan t=knls sesual
ketetituan peraturan perundang-undangan;
pemanfaatan badan sir, sempadan, cagar budaya,
perkebunan rakyat, dan pertanisn vang memenuhi
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
mitigasi bencana serta mempertimbangkan  garis
keterituan  sémpadan  dengan persyaratan  teknis
sesunl ketesituan pératuran pernndang-undangan;
chmtﬂn keagamaan yang lelah mendapat persetujusn
sesugi peraturan perundang-undangan: dan

kegiatan pemasangan illan secara terbatas,

¢. kegiatan Pemanfantan Rusng vang tdak diperbolehkan
meliputi kegiatan yang dapat menggange: fungsi jaringan
jalan. _

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

L]
'

antar Jolan Tol terkonekst sary sama Isin dan
terhubungkan jalan akses tol dari jalan umum aau
oo tol;

pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atay non
tol yang tidak menimbullkan kemacetan;

setiap perencanaan dan pembangunan Jalsn Taol
harus memperhatikan dan harmaonis dengan Hawasan
Lindung, Lp28, permukiman, balas-batas
Werndangan dan palemahan Desa Adat, kelancaran
jeringan  irigasi dan kelangaran  akses  alami
pergerakan adet, budaya serta Kearifan lokal lainnya;
pada kondisi Jalan Tol melintasi luasan tertenta i

~ Kawesan. Pertanian tanaman pangan lahan basah,

desain penampang jalan diupavakan dengan teknik
mengambeng; dan

ketentuan  arphan  pengaturan zonws!  Jalan  Tol
diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan,
kecuali tanpa adanyi gerbang tal,

[13) Eetentuan Umum Zonasi terminal penumpang schagaimana
dimaksud pada ayat (2) haruf d, berups Ketenitaan Umum
Zonasl Terminal Penumpang Tipe C, melipud:

a kegiatan Pemanfaatan Ruang vang  diperbolehkan,
meliputi:

L.

3;

kegistan operasional, penunjung dan pengembangan
Terminal Penumpeang Tipe C;

- operasional dan pemeliharaan aringan transportasi,

energi, telekomunikasi, SPBAM, SPAL, |aringan
persampahsn, joringan  evakuasl bencana dan
dramase; dan

pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfantan Ruang vang diperbolelikan dengan
syarat, meliputi:

[]
=

pembangunan penyediasn fasilitas utama dan fastlitas

penunfang Terminal Penumpang Tipe C  yang
memenuhkl persvaraten keselamatan den keamanan
sasuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
leeginten bongkar muat bamng sepanjang  tidak
mengganggu fungsl Termmal Penumpang Tipe C dan
memperhatilcan keselamatan dan keemenan sestal
ketentuan peraturan perundangundangan;

e e e




i,

tn

. pemasangarl jaringan  utilitas, lklen dan media

informasi dengan mempertimbangkan keselamatan
dan keamanan serta wafib memperoleh izin dari
penvelenggara terminel sesual  Kewensngannya
dengan persyaratan 1eknis sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengembangan jaringan transportasi, energi berupa
janngan  SUTM, telekomunikasi, SPAM, 2Pal,
pc'ngt.il'_'l]ﬂﬁn limbah B3, jaringan persamphan,
jaringan evakuasi beneana dan jaringan drainase
dengan persyaratan telinis sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

Pemanfastan Ruang untult permukimen terutama

perdagangan dan jusa dengan persyaratan  teknois
sesual ketentuan peraturan perundang. undangan,

c. kegintan Pemanfaatan Ruang vang tidek diperbolehkan,
berupa kegintan yang dapat mengganggu fungsi Terming
Pemumpang Tipe C.

d, keetentuon lain vang dibutuhkan, meliputi;

1.

2.

dilenghapl dengan RTH paling sedikit 20% [dus puluh
persen] dari zonn pengembangan  untuk  menjags
kelancaran eoperasional terminzal, keamanan dan
keselamatan lalu lintas den anghutan jalan; dan

memilikl masterplan pengembangan terminal.

(14) Ketentuzn Untum Zonasi Terminal Berang sehageimana
dimaksud pada svat (3] huruf e, meliputi:
i kegiotan  Pemanfaatan Ruang wvang diperbolenkan,
meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjeng den pengembatgan

2.

3.

Torminzs! Penumpang Tipe C;

operasional dan pemeliharman aringan transportasi,
enetgl, (lelekomunilmsi, SPAM, SPAL, aringsn
persampahan, jaringan  evakuast  bencana  dan
drainnss; dan

pengembangnn RTH.

b. keglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolebkan dengan
syaral, meliputi:

1.

pumbangunan penyedinan fasilitas utemna dan fasilitas
penunjang Terminal Barang vang memenuhi
persyaratan  keselamatan dan  keamsnen  sesusi
leetentizan peraturan perundang-unddngain;

kegiatan bonglear muat barang sepanjang tidak
menggangey  fungsl  Terminal Barang  dan
memporhatikarn keselamatun dan keamansn seésual
leetentnan peraturan perundang-undangan;
pemasangan  jaringan  utilitas, iklan den meédia
informasl detgun mempertimbanglian keselamatan
can keamenan serta wajih memperoleh zn dari
penyelenggara terminal  sesual | kewonangannys
dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengembangan Janngan trensportusi, energl berupa
jaringan  SUTM, tolekomunilsas, SPAM, SPAL,
penigelolaan limbah B3, jaringan  persamphan,
|eringan evolkunsl bencana dan jaringan drdinsss
dengan persyaratan feknis sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

-
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5. Pemanlsaten Rusng untuk permuldman terutama
perdapangen dan jase dengan persyaraten teknis
sesual ketentuan peraturan perundang-undarngan.

c. legiatan Pemanfaatan Ruang vang tidalk diperbolehkan,
berupa kepiatnn vang dapal mengganged fungsi Terminal
Barang,

. ketentuan lain yang dibutubkan, meliputi;

l. memiliit masterplan pengembangin terminal;

2. memenuhi  persynratan tenis  penctapan  lokasi
Terminal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zonas
pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional
terminal, keamanan dan keselumatan laly lintas dan
anghutan barang,

(15) Ketentuan Umum Zonast sistem  jaringan  kereta  api
sebagaimann dimaksud pada ayat (1) huruf b, mellputi:
a. Ketenruan Umum Zonasi jaringan jalur Kerels api; dan
b Eetentuan Umum Zonasi stasiun kereta apl.

(16] Ketentuan Umum  Zonasi jaringan  jalur kerets  api
sebagaimana dimaksud pada ayat (15] huruf a, berupa
Hetentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api,
meliputi
a, kepatan  Pemenfantan Ruang  yang  diperbolshkan,

meliputi:

l. penpamanan dan kelanceiran operasi kereta apl seria
penpamanan kontrulksi jalan rel]

2. cperasional dan pemeliharann jaringan transportasi,
energ); telexomunikasi, sumber daya air, BFAM, SPAL,
pengelolaan  limbah K3, jaringan persampahan,
jaringan evalenust bencana dan drainse; dan

3. pengembangsn ETH,

b. kegiatan Pemanfsstan Ruang yang diperbiolehkan dengan
syarar, mehiputi:

I. penggunean ruang manfaat jH.]'L.J" kereta apl untuk
penempatan  famiitas opernsi  kereta api  serta
hangunan pelengkap lainnya dengan persyaraian
teknis sesuni ketentinn perundang-undangan;

2, pemanfsaten rusng milik jalur kereta apl unmlk
kKeperlfan  lain  atas  feln pemilik  prosmarana
pefkerctaapian dengan ketentuan tidak
membahayakan kontruksi jalan rel, fasilitas operas
herets  api, dan  perjalanan kerety apl  dengan
perayuratan  telnis sesual ketentusn perundang-
undangan,

3. peEmanianatan riang pengawasan jrlur ersta apl untizk
kegintnn lwin yung tdsak membshsyalian operssi
keretn api dengan persyaratan teknis sesuni ketentuan
perundang-undsngan;

4, pembangunan jalan, jalur kereta apl khusus, terusan,
sanluran  air, danfutell  pressrEna lain yeng
memariukan  psrsambungan, dan  perpotongan
dan/atay persinggungan dengan jalur keretn api
untuk kepentingan umum dan tidak membahayalan
keselpmatan perjalanan kereta api dengan persyaratan
teknis sesual ketentuan perundang-undangan;

5. pembangupan jalan rel di luar stasiun untulke
menghubungkan antara stasiun dengan tompal
ponglar muat barang dengan persyaratan  teknis
sesual ketentuan perandang-undangan;
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fa.

T

pembengunan fasilitas dan prasarana pengoperasian
perkereteapian  dengan persyaratan teknis sesual
ketentuan perundang-undangan;

pengembangan  jaringun  tansportasi,  energ,
telekomunikast, sumber daya air, SPAM, SPAL,
pengelolasn  limbah B3, jearingar  persampahan,
laringan evakuasi bencana dan disinase dongan
persyaraian  teknis sesuai ketentuan perundang-
undangan,;

pemanfaatan bedan sir, hutan lindung, sempadan,
konservasi, cagar budays, perkebunan rakyat, dan
pﬂrl:.mmn yang memenuhi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, mitigasi bencand serta
pencrapan  kKetentuan ssmpaddan don  persyaratan
teknis sesua ketentuan perundang-undangan; dan
pembangunan  dan  pengembangan pariwisata,
industri, permultrman, pertahanan dan keamanan
yang memenuki daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup, mitigasi hencana serts penerspan
ketentuan sempdan dan persyaratan teksis sesual
ketenituan perundang-undangan, '

¢: kegintan Pemanfastan Ruang yang tidak diperbolehlan,
meliputl kegiatan apspun yang dapat mengeanggu dan
membahayakan kontruksi jalan rel, fasilitas operasi
k=ratm apl, dan perjalanan kereta apl.

e, letentuan lain yang dibutehkan, meliputi:

1.

1a ]

pengeunasn Ruang manfaat jalur keretn api sebaga:
Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan
dan benda penghalang di lari, kanan, sas, dan bawal
jnlan rel;

pembatasan jumlah perlintasan sebidang -antara
jaringan jaiur kereta api dan jalan; dan

. lintasan jalur kersta epi memperhatikan Kawasan

Limdurig, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Kewasan rawan bencana, permuldman, pusat
kegiatan sosial dnan ckonomi, Jaringan irigasl dan
kearifan loka| lainnyn,

(17) Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta apl sebagaimana
dimaksud pada ayat (15) huruf b, berupa Ketentuan Umum
Zomesi Stasiun Penumpang, meliputi;

a. kegistan  Pemanfastan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

W
LT

4,

pembangunan dan optimelieas: stasiun penumpang
antuk, keterpaduan antar jaringan jalur kereta apj
dengan jaringan jalur kereta api lainnya seria dengan
moda transportasi lainnyn;

pembangunan fasilites penuniang stasiun
perumpang)

operasional den pemelibharaan jaringsn transpgoriast,
energi, telckomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL,
jaringsn persampahnn, jarnean evakuasi bencana dan
drainase; dan

pengambangan RTH.

b. kegiatan Permaniaatan Ruang vang dinerbolehkan dengan
syarat, meliputi;

18

kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar stasiun
penumpang dongan memperhatkan | rencana
penipembanpan  perleretasnian sesumi  ketentuasn
peraturan peruncdang-undangan, '

kegiatan yang mendukung ahktvitas pelayanan
perkeretnapian;

pengembangan  jaringan transportas, energl,
telekomunikasi, sumber daye air, SPAM, SPAL,




jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan

drangse dengan persyaratun teknis sesuai ketentuan

perundang-undaogan;

4. pemanizatan badan gir, hutan lindung, sempadan,
koriservasi, eagar budaya, perkebunsn ralyat, dan
pertarzan yang memenuhi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, mitigas? bencana sorta
PETICrapan kﬂmnman sempadan dengan persavaratan
leknis sesual ketentuan perundang-undangan; dan
pembangunan  dan pengembangan  pariwisata,
industri, permukimen, pertahunan dan keamanan
vang memenuhi daya dukung dan dayd tempung
lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penarapan
ketentuan sempadean  dengan  persvarslan  teknis
sesuai ketentuan perundang-undangan,

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tdak diperbolehkan,
berupa kegiatan don pendirian bangunan vang dapat
merRgangau operasional, penunjang, dan pengembangan
stasiun penumpeang.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, melputi:

I, Kawasan di sekitar stasiun Kereta ap dllungkam
dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan
luesan stasiun kereto api; dan

2. pengembangan stasiun kereta api dan gistem jeringan
perkeretaanian sesual  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

E,ll

(18) Kerentuan Umum Zonas: sistem jaringan sungal, denau; dan

[19]

penyeberangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1] buruf e,

meliputi:

a. Keterituan Umum Zonesi Alur Pelayaran Kelas [11; dan

‘n Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhkan Sungal dr.m Danau
Penpumpan.

Ketentuan  Umuom  Zobasi Alur Pelavaran Kelas 11

sebagaunana dinaksud pada ayat (18] huruf a, meliputi:

8. kegintnn  Pemaniaatan  Ruang yang  diperbolehkan,
meliput;

l. sarans dan prasgrana peouniang operasional alur
pelayaran di danau; dan

2. kegiatan  pergembarigan  kawasan  peruniuban
pelnbuhan penyeberangan serte sarana dan prasarana
penuniang operasinnal alur pelaveran danmy serta
lintas penycherangan,

lr. kegiatin  Pemanfaatarn Ruang vang  diperbolehkan
bersyarat, berupa pemanfaatan perairan yang berdampale
pada keberadaan alur pelayaran danau' serts lintes
penyebergngan.

c. kegiatan Temanfzatan Ruanp vang tidak diperbolehian,
melipuli kegiatan yang menggangeu kegiatan di daerah
lingkungan lerja pelubuhan penyeberangan dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan penveberangan, dan
jaluf transportasi danau, ' '

d. ketentuan lain yeng dibutuhkan, meliputi:

1. memilikt repcanz induk pelahahan atau dermaga;

2. pencegahean dan penanggulangan pencemaron dari
pengoperaglan  kapal dan  hegiatanpenyeberangan
perairan danau; dan '

d. Pemanfzatan Ruang pada Badan Alr di sepanjang alur
pelayaran dibatasi scsusl dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(20} Ketentuan TUmum Zonasi Pelabuhan Sungal dan Dansu

Pengumpan sebagaimana dimaksud pards avat (18) hurul b,
meliputi:




(1]

(2)

a. kegiatan  Pemanflaatas  Rusng  yiang diperbolehkan,
meliputi:

l. sarsnz dan prasarana  penunjang  operasional
pelabuhan atau dermaga wisats;

2. kegiaten pokok operasional pelabuhan atau dermaga
wisata;

3. kegialan penunjang operasional pelsbuban  alau
darmaps wisata; dan

4. kegiatan pengembangan  kKawasan  perunlukan
pelabuhan atsu dermaga wisata.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputi:

|, pelabuhan atau dermnga sesuai skala pelayanan; dan

2. pemanlaatan ‘FE!.'J'_LITE-IJ. yang berdampak pads kegiatan
pokole dan penunjang opesrasional pelabuhan amu
dermaga wisata

o kegintan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kegistan yang mengsaneggn kegiatan di daerah
lingkungan kerja dan daerah lngkungan kepentingan
pelabuhan atau dermags wisata, serta kegiatan lain yeng
mengpangel fungsi Kawasan peruntubun pelabuhan atau
dermaga wisata;

d. ketentuat: lain vang dibutuhkan, meliputi;

1. memiliki rencana indul pelabuhan ntuy dermaga
wizara;

2. pencegahan dan penanpgpulangan pencemearan dard
penpoperusian kapal wisats;

3. pnngambm:lgan Wilayah pelabuhar atau  decmags
wisata dapst difaksanaken sepanjang lidal melampaui
ketentuan fasilitas pelabulian slan dermaga wisals,
tidak mengorangl lnas dergten dan perojaran aws),
tidak menyebablkan terbulkanya akses gelombang, dan
tiarahkan untuk menduking pelabsansan
pengamanan kapal; dan

4, penyedinan fumilitus terbangun wallb diinteerasilan
dengan fungsl selditar berupa penyediaan lahan parkir
terpadu yang diarshkan untuk mengurangi konflik
kemacetan di selitar kawasan,

Pasal 62

Ketentuan  Umum  Zonasi  sislem joringan  energl

sebagaimans dimaksud dalam Pasal 59 avat (3) huruf b,

meliputi Ketentuan Umum Zonesi jaringan infrastruktur

leetenagalistrikan.

Ketentuan  Umum  Zonasi  jaringan mfrastruldar

ketenagalistrikan sebagnimmana dimaksud pada avar (1},

meliputi: '

a, Nelentuan Umium Zonasi Saluran Udara Teganpgsn Elkstra
Tingg (SUTET);

b, Ketentuan Umum Zonast Saluran Udare Tegangan Tinggel
(SUTT);

¢, Hetentuan Umum Zonasi Seluran Udarse Tegangan
Menenpgah (SUTM];

d. Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara  Tegahgen
Rendah [SUTR);

e, Hetentuan Umum Zonasi Saluran Kabel Tegangan
Menengah [SKTM); dan

f. Ketentuan Umum Zonasi Gardu Liatrik.

Ketentuen Umuin Zonas Zonas) Salursem Udsss Tegongan

Ekstra Tinggl (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

Faruaf & meliput




(4

. kogiaton  Pemanfastan Ruang yang diperbolehkan

meliputi

i. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan

2. kegatan  pembanpgunan, pengoperasian;, dan
pemelihorann  prasarana dan  sarena  peounjang

jeringan transmisl tenaga lisirik.

- kegiatan Pemaniantan Ruang vang diperbolehican dengan

aj.ra-.:at melipuil:

kegiatan pertonian;

kegiatan keliutanan)

kegiatan permukiman kepadatan rendal; dan

keglatan sejenis lginnys dengan batasan ketinggian

bangunan dan tumbub-tumbuhen tidale masuk atay
tidak akan masulk Rusng bebas jnnng;m distribusi
tenagzs listrile

kegintan Pemanfsatan Ruang yang tidak diperbolelkan

meliputi kegiatan selain sebagaimana dimnlesud pada

huruf a dan b yang menimbulkan bahays kebakaran dan
menggungen fungsi jaringan penyvaluran tenaga listrilt dan
sarana penduliungnya;

ketentusn lsin vang dibutuhkan, melipu:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesual dengan
ketentoan perataran perundang-undangar,

2, Pemanfantan Ruang ¢ sekitar pembangidt tenaga
listrikk dengan memperhatikan jarak amen dan
kegiatan laing

3. pelursnpan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang
ialur transmisi sesuai denpan ketentusn peratiran
verundang-undangan!

4, jslur di bewsh jaringsn infrastruktur penyaluran
tenage hatrilk dan sarana pendulungmya diberiakakan
Kawnsan bebas hantaran listrik di bawah jalur sesuaj
Ketentuan peraturan perundang-undangam; dan

8. tanah dan bangunan untuk kegiatan jaringan
infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung diberikan kompensasl atau Insentil sesuai
dlengan ketentuan peraturan perundang-andangan.

£nN

Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan Tingg
{(SUTT] sebapmimana diumaksud pada ayat (2] hurof b,
melipti;

" H

!iL

kegintan Pemanfaatan Ruang yeng diperbolehkan

nyeliput;

1. pengembangan RTH dan jalur hijay; dan

2. kepiatann  pembangunian,  pengeperasian, — dan
pemeliharean prasarana  dan  serana  penunjang
jaringan trensmisi tenaga Lstril.

kegiatan Permanfaatan Ruang yang diperbolehlan dengan

svarat meliputi

1. kegiatan pertanian;

2. keplatan kehutanan;

3. kegiatan permukiman kepaditan tendah; dan

4. kegiatan sejenis lainnya dengan baetasan ketinggian
bangunan dan tumbub-tumbuhan Hdak masuk atau
tidak akan masuk Ruang bebas jaringan distribus
tenaga listrik.

kepiatan Pemunfiatan Ruang veng tidak diparbolehkan

meliputl kegiatan selain schageimana dimaksud pada

bharaf a dan boref byveng menimbullkkan bahayvs kebakaran

dan menggangeu fungs: jaringan peryaluran tenaga latrik

dan sarena pendukungoys.

ketentuan lain vang diburuhian, meliputl;

1. heglatan yang diperbaleiikan bersyarst svsual densen
keetertuan peraturan perandang-undangan;
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2. pelarangan Pemanfantan Ruang bebas di sepaniang
jalur transmisl sesual dengan ketenbizan peraiuran
perundeng-undangan;

3. jalur di baweh jaringan infrastruktur penyaluran
tenaga listrik dan saranz pendukungnys diberlakukan
Kawnsan bebas hantaran lisrrik di bawah jalur sesusi
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. tEmaih dan  bangunen  unbtuk kegiaten  jaringan
infrastrulkttor. penyaiuren tenega listrik dan sarona
pendulung diberikan kompensasi atau insentif sesuai
dengan ketentuan persturan perundang-undangan,

Ketentuan Umum Zonasi Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada avar [2)
hural e, melipati;

a.kegistan  yang  diperbolehkan,  meliputi  Kegiatan
pembangunai, pengoperasian, dan  pemeliharann
pragsirany dar sarana penunjeng jaringen  Lradsmis
tenags lstrik;

b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat, meliputy
1. kegintan pertanian;

2. kesgatzn kehutaman;

3. kegiatan permuloman kepadatan rendah; dan

4. kegiatan sejenis lairmya dengan batssan ketinggian
bangunan dan tombub-tumbubhan Hdek masuk atau
tidale alan mesule Ruang bebas jaringan distribusi
tenapa [istrik.

. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang fidsk diperbolehkan
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pads
huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kEI:ra.ll.‘ﬂ.rﬂ.n dan
menggangpu fungs jaringan penyaluran leniaga listrile dan
sarana pendukungnye,

Ketentuan Umum Zonasgi Saluren Udars Tegangan Rendah

{SUTR| sebapnimana dimalksud pada gvat (2] huruf d,

melipnati:

a. kepintsn yang  diperbelehbman,  meliputi  kegiatan
pembangunan, peéngoperasian, dan  pemelharaan
prasarana dan sarona pendnjang |aringsn  trabsmisi
tenaga listrik '

h. i:f:giatun yang diperbolehkan dengan svarat, meliputi:

keglatan pertaniam,

kegatan kehutanan; _

kegiatan parmukiman kepadatan rendah; dan

kegiatan scjenis lainnya dengan batasan ketinggian

bangunan dan mmbuh-tumbuhan tdak mesuk atau
tidale alan masule Ruang bebas jeringan distribusi
tenaga listrik,

¢. kegiatan Pemanfentan Ruang yeng tidak diperbolehkan
meliputi kegistan selain sebagaimana dimaksad pada
buruf a dan b yung meambullan bahaya kebakaran dan
mtng;g&nggu fungsl jaringan penvaluran renags listrik dan
garano pendukingnya.

Ketentuan Umum Zenasi Saluran Kabel Tegangan Menengah

(SKTM] sehagaimans dimeksud pads myat (3] hurel e

melipnuti;

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang ymgﬁp:rbnluhhun muliputi
kegintan permbangunan, pengoperasian, dan
pomelibarasn prasatana dan sarana penunjang jaringan
transmisl tenags listrik;

b, kegiatan Pemanfzatan Rusng yvang diperbolehlan dengan
syarat, meliputi:

1. badan air dengan memperhatikan  ketentuan
kontrulsi SKTM persilangan sungai;

bt o e
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2. badan jalan dengan mempernatikan ketentuan
konstruksi SKTM persilangan [cressing) badan jalan;

3. trotoar dengan memperhatikan ketentuan konstruksi
SKTM tanem langsung dibawah trotosr;

4. jaringan telelkomunikas: dengan - memperhatikan
kemmntuan  konstrulesi SKTM  persilangan fsejajar
dengan kabel tanah telekomunikesi

5. jaringan pipa air FAM/ gas dengan memperhatikan
ketentuan konstruksi SKTM persilangan dengan pipa
mir PAM/ pas;

. jeringan kereta.api dengan memperhotikan ketentuan
konstruksi SKTM persilangan/ sejdjar dengan rel
kereta api;

7. jaridgan saluren;/ bangunsh air irdgesi dengan
memperhatilan ketenluan  konsuruksi SKTM
persilangan denean salurany bangunan air rigas);

&. taman dengan memperhatiben ketentuan konstriks
SK'TM tanam langsung; dan

9. kegiatan seienls lalnnys dengan  memperhatilen
ketentuan lkeonstruks] SKTM.

¢. kepiatan Pemanfaatan Ruang yang tidale diperbolehican
melipuli kegiatan selain sebpgaimeana dimaksud pada

huraf & dan b yang menimbuliken bahava kebakaran dan
mengganggy fungs jarngan penysiuran tenage lstrik dan
sarang pendueungmyd.

4. ketentuan lain veng dibumhkan, meliputi:

1. memperhatiban jarak aman lkontrulkksi SKTM
betdasarkean leetentuan jarale wman instalasi sesual
cdengan kondist lapangan pekerjaan;

# bila ‘saat  insmizs  kondisi  lapangan  tdak
memungkinkan untuk pemenuhan jarak amen,
pelaksanasan akhir harus ditambahkan pengunatan
atruktur pelindung dun dengan sepengetahuan dinas
terhail.

3. pada tlap jarak sejaub-jaubmyn 30 (Uga puluh] meter
Jatur kabel harus diberi patok tanda label

4. khusus untuk otemr, #dok diperkenankan

pemasangan patok kabel tetapl culup: pelat ‘beton
mandatar yang dipasang sesual permulann trotpar;

5. pnda tiap-Uap sambungar kabel fugs diberi tanda
patok sambungan kabel [fointing);

6. pekerjann penanaman BKTM yang berada delam
Buoong Milik Jelan (Rumija] harus memenuhi
Jkpteriuan sebagal berllout:

a) tidak menggonggu kemmenan dan keselamatan
prngEuna jaian;

b} tidalkk mongeangme pandangann  bebas  dan
konaentras] petgemudi;

c] tidal menggangen fungsi dan konstruxsi jalan serin
bangunan pelengkapnya; dan

d| tidak mengpangee dan mengurang fungs: rambu-
rambu dan sarana pengatur laly lintas,

Ketenturn  Umum  Zonasi Gardu  Listrik  sebagriméns

dimaksud pada ayat (2) huruf §, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Rusng yang diperbolehlian
meliputs;

1. pengembangan RTH dan jalur hijau; dan _

2. kegiatan  pembangunan,  pengoperasian,  dan
pemeliharssn  prasamana  dan  sarana  penulijang
jarimgan transmist tenaga listrik.

b. kegiatan Pemanfostan Ruang yang diperbolehlan dengan
syarat meliputi:

1. kegintun pertanisn; dan

o |1
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2. kegiatan kehutenar,

¢. lkegiatan Pemanfestsn Ruang yang tidak diperbolehkan

meliputi kegiatan selpin sebagaimana dimaksud pada

hurul a dan b yang menimbullen bahaya kebakaran dan

mengeangzu fungsi faringan penyaluran tunaga listrile dan

siienu pendukungrya.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi

1. kegiatan yeng diperbolehken bersyarat sesuni dengan
Herentuan peratiran perundang-undangan; dan

2. Hetentuan penempatan Gardu Ligtrik diarahlian di
liar Kawasan permikiman dan terbebas dar resiko
kesslamatan umm,

P=eal 63

Ketentuan Umum Zonesi sistem janngan telekomuniboes|
sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 59 ayat (3] huraf o,
meliputi:

a. Hetentuan Umum Zonast infrastruktur jaringan tetap

b, Ketentuan Umum Zonas) jaringan tetag; dan

£ Ketentuan Umum Zonesi Janngan Bergerak Seluler,

Ketentian, Umum  Zonast  infrastraltur  Jaringan  tetap

sebagaimana dimaksud padaayat (1] huruf &, meliputi:

o, kegiatan  Pemanfsatan Ruang yang diperbalshkan,
meliputi  kpgiatan  pengembangan, —pemelharsan,
pembangunan, dan pengoperasian jaringan infrastrultur
laringan tetap sesusi dengan peraturan  perundang-
undangan;

b, lkegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehian

bersyvaral meliputi kegiatan budi days yang tidak
mengeanggu operasional Infrastraldur jaringan bergernk;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang ysng tidak diperbolehkan,
meliputl keglatan yang dapat menggangggu juringan
elektromeagnetik pada jarmgan infrastruktar tetap,
d: Ketentuan lain yang dibumhken, meliputi:

l. penempaian aspek kesclamatan den  operasional
selttar kegintan infrastrulitur jaringan tetap;

2. penerapan  jaringan infrastruktur  Jaringsn  tetap
dengan memperhatikan tingkat kerawanan terhadap
ancaman bancanad dan

3. tersedianya renecana imduk sistern jaringan
telekomunilkasi Wilayah yang disusun sesusl dongan
kstentuan perateran perundanp-undangan.

Ketentuan Umum Zonesi Jaringan tetap sebagaimana

dimaksud pada avat (1] huruf b, melipud;

a. kegiatan FPemanfasten Rusng yang diperbolehkan,
meliput

1. kegiztan penpembenpan Blor hijauy; dan

2. kegiatan  pembangunan,  pengoperasizn,  dan
pemelibaraan infrastrukiur dac Jaringsn Tetap.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang veang diperbolehilan dengan
gyvarat, meliputil

1. faringan kabel lanam danfdtau kabel udara pada
penyelenpggaraan Jaringan Tetap, dilempatkan pada
bahu jalan setelah mendapat izin sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4




kegintan  budi daya wang tidak mengangeu
mfrastrukur dan Jaringan Tetap.

c. aeglatan Pemanfastan Ruang vang tidak diperbolehkan,
meidpuli kegiotan yang menimbulkan gangeuan figik
dunfatay  ganggean  elektromagnetik  pads  jerngan,
prasarana dan saruna komunikesi yang mengakibatian
lerganggunye  penyelengearasn  nfrastruktur  dap
Jaringan Telap;

d, ketentuan laid vang dibutuhkan, metiputi:

L. setiap perencanssn dan  pembangunan jaringan
elekomunikasi  harus  memperhatikan  Kawasan
Lindung dan Kawasar Konservasi:

2, penerapan rekayasa teknis  dalam pembangunan
jaringan prasarana telelomunikasi < spkitor Kawnsan
rawnan hencana; dan

3. pembangunan jaringan kabel teleknmunikasi pads
pusat  kegiatan  diarshlan  terintegrasi  mielalud
penyzdiaan sistem daktlites terpadu dengan jaringan
prasarand lainnya;

4. twersedisnys rencana induk  sistem  jaringsn
selekomunikasi Wilsyah yang disusun sesuani denpan
ketentuan peraturan perundang undangan; dan

3. memperkiturghkan aspek koamanan dan keselamatan
kegiatan Kawasan sekitarnya,

(4) Ketentusn Umum Zonasi Jaringan Bergerak Seluler
' sebupaimana dimazsud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:
A. kegiatan Pemonfaatan Ruang yang  diperbalehlean,

meliputy: .
L. menarz Bage Transclever Station (BTS); dan
2. kegiatan pengembangan, pembangunan,

pengoperasian dan pemelifisraan Jaringan Enrga:ra]-t
Seluler, jaringan teres{rial, dan ‘aringan astelit sesuai
dengan keteritunn peraturan perindimg undangarn.
b. kegiatan Pemanfaztar Ruang yang diperbolenkan dengan
gvared, melputi:

1. pembanpunan stasiun buml dan/aten  menama,
memperhatiican klasifikasi zona lokas! menara dan
sriteria  lokasi menara sesum denpan  ketentuan
peratiran perundang-undangan; dan

2. kegiatan budi daye yang tidak mengganggu Jaringan
Berparak Seluler.

£. kegiatun Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlan,
meliput] kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik
maupur  gangiian clektromagnetik  pade  jaringsn,
prasarana dan sarana komumnilas] vang mengakibatkan
terganggurya fungsi Jaringan Bergeralk Seluler:

d. ketentuan lan vang dibutithben, medputi:

1. perienpaton  menara  telekomunikasi ftower  wajib
memperhatican keamangn, keselamartan umum den
estetika lIngkungan serts dinrahltan memanfastkan
tower secarn  terpacy  pada . lokas) yang  telah
ditemhiikan sesual ketentuian peraturan perundang-
vndangan; dah

2, memperhitunpkan aspék keamanan, keselamatan
Kegintan Kawssan sekitarnya.

Dagal 64
(1 Ketentuan LUmum Zonmasi sistem jaringan sumber days air

sebugnimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3] huruf d,
meliputi:




(2]

(3]

[

B Ketentuan Umum Zonas! sistom jaringan [rigasi;

b, Ketentuen Umum Zonsst sistem pengendalian banjir; dan
o, #Ketentuan Lmum Zonesi bangunan sumber daya air.
Ketentuan Umum Zonasi sistem  Jaringan  irigasi
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huraf &, meliputi:

a. Ketentuan Umuss Zonast jaringan irigeasl primear;

b, Ketentuan Umum Zonas® jaringan isigasi selkunder; dan
¢. Ketentuan Umuss Zonas: jaringsn iriges tersier.
Ketentuan Umum Zonssl sistemn jaringsn irigasi primer

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurul &, meliput:

a. lkepgiatan Pemanfaatan Rueng yang diperboichkan,
mieliouatis
1. pembargunan sarana dan prasarana irigasi;

2, kegiatan penelitian kondisl dan koalitas alr;

3 keginten pemanfdatan nir untuk kebumhban Irigasgs
dan

4. kegiatan mempertegas sistem jaringan rigasi primer.

b. kegiatan Pemanfatan Ruang vang ciperbolehkan dengan
syaral, meliputi:

1. pembanguran prasaranz pendukung irigesi sepecti
Pos penta, pintu air, bangunan bagi dan barpunan
lainmya mengikutl ketentuan teknis yang berlalu;

2. hegiatan pengendalian daya nz=ak air; dan

3. kegiatan selmn sebagammana dimaksud pada haruf a,
yang tidak mengpanggu fungs) konservasi sumber daya
HET,

c. kegiaten Femanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlcan
meliputi keglatan selain sehagrimany dimaksud pada
hurula dan huraf b yang dapat mengangou fungsd sigtem
jaringan irigasi;

d. xetentuan lzin yarg dibutuhkan, meliputn
1, pengembangan Kewasan ferbangun yang di dalamnya

terdapat jaringan {rigasi, yang di'mlian denpan
menyedialan sempadan jaringan irigasi paling sedikil
2 lauva) metgs di kdrl dan kisnen salurnn;

2. penpgembangan bardgunan milile organisasi Subik pade.
iahan pertanian yang cdiarahkan pengembangaiinya
sebagal Kawssan torbengun sesus rencana Pola
Ruang wajib U{HE‘TT.EI'JHT'IJ.{..HJ- kesutiannya darn/atau
dipindahlian  setelab. mendapal persetujuan  dard
petigelola darn uramp yang menjadi anggota Sibak

i l'km.rnu SMEMM bersarpiattan;

3. air irlgdsl di jerngan pomer pado irigas) telnis atan
setengan teknis menjadi tanggungiawadb Pemerintah;
dan

4, r;mgm]u'.man air irigasi oi tngkat tersier menjadi hak
dan tanggung jawab pericumpulan petani pemakmi ar
dan/atau Sulbiak '

Kerentian Umum Zonzs: sistem jaringan rigasi sekunder

sebagaimansa dimeaksud pada ayat 2] huruf b melipati

g kegiatan Pemanfaatan Ruacg yang diperbolehkan,
melipati
1. pembanguran sarana dan prasarana (rigasi;

2, kegltan penelitisn kondlal dan kualltas &ir;

3. keglaten pemnnfaatan air untuk kebutuban irigasi
dan

4. kegintan mempertegas  sistem  jaringan  ogast
sekunder.

b, kegiatan Pemanlaalan Reang vang diperbolehilan dengom
syarat, maliputi
1. pembangursn prasarans pendukung irigast seperi

pod paniay, pintu air, bangunan bagi dan bangunan
lalnnya mengilnati ketentian teknis yang berlalo;
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4. kematan pengendalian daya rusak air; dan
3. kegintan selain sebagaimana dimaksud pagda huruaf a,
yang tidak mengeangen fungs konservasi sumber daya
air.
¢, kegiatan Pemanfaalnn Ruang vang tidak diperbolehkan
meliputl kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a-dan b yang dapst mengangou Turgsi sistem
Jaringan irigasi;
o, ketentuen lain yang dibntuhkan, meliputi;

L. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya
terdapat jaringen irigasi, yung dilskuken dengan
menyediakan sempadan jaringan irignst paling sedikit
2 [dua] meter dl kiri dan kanan saluran;
pengembangan bangonan milik organisasl Subak paida
lahan pertanian yang diershkan pengembangannya
schoagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola
Rusng wajib dipertahankan kesuciannys danfatan
dipindahkan setelahl mendapat persetujuan  dari
pengelole dan ormng vang menjadi anggota Subak
hruma Subak) bersangkutan;

& i nigash di jaringsn primer pada ivigasi leknis ateu
setenpgan teknis menjad: tangpungjawah Pemerintah!
chitrt

4. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak
dan tangiung jawab perkumpulan petani pemakai air
dan/atat Subak,

[5] Ketentuan Umwm Zooasi ‘slstém jarimgan ivigast tersier
sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul ¢, meliputi:

. kegiatan Pemanfaatan Rueng yang dipechalehlan,
mellpub:

1. pemhangunan sarana dan prasarane irigasi;

2. kegiatan penelitian kondist dan kualitas air;

3. kegintan pemanfantan sir untuk kebutuhan irigasi;
dan

4. kegiatan mempertegas sistern iaringan irlgasi tersier.

b kegintan Pemanfaatan Ruang yang diperbolichkan dengan
syaratl, meliputi: '

. pembangunan prasarana pendukung irigasi sepert]
pos pantad, pintu air, bangunan bagl dan bangunan
lninnya mengileut] ketentunn teknis yang berlaku:

2. kegiatan pengendalian daya rusak afr; dan

3. keglatan selnin sebagaimuna dimaksud pada hunif &,
yang tidak menggangm fungsi konservast sumber deaya
1T,

c. kegiatun Pemunfantan Rusng yang tidak diperbolehkan
meliputl kegiatan selain sebagaimann dimaksud pada
hurnifa dan hurdf b vang dapst mengangm fungsl slstam
JESIN@aN 1E e

¢l. ketentuan lzin yang dibutuhkan, meliputi
1. pengembangan Kewasan terbangun yang di delamnya

terdepal jaringan irigasl, vang dialmbkan dengan
menysdinkan sempadan jaringan irigas! paling sedilkdt
& {dua} meter dl lari dan lemean saluran:

£, pengembangan bangunan milik organisasi Subak pada
lzhan pertanion yong diarahkan pengembangannya
sehagai Kewasan terbanpun sesual rencana Pola
Ruang wajib dipertahankan kesuclannya dan/atau
dipindalhlean setelah mendapat persetujuan dar
pengelole dan orang yang mehjadi angeota  Subalk
{Rromo Subak) bersanghou L

3. air irigast di jaringan primer pada irigasi teknis ntan
setengah teknis menjadi tanggungjawab Pemerintah;
dan

b



. pengelolaan air irigasi di tingksat tersier menjadi hak
dan tanggung jawab perlumpulan petsni pemakal air
dan fatauw Subak.

{6) Ketentuan Umum Zonasi sistem  pengendalian Lenjir

(7l

(1)

schagaimana dimeksud pada avat {1) huraf b, berupa

Ketentuan Umum Zonasl Bangunen Pengendalian Banjir,

meliputy:

a. keglatan  Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlan,
meliputi:

L. kepiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan

2. kegiatan pertanian dan permuldman,

b. kegiatan Pemanfaatun Ruang yang diperbolekkan dengan
syarat, meliputi;

L. pembangunan sirona dan praserana linglangan;

2. kegiatan pengendalian daya rusak; dan

d. kegintan selnin sebagaimana dimalesud pada huruf g,
vacg tdak mengganpggu fungsi konservasi sumber
dava ait.

c. kegiatan Pemanfasntan Ruang vang tidak diperbolehkan,
metiputi kegiatan selain sebagaimona dimaksud pada
huruf & dan huref b yang dapat mongganggy fungsl
Bangunan Pengendalian Banjir.

Ketentuan Umum Zonasi bangunan sumber daya air

sebagaimana dimaksud padae ayat {1) Huruf e, meliputi;

a. kegintan Pemanfaatan  Ruang yang  diperbolehkan
meliputi:

1. kegiatan pemaninatan airuntok kebutuhan frigasi dan

air minum;

kegiatan penclitian kondisi dan kualitas air tanah;

pembungunan sarmna dan prasarana sumber daya air;

prngembangan bangunan penunggulangan banyin
kepiatan pengambilan dan pembuangan air; dan

6. kegiatan pengamanan sungsi,

b. kepiatan Pemanfastan Ruang veng diperbolehkan dengan
syarat meliput
1. pendayagunaan bengunan sumber daya afr;

2. pengendalinn days rusale air;

3. sistem jaringan sumber daya air lainnya; dan

4. keglatan selain sebagaimana dimaksud pada hunuf a,
Eﬂg Hdak menggangey fungsi bangunan sumber: :iu}ra

o, hkegiatan Pemanfanten Ruang yang tidak diperbolehkan
meliputl kegiatan ysng mengmanggu fungsi bangunan
sumber daya ain;

d. ketentuar: Jain yeng dibutuhkan melipud:

1. mata air yang tersebar di Wileyah berupa mata gir
yang difungsikan untuk tempat pengambilan . air sucl
dan melangsungkan upacara keagamasn begl umat
Hindu memipakan Kawasan Suci mata air; dan

2, di seldtar Kawasen Suci mata air tidak diperbolehkan
pembangunen dan/atau pengembangan kegiatan yang
dapat menurunkan kualitas lingleungsn dan nilsi
kesucian Kawasan, serta Xegiaten vang depat
menggangey jalannya prosesi keagamaan,

Ub

Pasal 65

Hetentuan  Umom  Zonasi  sistem  prassrans  lainnya
sebagaimana dimaksud dulam Pasal 59 ayal (3) hunif e,
meliputi: '

a. Wetentuon Umum Zonesi SPAM

b. Ketentuan Umum Zonast SPAL;

g, Ketentuan Umum Zonasl sistem faringan persampadian;
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d. Ketentuan  Umum  Zonasi sistemt laringan  evakiasi
benoana; dan '

e, Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase.

Ketentiyuan Umum Zonast SPAM sebagaimana dimaksud pada

ayst (1) huruf a, meliput:

A. Ketentuan Umum Zonasi [aringan perpipsan; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi bukan jarifigan perpipasn,

Ketentuan Umum Zenas! jaringan perpipaan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) haruf &, mellputi

e, metentuan Umum Zenasi Unit Air Baku:

b. Retentuan Umum Zonasi Unit Produlkesi;

&, Ketentuan Umum Zonasi Unit Distribusi; dan

d. Ketentuan Umum Zonasi Unil Pelayanan,

Ketentuan Umum Zoomsi Unit Air Baku scbagaimana

dimaksud pada svat (3] huruf a, meHputi:

2. kegiutan  Pemanfastan Ruang vang diperbolehkan
melipit;

L. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;

<. pembangunan  prassrana den sarana sistem
penyediaan gir minam;

3. kegiatan penunjang sistem penysdiaan air minum; dan

4. kegiatan penghiiguan,

b. kemntan Pemanfasien Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat beripa pembangunan dan fasilitas umum dengan
standar teknis sesuni denpan ketentuan perundang-
undangan,

¢. keglatan Pemanfaaten Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliput: '

1. kegiatan yong menggangau  keberlanjutan fungsi
penyediaan air minum;

4. kegiatan yang mengekibatkan pencemaran eir baku
dafi air imhah dan sampah; dan

3. kegiatun yang mensalibatken kerusakan fisik
konstruks sistem penyedizan air minum,

d. ketentuan lgin yang dibutuhkan, meliputi;

I. pemanfaatan sumber afr untuk kebiutuhan air minum
dintarnakan  dari  air  permokean  dan wajib
memperhatikan kelestarian inghungan serta kesueian
Kawasan:

2. persyaratan tekmls pembangunan SPAM mengiloati
ketentuan peraturan perundang-undangarn;

d. persyaralen pembangunan SPAM dilenglapl denpan
pengoiahan lmbah;

4. pembuatan sumur resapan air  (arfificial  water
catehment) di sekitar bangunan SPAM;

S. penpermbangan SPAM  diperbolehkan pada setiap
peruntukan budl daya;

6. aeliap perencanuan dan pémbengunan SPAM harus
memperhatikan Kawssan Lindung serta dave dukung
dan daya tampung lingllungan hidup)

7. penerapan relayasa teknis pada pembanpgunan SPAM
di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;

8. pembenguran jaringan pipa distribust alr minum pada
pusat  keglatan dizrahkan  terintegrasi  metalul
penyediaan sistern dulktilitas terpadu dengan jartngean
prasarana lainnya; _ )

9. lokasi Instalasi Pengolahan Air [TPA) tidak berdekatan
dengan Jokasi pengolshan alr limbahi dan Tempat
Pemrosesan Akhir [TPA);

LW lokast Instalast Penpgolahun Alr (IPA)  berdelatan
dengan sumber air baku ateu berada pada posisi vang
cukup optinal untuk terintegrasi dengan jaringan



induk &ir minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di seldtarnya, '

11, pengendulian  pemanfaatan  sumber air  disertal
langkah perlindungan terhadap sumber @i termasulk
alr tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
wir dan jetersediaan sumber air baku;

12, hurus tersedia faringan perpipaan sir minum Kawasan
perkotnnn atou Kawasan perdesnan sampai dengan
sambunesn rummol; dan

13. tersedia kran umum dan hvdrant pemadam kebakeran
sesial ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3] Ketentwan Umum Zonasi Unit Produksi sebaguimana

dimaksud pada ayat (3) hurul a, meliputi

f. kegiatan Pemanfastan Ruang vang diperbolehkan
meliput
1. kegiatan pembangunen bangunan pengambilan air;

4, pembangunan  prasarana  dan sarana gistem
penyediaan alr minum;

3. kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum; dan

4. kepiatan penghijsuan.

b. kegiaran Pemanfastan Rusang yang diperbolehkan dergan
syarat berups pembungunan dan fasilitas umum dengan
standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang tidak diperbolehlun,
meilputi:

1. kegistan yang mengeangou keberlanmiutan fongst
penyediaan air minum;

2. kegintan yang mengakibatkan peacemaran air baku
dan air imbah dan sampah; dan

3. kegiatan  yang mengakibatkan  kerusalan  fislk
konatruksi sistem penyediaan air minam.

d. leetentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

l. pemanfastan sumber air untuk kebutuhan air minum
diutamalcan  dart  air  parmukasn dan wsjib
memperhatilan xelestarian ingkungan serts kesucian
Kawasan;

2. persyaratan tekniy pembengunan SPAM mengikuotl
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pergvaratan pembangunan SPAM dilenghapi dengan
pengolahan limbeh;

4. pembustan sumur resapan  air  (orificiel  waler

catchment] di sekitar hangunan SPAM;

5. pengembangan SPAM  diperbolehlan  padn setlap
peruntuikan budi daya; '

b. setiap perencansan dan pembangunan SPAM hafus

memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung

ten days tampung loghungan hidugp;

peierapan rekayasa teknis pada pembangunan STAM

di Kawasan rawan bencana dan zona resapan ain

f. pembangunan jaringan pipa distribus| alr minum pacda
pusat  leegiutan  diarshkan  terintegrasl  melalul
penyediaan sistern duldilitas terpadu dengan jaringan
prasarana JRinnye;

O, lokasi Instalasi Pengolahon Alr (IPA) tidak berdelntan
dengan lokasi pengolahan nir limbah dan Tempat
Pemrosesan Alhir (TPA):

10 loks=i Instalasi Pengolshan Al (IPA) berdoksian
dengan sumber nir bideu atau berada pada posisi yang
cukup optimal untuk teriniegrasi dengan jaringan
induk air minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangan pengembangan di seldtarmya;

:-1]
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Ll pengendalian  pemanfastan: sumber air  disertai
langkaly perlindungan ternadap sumber =ir termasulk
air tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
alr dan kelarsediaan sumber air baku;

12, karus terzedia jaringan perpinaan air minum Kawssan
perikotzan atsll Kawasan perdesaan sampal dengan
sambungan remak; dan

153, tersedia kran umum dan bydrant pemadam kebakaran
susual keteniian peraturan perundang-undangan,

ketentuan . Umum donasi Unit Distribusl  sebagaimana
dirnaksud pada ayat (3] huraf a, meliputi: _
i kegintan  Pemanfaatan Rua-ng vang diperbolehkan

meliputi;

L. kegiatan pembangnnan bangunan pengambilan air;

2. pamhangansn  prasamane dan garana  aistem
penyediaan alr minum;

3. leppatan penuniang siatem penyediasn airminum; dan

4, kematan penghijavan,

. lcuglamn Pemanfastan Ruang yang diperbnlehkan dengan

syaral Derups pembenguran dan fesilitus umum dengan
standar teinis scsudi denegsn ketentuan perundang-
undanpan.

. kegiatan Pemanfastan Ruang veng tidak diperboichlan,

meliout

1. kegiatan yang menggangeu  keberlanjuzan  fungsi
penyediaan-air minum;

2. kegiatan veng mengalubathan pencemaran air baku
dari sir limbah dan sampsh; dar

3. kegiatan yang mengakibatkan kerusaksn  fsil
Ionstrokal sistem penyediaan air minum.

ketentuan inin yvang dinetahken, meliput;

1. pemanfastan sumber air untuk kebutuhan gir minum
divtamalkan dan  air  permukaan  dan  wajib
momperhatikan kelegtririan nglunean sersa kesuclan
Kawasan;

2. persyaratan teknis pembangunen SPAM mengilouls
katentuan peraturan petandang-undangan,

3. persvaratan pembangunan SPAM dilerighap dengan
pengclanan imbealy

4. pembuatan pumur cesapan air {artificial water

weatchment] di a:]:r.ﬂar bangunan SPAM,

pengermaangan  SPAM  diperbolehlan  pada  setiap

perunmmkan budi daya;

b. setiap perercanaan dan pembangunan SPAM harus
memperhalikan Kowasan Lindung serta doyn duloung
dan daya tampung ingleangan hidup;

7. penerapan relayasa eknis pada pembangunan SPAM
dl Hawasan rawan bencana dan zona resapan airy

B. pembangunan jaringan pipa distribusi 2ir minom pada
ousat  kegiatan  digrahkon  terintegraal | melalud
oenyecisan sisem duzkiilitas terpadu dengan jaringan
praggrana lainnes;

9. lokasi instalasi Pengolahan Alr (TPA) tidak berdekatan
demgan lokasl pengolahan alr limbah dan Tempat
Pemrosesan Akhir [TPA);

lO0.lokasl Instalasl Pengolabhan Air (IPA] bérdelkatan
dengan sumber oir balu atau berada pada posisi yang
cukup sptimal untuk: terintegrasi depgan jaringan
induk air minum antar sistem dan terdspat lahan
cadangan pengembangan & sekitarnya;

11, penperndalian  pemuanisatan  sumber air  disertal
lingkah verlindungan terhadap sumber air termasuk

=D
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/I tENan untik menjaga Kesinambungan pemakalan
air dan ketersediaan sumbereir baku)

22.harus tersedia jaringan perpipaan air minum Kowssan
perkotaan atau Rawasan perdessan sampai dengan
sambunpas rumel; dan

13, tersgdia kran wmum daen hydrant pemadam kebakaran
sesual keténiizan peraturan perundang-undangan.

[7) Hetentaan Umum Zonasi Unit Fcla}*anm: scbagaimana
dimaksud pada aval H] hurufl &, rmelipub:

B.

legiatan  Pemanfaatan Ruang vang diperbolehlean

metiputi:

1. keginton pembanguman bangunan pengambilan air;

2. permmbangunan prusamne dan sarana sistem
pEnvedinan air minus,

3. kegiatan pernunjang sistem panyediaan air minum; dan

4. legpulan ponghijpoan.

. hepintan Pemanlbatan Ruadg yang diperbelehlean dengan

svarat bertpa penbanpunan dan fasilitas umum dengan

standar “eknia sesual dengen  Retentuan perundang-

undongan,

kepgiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbiolekkan,

melipui:

I, kepiatan yang menggangegn keberlanjutun [ungsi
penveciaan air minum;

A0 kepulom yoanp mengulabatkun pencemearan elr baku
dari gir limbah dan semoah: dan

3. keglatan: yang mengakibatkan Rerusakan fislk
konstrilksl sistem penvedlaan alr minum.

ketentuan lain yang dibutultkan, meliputi:

1. pemoninsten simber air untulk kebutuhan sir minum
divterpaken  darl  air  pormulkeen  dan weiib
memperbatikan kelestarian linghongan serta Kesutian
Kawesan

2. persvaratan teknis pembengunan SPAM  mengilkutn
ketentuan peratiran perundang-undengan;

3. persyaracan pembangunan SPAM dllengkapl dengan
penpolahan limbals,

4, pembaatan salmur resapen aim  (artificlul  water
erfefmend) di-seiditar Danguarian SPAM,

5, pengembanpan SPAM  diperbolehken  pade setsp
peruntukan budi daya; .

6. setinp perencanzar dan pembangunan SPAM harus
memperbatilkan Easwasan Lindung soria daya dubieng
dan dayn tampung Hnghungan hidup;

7. penerapsn releavasa telonis pada pembangunan SPAM
di Kawzsan rawan bencana dan gona resapan air;

8. pembanpgunan jaringan pipa distribusi alr minum pada
pusal  kegitan  diarahkan  terintegrasi  melslnd
penyvediasn siarem deletilitas terpadu denpgan jaringan
prrasarana lainnya;

9. lokas! I-istalaszi Pengolahan Air [TPA) tidak berdekatan
denpgern lokas! pengolahan air mbah dan Tempat
Pemrosesan Alchir [TPA);

10, iokast Instalas) Pengolahan Al (JPA] berdekatan
dengan sumber air balou atae Demsda padz posis! yang
culup anfmml unLul: leritttegrast denpan laringan
indulk air minum antar sistem dan terdapat lohan
cadarigan pesgembangan di sckitarnya, ,

11. pengendalian ~ pemanfestan  sumber air  diserta
largkah perlindungan terhadap sumber air termasuk
air tanab untule ménjaga J-:esinnmhung:m oemnkaian
air dan ketergedinan sumber air baku;



12, harus tersedia jaringan perpipasn sir minum Kawasas
perkataan atau Kawasan perdessan sampal dengan
sambungan rmumaby; dan

13. tersedia kran umum dan hydrant pemedam kebakaran
sesual lmtemtuan peraturan perundang-undangan,

(8] Ketentusn Umum Zonasi buken jaringan  perpipasn

91

sebagaimana dimaksud pada avat (2) huraf b, meliputi;

A. Ketentuan Umum Zonasi sumur pompa; dan

b, Ketentuan Umum Zonasi bangunan pensngiap mats air,
Ketentuan Umum Zondsl sumur pompa sebagpimans
dimaksud pada ayal (B) huruf 2, meliput; .

& kegintan Pemanfmatan Ruang yang  diperbolehkai,

meliputi:

I. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;

2. pembangunan  prasarans  dan  sarang  sistem
penyediaan air minum;

4. keglatan penunjang sistem penyedinan air minum; dan

4. kepgiatan penghiiaian.

.k;:giamn Pemunfaatan Ruang yang diperbolehkan tengan

syarat berupa pembangunan dan fasilites umum dengan
standar teknis sesuai dengan ketentuan perundadg-
undangan,

- kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidsk diperbolebkan,

meliputi:

1. kegiutan yang mengganggu keberlanfltan fungsi
penyedisan arr minum; '

4. lkeglatan yang mengakibatkan pencemaran air baki
dari wir limbeh dan sampah; dan _

3. kegiatan yang mengakibatkan leernsakan  fisik
konstrulsi sistem ponyediaan air minam,

keterituan lain vang dibutuhlmn, meliputi:

L pemeanfaatan surnbér gir untuk kebutuban sin minuam
divtamakan  dari  air  permmukaan  dan wajib
memperhatikan kelestarian lingkongan sertn kesucian
Kawnsan,

2. pembangunan jaringsn pipa distribusi air minum peda.
pusal  kegiatan  disrahlan  lerintegrasi  melalud
penyediaan sistem dulktilizas terpadu dengan jaringan

 prasarana lainnys; '

3. lokasi Instalasi Pengolahan Alr [TPA) tidale berdelatan
dengan lokasi pengolahan -air iimbah dan Tempat
Pemirosesan Alkhir (TPA}; .

4. lokssi Instalasl Pengolahan Afr (IPA] berdekatan

dengan simber alr halku atau berada pads posisi yang

cukup optimal untuk terintegrasi dengan |aringan
ndule air minum antar sistem dan terdapal lohan
cadangan pengembangan di selitarnyva;

pengendalian  pemanfastan sumber air  disertal

langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk

mir tatiah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
gir dan ketersediamn sumber air baku:

6. harus tersedia jeringan perpipaan air minum Kawasan
perkotaan atau Kawasan perdesaan sampai denean
sambungan rumah; dan

7. teracdis kran umum dan hydrant pemadam kebakaran
sesUal ketentian peraturan perundang undangan.

w

(10] Ketentwan Umum Zonasi sumur bangunan penanghap mata

air sebagaimana ditnaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
a. kegiatun Pemanfastar  Ruang vang diperbolehkan

meliputi
1. keglatan pembangunan bangunan pengambilan air



2.

=

pembangunanh  prasarsne  dan sarana sistem
penyediagn sir minum; dan
lkegiatan penghijauan.

b, kegiatan Peman(zatan Ruang vang diperbolehkan dengan
syakeat berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan
standar teknis sesual denpgan  ketentuan perundung-
undangan,

c. kegiatan Pemanfaatan Fuiang yang tidak diperbalehkan,
meliput:

T
2.

3.

kegiatan yang menggenggi keberlanjuton fangsi
penyedisan air minum;

keglatan yeng mengakibatlan pencemaran air baky
darlalr imbah dan sampaty; dan

kegiatan  yung mengakibatkan kerusakan fsilkc
Ranstruksi sistern penvediaan air minum,

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, melipiti;

1

3
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12.

13

pemunfaatan sumber sir untuk kebutuhas air mimem
divtamakan tarl alr permukasn  dan wajib
memperhatkan kelestarian lingkungan serta kesucian
Kewasan:

persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan;
persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan
pengolahan [imban; '
pembuatan  sumur resapan air  [artiffcial  water
catehmend) di sekitar bangunan SPAM:

pengembangan SPAM  diperbolehlkan puda sotiap
peruntulkan budl daya; .

seliap perencanaan dan pembangunan SPAM harus
memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukuneg
diin daya tampung lingkungan hidup;

penerapan reiayasa teknis pada pembangunan SPAM
di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air;

¢ pembanglnan jaringan pipa distribusi air minum pada

pusat kegiatan diarahksn terintegrasi  melalu
penyediaan sistem dulktilitas terpady dengan jaringan
Rrasarana ininnya;

- Iokasi Instalasi Pengolaban Air (IPA] tidak berdekatan

dengan |[okasi pengolahan air limbah dan Tompat
Pemrosesan Akhir (TPA);

lokessl  Instslasi Pengolahan Alr (TPA)  berdelkatan
dengan sumber sir baku atau berada paca posisi ying
ciilup optimal untuk terintegrasi dengan jarmpan
induk alr minum antar sistem dan terdapat lahan
cadangnn pengembangan di sekitarnya;

pengendalian  pemanfealan  sumber alr  disertai
langkah perlindungan terhadap sumber air termasuk
Alr tanah untuk menjaga kesinambungan pemakaian
air dan ketersedissn sumber air baki;

harus tersedia jaringan perpipasn air minum Kewsssn
perkotaan atau Kawasan perdesaan sampel dergan
sambungan rumah; dan

tersedia kran umum dan hydrant pemadam kebakaran
sesital kelentian peraturan perundsng-undangan,

111} Ketentuan Umnum Zonas! Sistem Pengelolaan Alr Limbah
[SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa
Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur sistem pengelolaan
air limbah domestilk, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Reang yang diperbolehikan berupa
pembangunan prusarana dan sarsna gir limbah dalam
rangks mengurangl, memsanfastkan  kemball  dan
mengolah alr limbah demestils:




b.

c.

il

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehikan dengan

syarat, meliputi:

L. [fasllitas umuim dengan standar teknis sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan yang tidak mengangau fsik konstrulksi sistem
iaringan air limbah,

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

reliptiz

1. kegatan pembuarigan Bampah  serta pembuangan
limbah bahan berbahava dan beracun: dan

2. kemiatan selain acbagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b yang menpganggn fungst sistem jaringan
air limbah. |

ketentudn lain yang dibutuhkan, meliputi:

L. pembangunan sistem |nstalasi pengolah air limbah
terpusat pada setlap lingkungan;

2. penerapan (eknologl pengelahan air limbah yang

ramah hngkungan;

3, zonm instaldsi pengolahan limbah terpadu dan zona

instalasi pengolahan limbah meliputi zoria manfaat
dan zone penyangea; dan

4. pembuangan afluen air limbah ke medin lingkungan
hidup tidek melampaui stendar baky mutu sir limbah,

(12) Ketentuar Umum Zenasi sistem jaringsn persampahan
sebagrimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
w. Ketentuan Umum Zonas! Tempat Pengeloluans Sampeah

=N
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d.

Reuse, Reduce, Recyole [TPS3R):

Ketentuan Umum Zonasl Tempat Penampungan
Sementara [TPS)

Ketentuan Umum Zonesi Tempal Pemrosesun Alchir
(TPAl; dan

Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengelolssn Sampah
Terpadu (TPST),

(13) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Pengeloluan Sampah
Reuse, Reduce, Recyole [TPS3R) sebapaimana dimaksud sada
ayal (12) hurul a, melipo:

E.

kegiatan Pemenfastan Rusng vang  diperbolehian

meliputs

1. kegiatan pengoperesian Tempat Pengelolsan Sampah
Reuse, Reduce, Recyele [TPS3R) berupa pemiiahsm,
pengumpulan, pengolahan, dan gemrosesan sampah;

A kegiatan pemelihorean Tempat Pengelolaan Sampah
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);

3. kegiatan pengumpulan, treatment dan pembusnpan

sarmpai;

kepiatan remediasi dan pengelolann sempakh; dan

kegiatan penunjang operasional Tempat Pengelolaan

Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).

-'J'l:l-

b. kegiatur Pemanfaatan Ruang yeng diperbalshkan dengan

syaral meliput:

. kepiatan penghijauan;

2. kegiatan permuldman dalam jamak vang aman dari
dempak pengelolaan persampahan kepiatan lain yang
tidak mergganggu fungsl Tempat Pengelolaun Sampah
Reuse, Reduce, Recyele (TPS3R);

3. pengembangan Energl Baru Terbarukan (EST); dan

4. hegintan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
vang tidak mengangay  fungsi  =istem  jaringan
persampahan.

c: kegintan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlinn

berupa kegiatan yang menggangeu fungsi sistem Jaringan
persampahan.



d. ketentuan lain yang dibutubkan, meliputi:
1. lokasi TPSIR memperhatikan:

8] mendapat persetujuan Masyarakat setempat;

b) tidak berads pada luhsn RTH atan sempadan
Badan Air;

t] memperhitungkan valume sampzh dan jangkauan
pelayanan;

d] mudah dijangian kendsraan angkutan sampih
dan berada pads lokasi yang amen terhadap
kebencanann dan keglatan lainnya;

-8}, memperhatikan jarak pencapaian dan
ketersediaan fasilitas yvang ada:

I memperhatikan dspek geologl tats lingkungen
Inlcas) dar:sekitarnyn:

8 Ndule berada pades Kawasan Suci dan Kawasan
Tempat Suei;

h) memperhatilan aspek estetika dan  arsiteltur
Linglkungan /Kawasan; dun

i) memiliki luasan yeng cukup untuk keperluan
pengEmbangsn atay perluasan,

2. Tempat Pengelolaan Sampeh Reuse, Reduce, Recyele
(TPS3R) harus melakulkan pengelolaan air lindi/ Heit
dan pembuangan air lindi ke media linglangan hidup
tdak melatnpiani standar bakn muty Inglungan;

3. pelarangan membuang sampah di luar tempat varg
tolah ditentukan;

1. setigp Orang dalam rumah tanpes, pengelolas
Kawasar dan fasilitas  berkewajiban  melakukan
pengelolaan sampah pada sumbernya:

3. perngelolaan  sampah diswall dengsn  pemilahan
sampah yang masih memilild nilzl ekonomis untuk
tdimanfaathan kembali, digura olang, dan di dar
ulang di sumber stan tempat pengeloisan sampah
rense, reduce, dan revyele;

B. sampah yang mengandung limbah baksn berbahaya
dan beracun sebagni hasil pemilahan sampah dan
ddak dapat dinlah, ditampung di tempat pengelnjaan

I sampah rense, reduce, dan recyele dan selanjutnya
diangkut den diclah ke industrl penpolah limbak
buhan berbahaya dan beracun; dan

7. pengelolgsn sampah berbasls sumber dilakulan oleh

Desn Adat bekerfasama dengan dengan

Desa/Kelurahan ataw organisasi pengelola sampah

didukung Pemerintali Kabupaten.

(14 Ketentuan Umum Zonasi Tompat Penampungan Sementiara
(TPS) sebagaimans dimaksud pada avat (12) hurof b,
reliputi; .

& kegiatan  Pemanlnatan  Ruang  yoang  diperbolehkan

meliput: .

1. kegiatan  pengoperasian Tempat Penampungan
Sementara (TPS) berupa pemilahan, pengumpulan,
pengolahan, dan pemrosesan eampah;

2. kegiatan  pemellharaan  Tempat Penampungan
Sementara (TPS); _ _

3. keglatan pengumpulan, freatmen! dan pembuangan
snmpakh; )

4. kegiatan remediss! dan pengelolaan sampah, dan

o, kematan pEnumang operasiondl Tempat
Penampuingan Sementara (TPS),



b. kegiatan Pemanfastan Rusng vang diperbalehkan dengn
syarat meliputi:

1.
2,

kegiatan penghijausn;

kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari
dampal pengelolasn persasmpahan kegiatan lain yang
Hdak mengsanggn fungsi Tempst Penampungan
Bementara (TPS); '

pengembangan Energi Baru Terbarulan (EBT); dan
wegiatan selain sehagaimana dimaksud pada huruf o
yang tHdak menganggw fungsi sistem  jaringan
persampahian.

c. kegatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbalehkan
berupe keglatan yang mengganpgy fingsi sistem jaringan
persampahan.

d. ketentuan lpin yang dibutohkan, meliputi:

Ir

iokasi TPS memperhatilean:

al mendaparl persetujuan Masyarakal selempat;

h) tidak berada padn lahan RTH atsu sempadan
Badan Air;

¢| memperhitungkan volume sampah dan jangkauan
Peliyonrismn;

dl mudah diyanglkeau kendarasn snglutan sampah
dan berada pada Inkasi yang aman terhadap
kebencanaan dan kegiatan lainnya:

e) memperhatilzan Jerek pencapaian dan
ketersediaan fasilitas yang ada;

fi memperhatikan sspek geologi tata linglaingan
lrhasi dan seldtarmya;

gl tidak berads pada Kawasan Suel dan Kewassn
Tempal Suci;

h) memperhatikan aspek estetikn dan  arsitelcur
lingloungan / Kawgsan; dan

1} memiliki lunsan yang cukup untuk keperluan
pengembangan atau perlussan.

- Tempat Penampungsn  Sementara  (TPS)  harus

melakukan  pengelolaan  afr lindi)  licit  dan
pembuatigan nir lindl ee media lingkangan hidup tedak
melumpaui standar baleu muny linglkungan;
pelarangan membuang sampah di luar tempat yang
telsh ditentukan;

. setiap  Orang  dalam  rumeh  tangsa, pengelalaa

Kawasan dan fagilitas  berkewaiiban  melakukan
pengelolaan sampah pada sumbernya;

pengelolaan  sampah  diswsll dengan  psmilaban
sampaeh yang mesih memiliki nilal skonemis antuk
dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur
wang di sumber atow tempat pengelolasn sampah
rense; reduce, dan recycle;

sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya
dan beracun scbhags! hasil pemilahan sampah dan
fidak dapat diolah, ditampung di tempat pengelalaan
sampah reuse, roduce, dan recycle dan selanjutnya
diangltit dan diolsh ke industd pengolaly limbah
bahan berbahaya dan bergcun; dan

pengelolaan sampeh berbasis sumber dilaleulean oleh
Desa Adat bekerjasama detigan derngan
Dcs&-{lﬁg_hlmhﬂn atau organisasi pengeloia sampal
didukung Pemerintah Kabupaten,

(I5) Ketentuen Umum Zonasi Tempat Pemrosesan Alchir [TPA)

sebapaimana dimalesud pada ayat (12) huruf o, meliputi:



& lkegiatan  Pemanleatan Rusng vang  diperbolehian
meliputn '

1. kegiatan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir

TPA} berupa pemilabar, pengumpulan, pengolahan,

pemresesan sampah, dan pengurulcan berlapis hersily

(sanetary landfill);

2. kegiatan pemeliharasn Tempat Pemrosesan Akhir
(TPAJ;

3. kegintan penpompulan, lreatment dan pembuangan
fAmpan;

4. kepglatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan

5. kegiatan penunjang opeesional Tempat Pemrosesan
Alchir [TRA),

b, kegiatan Pemanfastan Ruang yang diperbolehikan dengan
syarat meliputi- -

I, hkepatan perghiigoan;

2. kegiatan permubiman dalam jarak vang aman dar
dampak pengelolaan persampahan kegiatan lain VENE
dak mengpsnggu fungsi Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA);

3, pengembangin Energl Baruy Terbarukan (EBT); dan

* keglatan selain sebagalimana dimaksud pada huru?f a
yang tdeok merngangpy fungsi  sistem  jaringan
persampahan. )

¢, kegiatan Pemanfzatan Ruang yang tdak diperboiehlan
berupa kegiatan yang menggenggu (ungsi sistem jaringan
persamzaham.

d. ketentuar ladn yang diburubian, meliputl:

L. zona penvangg ditentukan 500 (lima ratus) meter di
sckeliling Tempat Temrdsesan Akhir (TBEA) dengan
pemaniaatan pada O-100 (nol sampai dengan seratus)
meter harus berupa sabuk &ifsu, pada 101-300
[seratlss satu sampai dengan lma ratus] meter berupa
pErtanian tion pangun dan hutan;

2. Inias Tempat Pemrosesar Alehyr TPA)
memperhatikan,

Al mendapat persetujuan Masvarakar setempat;

o] ddak berads pade lahsn RTH atau sempadsn
Badar Air

¢] memperhitungken volume sampah dan jangkatisn
pelayanan;

d] mudan dijangkm: keadaraan znghutan sampah
dan berada pada lokasi yang aman terhadap
kabercanuan dan kegiatan lainnvs;

gl memperhatikan Jarajc pencapalan dan

ketersedinan fasilitas yang ada;
memperfiatikar aspek geologi tata lingkungan
'lokasi dan selutarmys;

g) liddk beradz pada Kawssan Suci dan Kswasan
Tempat Suoai;

) memperhatikan aspek estetika dan  arsiteleur
Ingkungan / Kewasan; dan

) memiliid luasan yang cukup untik keperluan
pengembangan atau perluasan.

3. Tempe! Pemrosesan Althir (TPA] hsrus melakuian
pengelolaan wir indi/ lcit dan pembuangan air lindi ke
medis linglurgan hidup tdalk melampaui stendar
bulee miata lingkungan;

pelarangan membuanng sampah di luar lempal yang
teinh ditentuxan;

=]

i




a,

setiap Orang dalam Tumah tangge, pengelolaa
Kawasan dan fasilitas  berkewsjiban melakukan
pengelalaan sampah pada sumbernya; '

sampah yang mengandung Hmbah bakan berbahays

~dan lermcun sebagai hasi! pemilahan sampah dan

tidal; dapat diolah, ditampung di tempat pengelolazn
sampah reuse, reduce, dan recycle dan selanjutnys
dignglut dan dinlah ke industri pengolah limbah
bahan berbalaya dan beracun:

- sampah residu dari kegiatan pengeloisan sampah i

siumber sampah wafib dianghut dan diclah ke Tempat
Pemrosesan Akhir [TPA):

metuda pengelolaan sampah pada Tempat Pemroseszn
Akhir (TPA) menggunakan metode lghan urag
terlcendali, lahan urug saniter, dan/atau telnologi
ramali lingkungan seperti gasifikesi, pyrolvsis dan
sejenisniyn sesual ketentuan peraturan perundeng-
undamgan;

tidak diperbolehkan melalulkan pensngansn ssmpah
secara terbulka (open dumping); dan

10. pengelnlaan sampah berbasis sumber dilakulean oleh

Desa  Adat  hekerjasama  dengan  dengan
Desa/Kelurmhan -atau organisasi pengelolz sampal
didulkurg Pemerintah Kabupaten.

(16) Ketentuan Umum Zonasi Tempat Penpelolaan Sam
Terpadu [TPST) sebagaimana dimelsud pada avat {12) huruf
d, melipat:
8. kegintan Pemanfastan Ruang yang diperbolshkan
melipuati

1
A

legiatan pengoperasien Tempat Pengelolaan Sampah
Terpady [TPST| berupe pemilahan, pengumpulan,
pengelahan, dan pemrosesan sampah;

- kegiatan pemeliherzan Tempat Pengelolaan Sampak

Terpadu [TFET);

- ke=giatdn pengumpulan, freatment dan pembuarigan

sampmah;

4, kegintan remediasi dan pengelolaan sampsh; dan

-

s

legiatan penunjang operagional Tempal Pengelolaan
Sampah Terpadu [TPST),

b, kegiatan Pemanfaaran Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat meliputi:

1.
2.

3.

keglatan penghijaian;

kegiatan permukiman dalam jarak yang amen dari
dampuk pengelolaan persampalian kegiatan lain yang
tidak menggangey fungsi Tempat Pengeluluan Sampah
Terpadu (TPSTI: )

pengembangan Energl Baru Terbarukan (EBT); dan
kegmiatan selain sebagaimena dimaksud pade huraf &
yang tdak menganggu fungsi  sistem  jaringsn
persampahan,

©. keglatun Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolebikan
berupa keglatan yang menggangm fungsi sistem jaringan
persampanan. '

d. ketentuan lain yeng dibutuhkan, meliputi;
1,

lokasl Tempal Pengololsan Sampah Torpadu (TEST)

memperbatilnn,

&) mendapal persgtujuan Masyarakit setempat;

b) tidak berads pada lshan RTH atau sempadan
Badan Air,

el memperhitungkan volume sampah dan jangkauan
palayanan;



d] mucah dijanglan kendarssn angkutan sampah
dan beradn pada lokesi yang amen terhadap
kebencaraan dan kegiatan ladnnya:

2} mmemperhatilar jernk peEncapaiam dan
ketersedinan fngilitas yang ada;

I} memperhatikan aspek geologl tata lingkunpan
lolkast dan selatarmya;

g tdak kerada pads Kawasan Suel dan Kawasan
Tempat Suel;

b memperhatikan aspek cstetika den  arsitelkrur
linghungun/Kawesan; dan

1 memilily lussan yang cukup untulc keperliien
pengembangan atau perlussan,

2. Tempat Pengelolazn Sampah Terpadu [TPST] Harus
melakukan  penpelolaar  sir lindi/  licit dan
pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup Udak
melampaui standar baku mutu lingkungan;

3. pelarangan membuang sampah di loar tempat yang

telah ditentuken;

setiap Orang dalam  rumah  tunggs, pengelolas

Hewasan dan fasilitas beérkewsilbar  melakulan

pengelolzan sampah pada sumbecnva;

5. pengelolnan  sampsh  dinwall dengsn  pemiluban
sampall yang masth memiiiki nilai ekonomis unok
dimanfantkan kembali, disuna ulang, dan di daur
ulang di sumber alyu bempat pengelulusn sampak
rense, reduce, dan recyole;

6. sampeah yang mengandung Embal bahan berbahaya
dan berzmeun sebagei hasil pemilahah sampah dan
ticdpk dapat diciah, ditamoung di tempat pengelolean
sampah  reuse, raduce, dan recycle don selanjuinya
dianglut dan dislah ke indusiti pengelah limbah
bahnn berbaaaya dan beraoin; dan

7. pengelolaan samprh berbasis sumber dilnlealan oleh
Desa Acat belkerjusama dengan dengan
DesafKelurphan steu organisast penpelula sampah
didusuny Pemerintah Kabupateon.

(17) Ketentan Umum Zonast sistenl jaringan evakuas! bencana,

scbepaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d, meliputl:

a, Ketentuan Umum Zonasi jelur evaluasi bencana: dan

b. Ketentuan Umum Zonas: tempat evakusi bepcana,

(18} Ketentuan  Umwm  Zopasi  julur  evakuasl  bencana,

sebagaimans dimaksud pads ayas [17) huruf a, metiguti;

A Keglaten  Pemandiaaten Ruoang  vang  diperbolebhlan
meliput; '

1. kegiatan Hemanfaaten Ruang dengan
mempertimbanghkan knmakteristil, jenis dan bebas dari
ancampn  bencana, pendinan bangunan evalkussi
beneann, pendirlan prasarena dan serane penduloung
pada jalur dan Ruang evalkias

2, kematen  pemberdayesiz  Masyarakat  delam
pengelolion prasarana dan sarena pendulung pada
|alur éan Ruang evaluasi bencana; dan

3. kegatan peningkatan ahksesibilitas menuju Ruang
evaluasi Bencana.

b: kegiatan Pumanfastz;n  Ruang  yang  diperbolehkan
nersyaran berapa Regatan selain sebagaimana dimalksud
pada huraf a, yang tidzak mengeangen dan mernsak fungs

rasarana don serana Jeur Bvakuasi Bencana;

& Et’glar.an Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan
berupa leginlan selain sebagaimana dimaksud pada huraf

i



g dan huruf b, yung dapat menpganggy, merghalang dan

merusak fungsi sistem faringan evakuasi bencana:

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

L. jalur evakuasi mmah difabel; dan

2. jalur jalan yang digunaksn sebagel jalur evakuasi
merupakan jalan utama Wilsysh yang terhubung lebih
singlat denpan tempat atau Rusng evakuasi bencana
yang telah ditetapkan maupon lokasi romeh sakit.

19 Ketentuan Umum . Zonasi tempat evakuasi  bencana,
sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, meliputi
& kegiatan  Pemanizaten Rusng  yang  diperbalehkan

meliputi;

1, kegistan Permanfaatan Ruang dengan
mempertimbuangkan karaktenstik, jenis dan bebas dari
ancaman bencans, pendirian bangunan  evakuasi
bencana, peadirian prasarans dan sarana pendukaang
pada jalur dan tempst evakuasi; dan

2, kegiatan  pemberdiyaan | Masyamakat  dalam
pengelolaun prasarana dan sarana pendukung pada
jalur dan tempat evakuas bencana.

b. kegiatan  Pemanfoatan Rusng yang  diperbolebkan
bersyarat berupa kegialun selain sehagaimana dimaksud
pada hurufa, vang tidak menggangpu dan merusak fings|
prasarana dan sarans Tempat Evalougs) Bencana;

. kepiatan Pemanifaaten Ruang yang tidak diperbolahlean
berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan hurul b, yang dapat menggangeru, menghalang dan
mermisak fungsl sistem jaringan evakuasi bencana!

(20} Ketentuan Umum Zonasi sistem drainesse sebapaimann
dimaksud dalam pada ayat (1] hurf e, meliputi:

&, Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase primer;

b, Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase seltunder; dan

¢, Ketentuan Umum Zonasi jarngan drainase tersier,

[21] Ketentuari  Umum  Zonasl  sistem  drainase  primer
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (20) huruf o,
meliput) '

& kegintan, Pemanfastan Ruang yang  diperbolehlkan,
meliput:

1. kegiatan pembanpunsn pragarani dan sarana sistem
Jaringan drainsse dalam rangla mengurang genangan

™ air dan mendukung pengendalian banjir:

2. kegiatan  pembangunan  prasarany  penunjang
trainase; dan

3. kegiatan Pemanfoatan Ruang sekditer jaringan drainase
untuk  kegiatan  yang mendukung pengelolaan
drainase,

b. keglolon Pemanfaatan Ruang yang diperbalehkan dengan
syaral, meliputi: ' '

L. pemelibharann dan pengembeangan iaringsn dralnsse
yung selarns dengan pemeliharasn dan pengembangan
itns Rumija; dan

2. kegiatan selain sehagaimana dimaksud pada bhurafl a
yang tdak menggangen fungsi sistem  faringan
drainese. '

¢. kegatan Pemanfadtan Ruang yang tidale diperbolehiarn,
meliput;

L keglatan pembusngan sampah; pembuangan limbah
serta bahan berbahays dan beracun;

2. kegiatan lsit yang menggangmi fungs! sistem jaringan
drainese dan pengaliran; dsn ' '

3, kegialan yang dapat mengangen fsik  konstrulesi
siatem jaringan drainase.




d- ketentuan lain veng dibutuhkin, melipuiti:

: 1.

pemeiiharaan dan pengembangan jaringsn drainase
dilekukar  selaras dengan  pemeliharasn  dan
pengembangan atag Rumiia,

sefiap pembangungn wajib  menyediakan jaringan
drainase linghungan dan/atan sumur resapan yEng
terintegrasl dengan slatem drainage selitarmya sesuaj
ketentuar tebmis yang berialky; dan

pengembargan Kawasan terbangun vang i dalamnya
terdapal jaringan drainase vang telah wda wajib
dipertzhankan secars fisik mavpun fungsional dengan
ketentuan tidak mengurang dimensi saluran sertn
tidale menutup sebagian ateu  keseluruhan roas
saltzran yang ada,

(22] Keteatuar Umum Zonasi sistern  drainase  sckunder
sebagaimana dimaksud dalam pada avat (@80) hurufl b,

melipuri:

i kegiztar  Pemanfaater Rueng yaing diperbolehkan,
meliputi; '
1. keglatan pembangunan prasarana dan sasena sistem

2,

3,

jaringen dérainass dalam rengka mengurang genanpan
dlr dan mendukung pengendalian bandic;

kegiatan  pembangunan FTASATANA  penunjang
drairase; dar

kegiatan Pemanfoatan Ruang sekitar aringan drainase
untuk  kegiatan  yang mendukung pengelalinn
drainase,

b. keglatan Pemarfaatan Ruang vang diperbolehkan denpan
syardl, melipud:

1.

pemeliharamn dan pengembangan jaringan drainase
yang selaras dengan pemellharuan dan pengembangan
atas Humiea; dan

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pade huruf a
yang tidak mengpanggu fungsi  sistem jaringsn
drainnse,

. kegistan Pemeriaatan Ruang yarg tidek diperbolehian,
melipiati:

) &

2

3.

kegiatan pembuangan sumpah, pembuengan limbah
serta bahan berbahaya dan beracun,

. kegiatan lain yang mengsanggu fungsl sistem Jaringan

drairase dun pengalirar; das
kegiatan yarp dapel menpanggy fsik konstruks|
sigtern |aringan drainase,

d. ketentuan lain yang dibatuhlean, meliputi:

2.

pemeliiuraan dan pengembangsn jarivigan drainase
diluleilean  selarps  dengan pemeiiharasn dan
pengembangan dtas Rumijs;

setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan
drammase Nnpkungan danfatay sumur rEsngan yung
terimtegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai
ketentuan telmis yang berlaku; dan

pengembangan Hawassn terbangun yvang di dalamnya
terdapal jarcgan doainase yang telah ada wajib
dipertahankan secara fsik meupun fungsional dengan
ketentuan tidak mengurangl dimensi saluran serta
tidpk menutup sebagian atau  keseluruhan tuas
saluran yang ada.

{43) Ketentuan Umurm  Zonazl  sistem  dfeinase tersier
sebagalmana dimaksud dalam pada ayat (200 huruf c,
meliputi;

a, kegiatan  Pemanfaatsn  Rueng vang diperbolehloamn,
mealinuti,



[1)

[

(3)

B,

[

d.

L. kegiatan pembangunan prasarans dan sarana siatem
jaringan drainase datam ranpka mengurangl genangan
air dan mendukung pengendalian banjir;

2. lkegistan  pembangunan  prasarans  penunjang
dralrase; dan .

3. kegintan Pemanfaatan Ruang sekitar jarinean drainase
untule  Jeegiatan  yvang mendukung  penpeiolaan
drainsse. ' '

kegiutan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlean dengan

syarat, meliptiti:

l. pemeliharaan dan pengemibangan jaringan drainase
yang seiarax dengan pemeliharasn dan pengembangan
atas Rumija; dan

2. kegiatan selain sebagaimans dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi sistem  jaringan
drainase. '

kegiatan Petnunfuatan Ruang yang tidak diperbolehlan,

meliput: .

1. kepiatan pembuangan sampsh, pembuangan limbah
serta bahan berbahaya dan beracun:

2. kepiutan lain yang menpranggy fingsi sigtem jaringan
drainase dan pengaliran; dan

3. keglazan: yang dapat menganggu fisik Koostroksl
sistem jaringsn drainnse. _

keterituan lain yang dibirtuhkan, meliputi:

1. pemeliharaan dan pengembangsn jaringsn drainase
dilakukén selaras  dengan  pemeliharaan dan
pengembangan atas Rumija;

2. setiap: pembangunan wajib mefvediakan jaringan
thrainase lingkungen dan/atsu sumur IesSApaEn vang
terintegrasi tengan sistem drainase seldtarnya sesuai
ketenituan teknis yang berluku; dan

3. pengembangan Kawasan terbangun yang i dalamnya

terdapial jaringsn drainase yang telah ada wajily
dipertahankean sceara fsik maupun fungsional dengan
ketentuan tdak mengurangi dimens| saluran serta
tidak menutup sebagian atau keselurulan rass
saluran yang ada,

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pala Ruang.

Pagal 66

Ketentusn  Umum  Zanast Pola  Ruang sebEERimans
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huraf b, meliputi;

a.

Keterituan Umum Zonasi Kawgssan Lindung; dan

b. Hetentuan Umum Zorasi Kawasan Budi Daya,
Ketentuan Umum Zonasi Kewassn Lindung sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) burul &, melipoti:

B,
B,

=

d.

ketentuan Umum Zonesi Badan Al

Ketentuen Umum Zonas! Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawssan Bawshannyn:
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan
Botempat; dan

Ketentuan Umurn Zonaal Kewasan Konservast

Ketentuan Umum Zonast Kawasan Budi Daya sebagaimans

a:
b.
G

d.

2.

dimalsud pada ayat (I) buruf b, meliputi:

Ketentizan Umum Zanasl Kawasan Perkebunan Ralyat;
Ketentuan Umum Zonas] Kawasan Periantan:

Kerentuan Umum Zonasl Kawasan Pepuritulean Indyseri:
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Partwisata: !
Ketentuan Umum Zonss: Kewasan Permuldman; dan



. HKetentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahansn dan

Keamanan.

Pagal 67

Ketentuan Umum Zonasi Kewasan Sadan Air, sebapaimann
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2] hurufl a melipu:
a, kegiatan Pemanfzatan Ruang yang diperbolehlkor, meliputi:

1.
2,
a,
&,

i

® N

— b

0.
1,

12,

13.

Keplatan keagamaan sebagai kawasan suel

kegiatan konservasi perairan:

kegiatan perileman: _
kegidton pembangunan prasarana pengendalian kestabilan
ketingeian muka air:

kegiatan  pengamaran sungal, sempadan, Dasrah
Tangkapan Air, dan Celcungan Air Ta nah;

peneamanan tepi danaw;

infrastrolour sumber daya gir;

bangunan pengambilan air balag; _

kontruksi Pernbanpkit Listrlk Tennga Mikrahidro (PLT™MH);
Jaringan Mitigasi Bereana;

kegiatan pencrapan telenologl alami danfatau buatan
uniuk pelestarian serta pemulihan kualitas Badan Alr
kamstrukst bangunan prasarana sumber daym air; dan
keglatan pengeruken sedimentssi atay normalisasi dan
pemeliharann Badan Air,

b. kegigtan Pemonfaatan Ruang yang diperbolelilan bersyarat,
meliputi:

1,
2.

3.

n

kegiatan pariwisata yang tidek merusak kiwasan sekitar
Badan Air;

keipatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah benlang
alam dan tidak merusak fungsi lindung;

kegiaten pembengunan praszsrana penunjang snglotan
peritiran yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;

. wonstruksi resefvoir pembangkit  lsirik tenaga air

dilubsanakan  sesuni  demgan  peraturan  perundang
uniangan:

Kegiaten penggalian batu, pasir dan tanah liat tanpa
mesiibah benlang alam dan tidak merusak fungsi lindung:
dan

. kegiatan budl days untuk pertahanan dan keamansan,

kepentingan umum, proyek strategis nasinneal, dan/atau
bencana dilaksanakan sesusl denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

¢, keglatan Pemanfaatan Ruang. yang tidek diperbolehlan,
meliputi:

ks
2.
3.
¢I

5

keginlun yang dapal menurutiles nilal kesuclan Kawasan;
penebaran jenis spesics asing:

kogiatan penangkapan ikan yang dapat merusak okosisten
perikanan;

kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, linbah bahan
berbaheye dan beracun; dan

kegistan budi daya lain yang mengganggu fungsi dan
menurunian Rualitsas Badan Air.

d. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa penerapan wujud
landsekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:

4

:!‘I.

. 3.

menggunalmn  material  ramah lingkungan sesua)
ketenman peraturan perundang undangan;

disesuaikan dengan karakter sosial budaya Msasyarakart
setemipal serty mengacu pada konsep Tr Hita Karana,
Catus Fatha, hulu-teben dan i mandealo;

disesuaiftan dengan lems Kawasan, menerapkan nilaj
ursiteittur tradisional Bali dan budaya sstempat;



4. terintegrasl secarn serasi sesyal konsep tata pawidangan
Desa Adat setempat; dar

5. Pemanfastar Ruang vang bertompalan dengan Kewasan
Tempatl Sual dan Kawesan Suel mengaou pada keteniian
keanifan loka! sera Bhisama Kesucian Pura.

Pasal 648

(1] Retemthlan Umam  Zonast Kawasan yung Memberikan

Parlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 66 ayat [2) huruf b, berupa Ketentuan
Umum Zonasi Kawasen Hutan Lindung.

Letentuan Umums Zotas!  Yawssan Hutan Lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat [1], malputi:

& kegiatan Pemanfoatan Ruang yang diperbelehian, bermipa
kegiatan konservasi dan pelestarian Kawaszan Hutan
Lindung;

b, kegiaturi  Pemanfamtan  Ruang vang diperbolehian
bersvarar, melipus:

. kepiatan wizata aldm tanpa merphah bentang alum
dan ridak mersak keseimbangan clensistem:

2. pembanganan  prasarans wiloyah sesual denpan
katenmisn peaturan perundang-undangan;

3. kegiatan pendidiken dan penelitan dengan tidak
mergsak danfatay mengganggu  Kawasan Huten
uindung; dan _

= peman‘antan hutan dan Hagil hulun pads Kawasan
Hutan Lindung dilaicsanaksn spsuai ketentusn
peraiiran perundaeng-undangar.

e kegiatan Pemanioatun Ruanp vang tidak diperbolehkan,
meliput lepiaun:

I seluruh kegiatan yung berpotensi menmurang lues
Kewasen hutenm, tutipsn vegotasi dan MEMZERNZNL
rangsl resapan girg dan

4. memanfaatkan dan mengarmbil beberapa apesies yung
dilmdungi oieh undang-undang. '

d. ketentuan laln yang dibutuhikean, meliputi:

1. fmsiltas  pendukung  dan penunjang  pariwisats
dikembangkan secara  terbatds, bersifat  tidak
pertnanen, tidak mefiggengpu fungsi Kawasarn, dan
memenuhl persyarztan relnis serta telah melslu
prosedur pemanfaatan sesual dengan  leelentuar
peraturan perundang-undangar;

2. Pemanfsatan Ruang yans bertampalan  dengan
Kawasan Tempa! Suc dan Kawasin Suc mengacu
pade ketentian kearifan lokal serta Bhisama Kesucian
Pera; dan

3. penerapsn wujud lansekap dan tata bangunan waiib
trmperhatikan:

4] mengpunalan materisl samah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perandangundangan

o] disesuaiken dengar larakier sesial oudaya
Mesyarakat selempat serta mengac padi konsep
T Hita Karang, Catus Patha, hulitoben das tn
meanedala;

¢} disesuaikan dengan tems Kawasan, menerapkan
hiled  arsitekiur tradisivnal Bali dan  budaya
selompat;

dl terntegrasi socara scrasi sesuai kansep tata
pawndangan Desa Adat setempat; dan

¢ mempertimbanghkean ketentian  Kawasan  Suei
sealal dengan aturan yang berlaku,

=

e



Pasal 69

[1}  Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

herupa Ketentuan Umum Zonssi Kawassn Kearifan Lalkal

sehagaimana dimaksud dalam Passl 66 ayat (2] hurml e,

malipu;

a. Ketentuan Umurn Zonasi Kawasan Suci: den

b. Ketentuan Umuim Zonasi Tempat Suci.

Ketentuan Umum  Zonasi Kawasan Suci sebapaimana

dimalksud pda syat (1) huruf a, meliputi:

d.kegiatan.  Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehkan,
meliputi: '

)

L.

2

-

B.

K

Kawasan Tempat Suai;
kegintan adat, budaya dan keagamoan beserta
bangpunan pendultungnya; dan

- penyedingn akses menuju Kawasan Suci pantsi

tempat melasti;

periyediaan  sarana  dan  prasarana  penduluing
kematan adat, budaya dan kesgamian pads Kawasan
Suci pantai tempat meiasti; :

penutupan sementara aktivitas pariwisata pada saat
berlangsung kegiatan melasti dan upacara keagamaan
di Kawasan Sucl pantal tempat melasti dan Kawasan
Suei laur,

poriindungan okses dan pergamanan  lingkungan
seletar lokasi Kawasan Sy mata air; dun

penyediaan BTT.

b, keglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehicn dengan
syarat, meliputi:

1.

2.

3,

pengatiman pengelolsan wisata elam pada Kawasan
Sudl gunung;

pengendalian alkiivitas dan kepiatan parlwisaty, budi
dava perilkanan dan transportasl  agar  tidak
menggangeu nilai kesucian dan lelestarian Badan Alr
Kewasan Sueci danau, Kewasan Sucl pantal dan
Kawasan St laut; dan

pengendalian  Lkepiaten budi dave pada  ackitar
Kawadan SBuci campuhan dan Kawasan Suel mata air,

¢. kegiatan Pemanfaaton Ruang yung tidak diperbelehlan
berupa pelaranpgan semun jenis kégiatan dan/atau ussha
¥ang depat meaurunkan kualitas lingkungan hidup dan
nilaj kesucian;

. ketentuan lain yang dibutuhlan, meliput

L,

kawasan suci yvanpg berada dalam satu kesatuan

dangan kKawssan huten lindimng, kawasan konservasi

dan Badan Air danau mengikutl Ketentusn Umum

Zonasi kawasan dimaksud;

pembangunan instalasl pengoluban limbah terpadu

dan pembangunan  instalesi  pengolaban  limbah

berada di luar radiug Kawasan Suei;

pengembangan jaringan tdak melewatl dan/atay

memotong Kawasen Suci; dan '

penerapan wujid laneckap dan tata bangunen wailb

memperhatikan:

a| menggunakan material ramah lingkungan sesuai

~ ketentuan peraturan perundang-undangam;

b| disesunian dengan leoakter sosial budaya
Masysralat setempat Serts mengacu pada konsen
Tri Hita Kerana, Catus Patha, Ridu-teben dan tr
trancdalay

—_———— = -w



3

c] cisesuaikan dengan tsma Kaowasan, menerapkan
nial arsitekicr  tradisional Ball dan budeya
sctampel;

d} terintegransi mecars. serasi sesual konsep tata
pawidangarn Desa Adat setempar; dan

¢ mempertimbangkan ketentusn Kawasan  Suci
scsual deagan aturan yang berlaku,

Ketentvan  Umum  Zonas! Kawasan Timpat Sucl

sebagaimana dimaksud poda svat (1) buraf b, meliputi:

#. keglatan  Pemanfaatan  Ruang  vang diperbolehkan,
meliputi: '

L

pada »ona inti depat dimanfastken wntuk hutan
lindung, Mutan rakyar, Kawasan Pertanian, runng
teroular  hifav,  kegiatan keagamann, fasilitas
penurjang  kegintan  keagamuan, rumsh jabatan
pefmanglu ataw penfags pura bersangluten, dhasma
pasraman, dan cagar budaya yany telah ada:

4. padn =nns penyanggn depat dimanfaatkan vntilk

3

hutan hndung, hutan rekyai, Kawasan Portanian,
Tuang terbuka hijsu, fasilitas dharmasala, Pasraman,
permuléman  penduduk  setempar,  dun  fasilitas
perunjang  kegistan  sosial  elonomi mnasyaralar
selempat skala lingkungsr:; dan

patda zone pemanfaatan dapst dimanfoatlan unfitk
Watan rakyat, Kawasan Pertaninn, ruang lerbuka
hijau, perumahan pendudulk, bangurian bangunan
vang memillld nilal scjarah, ilmu  pengetahunn,
budays, wisats spiritual, pementasan kesenian, dan
fasililas  penunjang keginteny  sosial  ekonomi
masyaraxal setempat slkals kawasun

b. zegiatan Pecnanfaatan Ruang yang diperbnleiikan dengun
syaral, meliput|:

1.

pada zana b diperbolehkan dengan syaret untule
wisaln  splitual,  pomentssan kesenian, parkir
terbaltas, permudiman sstempat, nsllitas kantor dan
pelayanan mille pemerintaly, fusilites maxen  dan
mmum yane tdak menumnion niiai kesugian purs;

2. pada 7ona penyangsa diperbalehian dengan SVArat

urtuic wisata spiituel dan wisain budayea, pementasen
kessnium,  parkir  pemedek  dan wisatawan,
pefmukiman  ses=mpat, serta usaha penyediaan
ascomudesi korakatan, fasilitas kantor dan pelayanan
miile pemesintah; den jaringan [nfrastculkthur Kot den
Wilayal:; dan

3-3 pada vunz pemanfastan diperboleblean derpan syarat

-

Tlhatul: permuldman penduduk setemnpat, indusm

ketil kerajinun rumah langes, fasilitas kantor den
pelayanan  milik  pemeriotah, banganan  fasilitas
penunjang kegiatar sosial ekonomi pelavanan skals
kawasan dan  usaha penvediasn  akomodas)
lesrazyatan,

c. kegatan Pemonfaatan Ruang vang tidak diporbolehlan,
melimoati:

1.
2,

fasilitag hiburan malam; dan

kegiztan vang tdak memenuhi ketsntuan Kegiatan
dan pemaniaatan mang yene diperbolehkar dan VRNE
diperbolebkan dengan syarat atau kegintan vang
berpotensl  dapat  menvrunkan  nilad kesucian
kawnszan.

d. ittensites Pemanfestan Ruang, melinut:

L.

2,

KDB malesimal 20% {dua pulub persen) dari luas
Pers;
KLE makaimal 0,4 (nol koma errigrat];




]

al

ol =

7.

KDH mirimum 80 (delapan puluh persen) dari luas
persil; -

EWT maksimal 5% (lima persen);

melipdung bloik bangunan Pura das gangeuan hlak
pangunan lainnys;

ketingelan bangunan di luar bangunen' Piurs dan
penunjangnya tidak lebih dari satu lantai dj zona inti,
kecuall memanfaatksn potensi level menurun dari
lantai dasar; den

tersedia Ruang terbuka dl sekitar bangunan Pura;

e. ketentuan lain yang dibatuhkan, meliputi;

1,

b3

an

karalmeristic Kawssan Tempat Suci pura kthyangan

Jagat dapat dibedakan atas; '

a) Kawasan Tempat Suci vang bersda pada Knwasan
vang daminen belum terbangun mtau belam
berkembang, selanjutnys dissbut Kawasan Tempat
Stel tpe T; '

5] Kewssan Tempat Buel yang barada paca kawssan
scmd  terbangun atau sedarg  berkembang,
selanjuinye disebut Kewagan Tempat Suei tpe II;
dan

¢) Kawiain Tempat Suel yung berada pads kawasan
tefah terbangun, sudah berkembang atau berada i
tengah Kawasan Permukiman, selanjutnya disshut
Kawasan Tempat Suei tipe ML

- PEOBSEILTHE  Becarm  amiarm pemaniaatan  ruang

Kawiusan Tempal Suc/ pure kahyangan japut atay
daeran kekeran herdesarkan kansep tn wana yang
dibagl merjadi 3 (tiga) zena, meliputi:
Aj 2ona inti, sebagal zonu wtama dosral kelkeran gcgual
dengan xonsep mahd Wanm
hjzors  panyangga, sebugal wona madya  dacrah
kekeran sesual dengan konges tapa wana: dan
o zona  permunfaatan, SCOagAl Zona nisth daerah
Kererer sesual dengun konsep s wana.
DENENILAT Balas terluar Hsp zona Kowasan Tempat
Suct didasorkan stas batas fi=ik yune tegas berupe
batas alaml atau batas buatan, disesuailoan dengan
kotdiai geografis masing-masing kawassn, dengan
ietap merghormatl hak-hak tradisions]l masvaraks:
hukvm adat, hukum edot, den kearifan lokal VENEZ
lebil Lumjut digtur dalam FDTR,
deliniasi solid kawssan tempat sucl merupakan lokasi
Pura beserta kawasan tertentu df sekiturnva yang
terintegrasl menjadi sat kesatuan yang terscpakati
untule dilindungi;
delinlasi Kawasar Tempat Suci Pura kahyengan jagat
sebagal bugian dari Kawasen learifan lokal pade
Kawasan Ferlindungan Setempat metupakan zonz int
dan sehagian zona penyonges Kawasarn Tempal Sugi
Pura leabyangan jagat dengan lussan minimal 0,25 ha
(nol koma dua lima helitare) yang merupakan lolkasi
Pura beseria Hawnsan tertenty di sekitarnya yang
terintegrasi menjadi satu kesatuan vang tersepakati
untuie diilndun gt
arahan  deliniasi  Kawsasen Tempat Suel  Purs
raliyangan jagar den Pura kahyangan desa pada RDTR
merupakun bideng tansh dimana bangunan Pura
kehyangun jagat maupun Pura kahyangan desa
berada sesnal ketentiyan perpetaan;
padd RDTR diarahkan dilengkapi dengan aturan
tembshan dalam bentuk teknik pesgaturan zonasi
khusue peda Kawnsan Tempat Sucl dan Kawasan



tertentu di sekitarnya vang terintegrasi menjadi saty
_ kesatuan yang tersepakat] untok dilindungi;

8. deliniasi mays zona penyangen Kawasan Tempat Suel
yeng bertampalan  depgan  peruntukan lainnyva
didasarkan atas konsep Bhisams Kesucian Pura
dengah jarak batas terlupr paling sedikit 5.000 m {lirns
ribi meter] untuk Pura sad kihyangan, paling sedikit
24.000 m (dus ribu meter) untuk Pura dang kahyangan,
paling sedikit 50 m - 2.000 m (lima puluh meter sam i
dengan dia riby meter] unruk Pura kahyangan {agat
lainnya, dan peling sedikit 5 m - 50 m flima metes
sarnpai dengan lima puluh meter) dari sist luar tembake
penyengker Pura kahyangan tiga dan kahynngan desa
lainnya;

9. pada Kewssan Tempat Sud tipe J1] punerapan deliniasi
zonm ink dan zona maye fona penyuangen dapat
disesunikan dengan kondiai setempat  setelah
mendapatkan kesepalatan Desa Adat setesmn pat;

10, penentuan  batas zona inti dan zona penvanges
didasarkan alas balas fislk vang tegas, batas alami
atau batas buaton sesuai tipe Kawasan Tempat Suci
dan kondisi setempat, dengan tetap menghormati hak-
hak tradisional Masvarakat hukum adat, dan kearifan
Iokal;

|1. Kawasan Tempat Suci vang berada pada Kawasan
Hutan Lindung dan Kawssen Konservasi terintégrasi
di dalam Kawasan Hutan Linduneg dan Kawesan
Konservasi,

12, deliniasi Kawasan Tempat Sue d Wilayah daratan
terintegragi  dengan  deliniasi kawasan suci nacls
Peruiran Pesisir Wilayah;

13. pembangunan instalasi pengolahan lmbah lerpadu
dan pembangunan instalasi pengolahan  limbah
berada di luar radius Kawasan Tempat Suci:

T4 pengembangan faringan tidak melewar) dan/fatan
meomotong Kewagan Tempat Sucl: dan

15, penerapan wujud lansekap dan tata bhangunan wajib
memperhatikar; '

8) menggunalan material ramoh lingkungan sesuai
kelentuan peraturan perundang-undangnn:

bl disesuvailan dengarn  karakter gosial budaya
Masvardkat setempat serta mengacu pada Konsep
Tri fita Karana, Catus Patha, hulu-teben dan tri
mandala;

¢l disegumikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilaj arsitektur tradisional Bali dan budaya
setumpat;

d) terintegrasl securs serasi sesual konsep tata
pawidangan Desa Adat sstefpat; dan

el mempertimbangkan ketentusan Kawasan Suc
sesuni dengan sturan yang berlaku.

Pasal 70

(1} Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konscrvasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat [2) huraf d, meliput:

2 Ketentuan Umum Zonasi Kewasan Suala Alam; dan
b, Retonmtuan Umum Zonasi Kewasan Pelestarian Alam.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Suska Alam schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf a, berupa Ketentuan Umum
Zonasi Cagar Alam, meliputi:

A. kegistan Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehkan,
el e



1.

1. penelitian dan pergembangan ilmy pengetalivan,

2. pendidikan  dan  peningksetan  kessdartahuan
kanservas: alam;

3. penverapsn danfalay penyimpanan arbom;

4. pemandaglan sumber oplasma  audah  untuk
penaniang budi dava; dan

3. kegiatan spiritcal dan keagamaan.
guitan.  Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehkan

dengan syarat, meliput: '

l. kegintan wisate terbatas dengan hanya dapat
dilakulan Derupa kegiatan mengunjungi, melihae,
meaikmatl keindakan zlam dan keanekoragaman
tuminihem secta satwi vang ada di dalsmnya;

2. perlindungsn nilsi-nilai budaya |/ sejarah / arkeologl,
saurmna telekomuniiasi, strik, fasilitas transportasi,
panas bumi dan loin:lain vang bersifut strategis: dan

3. kegiatar udi days untuk pertahanen dan keaméanan,
Aepentingan  umum, proyek stratems  nasional,
danfutau bencans dilaksanakan SEBUSL  CeNpEn
ketentitan peraturan perindang-undangsn. .

Jenis  liepiutan  Pemanfaatan  Ruang yang tidak

digerbolehkar  pada semus hlok adalah  kepiatan

perburcan satwa, memasikksn tumbuhan dan ssowa
bukan endemilt, memotong, merusalk, mengambil,
menchang dan memusnahkan fumbuhan dan satwa
endemik vang ads, mengubsh bentang alam yang
mengganggd leehjdupan turmbuban dan satwa sertn
kegintan  pendirian  bangunan  selain bangunun
penunzang kegatan penelitian, pendidikan, lespamaan,
can kegintan selain scbegaimana dimaksud pada huraf

b dan huruf o yang menpeanssu fungsi cogar alam

sebagai Hawasan suzka alam.

kelentuan lain yang dibutuhkan, melipu:

1. penstaan Cagar Alam rmelalui penetapan  zonasi
pengelolesn sesunl dengan  ketenituan peraturan
perundang-urdangan:

4, pemanfestan Cagar Alam kenya dapat dilakikan
setelah memperolel 1zin gari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk;

3. penyvelengearaan Cager Alam: dapat dikerjasamakan
dengar budim usahs, lembaga internasinnal, atau
pilaic lairzvn untwi penguaten fungsl Taman Cagar
Alemn don lkepentingan pembengunan stritegis seaual
detgan kelentuan peraturan perundasg-undangan;

4. Pemanfaalan Ruang yang bertampaian dengean
Kawnsan Tempat Suei dan Kewasan Suei mengeeu
pacia  ketentus?l  kearifen  lokal serts  Bhisama
Kesucian Pura:; dan

5. penerapan woiud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatilnn;

a) menggunalan malterdal mmah lingkungan sesuai
leetenman peraturan perundang undanpan;

b} disesualkan denpan lasakter scsial  budaya
Masyarakat sctempat serta mengacl: pada konsep
n Hita Karana, Catus Patha, hilu-teben dan tr
miariclale;

¢, disesuailtan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektus  tradisiona) Bali dan budaya
avlermnat

d) terintegrasi secars cserasi sesual konsep tata
pawidangan Desa Adal setempar; dan

¢ mempersimbangkan ketentuan Kawssan Suci

~ sesual dengan aturan yang berlaku,



(3] Ketentuan umum zonesi Kawasan Pelestarian Alam
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf b, beropa
cetentuan Umum Zonasi Taman Wisata Alam, meliputi:

a. keglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan,
meliputi:

-

1.

[ ]

kegiatan perlindungan ekosistem, pensawetzn flors
dan faund khas, beserta sarans dan prasarana tidak
permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan
pengelolaan;

‘pengawelan den pemanfaatan sumberdaya alam daiy

lngkungar alam  bag kepentingan  penclitian,
pendidikan konservasi, wiknta terbatas
[menguniungl, melthat, menikmati keindahan alam,
keantkaragaman tumbuhan dan satwnj,
pembangunan  sardria dan prasarans  separnjang
untul kepentingan penelitian, pendidikcan den wisata
alam terbatas;

k=gialan pariwisata  alam  dan  rekressi, jasa
lingkungan, pendidikan, penelitinn, pembangunan
saranz dan prasarana until kepentingan penelitian,
pendidikan dan wisata alam terhatas;

. kegiatan pemanfastan  potensl  tertentu  gleh

Masyarakal setempat secars lestard:

kegintan  pengembalian chosistern  Kawasari varg
russk menjadi ekosistemn alamiahinya;

kegiatun untuk melindungl nilai-nilai budaya,
sejurah, arkeologl maupun keagamanr, pendidikan,
penielitinn, wisata alam  sefarah, arkeologl den
religious; dan '

kogiatan  kelompok Masyarakat vang ielah ada
sebelum  penetapan taman nasional dan sarana
penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang
tidak dipat dihigdari berupa sarana telekomunileasi,
fasilitas transportasi dan Harcrilk,

kegiatan Pemanfuatan Ruang vang  diperbolehlan
bersyarai, meliput! '

kegiatan kegiatan pengusshaan pariwissta alam
hanya pada pengembeangan kegatan wanawisata
berbasis shkowisata dan pengembangan fasilitas
pendulung dan fasilitas penuniang wisata alam i
Kewasan hutan sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undengan;

kegaten wanawisatn  berbamis skowisata tanpa
mengubah bentang alam, dan pemanfaatan blok lain
dipunakan sssuai kepentingan tertentu; dan
kegiatan budl daya untuk pertehoanen dan
kesmanan, kepentingan umiim, proyek strategs
nasionul, dan/atail bencana dilalsanakan sesusi
dengan ketentusn peraturan perundang-undsngan,

kegiatan Femanfaatan Ruang veng tidak diperbolshkan
melipii:

L

2;

kegiatan yang berpotensi mensurangi luas Taman
Wisnta Alam; dan
kegialen yang merusak Taman Wisnta Alam.

ketentuan lain yang dibutuhkan, meli puti:

1,

2.

penataan Taman Wisata Alem melalni penetapan
zoomsl  peongelolaan  sesuni  dengan letentian
peraturan perundang-undangan;

pemanisatan Taman Wisata Alam hanye dapat
dilakiskan sctelah memperoleh dzin darl Menter] atau
pejabat yang ditunjuk;

penyelengearaan  Taman Wisata Alam  dapat
dilcerfasamakan dengan  badan wusaha, lembaga




internasional, atau pthak leinnye untuk penguatan
fungsi Taman Wisata Alam dan kepenthgan
pembeangunen strategis sssual dengan ketentnan
peraturan perundang-undanigan;

4, Pemanfoatan Ruang yang bertampalan dengan
Kawasan Tempat Suci den Kawasan Such mengacu
pada letentuan lkearifan loks]l serta Bhisams
Kesuclan Pura; dan

8. penerapan wojud lansekap dan tate bangunan wajib
memperhatikan:

4) menggunakan material ramah linglungan sesual
keteniuan peraturan perundang-undangan)

b disesualkan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat sctempat serta mengac puda kensep
Tr Hita Karana, Catus Patha, huhe-teben dan 0

 mandaid; _

¢} disesuaikan dengan tema Kswasan, menerapkan
nilel arsitelctar radisiomsl Bali dan budaya
sElempaEt, '

d) ‘terintegrasi =ecnrn scrEsl wosuai Konsep tata
pawidangan Desd Adal setempal; dan

¢) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
resual dengar atursn yang berleku.
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Ketentugn  Umum  Zoposi  Kawasan Perkeébunan  Raloat
stbapaimena dimatsud dalom Passl 66 avat (3} huruf a melipun:

el

kegintan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, melipati:

1. kegiamuy perlsrsan fanaman semusim den  HDEman
tahunan;

2. kegimtan perkebunan;

3. hogiatan pengelolaan hutan;

4, lkepintan pemanfastan kayu hotan tanaman rokyat;

5, kégimtan pengusahaan gerbenihan tanaman kehutanan;

B, konservasi alem;

7. kegintan periindungan hutan dan konservasi alam;

8. lkegiatan pemelitian dat pengembangan ilmu pengetahuan;

Y, kegintan adat, budays dan keagamann beserta bangunan
penduloingnya; den

10. kegiatan Pemeanfaaton Rueng lsnnya vang dapat
meninghkatlan fungsl Kawasun Perkebunan Rakgal.

kegintan Pemanfaatsn Ruang ynng diperbolehkun dengan

syarat, mediputi

1. wisata petualangan alam lanps mengubah bentang alam;

2, wisata agro;

3. fasilitas pendukung dan perunjang pariwisate;

4. kegistan budidaya peternaloeng

5. kegialan 11'1..d.:ldﬂ.j|’:'5. psﬂk:anm,

6. pengembangon jaringan sarana dan® prasarang seria
fasilitas untule kepentingan armurm,

7. instulast  sistem  kelistrilan, air  (pipal,  instalasi
telelomunisasi, dan [hatalasi elelttronika;

B, konsiruksi jaringan jalan, irigast, drainpse,
telekomunikasi, limbah, elckinkal, dan pengolahan mir
bersih;

9. kegiatan budidaya lainnya poadn Kowasan p{:rmruan
lanarman pangan yeng tdak produkil dan tidalk beririgas:
telenis =esuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Aundangnn; '

10, kegintean buadi days untuk pertahanan dan kesmanan,

kepentingan umum, proyck strategis nasional, danyatau




&

Yl

benoana  dilaksanalan sesusl dengan  keientuan
peratnran perundang-undangan; dan

kegiatan selain sebagaimans dimaksud pada huruf a yang
tidak mengangm fungs! Kawasan Porkebunan Ralyat.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliput:
1. kegiatan [ndustr polutan;

2.
a,
4;

8,

kegialan perburusn dan  penangkapan satwa untuk
tujusm komersil;

kegiatan penehangan pohon dan pengambilan hasi! hutan
tanpa izin dar pihale berwenang;

kegintan pendirian bangunan sulain bangunan penunjang

kegistan pemanfaatan  hasil hutan dan bangunan
peniunjang kegiatan sebagaimana dimaksud padn huruf o
gdan huruf b sesuai ketentuasn pergturan pemndeng-
undangan; dan

lkepiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b yeng mengeanpgeu dan merusak ekosistem
HKawasan Perkebunan Ralgeat,

intensitus pemanfaatan roang Kawssan Perkebunan Raloyat,
berupa KWT maksimal 10% {sspuluh persen);
keténttian lain vang dibutuhkan; melipuati:

L.

3
o

o

kegintan pemanfantan hasil perkebunan rakyvat secara
selektif untuk menjags kestabilan neraca sumber daya
hutan dan lingkungan; . . .
inteprusi hasll produksi tanaman kayu dengan kegiatan
mdustri  keell dan  indostr  lreatlf  dengan telap
memperhatikan kearifan lokal;

. kegiatan pemarfaatan hutan tasaman dan  kegiatan

pemurigutan hasil hutan buken kayu wajh memenuhi
persyaraten: telnis dan ddak menggangmu habitat satwa
don siklus hiduprnva serta tidak menggangg fungsté

Kawasan Perkebunan Ralyat: _
kepintan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan

yang teleh mendapatian fzin wafib dilukukan dengan
siatem tebang pilil dan disertal penanamon kerribali;
kegistan wisatd petualangan alam, wisata agro dan DTW
alam lainnya dibatasi pada pengembangan aktivitas
wanawisata dan wajih diltembanghan berbasis HRkowisata
secara terkendsli dan bersifet ramah lingklungan;
fasilitas  pendubung dan  penunjung  pariwisala
dikembangkan secara térbatas, bersifat tidak permenen,
tidalk mengeanggn funpgsi  Kewasan, dan  memenuchi
persyaratan  telomis serts telah melsin presedur
pemanfaatan  sesusl dengan  ketentnan  peraturan
perundang-undangan;

penerapon tats bangunan, khisus bagi yang berads di

Kawnsan Sempadan Jurang dengan mempertimbangkan

keselamatan bangunan dan lingkungan, vaitu:

g} Kawasan Sempedan Jurang dapat dikembangkan
untuk kegiatan t::rb:angun apabila dinvatakan stabil
astelah melalui Rajian teknis bangunan gedung dan
kajian lainnya darl tenagn ahll bersertifilasi atou
dikelunrkan oleh dinas terkalt;

b} pendayagunean Kawosan Sempadan Jurang melalai
gati uruk (cut and fif] dilengkapi dengan dolumen
kempian teknis den kajlan linghungan sesual dengan
ketetituan peraiuran perundang-undangan;

¢} jurang ditetspkun dengsn kriteria kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45%
[empat puluh lima persen] terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas meter);



m

2]

)

sempadan jurang berlalu di desrah datier bagian atas
dan di daereh datar bagian bawah jurang,
ketentuan intensitis. Pemanfeatan Ruang sangat
reridih diutamakan dengan Hang pancang;

kegiatan pemanfazatan  sempadan  jurang  sebagal
arroks! wissta tunpa bangunan berupa wisata alam
dan olnhrags petualangan horus dilengkapi kajian
keamtanan dan keselamatan bagi wisatawan serta
mendapat izin dari Instansl yang berwenang, dan
penampilan  arsiteltur  bangunan  yang  ramah
lUngkungan.

. Pemaniaatan Rusng yang terdapar Kawasan Tempat Suci

mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama
Kesuolan Pura, meliputi :

)

b}

d

gl

Kawasan Tempat Suci didasarkan stas lconsep
Bhisama Kesuclan Pura menetapkan jarak bates
tevlizar zonn pemaniaatan paling sedikit 5.000 tm (lima
ribu meter) untuk Pura Sad Kahvangan, paling sedikic
2000 m (dea riby meter)] untuk Pura. Dang
Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m (ima puluh
meter sampal dengan dua ribu meter] untuk pura
kehyangan jagal lninnya, dan paling sedlkit 5 m — 50
m (lima meter sampal dengun lima puluh meter) dasd
sial luar tembok penyengher pura kahyangan tiga dan
kahyangan desa lannys;

penertuan batas tap zona didasarkan atas batas fisik
vang tegas berupa batas slami atau batas bueatdn
sesuai tipe Kawssan Tempat Sucl dan kondisi
solempat, dengan  tefep  menghormatl | hak-hak
tradisional Masyarakat hulkum adat, dan kearifun
lokal;

melindungi blok bangunan pura dari gangeuan biok
bangunan lunnya;

ketinggian bangunan di luar bengunan pura. dan
penumiangnys tidak lebih deri satu lantal, kecuall
memanfaatlan  polensi level mepurur darl antad
diisarn, dAn

tersedia Rusng terbulks di seldtar bangunan pura.

penerspan wajud lansekap dan tata bangunan wajib
memperhatihan:

3]

b

ol
d)

e)

menggunakan material ramaeh lingkungan sesual
keetentuan peratursn perundang-undangan;
distsuniban  dengan  karakter sosial  budaya
Mns;,arﬂimi setempatl serte mengaou pada konsep T
Hita Karang, Catus Patha, hulu-teben dan i mandalo;
disesupilcan denpan tema Kawasan, meneraplan nilal
rsitektur tradisional Bali dan budaya selempat;
terinteprasi  secars  serasi sesusl  kKonsep  tate
pawidangan Dess Adat setempat; dan
meampertimbangkan ketentuan Kawasan Suel scaual
denigan aturan yang berlaxu,
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Ketentusn Umum Zogasi Kawasan Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3] huruf b, meliputi:

o Ketentnan Umum Zonesl Kawasan Tanamean Pangan;

b. Ketentuan Umum Z2onas) Kawasan Hortiloaltura; dan
Ketentuan Umum Zonasi Kewassn Perkebunen,
Ketentuan Umum Zonssi Kawasan Tanaman Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif a, meliputi;

a. kegiatan Pemunfaatan Ruang yang diperboalshken
meliputi: '

C



d.

C.

# b

konstrukai jaringan dan bangunan jrgasi;

kegiatan jass penunjang pertanian;

konstrulsi jalan Subak dan jalan produlesi; dan
kegintan adal, budeys dan keagamaan beserta
bangunan pendukungnya,

keglatan Pemenlaatan Ruang yeng  diperbolehkan
dengan syvarat, meflputl:

L

s

‘keglatan hordkultura, peternakan, perikanan budi

dava, Han perkeblinsn dengan tidak mengubah
fungsi tAnamen Pangan,

kegintun  penelitisn  dan  pengembungan  ilmuy
pergerahan tanps menggangen fungsi kawasan
tariaman pangan;

penigembangan jaringan sarana dan prasarana seria
fagilltas untulk kepentingan umum sesual dengan
ketentian peraturan perundang-undangan;

. keglutan budi days lainnya peda Kawasan tanaman

panpgan yang tidsk produktifl dan tidek beririgas
teknis sesusl  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa
wikatn mOopa mMEeNgesngml sarana dan prEssrana
kawasan tenaman pangan,

kegiatan budidaya laintya pada Kawasan pertanian
tanaman pangan yang tdek produktif dan Hdak
beririgast telnis sesual dengan ketentuan persturan
perundang-undangan;

kegiatan  budi  days untmk  pertahsmun  dan
keamanan, kepentingan umum, proyek strategls
nasional, dan/omu bencana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundshg-undangan
dan

kegiatan lain yang telah ada dan terintegrast secar
harmeonis serta  kegiatan  selnin  sebagaimana
dimeksud pada bhurul &, yang tidak mengeangiu
fungs kawssan tanaman pangan,

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi keglatan budi dayu lminnye pads kawsdsan
tamamean pangan produltil den hﬂﬁﬁgﬂﬁi tekmnis,
intengitas Pemanfaatan Ruang, meliputl:

{

2.

KDB maksimal 10% i(sepuluh persen|, kecuall untuek
permukiman yvang teiah ada; dan
KWT maksimal 5% (lima persen).

ketentuan lain yang dibutuhkan, melipati:

1.

kegintan parmuliman yang dipecholchkan dengan

gyarat pada Kawasan Tenaman Pangan berupa

permukiman ponduduk veng telah ada dan bukan

merupskan pengembangan, pembangunan baru;

kegiatan agrowisatn, ekowisata, dan desa wisata

diaralikan meialui:

a| pengembangan sccara terbatas dan ferkendali
serta wajib berbasis Ekowlsata den  bersifat
ramah lingkiingan; dan

h) wajib melestarikan laban sawah eksisting dan
jaringen rigasi yang terdapat di dalom dan/alau
seidtar Persil serta Hdak menurunken kualitas
dan fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan,

pengembangan jalan produlsi dan [alan usaha tani

dapat difungsilan sebagai lintasan jopging (jogging
truck]|




4.

8.

pelestarian dan  pemberdavaan  Subak  sebagai
warissn budaya dunis;

nertanian lanaman pangan di Kewasan Perkotaan
diintegrasikan scbagei RTH pertaznian murni atao
pertanian eleowisats:

Pemeanfaatan Ruang yang terdopat Kavwasan Tempat
Buel mengacu pads ketentuan kearifan lokal serts
Fhisama Kesyclan Pura, meliputi;

@) Kawmsan Tempat Suci didasarkan ataes konsep
Bhisamn Kesucian Pura menetapkan jaralk batas
terluar zona pemanfaatan paling sedilat 5.000 m
{lima ribu meter] untuk Pura Sad Kahyarngon,
paling sedikit 2.000 m {dua ribu meter] untuk
Pura Dang Kahyangan, paoling sedixit 50 m -
2.000 m (lima puluh meter sampal dengan dus
ribu meter) untuk purd kahyangsn jagat lainnya,
dian paling sedikit 5 m— 50 m (lima-meter sampad
dengan lima pulub rmeter) dari sisi luar tembolk
penyvengher pura kahyangan tiga dan kahyangan
desa lainnya;

b perentuan batss tisp zona didasarken atas batas
fisik yang tegas berupa batas alami atau batas
buatan sesusl tipe Kawasan Tempet Sucl dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormatl
hak-hak tradisiona] Masyarakat huloum adat, dan
kearifan lokal;

pi melindungi blolk bangunen pura daf gangguan
hlok bangunan lainnya;

d) ketinggian bungunan di lusr bangunan pura dan
penunjangnyve tidak lebih darl sata lantai, kecual:
mernanfaatkan potensi level menurun dari lantai
desar; dan

g] tersedia Ruang terbula di seiditar bANEUnAan pura.

pada Kewessan yeng memillli keunikan lansekap

alami yang khas diatur sebagai beakuat:

a) pendiran bsngunan penunjang di Kawasan
lerasering  yang  hanys  berfungsl  zebagal
pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;

b] bangunso  penumjang  di osekitar  Kawasan
terasering sawah di luar permukiman alami
penduduk adalah banpunan penunjang kegiatan
pariwisata sceara terbalas; dan

c} keoplatan Pemanfastan Ruang yang tdak
diperbolehkan, meliputi kegatan yang dapat
mengganegd chosistom Kawassn yang memilikd
keurilan lansekap alam yang khas.

penerapan 1ata bangunan, khusus bagi yang berada

ell Kewasan Sempartsn Jurang dengan

mempertimbangkan  keselamatan hbanganan  dan
lngloungesn, vaiiut

a]  jurang ditetupkan dengan kriteria kawasan yang
memilily lereng dengan kemiringan minimum
45% [empat puluh lime persen) terhadap bidang
datar, dengan kedalaman minimum 15 m (lima
belns meter];

) Kawasan Sempaden Jurang berlako di daergh
datar bagian atas dan di daerah datar bagan
bawah Jurang;

¢} pendayagunsan Kewssan Sempadan Jurang

melalul gali urulk (eut and ﬁiu‘i dilengkapl dengan
dokumen kajisn teknls dan kaifan linglungsn



sesta: dengen kstentuan peraturan perundang-
undangan; o _

d) ketentuan Intensitas Pemanfastan Ruang sangat
renidah divtamakan dengan tiap pancang;

¢] kegiatan pemanfastan sempadan jurang sebagal
atraksl wisata tanpa bangunan berupa wisals
alam dan alahrags peruaisngan hearus dilenglam
kajian keamanan dan keselamatan  bagi
wisatewan serta mendapal zin dan instanst yvang
barwenang; dan

fj penampilan arsitelctur bangunan yang ramah
linglcingan,

9. penerapan wujud lanselap dan tats bangunan waiib

memperhatilcan:

nl mengeunaksn material ramah linghungan sestal
ketentuan peraturan perundang-undangan,

b) disesuatkan dengan karakter sosial budeys
Masyarakat setempat serta mengacu padnltqnsep
I'ri Hita Karana, Catus Patha, hulu-teben dan tr
mandela;

¢} disesumshan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitelktur tradisional Bal dan budays
setempat;

dl terintegrasi secara ssras) sesus) konsep tata
pawidangan Desa Adat setempat;) dan

e} mempoartimbanglan ketentuan Kawasan Suci
segual denpgen aturan vang berlakuy.

(3} Ketentusn  Umum  Zonasl  Kawasan  Hortikultura

' sebagaimans dimalksud pada avat |1) hurul b, metiputi:

i, kegiatan Pemanfaatan Rusng yang diperbolehkan
meliputs:

1. kegstan fanaman pangan, perkebunan, peternakan,

dan pertlanan budi daya;

2. kegiatan permukiman perdesaan;

3. ksgiaten adat, budaye dan késgamean bessria

barigunan pendukungnya; dan

4. lkegiatan Pemanfaalan Hoang lainnya yong dapat

meningkatkan fungsi Kewasan Hortikuitura.
b. kegistan Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehkan
dengan syarat, meliputi:

1. kegiaten pendukung agribisnis dan agroindusis
hortikulture vang dilaksanakan sesuai dongan
speratiran perundong-undangan;

2. legiatan wisata alam, agrowisatn, desa wisata dan
DTW  binsa/buatan dengan syarat dikembngkan
secars terbatas dan terkendali serta wajib berbasis
Elkowlsatn dan bersifat ramah lmpkungan;

A. kegintan penyediaan fasilitas pendukiung dan
penunjang pariwisatn.  secara  terbatas, tdak
mengeanggy fungst Kawasan, dan memenithi
persvaratan  telknis serta telsh melalul prosedur
pemanfaatan sesual dengan ketenfuan pernturan
perundang-undangen;

4. kegiatan campuran perkebunan rakyat secars
terbtas;

B, hegiatan permulaman sscara terbatas dan dengan
leepadatan rendah;

6. pengembangan jarmpgan sering dan prasarana sevta
fusilitns untuk kepentingan umum;

7. hegiatan budi daya untuk pertahsnan dan
lceamanan, kepentingan umum, proyek strategis



nasiongl, dan/atau bencana dileksanakan sesuai
dongan kelentuan peraturan perundang-undangan;

kegintan  yang mertimlballan pembanguan
bengunan baru dan/ntau alth fungsi kawasan
hortikultura menjadi tetbangun dilakukan  secari
bersyarat dengan melengkapi kajian linghungan dan
tidal menurunkan fungs lingkungan pads Kawasan
sekitar Danau Beratan; dan

kemaotan lain vang telah ade berupa bangunan
dengan tidak melakukan penambshan luasan dan
terintegrasi secura harmonis serta kegiatan selain
sebagaimana dimeaksud pads hurafl a, yang tidalk
merigpangry fungs! Kawasen Hortilaultura,

c. kegiatan Pemanfantan Buang vang tidak diperbolebkan,
meliputi kegiatan selain sebspaimana dimeksud pada
buruf 8 dan huof b yang mengangegy fungsi Kawasan
Hortiloultura.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputs

1,

2.
3.

4.

KDB maksimal 40% (empat puluh persen) deard luas
lahan, kecuali untuk permukiman yang telah nda;
KLB m&ksi:nﬂi 0,8 [nol koma delapan);

KDH minimum 50% (enam puluh persen); dan

KWT maksimal 30% (tiga puluh persen),

e, ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup:

i

Kawasan hartiltulturs vang berada di sekitar Danau
Beratan  diarahkan  dikembangkan — sebagal
hortilcullura arganik;

. Pernanfaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat

Sugi mengacu pada ketentian kearifan lokal serta

Bhisama Kesucian Pura, melipuli:

al Kawasan Tempat Suci didasathan atas honsep
Bhrsama Kesucian Pura meneclapkan jarak batas
terluar zomy pemanfaatan paling sedikdt 5.000 m
[lima ribu meater] untiuk Purn Sad Kahyarngan,
paling sedilat 2,000 m (dua ribu meter] untuk
Pura [Dang Kahyangan, paling sedildt S0 m -
2.000 m [lima pulub meter sampai dengan dus
ribu meter) untuk pura kalivangan jagat lainnya,
din puling sedikit 5 m - 50 m (lima meter samphd
dongan lima puluh meter] dari =isi luar tembok
penyengker pura kahyangan tiga dan kahyangan
desa lainnya;

bl penentuan batss tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tegas berupa batee alami atau batas
bustan sesual tipe Kawasan Tempat Sud dan
londisl seterfipat, dengan tétap menghormeati
hak-hak tradisional Masyarakat hulcam sdat, dan
keariian lokal;

¢} melindung blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnys; _ .

d) hketingeian bangunan di luar bangunan puts dan
perunjangmys tidak |ebih dari sate lantal, kecuall
merpanfaatlan potensi level menurun dan lantal
dagar; dan

o) tersedia Ruang lerbuka di sekitar hangunan pura.

. penerapan tata banpunan, khusus bag yang berada

di Hawassen Sempadan Jurang dengan

mempertimbangkan  keselamatan banpunan  dan

lingleunigan, yaitu

&) Jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
memiliki lereng dengan kemiringan minimum
45% [empat puluh lima persen) terhadop bidang



datar, denpan kedalaman minimum 15 m [ima
belas meter);

b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di deerah
datar begian atas dan di daerah datasr bagian
bewah jursng]

g pendavagunasn Kewssan Sempedan Jursng
meialul gali uruk (eut and filf dilenglkapi dengan
doleumen: kajian teknis dan hejian lingkungan
sepual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d] ketentuan inlensitas Pemanfaatan Ruang sangat
rendah diutsmaksn dengan tiap paticang,

¢] kegialan pestanfaatan sempadan jurang sebsgai
atraksi wisata tanpa bmnpgunan berupa wisata
alam dan viahragas petualangan harus dilenghapi
kajian  keamanan dan  leeselamatan bag
wisstiwan serta mendapat lzin darl instans! yang
berwenang: dan

i penampllan arsiteletor bangunan yang ramah
himgkungan.

. penerapan wujud lonsekap dan tate bangunan wajib

memperhatikan;

g} menggunaler material ramah lingkungan sesual
ketentuan peraturmn perundang-undangan;

b disesuaiktan denpsn  karakter sosial budays
Magyarakat getempal sertd mengacu pads konsep
Tri Hita Karana, Catus Patfa, fule-teben dan tn
mun’_duim

¢} discawaikan denpan tema Kawasan, menerapkan
milai  arsitektur tradisional Bel dan budaya
setempal]

d] terintegrasi secars serasl sesual konsep tate
pauidangon Desa Adal sstempat; dan

g mempertimbangkan kstentuan Kaweson Sud
gesum denganaturan yang beriaku.

[4) Ketentusn  Umum  Zonasl  Kswasan  Perkebunan
sebagaimana dimakeud pada ayat (1) hurul e, meliputis
a. lepintan Pemanfooton Ruang  yang  diperbolehkan
melipgu;

L.

2

3.

A
Fa

kegintan budi daya perkebunan dan sarana
pendulkungnyal

. keglatan permukiman perdesaan;

kegiatart adal, budava dan hkeagamsan beserta
banpunan pendulningnys: dan

kegiatar Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat
meningkatlan Mings) Kawssan Perlebunan,

b. kegiatan Pemanfantan Rusng yang diperbolehkan
dengan syamt, meliputi:

1.

keégiatan  budi daye lmnnya pada Kewasan
perkebunan vang tidak produksil dan tidak beririgas:
telenis sesual dengan  Retentuan  peratdran
porundang-undangan; ,
kegiatan pendukung agribisnls dan  agroindustn
perkohunan; '

keglatan wisatn alam, agrowisata, desa wissta, dan

DTW binsan/buatan dengan syarat dikembangkan
secara terbatas den torkendalli serta wajlb berbasis
Hlowisata den bersifat ramah linglcungan;

. keglalan  penyediaan  fasilitas  penduleung  dan

penunjang pariwisata  secara  terbatas, tidak
mengganggy fungs Kawasan, dan memeanuhi
pereyaratan  tekniy  serta telah melsluil prosedur
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pemanfaatan sesual dengan ketentusn peratucan
perundang-undangsn;

pengembangan jaringan sarana dan prasarana serie
fasilitas untuk kepentingan umum;

kegintan budidaya lainnya pada Kawssan pertanisn
tanaman pengan vang Hdak produktl dan tidal
beririgast teknis sesual dengan ketentuan peraturan

* perundang-undangan;

kegistan. budi daya untuk pertahanan dan
keamanpn, kepenlingan umum, provek strategis
nagional, dan/atau bencara dilaksanakan sesual
dengsn ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

kegiatan lain yang felah ada dan rerintegrasi secara
harmomis  serta kegiatan  selain sebagaimang
dimaksud pada huref a, yang tidak mengpanggu
fungsi Kawasan Perfeebuinan,

¢. kegiaran Pemanfaatan Ruang yang tidale diperbolebiain,
meliput] kegiatan salsin schagalmana dimaksud padsa
huruf a dan huruf b yeng menganged fungsl Kawasan
Perkebunan.,

d. intensitas Pemanfastan Rusng, meliputs;
I, KDB maksimal 40% (empat puluh persen| dari luas

lahon, kecuull untuk permukiman yang telah ada;

2. KLB makaimal 0.8 (nol koma delapan);
3. KDH munimum 50% (enam pulull persen); dan
4. KWT muaksimal 30% (tiga puluh persen).

¢. ketentuan lein vang dibutahican, meliputi:

I

Wilayah geografis vang menghasilkan  produk
perkebninan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi
kelestarianmys  dengan  Indikasi  geografis, dan
Wilayaly geografis yang sudah ditetapkan untuk
dilindungi kelestariannys dengan indikasi geografis
dilarang dialihfungsthkan; .

Pemanfontan Ruong secbagal dasrsh resapan  air
untuk Kawasan selitarmnya dan penyediaan lapangan
keria bagl Masvarakat setempat;

. Pemuanfantan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat

Suci mengacu pada keteniuan kearifan lokal serta

Bhigomea Joeaucian Pura, meliputs:

al Kawasan Tempat Sucl didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak batas
terluar zpna pemaniaatan paling sedikit 5,000 m
(lima ribu meter) urtuk Pura Sued Kahyangan,
paling sedikit 2,000 m (dua ribu meter] untuk
Pura Dang Kahyungan, paling sedikic 50 m -
2,000 m (lima pulub meter sampal dengan dua
ribu meter] untuk pura kehyangan jagat lainnya,
can puling sedikit § m - 50 m {lima meter sampai
dengan lima puluby meter) dari sist lusr ternbok
penyengker pura kahysngan tga dan kahyangan
desa lainmens;

b} penmentuan batae tiap zona didesarkan atas batas:
fisike yang teges berupa batas alami atau batas
buatan sesual tipe Kewmsan Tempat Suc dan
kondisi setempat, dengan tetap menghormati
hak-hak tradisional Masyaraleat huldom adat, dan
kearifan lolal;

¢l mélifndungt blok banganan pura darl gavgguan
hiok bangunan lainnys;

dl ketingman bangunan di luar bangunan pura dan
penunjangnya tidak lebih dar satis lantat, kecuali



memanfaathan potensi level menurun dar lantai
dasar; dan
¢] tersedin Ruang terbuka di seltitar bangunan pura,

4, penerapan tata bangunan, khusus bagh yang bemdn

di  Kawassn  Sempadan  Jurang  dengan

mampetrtimbangken keselamatan bangunan dan

linghungan, yaitu:

a] Jurang ditetapkan dengan kritenz kawasan yang
memililki lereng dengan kemiringan minimum
45% (empat pulub lima persen) terhadap bidang
datar, dengan kedalaman minlmum 15 m (lima
brlax meter},

b Kawasan Sempadan Jurang berlaku di daerah
dutar bapion atas dan di dacrsh datar bagian
bawah jurang _

¢l pendayepunaan Keawasan Sempadan  Jurang.
melalin gali uruk {out and fill] dilengkapi dengan
dokumen lajian teknis don kajian lingkungan
sesual dengan ketentuan peratursn perundang.
undangan; '

d} ketentuan interisitas Pemanlaatan Ruang sangat
rendah diutamsakan dengan tiap pancang;

e} 'kegintan pemanfaaian sempadan jurang sebagal
atraksi wisata tAnpa bangunan berupa wisata
alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi
kajlan keamanan dan lkesclamatan  bagl
wisatawan serta mendapat {zn dard instanst vang
herwenang, dan

fi penampilan arsitektur bangunan yang ramab
lingiungan.

penerapen wujud lansekap dan tata bangunan wajib

mempertatikan:

a) menggunaksn material ramah lingkungan sesuai
ketentuan peratiran perundang-undangan;

b} disesuaikan dengan karakter sosial budaya
Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep
Tri Hite Karana, Catug Pathd, hulti-teben dan fre
mendali,

¢} dizesusikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilal arsitelctur tradisional Bali dan budaya
setempat,

d) terintegrasi secars scrasi sesual konsep tata
pawidangan Desa Adat getempat; dan

¢) mempertimbangkan ketentuan Kawasan Suci
sesua dengan uturan yang berlaku,

_LI'I

Pasal 73

Ketentugrn Umumm  Zonasl Kawasan  Peruntkan  [Mcustel
sebagaimana dimaksud dalam Prsal 66 ayat {3) huruf ¢, meliputi:
a. kepiatan Pemanfaatan Ruoang yang diperbelehian meliput:

I

2

3

kegiatan pendirion bangunan industn sesual peraturan
perundang-undangan;

. kegiaten industrl sesusi jenis industri yang teleh

mendapatkan perizingn, pergudangsn, dan  [asilitas
pendulaing oparasional;

pembangunan dan pengembangan industrl baru yanig
tidak memberikan dampak merusel dan menurunken
kualitas lingkungan;

kegiatan  incustri yang mendayagunakan tekmologi,
potenat sumber daye nlem den sumber daya manusis di
‘wrlayal geldtaciya,



B

.

1.

kegintan pengembangan kewasan dan sentra industr

berbasis kompetensiint industr daerah; dan

kegiatan menyedialan rusng untule zona peayangga

berupa sabuk hijau.

b, kegiatan Pemanfuntan Ruang vang diperbelelikan dengzn
syarat, meliputi!

pembangunan perumshan baru dengan ayarat tidak
mengganggy fungs! utama dan hanya untuk perumeban
Kawasgsn Industri;

kepiatan penunjang  industr dengan syarat
mempertimbangkan  dampek konflik dengan  kegiatan
industrl;

pengem bargan Jaringan trangportas, energt,
telekomuniiasi, sumber daya mir, SPAM, SFPAL, pengelolaan
limbah B3, jaringan persampahan, faringun evakuas
hencans dan drainase denpan persyaratan teknis sesusd
hetertuan peraturan perundang-undangan;

k:glatnn pmgﬁrnhanm pariwlsata dan  fesilitds
penumangnya dengan mompertimbangkan dampak konflik
derigan kegiatan industrs serta melahni kajian teknis sesuad
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
pembangunan fosilitas untuk kepentingan umum dengin
mempertimbangkan  dampak  korflik dengan  kegiatan
industi; dan

kegintan budi daya untuk pertehsnan dan keameanen,
kepenitingan umum, proyek stracegis nasional, dan/fatan
bencana dilaksanalan sesual dengan ketentuan peraparan
perundengundangan,

c. kegintan Pemanfastsn Ruang yang tidaks diperbolehlkan
meliput:

L.

T d

pemanfasntan air tanah untuk keperluan keglatan industri
dan keplatan pendukung industr yang berada di Kawasan
Resapan Alr dan mengarahbkan kegiaten [ndustri untul
memarfaantkatt air permulkaarn;

. pembuangan limbak tanpa:melzlul proses pengolahan;
. kegiatan perambunen yang membahayehkan keselamatan

dan kegehatan lkerja;
kegiatan  vang  menpgunakan teknologl | merusak
lingleungnn; dan '

. kegiatan seluin sebagaimiana dimeaksud pads harafl & dan

huruf b yang menggungsy fungsi Kawssan ‘Peruntukan
Industr.

d. Intensitas Pemanfeatan Ruang, maeliputi

8

g gy

KDB maksimal 65% [enam puluh lima persen| durt luas

pcqml

. KLE maksimal 2.6 (dua kome sharn);

KDH minimum 20% [dua puhah persen) dari luas persil;
ketinggian bangunan maksimel 15 (ima belas) meter; dan
jalan dun saluran disrahlan 8-12% (delapan sampai
dengan dus belns persen) dari total fuas lahan dan hurus
memilild jalan primer dan sekunder dengan teltanan gandar
g {delapan) ton dan B {lima) ton, dengan perkermsan jalan
minimal ¥ ftujul) meter,

¢, ketentuan lnin yang diperluken, melipun:

1.

Kawnsan industr pada sepanjang jelan arteri atay lolektor
dengan dilenglam dengan ialen jalur lambat (frontege
road),;

untuk  mememali letentusn defam  pengombangan
Kawdsan Perunogkan Induste wajth memperhatikan kajian
tekris dan kajian adminisratf,

pemanfaatan  Kawasan Peruntukan Industt  untuk
menampung  keglatan aneka  industri sesusl  dengan
karakteristik Kowasan;

NPT TR e [P [ pr———



4.

il

pemanfestan  Kawasan Peruntukan Industd  untuk

mengakomedir kegiatan industri berhasis budaya branding

Bali;

Pemaniaatan Ruang yang terdapat Kawasan Tempat Suci

mengacy pada ketentuan kearifzn lokal sere Bhisame

Kesucian Pura, mebputi: .

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep Bhisama
Kesucian Pura menetapkan jarak batas terluar zona
pemanfastan paling sedikit 5.000 m (Hma ribu meter}
untuk Pura Sad Kahyungan, paling sedilit 2.000 m (dua
ribu meter) untuk Purn Dang Kahyangan, paling sedikit
B0 m - 2.000 m (lima puivh meter sarmpai dengen dua
ribu meter] untuk pura kehyangen jegat lainnya, dan
paling sedikit 5 m = 50 m (lima meter sampai dengan
lima pulnh meter) darni sisi luar tembok penyengker pura
kahyang:an tiga dan kahyanpan desa lainnya;

bl penentuan batds tiap zons didasarkan atas batas fisik

- vang legas Beropa batas alami atau batas busatan sesuad
tipe Kawasan Tempat Suoch dan kondist setempat,
dengan  tetap  menghormatt  halk-hak  tradisional
Masyarakat hulcom adat, dan kearilan lokal;

¢) melindungi blok bangunan pura darf gangguan blak
bumgunan lainnya;

d] ketinggian bangunan di luar bangonan pura dan

- penuniangnya tidale lebih dari satu lantad, kecusli
memaninatkan potens level menuran dari Iantal dasar;
dan

e] tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura,

penerapun wujud lansekap dan tata bangunan wajlb

memperhatikan

a] menggunakan material ramah  lingkingan  sesual

 kétentupn peraturan perundang undangan;

bl disesuaikan dengan karalter sosial budeaya Masyarakat
‘setempat serta mengacu pads konsep Tn Hilg Karana,
Catus Patha, huli-teben dan tr mandala;

¢} disesuaikzin denpan tema Kawasan, menerapkan nibu
arsitelctur tradisional Boli dan budays selempat;

d) terintegrasi secara  sérasi  secsual  kensep  tata

. pawidangan Desa Adat selempat; dah

¢) mempertimbangkan ketentuen Kawasan Suct sesudl
dengan aniren yang berlaku;

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisats, sebmgaimans
dimalksud dulum Pasal 66 ayat (3) huraf d, meliputi:
a. l-:cgiatun Pemanfaatan Rusng yang diperbolehkan, meliputl:

. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Kawsdsan Pariwisata;

. penyediaan sarsns den prasamna penunjang Kawasan

Pariwisata; _
pembanpunan fasilitns mectings, i{rncentives, converences
and exhibitions;

kopiatan sosial-budaya dan kesenidn,;

. kegintan wisatn alam, ekowisata, sprowisata, desa wisats)

Kewasan poruntkan lainnya baik bud daya dan lindung
vang telah berkembang secam harmonis di EKawasan
setempat;

kegiatan perlkanan atau keglatan pomangkalan nelayan;
Kogiatan  pertanian, pekebunan, peéternakan, dan
hortikultura: dan

kegiatan  Pemanfaatsm Ruaang  lalnnya yang. dapat
meningkatkan fungal Kawasan Partwisata.



b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbalehkan dengan
syarnl, meliputi;

s

£.

I

kegiatan budi daya lainnya puda Kawssan pertanian
tanaman pangan yang tdak produltif dan tdsk berirignsi
leknig sesual dengan ketentuan peraturan perundang
il engan;

pengembangan kegintan industri mikro dan kecil sebagai
penunjang pariwisata sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penataan kawasan pariwisata dengnn memperhatilan daya
duktung dan daoya tampung linglungan hidup, mitigasi
bencarna dan kelerengan denpgarl persgyaratan telinis sesuni
kotentuan peraturen perundang-andangan;

kegatan pengembangan perumabian yang tidsk menganggy
fungsi Kawasan PMariwisata dengan persyaratan teknis
sesual ketentusn peraturan perundsng-undangan;

lmgmtm pengembangan jaringsn prasarans transportasi,
energ, telekomunikas], sumber doyn air, SAPM, SPAL,
jaringan persampehen, jeringsn cvakumsi behcana dan
drainase dengun  porsyaratan lelmis sesus]  ketentian

" peraturan perundang-undsogan;

pemanfastan badan air, sempadan, perkebunan rakyat,
pertanian, dan permuliman yeang dapat dimenfaatkan
untuk pengembangan objek wisata dengan memperhatikan
daya dukung dan daye tampung lingkungan hidup, mitigasi
bencana, dan kelérengan dengan persvaratan telnls sesuai
ltttmluﬂn perdturan perundeng-undangan;

kogiaton budi dayvn untuk pertshanan dan  keasmaosan,
kepentinpgan umum, proyck sirategis nasionsl, dan/stau
bencana dilulsanakan sesual denpan ketentuan peraturan
perundang-undan gan; cdan

kepiatan lain yang telah ade don terintegras| secara
harmonis serta kegiatan seldin scbagaimana dimaksud
patdd huruf &, yeng tideak mengganggu fungsi Kowasan
Pariwisats.

hegiatan Pemanfeatan Ruang yang tidsk diperbolehkan,
meliputi kegiatan selain sebagaimana dimalsud pada huruf a
dan hurui b, yang dapat menpggangeu atau menurunken
kualilas Kswasan Pariwisala.

intensitas Pemanfaatan Ruang, meliput:

k-

£
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KDB inoksimal BO% [Hma puluh persen) dari luss persl,
ELDB maksimal 2,0 (dua kome nol), KDH minimuom 50%
{lima pulul persen| dart luas persil dan ketingan bangunan
muskirnal 15 m (lima belas meter);

khusus until Knwasan Bedugal dan seldtarnve dengan
KDB maksimal 0% (empal puluh persen) dari luas persil,
KLB maksimal 1,2 {satu koma tiga), KDH minimum 60%
emam pulub persen] dari lvas persil dan  ketingian
bangunan masldmel 8 m {delapan meter);

KWT disesualkan dengan variasi luasan Kawasan dan
lingkat perkembangan tlap Kawagsan Pariwisata;

. apabila bangunan berada di zona pemanisaton Kawasan

radilg lesucian pura, muka persyaratan intensitas
mengiliuti aturan vang berlaku untok Kewasan radius
kesucian pura;

mempertahankan lahan sawah khususnya lahan sawah
dilindungl selurang-ldrangnya 20% [(dua pulub persen)
dari total lahan gawah yang berada di Kawasan Pariwisats:
tdan

penerapan lelentuan tata hngkungan dan tats bangunan
yang berbasis mitigasi bencana pada Kawasan Pariwisata
vang berada i Kawesan rawan bencana.

ketentuan lain yang dibutuhkar, mellputi:



1.

2.

10,

kawasan pariwisata di Kawasan Perkotaan diintegrasikan

dengan ETH; _

kawasan panwisate yang berbatasan dengan lawasan

hutarn lindung wajlb menyediakan kawasan penyanggh

sebagal buffer;

terintegrss] harmonis dengan Kawssan Permukimean yang

telah adn)

pengembangan  serta pemanfaatan potensi alam  dan

pudaya setempat sesuwd dava dukung, days tampung

linglungan, perlindungan situs warisan budaya setempat;
terintegrasi hasmonis denpan Kawasan Permukimean yang
telah ada;

pengembarigan Kegiatan industri yang tidak menggangga

fungsl utama Kawasan Pariwisata walib untuke

g bersifat ramah lingkungan dan non pelutan;

bl dilengkapi dengan sarana dan presarana [nstalasi
Parigolahan Air Limbsh (IPAL} industri; dan

¢) wajib melampirkan dokumen kajlan feknis seria
mendapatkan rekomendasi  darl  instansi  yang
berwenang sesusl ketentuan peraturan perundang-
undangan.

penerapan ciri khas arsitelour Bali pade setiap banganan

mkomodas! dan fmsilitas pendukung maupun penunjansg

pariwisata;

arphan pengaturan penyvediaan akomadasl, mebputi:

f) pengembangan akemodas] wisatn yvang borada pads
Kawnssn rawan bencana wajibh menyediakan Tempat
Evaluasi Bencann) dan

bl penyedizan fzsilites parkir minimal 30% (tiga pulsh
persen) dan (uas lantai bangunan bagi setiap bangunan
akomaodasi.

Pemanfuntan Ruang vang terdapst Kawgssn Tempal Sugl

mengaci pada ketentusn kesrifdan [okal serte Bhisama

Hesucian Para, meiputi

a) Kawasan Tempat Suci didasarkan atas konsep Hhisama
Keswcgian Pura menetapkan jarak bates terlusr zona
pemanfaatan paling sedikit 5,000 m (lime riby meter)
utituk Pura Sad Kahyangan, paling sedikit2.000 m (dua
ribu meter] untuk Pure-Dang Hahyangan, paling sedilat
50 m - 2.000 m (lima puluh meter sampai dengan dua
riby meter) untuk pura kahyangan jagat lainnya, dan
paling sedikit 5 m — 50 m (lima meter sampal dengan
lima pulub meter) darl sisi luar tembok penvengker pura
kahyangan tiga-dan kahvangan desa lainnya;

b) perentuan butas fap zone didasarkan atas bates fisik
vang tegas berupa batas alami atau batas bustan sesuai
tipe Kawasasn Tempat Suci dan hondisi setempat,
dengan  letap mengharmatl  hak-hak  tradisionsl
Mugyarakat huloom adat, dan kearifan loksl,

¢) melindungl blok banghnan pura darl gangguan blok
bangunan lainnya;

dl ketinggan bangunen di luar bangunan pura den
penunjangny= tdalt lebih dart satu lantal, kecuali
memanfaathan potensi level menurdun dari lantal dasa;
dan

gl tersedia Ruang terbules di sekitar banganan pura,

penerspan lata bangunan, khusus bagl yang berada di

Kawasun Sernpadan Jurang dengan mempertimbangkan

kesplamatan bangunan don ingkurngen, yaito:

a) jurang ditetapkan dengan kriterin kowasan  yang
muemilill lereng dengan kemiringan minkmum 45%
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[empat puinh lima persen| terhadap bidang darar,
dengan kedalomman minimum 15 m {ima belss meter);

b) Kawemsan Sempadan Jursng berlglu di dsergh datar
bagian atps dar di daerah datar bagian bawah jurang;

¢l pendavamunsan Kawassn Sempadan Jurmng melalud
gali uruk [owt and filf) dilengkspi dengan dokumen
kajian teknis dan kafian lingkucgan sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

dl ketentuan  intenatas Pemanfastan Ruang sangat
rendah divtamalkan dergan lap pancang;

a) kegiatan pernanfaatan sempadan furang sebagai atralksi
wisuta tanpa bangunen berupa wisatn alam dan
paghraga  petualangan  haras  dilengkapi  kajion
keamenan dan seselamatan bag wisslawan serta
mendapat zin dar instansi yang berwenang; dan

fi penampilan  arsitextur  bangunan  yang ramah
limglkungan,

cpenerapan wujud lanselap dan taia bangunan wajb

memparhatilien:

8] menggunikin malérial  ramah  linglungan  sesund
ketenttian peraturan perundang-undangan;

b)) disesuwmken dengan karskter sosial budays Musyarnkut
sctempat serte mengacy pada konsep Tr Hita Karanag,

- Catus Pathe, hulu-febendan it mandala;

¢l disesaikan dengan =ma Kawasan, menerapkan nilal
araitaltir tradislannl Ball dan budava selempae

d) terinteprasi sccara  eerssi  sesusl  konsep  tatn
pridangan Desa Adat selemped; dan

¢ mempertimbangkon ketentuan Kawasan Suc sesus
dengan sruran yang berlakn.

Tasal T3

Hetentuan Umum  Zonasi Kawasan  Permulaoman

sobugaimana dinmbsud dalam Pusal 66 ayat (3) hurul e

mielipotiz

a2 Wetersupn Usium Porasl Hawasan Perrildmsn
Perkotaarn: dan

b, Ketentpan  Umam  Zones Rawssan Permukimen
Perdesann,

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan

sehapaimana dismaksud pada ayat (1] huref o, melipats:

a, kegintan Pemerifgstan Rueng  vang  diperboleblbaan,
mielpuatit
|, perkantoran den pemerintabian,

2, perdagsepar dun jasa;

3. sarEna pelayEnan umur,

4, sarenae transoortasi;

5 pengembangan RTH;

. keglatan pengembangsn janngan Sarana DrAsamming

vang: mendulung fungsl Kewasan Permuldman
Peslkotaan; dan

Y. kegiaten Pemanfmatarn Ruang lminnya yang dapat
meningkatkan  fungs Kawgsan  Permulkiman
Perkotaan,

o, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlan dengan

syarat, melipei;

1. kegiatarn budi daye ‘amnya pada Kawasan pertanian
tamaman pangan vang tdak produlktil dan tidak



beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kegiatan  pengembangan  jaringan  prasarans
transportas], energl telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, janingan
evikuasi bencena dan drainase denpan persyaratan
teknis  sesusi  ketentuan  peraturan  perundang-
utelangan;

3. kegiaton pertanian, perkebunan, perllkanan, dan
peternakan dengan tdak menpesngen Kenvamanan,
keschatan, keselamatan, kualitas hidup masvaralat,
dan tidak mencemari lngkungan;

4. kegiatan pariwisata dengan  tdsk mengsangey
kenyamanan, kesehatan, keselamatan, Xualites hidup
masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

5. kematan pembangunan, pengembangan dan
pemumsimntas  industrl yang tddalk — bBerpatensi
pencemaran lingleungan yang berdampsk luas dan
hempak somal dengsn persyaratan  lekms sesuss
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan,
kepentingan  umum, proyek strategis  nasional,
dan/aitau  bencana  dilalksenakan sesusi  dengun
keteniuan pératuran perundang-undangan; dan

7. hkegiatan lain yvang telah ada dan terintegrasi secara
harmonis serta keglatan seloin sebagaimana dimalesud
pada hurul a, yang tdak menggangg fungs: Rawasan
Permukiman Perkotaan.

. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolebloan,
meliputi

[. kegiatan menutup atau menghalang lokasi dan akses
Jalur Evakuzs: Bencans; dan

2. kegintan selain sebagaimand dimakeud pads huruf a
dan lHurul b, wvang daps mongEnggl o ata
menurunkan  kualitus  Kewasan — Permukirman
Perkotaan.

d. imtenszitos Pemaniatin Buoang, melipuli:

1. inteneitas Pemanfantan Rusng Kawasan perimanen,

melipyii:
g) KDOB maksimal 70% (tajub pulub persen} darl uas
permEl;
b) KLB maksimal 2,1 {dua koma satu);
p'_! KDOH minimum 10% ({sepuluh peérsen] dari luas
B perail; dan
d] ketinggion bengunsn maksimal 15 m (hma belas
meker).

2. intensites pemanfaatan rdang Kawasan perdagangan
dan {asa skala labupnten, skala kota, slala lokal dan
skaln linglungan, meliputi:

a) KDB maksimal 60% [enam puluh persen] dari luas
Tl

b KLB maksimal 2,4 (dun koma empat|;

¢l HDH mintmum 20% (dua pulub persen) dar: luas
werall;

d) Enﬂngg'um bangunan maksimal 15 m (ima belas
mieter); dan

e bangunan perdagangan dan jesa yang berbentul
berderet (maisonel] dan/atau bangunan terpau
satu blok besar {superblockl harus menyediakan
lahan parkir bersama dan tidake dipisabhkan oleh
pugar pemisah antar persil.

b



3.

Intensitas pemanfantan ruang fasilitas lainnya i

dalam Kawasan Permulkdmsn mencakup fesilitas

perkantoran (pemerintah, swesta, dan saing), fosilitas

pendidikan, fasilites kesehatan, fasilitas transportasi,

fasilites olahrags, f(ssilitas peribadatan dan fasilicas

sosial budaya, melipati

d4) KDB maksimal 60% {enam pulith persen) deri luas
perail]

b} KLE maksimal 2,4 (dus koma smipat);

¢ KDH minimum 30% {tiga puluh persen) dari luas
peceil; dan

d] hetnggian bangunen malesimal 15 m (lima belas
meter;

- ketentuan lain yang dibutuhkan, meliptati:

L.

=]

penerapan. ketentuan fate lingkungan dan  cars
bangunan (amplop bangunan] meliputi ketentuan
KI3E, KLE, KDH, KTH, ketinggian hangunan, dan GSB
terhadap jalan;

kegiatan industri pengolahan dan kegiaten ussla
mikro kecil dan menengah di Kawasan Permukiman
Perketann  wajib menyediakar prasarana  berupa
instalas: Pengolahan Air Limbah [IPAL);
pengembanyan JAringa Sarans can Presscasg serta
{asilitas untuk kepentingan umum sesual dengan
ketenluan peraturan perundsng-undangan;
memperhatikan  persyaratan konservasi alr tanah,
linglungan  hidup dan  perbengunan  prasarana
pengendallsn barijir dalam pengembangan
permulkdman;

permukiman yang ditetapkan sebages bagian darl

'Kawasan Cegar Budaya atayg sebagal hanguanan cagar

budays perlu  memperhatikan  ketentuan  khusus

terlealt Hawasan bersejaraly ateu cagar budpye dalam

penpsmbangzonya;

pergtaan  jJeringan  utilitas  perkotesnt  sécais

terintegrasi baik di stas tanah maupun di bawah tanah

serta  memperhatikan keselamatan dan  estetika
linglungan;

arshan pengembangan {asilitas pelayanan pendidilian

pada Kawasan Permukiman berupa pendidikan dasar,

pendidiktan menengah, dan pendidikan tnpgi

Pemerintah dan/atau swasta dapat menvatu dengan

Kawssan perdagangan dan  jasa serta Kawasan

perumahan kepadatan sedang secara terbatas dan

bernyarat;

Pemanfaatan Rusng yang terdapat Kawasan Tempal

Suci mengacu pada ketentoan kearifan loks] sera

Bhissama Kesuclan Pura, melijuti:

n] Kawasan Tempat Suecl didasarkan atas konsep
Ithisama Kesuclan Pura menetapkan jarak batas
terfuar zona pemanfastan paling sedikit 5.000 m
{lima ribu meter] untulk Pura Sad Kehyangan,
paling sedikit 2.000 m [dua ribu meter) untuk Pura
Dang Kahyangan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
flimma puluh meter sampal denpan dua ribu meter)
untuk pura kalyangan jagat lainnya, dan paling
sedilddt 5 m - 50 m {(ima meter sampal dengan lima
puluh meter) dari sisi luar tembok penyengier pura
kabivangnn tiga dan kahyangan desa lainnya,

L) penertuan batas tiap zoha didasarkan atas baras
fisikc-yang tegas berupa batas alsme atau batas
buatan sesunl’ Ope Kawssan Tempat Sua dan
kondisi sptempat, dengan tetap menghormati hake-
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hak tradisional Masyarakat bulum edas, dan
kearifan lokal;

melindungl blok bangunan pura dari gangguan
blok bangunan lainnya;

Hetinggian bangunan 4 loar bangunan pura dan
pefiniangnya tidalk lebih dari satu lantal, kecuali
memanfaatkan potenst level menurun dan lantai
dasar; dan

tersedia Ruang terbuka di sekitar bangunan pura,

penoTapan tath banpganan, khusus bagi viing berada di
Hawasan Sempadan Jurang dengan
mempertimbangkan  lkeselamatan  bangunan dan
lingkungan, vaim:

]

by)

|

4)

fl

jurang ditetapkan dengan kriteria kawssan vEng
memifiki lereng dengan kemiringen minimam 43%
lempat pulah lime persen) terhadap bidang datar,
dengan kedalaman minimum 15 m (lima belas
meter];

Kawasan Sempadan Jurang berlalen i duersh
dutar bagian ates dan dl daerah datar bagien
bawiih jurang;

pendavagunaan  Kawassn  Sempadan  Jurang
melah gall uruk (oul and fill) dilengkapl dengan
dokumen kajian teknls dan kijian Hoghungan
sesuai dengan ketentlan persturan perundang-
undangan;

ketentuan intensitas Pomanfaaten Rueng sangat
retilah diutamakan denpan tisp pancang
kegiatan pemeanfastan sempadan jurang sehagai
atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam
dgan olahraga petualangun harus dilengkapi kajian
ltenmanan dan keselamatan bagl wisutawan serta
mendapal izin dari instans| yang berwenang; dan
penampilan argitektur bangunon yang ramah

linglkungarn.

penerapan wujud lansekap dan tats bangunan wajib
memperhatican:

gy

bl

c}

d)

2]

mengmunakan material ramah lingkungan sesual
ketenlbuan persturan perundang-undangan;
dinesusikan dengan laraicter soslal  budava
Masyarakat setempat serte mengacy pada konsep
Tri Hita Kareng, Colus Pathg, hulu-teben dan tn
maneala;

disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan
nilai arsitektur tradisional Bali dan  budaya
setempat;

terintegrasl secara serasi sesual RKotlsep  tata
pawidangar Derd Adat setempat; dein
mempertimbangkan  ketentuan Kewasan Suo
sesum dengan aturan yvang beriaku.

(4) Ketentusn Umum Zonasi Kawnsen Permukiman Perdesaan
sehagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, meliputi:
a keglatan Pemanfsstan Ruang Yang diperbolehl=n,

melputi:

perumahan,

perkantoran dan pemeriritaban;

perdagangan dan Jase;

sarana pelEyanan Wmum;

pertanian;

perEetunan;

peternakan;

perikmpan;

infrastruktur dan sarans penunjang;

B e Ut b oo e



10, kegintan pengembangan jaringan sarana prasarana
perdesaan; dan

11, kegiatan Pemanfaatan Ruang luinnya yang dapat
meningkatkan funpest Kawnsan Permmuikiman
Perdesaan.

b, kegintin Pemanfantan Ruang yang diperbolehkan dengan

syarat, meliputi

i kegistan budi days lainnya peda Kawassn pertanian
tanamen pangan yang Hdak produktif dan tidak

beririgas) lekois sesyai dengan keterfuan peraturan
nerindang-undangan; '

2, Kegstan pengembangan  jaringan prasarans
transportasi, energ, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jafingan persampehan, jaringan
evalcuasi bencane dan drainase dengan persyaratar
icinis  sesual  ketentuan  peraturan  porundapg-
undengan;

3. kegiatan  parviwisata dengan  tidele mehgzanggu
kenyemanon, kesehatan, keselamatan, koelitas hidup
masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

4. lkegontann  pembangunan, mingembenpan dan
pemanfastin industri  yang tdek  berpotensi
pencornaran imgkungan yang berdempak luss: dan
dampai sosial dengan persyaratan teknis sesuasl
ketentuan peraluran perundang-undangan;

kegiatan budi daye untuk pertahanan dan iceamanan,
kepentingan  wamum, proyek  sieategisa nasionad,
dan/stau  bencana dilaksanakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
0. keglatan lamn vang telah ada dan werintegras: secara
harmonis soria kegatan selain sehagaimana dimedosud
pada hural a. yang tidalt mengganggu fungsi Kawasan
Permukiman Perdesann.
i, kegiatan Pemanfantan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi:
1. kegmstan menutup atan menghalang lokas] danakses
walur Evalines) Benoanm dan
2. kegiglan selain sebagaimana dimeksud patla horaf 8
dan  huruf b, yang dapat mengEangEy  Etau
menurinkan  kualites Keawasan  Permukiman
Perilesaan,

d, intensitas Pemaniaatan Buang, melipat:

L. intensitas PemanfEatan Euang Keawssan perumahan,
meliputi
i) KDE moksimal 60% (enam puluh persen) darn luas:
pesail;

b) KLB maksimal 1,8 (satu koma dalapan);

¢) KDH mininum 20% (dua puluh persen) dari luas
perail; dan

dl leetingpian bangunsgn maksimal 15 m (lima belas
rmater].
2. intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perdagangan
dan jasa skals Kabupaten, skala kots, skala lokal dan
gheale lmphkungan, meliputi:
al KDB maksimal 60% enam puluh persen) dart luas
perstl,

bl KLB maksimal 1,8 {satu koma delapan);

¢l BDH minimum 208 [dua puluh persen) dar lues
persi]; dan

U



d) ketingmian banpunsn maksimal 15 m (lima belas
meter).

3. Intensitas pemanfaatan rouane fasilitas lainnya di

dalam Kawasan Permukiman Perdesaan mencakup

[asilltan perkantoran’ (pemerintgh, swastn, dan asing,

[asilltas’ pendidikan, [asilitas kesehitan, fusilitas

transportast, {asilitas olahraga, (asilitas peribadatan

dan fasilitas sosial budays, meliputi:

g EKDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas
persil;

b} KLB maksimal 1,8 (satu komsa delapan);

¢] KDH minimum 30% (tga pulul persen) dari lias

- persil; dan

d] ketinggian bangunan meakeimsl 15 m [lima belas

meter],

ketentuan laln yang dibumhkan, meliputs:

l-

I:-:I

penerapan lketentuan tata  lingkungan dan thta
bangunan [amplop banpunan] meliputl ketentuan
KDH, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GS3
terhadap jalan;
kegiatan usaha milro kecl]l dan menengsah di Kawasan
Permukiman Perdesaan wajth menyediakan prasarana
berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (1PAL);
petigembangan jaringan sdrana dan prasarand serta
fasilitas untuk kepentingan umum sesumi dengan
leetentuan peraturan perundang-undangan;
memperhatikan persyaratin  konservasi air tanah,
linglingan hidup dan pembangunan prasarana
pengendallan banjir  dalam  penpembargan
permukiman;
permukiman yang ditstapkan sebagal bagan dsn
Kawasan Cager Budaya atau sebagal bangunan cagar
budaya perlu memperhatiban ketentuan kiisus
toricait Mawasan berssjarah atau capar budaya dalam
prRgembangannyg,
punalaan  jaringan  utilitas  porkotman  secara
terintegrosi balle di atas tanah maupun di bawah tanah
serta’ memperhatilan  keselamntan dan estetika
lingkungon;
arehan pengembangan fasilites pelayanan pendidikan
pacda Kawasan Permuliman berupa pendidikan dasgar,
pendldikan  menengah, dan pendidikan tingg
Pemerintah dan/atac swasta dapat menyatu dengan
Kawasan perdagangan dan jasa sertd Kawasan
perumeahan kepadaton sedang secara terbatas dan
hersyaraf;
Pemanfantan Ruang yvang lerdapat Kawasan Tempat
Suct mengacy pada kelentuan kearilon lokal serta
Bhisamu Kesucian Purs, meliputi:
a4} Kawssan Tempat Sdcl didasarkan atas konsep
Bhisama Kesucian Pura menstapkan jarak batas
terfuar zona pemanfastan paling sedikit 5.000 m
[lima hbu meter] untok Pure Sad Hehgaongan,
paling sedlirit 2,000 m {dua ribu meter) untuk Pura
Dany Kahyangan, nﬂimg sedikit 50 m - 2.000 m
(lima puloh meter sampai dengan dus ribu meter)
untuk purd kahyangean jegat lainnve, dan paling
sedilat 5m— 50 m (lima meter sampai dengan ima
puluh meter|] dari sis? luar tembole penyengleer pura
kahyangan tgu dan kahyangan desa lalnnya;
b penentuan batas tiap zona didasarkan atas batis
fislk yang tegas bertipa bates aleml atau batas
biatan sesual Hpe Kawasan Tempat Suel dan




kondisi setempat, dengan tetap menphormati hak-
hals wradisional Masyvaralat hulum adet, dan
lrearifan loloal;

¢} melindung biok bangunan puta dari gangguan

i biok bangunan lainnya;

d) keetinggian bangunan i fuar bangunan pura dan
penunjangnya tdak lebih darf sstu lantad, kecuals
meman/antkan potensi level menurun dari lantai
dasar; dan

el Iersfdle Ruang terbuka d} sekitar bangunan purs.

9. penerapan tots bangunan, khusus bagl vang berada di

Kawasan Sempadan Jurang dengan

mempertimbengkan  keselamatan  bangunan  dan

lingkungan, yaitu:

al jurang ditetaplmn dengan kriteria kawasan yung
memitild lereng dengan kemiringan minmum $5%
{emput puluh lima pérsen) terhadap bidang datar,
dengan leedalamen minimum 15 mo (lima belas
meter);

b) Kawasan Sempadan Jurang berlaku di dacrah
datar begian atzs dan di daerah dufer baglan
bawah jurang;

¢ pendaysgunaan Kawasan Sempadan  Jurang
mefalui gall uruk (cut and fill] dilengkapi dengan
dokumen kajan leknis den kejien lingsungan
sestal dengan Ketenuan persturan perundang
uncaregr;

d] ketentuan intensiths anlﬂnfﬂ.l.lt:!rl Rusng sangat
rendah dintamakan dengan tiap pmtﬂiﬂﬁ

¢) kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai
atralksi wisata tanpa bangunan berupa wisata ulam
den olahraga petualangan harus-dilenghkapi kajian
keamanen tan keselanmiatan bag wisatawan serta
mendapat izin derl instansi yang berwenang; dan

N penampilan arsitslcur ‘I:En.gu.nm yeng ramel

_ linghkurigan,
10, penerapan wujud lapsckap dan tata bangunan wajib
memperhatiknn:

i) menpggitakan material ramah lingkungan seaual
ketentuan peratusan perundang-undangan;

bl disesumken dengan  karakier sosial  budaya

Masyurakat setempat serts mengscu pada konsep

Trn Hita Karana, Catus Patha, hudu-teben dan

manddaled

c] disestinikan dengan tema Kawasan, menerapkan
mlpl carsitekiur  lradisional Bali dan  buedaye
sgtempat;

dj fterintegrast secara Herasi sesual Honsep BMA
pawidangan Desa Adat sctempat; dan

¢} mempertimbangkan ketentuan Kawasan Sud
sesyual dengan aturan yang berlakoa,

Pasal 76

Ketentuer Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) hlucuf {, melipu:
a. lkegintan Pemanfaaten Rusng vang diperbblehkan, melipati

1.

2.

peinbanguran  presarans don oserans pEnunjaEng

pertahanan dan Keamanan negara; dan

pengembangan di sekitar pertahanan dan keamanan
scbagal zoma penyangge yang memisghban Kawasun
Bertahanan dan Keamanan dengan Kawasan budi daya
terbrngun dan pertanian.



b, kegintan Pemanfagtan Ruang yeng diperbolshkan dengan
syarat, meliputi:
L. pendirian bangunen secara terbatas, untule menunjong

[

kegiatan pertabanan dan Keamanan Degars;

. pembinaan den pemeliharaan instzlasl, lasilitas, sarana
dan pragarana pertahunan dun keamanan negara yang
telah nda semuai dengan ketemtuan peraturan perundeng-
undanp,an* dan

3. kegiatan budi days untuk keépéntingsn umum, provek

stratopis nasional, dan/stau bencana dilaksanaksn scgual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar;

c. keglaten Pemanfestsn Ruang wveng tdak diperbolechlan,
meliputi kegiatan selgin sebagarmana dimalkesud pada buruf a
dan huruf b yane dapat mengeanpgpu fungsi utames dan
pﬂ'unlukan lkegiatun Pertahanan dan Keamanan.

d. ketentuan lain yvang dibutuhlan, berupa penerapan wujuad
len=zakap don tata bangunan wajib memperhatikan:

(1)

(=2}

1.

2.

menpgounakan  material | rameh linglunegan  sssuat
leetentuan peraturan perundang-undangans;

disesunikan dengan koralder sosial budaya Masyarakat
setempat serta mengacw pada konsep Tr Hita Karuna,
Catres Patha, hulu-teben dan inl mandala;

disestalkan dengan tema Kawnsan, menerapkon nilad
argitektur tradisional Bali dan budays setemput,;
terintegrasi secard serasi sesual onsep tam palidarigar
Diesa Adat setempat; dan

mempertimbangkan  ketentuan  Kawasan Suci  sesuai
dengan aturan yang berlalm,

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 77

Ketentuan khusus sebhagaimana dimakesud dalam Pasal 58
ayat (2] hurul ¢, merupskan ketentuan yang mengatar
pemmanfeatan kawasan yvang memlliia fungst khusus dan
pengaturen tambghen dan bertampalen dengan fungsi
utmmea, meliputi:
i, leetenluen  khusus Hawasan Keaclamatan Operasi
FPeiterbangan [KKOP; '
ketentuan khusus KP2H,;
ketentuan khusus Kewszan Rawan Bencana:
ketentuan khusus Kawasan Cagar Budays;
ketentuan khusus Kawasan Resapan Alr
ketentuan khusus Kawasan sampadan; dan
ketentuan khusus Kewasan pertambangan mineral dan
batubara.
Ketentupn kkhusus peda Kawasan Eeselamatan Operas
Fenerbangan (KKQP), sebagaimana dimalkstd pads ayat (1)
hural a, bertampalsn denpan peruntuksn  Badan  Air,
Kawagan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, Kawsasan
Parwisata don Kswaszan Permukiman Perkotaan, melipali:
g, kepiatan Pemanfeatan Ruang wvang diperbolehkan,

meliputi:

l. kegatan pertanian;

4, kegiatan perkebunan;

4. hkeglilan perikano

4. kepiatan pariwlsata;

B. kegiatan permulamen yang lelah ada; dan

;. kegialan operasionsd, penunjang, dan pengembangan

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Epan



b.

keglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlesn dengan

svarat, meliput;

l. penditian banganan harus memenuhi ketentuan tap-
tiap bagian dalam KKOP vang terhagl ddlam Kawasan
ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawsasan di
bawah permukiman honzontal dalam, Kswasan di
bawah permttkasn kerucut dan Kawasan di bawah
permukasn  horizontal  luar  sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. puda Kawamsan kemungkinan bahava kecslalman
sampal  jarak tertentu  sssual  ketontusn  hanyva
digunakan untuk bangunan yang dipéruntuklesn bagi
keselamatan operas penerbangan dan benda tumbuh
vang tidak membahayakan |keselamatan operasi
penerbangarng

pada Kawasan kemunghkinan hahaya kecelahaan (idak

diperienankan mendirikan bangunan vanpg dapat

menambah tingkat [atalitas apabila terjadi kecelakann
pesawat;

4. mempergunslan: tansh, perairan pteu wdara harus
memenuhi persyaratan tidak menimbulkan gangeguan
ternadap navigasi pencrbangan;

5. dalam hal mendirikan, mengubah, atauy melestarilan
bangunan, sSerta mensnam  atew  memeiihara
popohonan di dalam kawasan keselamaten operasi
penarbangan fidake boleh melebihi batas ketinggisn
lwwasan leeselamatan operasi penerbangan, kecuali
untuk fasllitas pperasi penerbangan; dan

6, memperhabikan  pembatusen pemanfantan  roang
gdara =gar Hdak menpeangsy sistem operaslonal
penerbangen pada kawasan Keselamatan Operaslonsl
Penerbangsn  |[KKOP] sesual dengan lketentuan
perataran porindang-undoangan.

keglaten yang tdak diperbolehloan, meliputi

1. pelarangan kegiatan permainan atau lomba layang-
layang dan penerbangan balon udara di seldtar
kawasan Kesslamatan Operaslonal Penerbangan
(KKOP) dan

2. lkegiaten pembeangunan dan pengémbangan yang
rernpgangiu fungs! Kawasan.

ketentuan lain yvang dibwtablean; meliputi:

1, araban peraturan ketinggian penerbangean di atss
permukoan tanah  meliputi ketlnggian  serendah-
rendabnyn 1.000 (seribu) feet; dan

2. batasan ketingpiah  penerbanigan terendah
sebagrimana dimaksud pada angka 2, tidak berinku
untuk kegiatan penerbangsn yang terkeit dengan
upayr-upaya  penvelamatan, keadssn  darurat,
lkeamanan negara, pendekatan landas, dan lepas
[endas pesawat udarn.

[

3] Ketentuan khuisus pada KP2E ssbegnimana dimaksud poads
gyat (1) huraf b, bertampalan dengan peruntuksn kawasan
tanamarn pangan, melipuli;

.

kegiatan Pomanfastan Ruang yang diperbolehkarn,

melifuti:

1. kegiatan upaya peningkatan produlktivites pertanian di
[{P2E; dan

2. Kegiatan np-:rasmnal penunjang, dan pengembanpan
KP2B. _

wegintan pemanieatan raeng yang diperholehkan dengan

gyarst, meliputh _

1. alih fungsi KPZB untul pertohansn dan keamanan,
kepentingan oamum, proyek strategis n$asional,




(4)

(3]

danfatan  bencana dilaksanskan sesual dengan
ketertuan peraturan perundanp-undangan;

2. kepiatan agrowisale dan ckowisafa dan infrastruktur
pendukungnva dilakeanalan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. ponpembengan sistem iaringan Drasarnna:
dilzksanakan sesual dengan Retentuan peraturan

. purundang-undangsn; dan

4. pengecualian untuk pemanfantan ruang vang sudak
temilikl ijin sebelum peraturan ini ditstapkan dapat
dilalukan dengen svarat tdak mengalih fungsi sawah
dan tidak memperluas banpurian yang telah ada.

kegiatan pemanfmaten ruang yang tidsk diperbolehkan

borupa kegiatan yang mengurang luasan kawasun
pertanian  tanamsn pangan  yang  memiliki  nfla
produktivitas tingg dan beririgasi tekmnis,

Katentusn khusus pada kawasan yang bertampalan dengan
Kewdsan rowan bencann sebagaimans dimaksud pada ayat
(1] huruf ¢, meliputi

L

1.

e

E-

ketentuan khusus Kawssan rawan bencana banjlr tinglkat
tinggi;

ketentuan khusus Hawasan mawan bencans  perakan
tanah tingkar tngg;

ketenman khusus Kawasan rawan gempa bumi tingkal
Lingei;

ketetititan khusua HKawessan rawan benceng lsunami
Lingleat tiogul;

ketentuan khusus Kewasan rawan bencana tanah longsor
tingkat tinggi;

keterituan khusus Kawasan rawan bencana abrasi pantal
tingkat tneei: dan

ketentuan khusus Kawsssn rawan boncana likuefaksi
Linglkal Linggl.

Ketenmtuan khusus pada Kowasan cawan bencana  baniir
tingkar tingei sebagaimana dimaksud pada ayat {4] huruf a,
bertampalan dengan peruntuksn Kewassn Perlindungan
Setempal, Kawasan Perkebunan Rakyal, Kawasan Pertanian,
Kewasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, serta Kewasan
Portahanan dan Keamanan, melipuati

@, kegintan  Pemanfastsn Rusng wvang  diperbolehkan,

meliplils;

|. pembangunan prasarons dan utilitas mitigas! dan
pengurangsn restko bencana banjin; dan

2. pergembangan  tehabilitest Jahen dun  konservasl
tamah.

. kegintan Pemianfaatan Roang vang diperbolehkan dengan

syarat, meiputi :

1. kegiatan pembangunan peromaban dan Kewasan
Permulkiman dengan memperhatikan mitigasi bencana
don  pengurangan  resiko bencana  banjic dengan
membangun sumur resapan, reboisasi/penghijauan
pehaiasn drainase lingkungan dan rekayssa teknologl
lnmya; dan

2. leepiatan budi deya pertanian, perkebnnen, pariwisata
atay lcf:giaLar lainnya yang terkait dengan tidak
berpotensi merusak lingiungan, menggansgu fungsl
Kawasnn, dan meningkathan resiko terfadinva banjir.

kegintan Pemanfaatan Rudang vang Hdak diperbolehkan

melakukan Keglatan  yeng menmgeatlkan  resiko
terjadinya banjir.

. kelentuan tate bangunan untuk kegiatan yang difzinkan

dan diizink=n bersyarat yang bertampalan dengan
Kawsasan rewan benoana banjir, meliputi:
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1. konstruksi bangunan ramah bBencana  sesuai
ketentuan teionls peraturan perundang-undangan;

2. memilili akeesibilitas tngel untuok dicapal dar
berbagai arah kemungkinen terjadinya bencana; den

3. tidak menghalang Jalur Evakuasi Bencana dan akses
mentic Tempat Evikuasi Bencana.

e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. pengembangsn upsyn adaptasi dan mitigasi bencana
banfir pada semun tipolngl Kawasan rawan bencana
bgrijir; '
pengendalian kegiatan yvang berpotensi menyebabkan
banjir, dan

3. pengembangan kegiatan budi daya dan noen budi daya
pada Kawasan rawan bencnna banilr dapat dilakuban
selelah melalui kajlan teknis rawan bencany dan
kajfen’ lninmya dari tensge shli bersertifikas| arau
dikeluarkan oleh dinas terkiit.

Ketentuan kliusus pada Kawasan rawan bencana gerakan

tanyah lingleat tinggl sebagaimeana dimaksud pada ayedl (4)

hurul B, bertampaian dengan  peruntukan  Kawasan

Perkebiunan Rokvat, Kowssan Pertanian, dan Kowasan

permukiman perdesaan, meliputi

o keglatan  Pemanfaatun Ruang yang  diperbolchkan,
meliputis
1, pembengunan prasarara dan utilitas mitigesi dan

pengurangan resiko bencana perakan tanal;,

keglatun perlindungan sistem hidrolog Kawasan;
kegmatan wisals alam dan olahraga terbuka
pengembangan KTH; dan

3. penghisuvan,

b. kegintan  Kegintan  Pemanfaatan  Rueng  yang
diperbalehkan dengan syarat, meliputi :

1. kegiatan pembahgunan jEringan Infrastruktor;
kegiatan pembangunan perumahean’ dan Koawsasan
Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana
dan pengurangsn resilko Dencana. perakan lensh
dengan memperhatikan telinis stabilitas lereng, sistem
draimnase, pengembangan sumur resapan dsn biopori,
menjaga vepelasi beraksr kst dan dalam, tidak
berada dl bantaran sungai, dan reksvasa telmologi
leinnya) dan

2. kegiatan budi days pertanian, perkebunan, pariwisata
atau legiatan lainnys yang. teckait dengan tidak
berpotensl merusak lnglongan, menggangen fungsi
Kawasan, den meningkatkan resiko teriadinya peraksan
tansh.

c. kegistan Pemanfearan Ruang yang tidak diperbolehban
melalmlcan kegiatan yang meningkatlan resiko terjadinya
bencans gerakan tanah;

d. ketentuan fata  bangunan  untuk  kegiatan  yvang
diperbolebloan  dan  diperbolehkan  bersyarat  yang
bertampaian dengan Kawasan rawsn bencans gerakan
tanah, meliputi
I. konstruksi banpunan ramak  bencana  sesu

ketentuan teknis peraturan perundang-undangan;

2. memillki aksesibilitas tinggl unuk dicapal dari
berbagai arah kemunpgkinen lerjadinya bencana;

3. tidak mehghalangl jalur evakuasi bancana dan akses
menuiu termmpat evalouasi bencana; dan

4. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan
AlEl hunlan dengen pengaturan intensitas bongunan
rendah.
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z. ketentuan nin yang dibutuhkan, mellputl

1. melnkukan rehabilitas! dan konservasi [aMan melaldi
porbeikan poln tanam dan pengembangen vegetasi
tengan perakarman vang kuat;

2. perlindungan  Kawasan dad  kegistan  yang
menggangl  kelestariun  dan  kesinambungan
Imglungan:

4. ‘membangun dinding periahan longsor pada daerah
yang sering mengalami kejadisn longsor; dan

4. pengembangan kegintan budi daya dan nen budi daya
pada Kawisan rawan bencans geralan tenah dapat
dilaleulennn  setelah  melalui  kajian  teknis  rawan
bencana dan  kallan lainnya dari (enaga ahli
bersertifikasd atan dikeluarkan oleh dinas terkait,

Ketentuan Khusus pada Kawasan rawan gempa bumi tingkat

fingel sebagaimana dimaksad pada ayat [4) huruf e,

bertampalan dengan peruntukan Kawasen  Perlindungan

Setermpat, Kawasun Pertanian, Kawasan Pariwisatp, Kawasan

Pervntukan Industr], Kawasan Permukiman, serta Kawasan

Periahanan dan Kesgmanan, meliputi -

a. kegiatin Pematfastan Ruang yang diperbolehkan,
imellpzti:

1. pengembangsn jalur evaleussi dan tempr! evakuasi
bencana gempa bum; dan

2. pengembangan RTH.

b, kegiatan Pemanfastan Ruang yang diperbolekan dengan
H}rurﬂ.! meliputi:

. pembangunan sistam jaringan prasarana
dilaksanskan dengan persyaratan teknis sesuai
Ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemaniaatan badan gir, sempadan, hutan lindung,
ongervasi, bhutan produks, perikebunen rakyat,
pertaniom dan perikanan;

4. pembanguanan  dan  pengembangan  kepiatan
pertambangan, perikanan, parwisata, |ndustr,
parmilkiman yeng memenuhi days dulming dan daya
tmmpung limgkungan hidup, mitiessi bencana dan
persyaratan feknis sesuai ketentoan peraturan
perundang-undangan;

4, pembengunan bangunan gedung harus menerapkan

standar konftroksi  dan  dilaksanoalan  dengan

persvaratan  telmis sesuai  ketentuan  peraturan
perindang-undangan; dan

8., ‘Banpunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan
jalur evakuas dilakssoskan dengan persyaraian
teknis  sesust  ketentuan peratuman  perundang-
undatigan,

c. kegiatan Pemanfaaten Rusng vang ddal diperbolehkan
mieliputi meiakukan kegiatan vang menggangge fungsi
Jalur evaiuast bencana dan tempat evakuasi bencana.

Ketentuan khusus pada Kawasan rawen bencena tsunsmi

tinglat tnge sebagaimana dimaksud pada avat ($) horuaf d,

hﬂrﬂmpalan dengan  perintukan Kawasan Perlindungan

Sctempat, dan Kawasan Paniwisata, meliputi:

B, kegisten Pomanfaatan Ruang yang  diperbolchkan,
metiputis
{. pembangunan infrastruktur proveks: bencane untulk

pengurangan resiko bencana; dan

2. pengembangan  coastal  forest  dengan  vegetasi
matgrove, pohan kelapa serta vegelas! lainnya vang
dapat merddam energ gelombang dan taunami.

k. kegiatin Pemanfaatan Ruang yang diperbolehlean detigan
gyarat, meliputi;
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1. kegiatan pembangonan perumahan dan Kawasan
Peririukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana
dan perigurangan resileo bencang tsunami; dan
kegidtan budi days pertanian, perkebunan, pariwizata
atau kegiatan lminnva veng terkait dengan  tidal
berpotensi merusak linglungan, menggangrn fungsi
Kawasan, dan meninghkstlean resiko terdampak
bencana tsunami.

c. kegiatan Pemanlsstan Ruang yang tidak diperbolehlan
melakulan  kegiatan  yang  meningkatkan  resiko
terdampai bencana teunami.

d. ketentusn tata bangurnsn untuk kegiatan yang diizinkan
dan bersyaral khusus Kawasan rewon bencana tsunami,
melpu;

L. konstruks! bangpunan ramah bencans tsunami sesual
ketentuan teknis peraturan perundang-undangsng
dan

2, tidak menghalang Jalur Evalmas) Bencana dan akses
menuju Tempat Evaloyasi Bencana.

e, ketentuen lain yang dibutuhkan, meliputl:

1. diwajibkan upaya pengembangan kegiatan adaplas:
dan mitigasi bencans;

2, penyedisan sistem peringatan dini, rambu dun papan
info peringaten bencana  tsunami, jalur evakuasi,
shelter, atay bangunan  perlindungan  terhadap
tsunami, tempat evakusel sementard dan témpat
evalitasi akhir bail vertical dan horizontal;

3. pengendalinn ketat untuk kegiatan hunian, bangunan,
infrastrulttur penting, vital, dan strategls;

4. perlindungan vegetas: pantai, balkeu, gumule, dan

buldt pasir dan Sempadan Pantai; dan

Pemanfaatan Ruang waih melakekan  ksjian

pengurangan tingkat dempek tsunami dan anslisa

resilin bencane

Ketentuan khusus pade Kewesan rawan boncana tapah

Inngser tingkat tinggi sebagaimana dimeksud pada avat (4]

huruf e, bertampalan dengan peruntukan Kawnszsn

Perkebunan Rakvat, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata,

dan Kawasanh Permukiman, melhputi:

a. kegiatan FPemanfaatan Rusang yang diperbolehian;
meliputi;

!. pembangumnan prasarana dan utilitas mitgasi dan
pengurangan resiko benecana tanah longsor;

2. kigistan perlindungan sistem hidrologl Kawasan

3. kegiatan wisata miam dan olahriaga terbuks;

. pengembangan RTH; dan

2. peonghijauean,

b. keglatan  Keglatan  Pemenfsaten  Ruang  yang
diperbolehkan dengan syarat, meliputl :

I. kegiatan pembangunan jJaringan  Infrastrukoar;
kegiatarn pembangunan perumahan den Kawasan
Permukiman dengan memperhatikan mitigas bencans
dan pengurangan resiko bencana tanah  longsor
dengan memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem
drainagse, pengembanpgan sumur resapan dan biopori,
meniagas vogetasi beraksr kuat dan dalam, tidak
berada di bantaran sunegal, dan rekayass telnologi

 lainnya; dan

2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata
atay kegiaten lainnya yang terkait dengan ticak
berpatensi merusak lingkungan, menggangegu fungs

]
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Kawasan, dan meningkatlan resiko tedjadinye tanah
longsor.,

kegiatenn Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan

melakukan keglatan yang meningkatkan resiko terjadinya

bencans tanah longsor;

ketentuan tata bangunan uniuk  kegistan  vang

diperbolehitan  dan  diperbolehkan  bersysrat  yang

bertampalan dengan Kawasan rawen bencana tanah

longsor, melput :

1. Konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketenroan
teknis peraturan perundang-undangan,

2. memiliki aksesibilitas tingei untuk dicapal dari
berbagal arah kemungkinan terjadinya bencana:

3. tidak menghalang jalur evakuasi bencana dan akses
menuju tempat evakuasi bencana; dan

4. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk bangunan
atau hunian dengan pengaturan intersitas bangunan
rarclah,

t-:emnmzr_n tain yang dibutuhkan, meliputi

L. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui
perbaikan pola tanam dan pengembangan vegetasi
dengan perakaran yang kuaat:

2. perlinclungan Kawasan dard kegiatan yang menggangeu
lelestarian dan kestnumbungan Hnghungan;

3. membangun dinding penahan longsor poda dasrah
yang sering mengalami kefadian longsar; dan

4. pengembangan kegiatan budi dave dan nen budi daya
pada Kawasan rawan hencans tanshk longsor dspat
dilnkultan setelah melalai kajian teknis rawan bencana
dan kafian lainnyn dari tenags ahli bersertifikasi stau
dikeluarkan pleh dinas terkait

110) Ketentuan khusus pads Kawassn rawan bencana abrias
pantal tingkat trpgl sebagnimana dimeksud pads avat (4]
hurul f, bertampalsn dengan pemantukan  Kawasan
Perlindungan Setempat, dan Kawasan Panwisats, meliputi:

a.

=5

kegiagtan  Pemanfastan  Ruang yang  diperbolehkan,

meliputi:

1. pembengunan struktur fleik pengamen pantsi; dan

2. pengembangan coastal  forest  dengan  vepetasi
mengrove, pohon kelapa serta vepetasi lainnya yang
dapat moredam energy gelombang dan tsunami.

keglatan Pemanfeatan Ruang yang diperbaleblnn dengan

syarat, metiputs;

1. kégiatan pembangunan peérumahsn dan Kawnsan

Permulaman dengan mermperhatikan mitigasi berncana

dan pengurangan resiko bencana abrasi pantal; dan

kegiatan budi days pertanion, perkebunan, pariwisata
atal kegiaten leinnya yang terkait dengan tidak
berpotenst menisalt lUnpkungan, mengganggu fungsi

Kawesan, dan meningkatlan resiko  terdampak

bencana abrasi pantai.

kegiatan Pemanfaatan Ruang vahpg Hdalk diperbolehloan,

meliputi melskukan kegiatn yvang meningkatkan reaiko

teryadinye abres: pantad.

katentuan tats angunan untuk kegatan yang disminksn

dan bersyarat kkhusus Kawasan rawan hencana abrasi

pantai, meliputi:

1. konstruksl bengunsn ramah bencana  sesuai
ketentuan teknis peraturan perandang-undangan;
dan

2. udak menghalsng Jalur Evaluasi Bencana dan akses
mermuju Tempal Evalouasl Bencana.

ketentuan lain yang dibutublan, mefiputl;

ha



1. diwajibkan upeys pengembangan kegiatan adaptast

dar mitigasi bencanng

2. pengeridalinn ketat untulk kﬂ:glm.an hunian, bangunam

infrastruktur penting, vitsl, dan strategis;

pelErangan kegintan penarmbangan padir

diwaiiblkan pemaliharaan terumbu karang; dan

Pemaninatan Ruang wajib  melakukan  kajian

pengurengen. tingtat sbrasl dan  analisa  resiko

bencana.

(11] Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana likuefaksi
tingkst tinggi sebapaimans dimaksud padea avatl (4) huruf g,
Bertampalan dengan peruntulan  Kawasan  Perlindungan
Setempat dan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a. kegiatan Temanfsatan Ruang yang: diperbolehloan,
muHmet:

I, pembanguns infrastruldtur proteksi bencana untuk
pengurangen resilko bencsna;

2, pengembangan BRTH: dan

& penghijousn.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliput

I, pembangunan sigiom jaringan prasarana
dilaksanakan dengan persyaratan  leknis  sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfantan badan air, sempadan, hutan lhdung,
konservasi, perkebunan rakyat, dan pertanian yang
memenull dave dukung dan  daye tampung
lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

3, pembangunan dan pengembsngsn | kegiatan
pertambangan, pariwisata, industrl, dan permukiman
yang memenuhl dgys dukung dan daye tampung
lingkungan hidup, mitigast bencana dan persyaratan
teknis  sesual  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

4. pembangunan bangunan gedung harus men&mpkﬂ.ﬂ
standar kontruksi  dan  dilaksanakan  dengan
persyaratan  telnis sesual ketentuan  peraturan
porundang-undangan.

c. kegatan Pemanfaatan Ruang yung tidak diperbolehkar,
melipun melekukan kegiatan yung mengganggn Turngsi

Jalur svakuas) bencann dan fempat evakogsi bencans,

(1) Ketentuan kbusus Kazwasan Cagar Budave sebagalmana
dimaksud pads ayat (1) hwef d, berampalan dengan
peruntuksn Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat,
Kewasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Perianian, dan
Kawasan Permukiman Perdesann, meliputit
@ kegiatan Pemeanfeatan Ruang yaneg diperbolehlean;

meliputl:

hutan lindune;

wHgET wlam;

bangunan tempat sici;

Wegiatan  adat, budave dan  leagamadn  besoria

bangunan pendukungnya;

perkeninan ralosal;

prrianian lEnaman pangan;

hortikuliara,

perkebunan;

pErmukirman vang =lah ada;

HJ perlindungan sisterm Subek; dan
Ll kegatan lain yang mendulktung pelestanan  cagar
buclava,

. keglatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan dengan

syarat; meliputl:

SLBl

Sl e

st



1.

il

kegiatan penatesn  terhadap Kawasan  dan/atac
Banguihan cagar budaya;

wisatd alam, wisata budaya dan wisata spiritua)l
d;k.emhﬂngkan stcarn terbatas, tidak mengzanggu dan
harmonis dengan lungsi Kawasan: dim

fagilitas: pendukung dan penunjung pariwisata
herbasia alam yung dikembangkan setara: terbatas,
tdek mengganggu fungs: Kawosan, dan memenuhi
persyaralan teknis serts  telah melslul  prosedur
pemanfaatan  sesuai dengan ketentuan pergturan
perundang-undangan.

kegintsn Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehlan
meliputi

i

2,

kepinian pendmian bangunan yang tidak sesuad
dengan fungsi kawasan, keglaton vyang merusak
kekayaan budsya bangss yang berupa bends,
bengunan, strulénr, dan situs peninggalan sejarah,
wilayah dengan bentukmn  geologi terlenty, serta
kegiatan yang menggangpu upayd pslestarian budava
Masyarzkat setempat; dan

alibh fongst kewasan hortikultura yang merapakan
bagian dar Subak Bali Landscape,

ketentunn lain yang dibutuhkan, meliputi

3

a.

kegizsitan penataan lerbﬂ.dnp Kawnsan dan/atau

bangunan cagar budaya wajib memperhatilan prinsip

pemlgaran yang meliputi leeasiian bentuk, bahan,
penyaflan dan tata letak sesual ketentusn peraturan
perundang-undangan;

pendirian  bangunan  penuniasg  Kkegiatan  vang

diperbolehkan waith memenuhi syarat thidak boleh

mengganggy keglatan utama Kawasan dan tidak
meruaak bangunan cagar budaya;

penyediaan fasilitas parkir khusus pada warisan

budaye alaul ocagar budaya yang  berupa

bendafbangunen fasilitas parkir diarahkan beradsa di

liar areal vtama;

pemeliharaan peninggalan bangunan warisan budays

dan cagar budays memperhatikan prinsip pemugaran

yang meliputi keaalian bentuk, bahan, penyajian rden

tata letsk sesual dengan  nilat  aejarsh, e

penpetabuan don kebudavaan;

pengaturan aktivites dan tatalaku wisetewsn di

Kawasan warlsan budaye stau cagar budaya; dan

Pemarifaatan Rudng yang terdapat Kawasan Tempeat

Suct mengacu pada ketenluan kearifan |ockal serta

Bhisarma Kesucian Pura, meliputi :

a) Kawasan Tentpat Suci didasarkar atas koosep
Bhisama Kesucian Pura menetapkan jarak bates
terluar zona pemanfaatan paling sedilit 5,000 m
(lima rbu meter] untuk Pura Sad Kahyangan,
paling sedikit 2.000 m {dusa ribu meter) untuk Pura
Dang Kahvengan, paling sedikit 50 m - 2.000 m
(itmid pulul meter sampai dengan dua ribu meter]
untule purs kahyangan jagat lainnya, dan paling
sedikit 5 m—50 m (lima meter sampai dengan Bma
suluh meter] dan sisi luar tembok penyengker purs
enhyangan tiga dan lmh}rungan desz lainnya;

b| penentuan batas tiap zona didasarkan atas batas
fisik yang tepas berupa balms alami atau batas
buaian sesuai lipe Kowasan Tempat Suei dan
kondis) setempat, dengan tetap menghormati halk-
hak tradisional Magverakat huleum adat, dan
kearifan lukal,;



[13)

14}

(15]

€] melindungi blok bangunan purn darl pangguan
blok bangunan lainnys;

d) ketinggiat bangunan di luar bangunan pura dan
penunjungnysa Hdak lebih dérl satu lantal, kecunl
meman:aatikan potensi tevel menurun dari lanta
dasar; dan

e tersedia Ruang terbulea di seldar bangunan pura,

Ketentuzn khusus pada Kawassn Resapan Air sebagaimana

dimalesiid pada avat (1) huraf e, bertampalan dengan

peruntukan Kewasan Tanaman Pangan, meliputi;

. kegintan Pemanfastan Rusng yang diperbolehkar),
melipu:

i pemaniaatan ruang untuk meningkatkan resapan gir;

2. pemanfaatan ruang untuk menjaga kawasan resapan
g} dan

A, perluasan BRTH.

b. kepiatan Pemanfadtan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, meliputj: '

1. pembangunnan dan pengembangan Jaritigan
transportasi, energl, {elekomunikast, sumber dava air,
SPAM, SPAL, jaringan perssmpazhan, jaringan
evakuasi beneana dan  jaringan  drainase sesuai
dengan penelapon zonn; don

2. peruntukan badan air, sempadan, cagar budaya,
pertanian, perikanat, periwisatn,  permukiman
berkepadatan rendah, pertahanan dan keamsnan
yang memenull daya dukung dan days tempung
lingkungan  hidup, mitigasi bencana  denean
perdvaratan  {eknis sesudi Ketentuan peraturan
perundang undangsn,

¢, kepiatan Pemanisatan Ruang yang tidak diperbolehkan,
meliputi kégialan pembangunan dan pengembangat yang
menggangEi  Kawasan  redspan air dan yang
merghilangkan catchman area kawassn resapan air.

d, ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

l. perhndingan.  terhadap Kawasan Hesapen Air
dilakeukon untik memberikan Ruang yang cukup bag
resapan air hujan pada dasrah tertentu untule
keperluannya penvediman kebutuhan alr tanal dan
penangpulangan banjir, untuk Eawasgan bawahannyd
muupun Kawasan yang bersanglkeitan; dan

2. pengendalian penggunaan air bawnh tanah, terutama
di Kawuasan Resapsn Air dan rawan air tanah,

Ketenzpan Khusus pada Kawsssn sempadan, sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) horof {, meliput:

g, Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantni:

b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai;

g, Ketentuan Khusus Kewasan sempadan situw, dameu,
embung, dan wacduk;

d. Ketentuan Khusus Kswasan sempailan mata air; dan

¢. Ketentuan Khusus Kaswasan sempadan ketenagatistrikan.

Ketenfunn khusus pada Kawesan Sempadan Paneal

schagaimana dimaksud pada ayvat (14) hurul &, bertampalan

dengen peruntulean Kawasan Perlindungan Setempat dan

Kawas=an Pariwisata, meliputi:

a. kogintan Pemanfaantan Ruang yang diperbolehkan,
mclinut

. kegiatun yung dapat melindungi atau memperkuat
perlindungan Kawsdan SBempadan Pantai berdasarkan
kearifan [okal;

2. pembargunan prasarand dan utilites mitigest dan
pengurangan resiko bencans,



3. kegiatan pertamar,

4. keglatan pangkalin perahu nelayan dan  fasilitas
pendulungenys;

5. pengembangan RTH dar Ruang terbuka pubilik; dan

t. keglatan adat, budaya dan keagamgan beserta
bangunan pendukungnya.

kepinlan Pemanfniien Rusang yang diperbolehkan dengan

gyarrt, meliputi!

. kegiatan penyedisan fasilitas pendulaing  dan
penunjang paciwisatas  secers terbatas,  tidalk
mengangeu fungsl Kawssen, dan  memenuhd
persyaratan  teknis serta telah melalul prosedur
pemuanfaatan sesuad dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan  jaringan
transpartasi, energl, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampaban; jaringan
evikuitsi bencana dan drainase dengan persyaratan
teltnis sesual  ketentuan pematuran  perundang-
undangan; _

3. bangunan lain yang telah ada dan/atay hangunan
vang telah memiliki imin dan tidak mengeangeu
linglaungan seldtarnya; dan

%, pengembangan dan pemanfeatan badan owdr
sempadan, huten lindung konservasi, pertanian,
pariwisata, dan industri dengen mempertimbangkan
days dultung don daya tampung lingkungan hidup
dengan persyaratan tekniz sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbelehksn,

meliputi kegiatan yeng mengganggy bentang alam, fungs

hidrologl, kelesiarian fora dan  fauna,  Kelestaran
tinglungan hidup, dan kegotan yeng menggangegu fungsl

Kawasan sempadan pantai.

ketentuan tata bangunan untull keglatan vang dizinkan

den dan diizinlean berayarat yang bermampalan dengan

Hawasan Sempacan Pantal, meliprzti:

1o bangunan tidak diperbolebkan berderet/menempel
vang dapat menghalangl pandangan ke arah [aut;

2, honstrubsi  banpunan  remsh bencana  sesuad
ketentuan teknis peraturan perundang-undangarn;

3. tidak menghaiang Jeior Bvakuasi Benceng dan alkees
menuu Tempat Evaliuzsi Beiscann; dan

2, penerapan tatn bangunan dengan mempertimbangloan
ketentusn Kawasan Tempat Sucl dan Eawasan Suc
sesnal aturan yang berfaku,

ketentuan lain vang dibutuhkan, meliputi:

1. diwaliblan upaya perlindungan Kawasan Sempadan
Pantal darl kegiatan yang dapat menurunkan fungsi
ckologis don estetika Kawasan dengan mengubah dan
atan: merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai
dan akses terhadap Sempadoan Pantai;

2. pengamanan dan perlindungsn  lokasi tertentn (di
Kawagan Sempadan Pantal yang berfungsi secbagsi
tempat melasti;

3. diwgjibkan perigembangan barrier zone berupa RTH
[green area), sabuk hyan (green belf), dan mitgasi non
struktural seperti sand dunes;

4. pantai yang memilikl karakteristik berbentuk kantong
pantai yang sempil (gisik saku) monpacu Ketentuan



Khusus zonasi Kawasan rawan bencans; dan

2. ketentuan tanah timbul sebagal lahan milik negara
den merupakan lshan bebas, peruntukkan dan
pemanipatannya berdasarkan kajian telnis dan sesua
ketentyan peraturan perundang-undangan.

(16) Ketentuan  khusus pada Kawesan Sempaden  Sungai
sebaguimana dimaksud pada ayut (14} hurufl b, bertampalon
dengan peruntuksn Kawssan Perkcbunan Rakyal, Kawasan
Pertanian, Kewnsan Pariwisata, dan Kawssan Permulkiman,

meliputi
g hegaton Pemanfaatsn Rudng yang  diperbolehkarn,
rmeliputic

I. kegiatan yang depat melindung atau memperkuat
perlindungain Hawssan Sempadan Sunpgai
berdasarkan kearifan lokal;

2. pembangunsn prasarans dan utililes mitigas! serta
pengurangan resiko bencana;

3. kegiatan pertanian;

4. pengembangan RTH dan Ruang terbuka publik; dan

5, kegistan adat, budaya dan kesgamesn beserta

banganan pendukunanya.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan
tvarat, melputi:

1. kegiatan penvediagn fasilitss  pendukung dan
ponuniang  pafiwisala  secarn lerbatas,  tidak
moerigangEn fungst  Kawasdn, dan  memenuhd
persyaralan teknmis eérta  telah melalul  prosedur
pemaniantan sesunl dengan ketentuan peraturan
perutidang-undangan;

2. pembanounan tdan pengombangari Jjaringan
transportasi, enorpl, telékomunikasi, sumber daya air,
SPAM, 8PAL, Jaringan persampahan, jaringan
evakuasi behcana dan drainase dengan persyaratan
teltnitd sesual  ketentusn  peraturan  perundaneg-
Liryel e gy,

3. pengembangan den  pemanfaatan badan sl
sempadan, hutar  Hodung, |konservasl, hutan
produlsi, perleebunan rakyat, pertanian, perikanan,
pertambangarn, dan industri dengan
memperimbangkandayvia dukung dan daya tampung
lingkbingan hidup, dengan persyaratan telnis sesuai
ketentuan pernturan perandang-undangan;

4. kegiatun peariwisata elam, pendidikan, dan penelitian
tanpa mengubak bentang alam;

5. kegiatan pemasangan (klan, réklame dan papan
informasi sesual dengan ketentiuan teknis; dan

‘6. bangunan lain yang telah ‘ada dan/stau banguanan

' yang lelah  memiliki izin deh  tidelk mengEangga
linplkungan seldtarmya;

¢. kegiatan Pemanlaatan Ruang yang tidak diperbolshbr,
melipun  kegintan yang menggangss  bentang  alam,
mengganggll kesuburan dan keawetan taneh, fungsi
hidrologi, kelestarian (ora dan  fauna, keleatar{an
lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air
sungal, komdisi fisik ‘sungal, dasar wsungal, serta
mengrangry eliran air sungai,

d. ketentuas lain yang dibutublan, melmputi:

L. dalam hal di dalam Sempadan Sungal terdapat tanggul
untuk kepentingan pengendall banfir, periindungan
budin tanggul dilalakan dengan larangan mensnam



tanamun selain rumput, mendirikan bangunan dan
mengurang: dimensi tanggul;

2. pemanfaatan Sempadan Sungal dilalulan
bherdasarkan Izin  sesuml  ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan mempertimbangkan
relomendast toekmis dan pengelola sumber doya oir
pads Wilayah sungay yang bersangioutan; dan

3. dalam hal pads Kowssan sempadan  terdapat
banpunan delam Sempaden Sungai, maka bangunan
lersebiat dinyalakan dalam status guo dan sccara
bertahap harus ditertibkan untule mengembalikan
fungsi sempadan, hamun ketentuan tidak berlalcd hagl
bengunan yang terdapat dalam Sempadan Sungai
untak fasilites kepentingan tertentu ysng meliputi
bangunan prasarans sumber days ailr, fasilitas
jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum,
rentangan  kabel listrik don telskomunikasi ==rin
bangunan ketenagalistriken dengan memperhatikan
aturan  bangunan  lersebut  sesual | peraturan
perundang-undangan.

(17] Ketentuan khusus prads Kawasan sempadan situ, danau,
embung, dan waduk sebasaimens dimsksud pada ayat (18]
huruf ¢, bertampalan dengan peruntukan Kawssan Pertanian,
Hawagun Pariwisate, dan Kawasan Perrnukiman, tmeliputi:

a. lkepiathn Pemanfaatah Ruang diperbalehlean, meliputi:

l. keplatum vang mampu melinduhgl atau 'memperkuat
perlindungan kawssan sckitar danau dan berdasarkan
kearifan Inkal; dan

2. penpembangan RTH. _

b. kematan Pemanfasian Ruang yang diperbolehian dengan
ayaral, meliputi:

L. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk
sistem Jaringan danau din ponyeberangan, penelitian
din pengembeangan tlmo pengetahuan, pariwisata,
olah raga, dan sktivites budava dan keagamean;

2. pembangunan dan pengembangan jaringan
transpartasm, encrg, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAl, jsringan persampahan, faringan
evalctitasl bencana dan drainnse dengan persyuratan
telnis  wésusl  leetenblan  peraturan  perutidang
urdargery

3. pemaniaatan permukiman eksisting dan bangunan
lainnva dengan tidak melakuksn penambahan luasan
dan tidak menggangm linglkkungnn sekitarnya, dan

4. pengembangen ¢lan pemanfsatan  badan &,
sempadan, hutah  lindung, konservasl, hutan
produksl, perikanan budidaya, perksbunar raloeat,
pertanian,  poriwisata, dan industri  dengan
memperimbangkan daya dultung dan days tampung
linglkungan hidup dengan persyaratan leknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢. ketentuan Pemanfastan Ruang yang tldak dipérbolshken,
melipiti:

1. keglatan yvang dapat menimbulkan kerusakan pacda

cane; .

mengubah Jetak tepl danau;

membuang himhah; dan

mengubih aliran air masuk stau ke luar danau.

t!:cﬂman lain vang dibutohlian, melipati!

penpamanan resapan air Rawasan hula,

2. pemilihan sstem budi daya perilanan;

3. penerapan tmts banpunan dengan mem|crtimbanpgkan

ketertuan Kawasun Suc gunung, Kawasan Suci

b 0



danau, Kawasan Suci compuhan, Kawasan Suci mara
air, den Kawasan Sucl cathus patha;

4. pemanfaatan sempadan danau dilalukan berdasarkan
ketentuan peraturan yang berlaku dalam pengelalaan
sumber daya air serta  dilaltiksn  denpan
mempertimbengian rekamendas! teknis dari penjgelola
sumber daya sir Wilayah.

(18} Retenuan khusus pada Kawasan sempadan mate aic
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d, bertampalan
dengan peruntukin Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan
Pertanian, dan Kewasan Permuldman, meliputi:

& kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan, meliputl;

. hegiatan yang mampu melindung atay mermnper kuat
perlindungan  kawasan sekitar mata  sir  dan
berdasarlaan kearifan Inkal; dan

4. penpembangan RTH. _

b. keglatan Pemanfaaten Ruang yang diperbolehkan dengan
syaral, meliptti:

L kegialan pembangunan sarana dan prassrena untuk
penelitiun. dan penpembsngan {lmu  pengetahuan,
pariwisata, dan aktvitas budaya dan keagamuean;

2. pembangunan  dan  pengembangan  jaringan
ranspartas), energ, telekomunikasi, sumber daya air,
SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan
evakuadl bencann dan drainase dengan persyaratsn
tekms  sesual  ketentuan  peraluran  perundang-
undangan; '

3. pomanfaatan permulaman eksisting dengan  tidale
melskukan  penambahan  luasan  dan tidak
menggangey lingkungan ssldtarnys; dan

4. pengembangan dan pemanfastan badan  ajr,
sempadan, hutan  lindung,  konservasi, hutan
produksi, perikanan budidaya, perkebunan ralkyat,
pertanian, pariwisata; dem industd dengsn
mempertimbanghkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dengen perayaratan teknis sesuai
ketentuan peratoran perundang-undangan,

c. ketentuan Pomanfaatan Ruang yang tidak diperbolshisan,
meliputi kepialon pembangunan dan pengembanpan yang
menggangru Kawasan mata air den vang menghilonghksn
catehumon area, tawasan mute Hir.

d. letentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

L. perlindungan terhadap Kawasan mata air dilakukan
untule memberikan Ruang yung culup begl resapan
alr hujan pada daerah tertentu untuk Keperfuannys
penyedivan . kebutuhan air tanah untuk Kawasan
bewahannys maupun Kawasan yang bersanglutan;

2. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan
retentuan Kawnsan Tempat Suei dan Kawszan Syc
segual atuoan yang berlaku; dan

3. pemanfsatan permukiman cksisting dengan tidak
melakukan  penambahan hiasan  dan tdak
menggangegn inghungan sckitarnyea,

(19) Kctentizan khusus  pada Keawasan seinpadan
kerenagalistrikan. sebagaimana dimakeud pades avat (14)
huruf &, bertampalsn  dengan  peruntukan  Kawssan
Parkebunan Rakyat. Kawasan Pertunian, Kawasan Pariwisata,
dan Kawasan Permulimean, meliputi:

a. kematan Pemanfaaten Rusng vang diperbolehkan,
meliputi;

L. kegiatan yung mampu melindungl kawasan seldtar
sempadarn ketenngallstrikan: dan
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2. penyediaan RTH di lohan sempadan ketznagalistrikan
minimal 50% |Uma puluh persen).

b, lkegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperholelilcn deripan
syarat, meliputl;

1. pemgembangan den pemanfastan badan air, huotan
Indung, konservasi, hutan produkel, perileanan
budicduys, perkebunan  rakyat, pertanian  dan
pariwisate denpgan  persyardlan teknis  sesuo
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pomanfaatan permukiman eksisting dengan  tidak
melakukan  penambehan  lussan dan tidak
mengganggu fungsi Kawasan,

¢. kegialan yang ddak diperbolehkan, meliputi kepintan
pembangunan dan pengembangan vang mengganggu
fungs! Kawasan,

d. ketentuan lain vang dibutahkan, melputi:

1. jarak bebas vertkal bangunen dar] konduktor minimal
10 [sepuluh] moter; dan

4. jaralk  bebas  horsontal dari sumbu  vertileal
menara/lang minimum 13 (tiga belas) meter.

Eetentuan khusus pada Kawasan Pertambangsn Mineral dan

Balubara, sebagaimany dimaksud pada ayat (1) huruf g,

beriipa wilayah ussha pertambengan, bertampalan dengan

peruntukan Badan Afr, Kowasan terlindungan Setempat,

Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawnsan

Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisats, dan Kawasan

Permukiman, dan Kawasan Pertshanan dan Keamanan,

rmeliputi _

a. kegintan Pemanfaatan Ruang yang  diperbolehkan,
melputi;

1. kegiatan sperasional, penunjang, dan pengembarngan
Kawasan Pertambangan;

2: keglatan pemuliban bentang slam setelah kegiatan
penambangan egor dapat digunalan kembali bagi
kepiatan lain; dan

3. kegiatan reklamasi dl knwasan bekas ponambangan.

b. kegiatan Pemanfzatan Ruang yang diperbolehkan dengan
syarat, melipuli: '

1. Kegistan penambangan dengan :

&) telmik penambengan romeh bnghungsn (green
miningl;
bl mempertimbenghan potensi  tambung, kendisi
eologi, geohidrologi, dan daya dukung daya
= | tampung lingkangan hidup terkait peledterisan
lingltungan;

c) pengamanan tanah atas untulk  keperluan
rehulilitas) lshan bekas penambangan;

d) memilild izin lingkungan baik gnalisis mengenaj
dampak lingkungan maupunupays pengelolasn
lirigkungan dan upays pemantauan Hngkungan,
dan

e] memiliki izin usaha pertambangan.

2. leglttan penambangan mineral dengan pola tambang
bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang
berhimpltan dengan  kawassen lindung, pertanian
berupa KP2B serta kawasan permukiman dengun
persyaraten teknis sesusi  Ketentuan  perabiuran
perundang-undangan;

J. kegiatan penambsngan mineral berups batuan di
dalam badan sunged dapat dilekuksn pada ruas-ruas
tertentu semial dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku  sehingen  tdak memimbulkan  dampak
lingkiungan; '



4. keglatan industri pengelahan hasll pertambangan
terpadu dengan bahan baky pertambangan sepanjang
tidale mengubah fungsl zonasi utama,; dan
pembaaounan dan pengembangan Jaringa
transportas, energl, telckomunikasi, sumber days air,
SPAM, SPAL, jaringan persampsahan, jaringan,
eviakuasi bencana serta sistem drainase denpgan
persyaratan teknis sesuai  keteniuan  peraturan
perundang-undangan,

¢, Kegiaten vang bdak diperbolehkan, meliputi;

1. kegistan pertambangan di lokasi yvang menimbulken
rawen longsor serla merusak ssrana lingkungsn
permukiman dan sistem jaringan prasarana yang teiah
ada;
kegiatsn penambangan batuan di perbulditan yang di
bawahnya terdapat mata air penting;

3. kegintsn penambangan terbula pada KP2B, hutsn
lindung, taman wisdia alam, hutan produkesi, dan
kawasan permukimnean; dan

4. kegiatan penambangan ) kawasan rawan bencana
dengan tinghkat kerentanan tinggi.

!'J'In

ha

(1} Ketentuan Khusus sebagaimens dimaksud peda ayat (i)

tercantum dolam Lampiran XI-A, Lampirmn X-B, Lampiran
XU-C, Lampiran XII-D, Lampiran XII-E, Lampiran XII-F, dsn
Lampiran XII«G yang merupakan baglan tidak terpisabkan
dari Perataran Dasrah ind

Bagian Ketiga
Henilrian Pelaksianaan Pemanfastlan Ruang

Paragraf 1
Fmum

Pasal 78

Penilalan pelaksanasn pamanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 57 hurul b, mellputi:

i,
b.

(1)

2)

3

{4}

penliaian pelaksanaan KKPR; dan
pentiaisn perwijudan RTR,

'F"aragra.[ a
Penilsian Pelaksanaan Ketentuan KPR

Pasal 79

Penilaian  pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 huruf s untuk memastikan:

-a, kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

b, pemenuhan prosedur peralehan KEKPR.

Penilaian kKepatuhan peleksanasn  kelentuan KEPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! a, dilakukan
Pemerintah dan ‘dapat didelegasikan kepads Pemerintah
Daerah, yang dilaksanskan dalam periode:

i, selama pembangunan; dan

b, pisca pembangunan.

Apabila dalam periode penilaign kopatuhan pelaksanasn
AKPR selama pembangunan sebagnimana dimaksud pada
avat [2] hural & ditemukan  kelidsksesueian  dalsm
pemenuhan ketentaan KKPR dan/atan tdak dilaksanakan,
maka dilalulkan penyesuaian,

Apabila dalsm periode penilaian kepatithan pelaksanaan
KKPR pasca pembangunan sebagsimans dimaksud pods ayst



(2}

(1

2)

)

!

[5)

(6}

(1)

(2) huruf b, dltemuksan ketidaksesuaian hasil pembangunsn
dengan ketentuur KKPR, malkas dilakukan pengenaan sankai,
FPemenuhan prosedur perolehan KKPR  sebassimana
dimalksud pddn  avar (1) hurul b, dilakulan untuk
memastikan  kepatuhan  pelaku  pembangunan terhadap
tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, deripgan ketentuan:
8; apabila KKPR diterbitkan tdak melaini prosedur yang
benar, maka KKFR hatal demi hukum; dan
b. apabils KKPR tidak sesual akibat perubaban RTR, maks
KKFR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian
vang layak sesual ketentuan peraturan  perundang-
urildrgan.

Paragraf 3
Penilsian Perwvujudan RTR

Paszl 20

Penllaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 hurul b, dilakukan dengan:

a. penilaion tingkat perwijudan rencana Strukiur Ruang
dan

b. penmilaian tmgkat perwijudan rencana Pola Ruans,

Penileian tngkat perwujudan rencana Struktur  Ruang

sebagaimans dimaksud pada ayat (1] horof s, dilakukan

terhadap kesesunian program, kesesualan lokasi dan

kesesualan waktu peiaksanaan keglatan Pemanfaatan Ruang

dengan penyandingan pelaksanasn pembangunan  pusat

permukiman dan sistemn jaringan prasérana terhadap rencana

Struktur Ruang.

Peniledan  fingkat perwujudan rencana Pola  Ruang

scbamaimana dimaksud pada ayat (1) hurf b, dilakukan

terhadap kesesusian  program, leesesuaian |okasi dan

kesesuaian waktu pelalsanaan kegiatan Pemanfastan Ruang

dengan penyandingan peinksanzan program  pengelolasn

lingltungan, pembangunen berdasarican perizinan besiisaha,

dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pentlaian Persujudan RTR sebagaimana dimaksud pade ayat

1), dilakukan secara periodik den terus menerus ymitu 1

{smtu) kali dalam 5 (lima] tahun dan dilaksanakan 1 (satu)

tahun sebelum Peninjausn Kembali RTR.

Hasil penilaian perwajudan RTR sebagaimana dimakénd nada

ayat (4], meliputi:

B mualan torwidiod;

b, belum terayud; dan

¢, pelaksanaan program pembangunan tidak sesual,

Tata carg penilalan perwujudan RTR dilaksanalan sesual

dengan ketentian peraturan perundang-tindangon,

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disingentil

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

Ketentuan insentifl dan disinsentif sebagaimana dimaksud
datam Pasal 57 hurif ¢, diselenggarakan untuk:



2

(3]

(%)

L1}

[2}

(3

(4]

(5]

(6

a, meningkatkan upsva Pengendalian Pemanfaatan Rusng
dalam rangks mewujudkan tate riang sesual dengan
RTRW;

b. memizsilitdsi kegintan Pemanfaatan Rusang agar s&jalan

dengan RTRW; dan

meningkatkan kemitraan semua pemangiog kepentingan

dﬁ;l!:m rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan

i

Keteniwan insentil dan disinsentil sebagaimsna dimaksud

pada ayal (1} dupat diberilan kepada pelaloy kegiatan

Pemanfastan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.

Pernberian indentif dan disinsentif dilaksanokan ungtuk:

a. menindaklanjuti pengendalinn implikas] kewilavahan
pada zona kendall dan zona yang diderong; atau

b. menindakianfuti implikssi kebijakan atau rencana
strategis nasional.

Eetentuan lebih lanjut mengenal {ata cara dan mekanlsme

pemberian Insentif dan disingentil diatur denpan Peraturan

Bupati

f

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 82

Ketantuan Insent! sebiagalmann dimaksid dalam Pasal 81

pyat  [1) merupakan  peranphat  untuk | memotivasi,

mencGorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan

percepatan terhadap kegiatan Pemanfantan Ruang vang

memilikl, nilai tambah pada zona yang perlu didorong

perngembangannya.

Ketentgan insentif selmga:mmm dimalsud pada ayat (1)

dapat berupa:

a. maenuf fiskal; dan/atavw

b. insentlf non fskal.

Insentif fiska! sebagaimana dimakysud pada ayat (2) huruf a

dapal berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atay

penerimann bukan pajalk.

Imgentl non fizskal sebagaimana dimaksud padu oyat (2]

huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi,

imbalan, sewa ruang, urun saham, fasiiitesi persetuiuan

KKPR, penyedinan prasarane dan parans, penghargean,

tlan/atau publikasi atau gromosi,

Insentil sebagaimana dimalsud pada ayat (1) meliputi;

g, Insedt{l dari Pemermtah leepadn Pemerintah Daersh;

b. insentll darl Pemerintah' Daerah kepada pémerintah
dacran lainnys: dan

¢, insentf dar Pemerintah Deernh kepade Masvarakat,

Insentif darl Pemerintah Daerah kepada Pemerintall Daerah

lainnya sebagaimana dimeksud pade ayat (§) huruf a dapat

berupa:

B, pemberion kompensial;

b.  pemberian penyediaan prasarana den sarans;

. penghprgasas; denfatan

d. publikas atau promosi dasrah.

Insentil dari Pemerintah Daerall kepada Masyarakat

sehagaimana dimaksud pada ayat (5) hurif b dapat berapa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b, subsidi;

¢, pembonan kompensasi;

d.  imbalan;

e sewa Ruang,

. urun sahsm;



18

(1}

(3]

(3]

[9)

i)

(]

(8)

2]

1]

g fasilitasi Persetijuan Kesesunisn Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

h. penyediaan prasarane dan sarana;

i. penghargesn; den/atau

§.  publilast atay promosi.

Pemberian insennf sehagannan& dimaksud pada ayat (6] dan
avar [7) diliksanakan sesuai dengan ketpntuan peraturan
perundang-undangan,

Parngraf 3
Keterrtuan Disinsent!

Pasal 83

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 1)

merupakan  perangkat  untik  mencegah  dan/atau

memberikan batasan terhadap keglatnn Pemanfaatan Ruang

vang sejalen dergan RTRW dalam hal berpotensi melampaui

daya dukung den days tampung lingkungan.

Disinsentil sebagaimane dimaksud pads ayat (1] dapat

borupea:

a. disinsentif fiskal; dan

ls, disinsentif nonfiskal.

Disinsentifl flakal sebagnimana dimaksud pada ayat |2) huruf

a dapat berupa penpensan pajale dan/atau retibusi yang

tingel.

Disingent{ nenfiskal sebapaimana dimaksud peada ayar ()

hurul b dapar berapa;

g. kewaiiban memberi kompensasi atsu imbalan;

h. pembatasan  penyediaan  pragarang  dan sarana;
dan/atatl

c. pemberian statos tertsntu,

Disinsenti sebagaimana dimaksud pada avat |1) meliputi:

a. dismsentil darl Pemerintah kepada Pemerintuh Daerah;

b. disimsentif dari Pemerintah Daerah kepads pemerintah
daerah lainnya; dan

c. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyurakat.

Disinsentif dar Pemeridtalh Dacrsh kepads Pemerintah

Daerah lainnyn schagaimans dimaksad pada ayat [5) huraf

# dapat borupn pembatasan’ penvediman prasaranes den

CBETEIA.

Nisinsentif darl Pemenntah Daerah kepada Masyalearad
sehagaimana tlimaksud pade ayat (3) huru! b dapat berupa:
i pengenann pajak danfatau retribust vang tingsi;

b. kewaiiban member kumpensasi atau imbalan; dan/atau
6. pembatasan penyedinnn prasgarena den sarana.
Disinsentil  diberikan  terhadep pelalsanasn  keglatan
Pemanfaatan Ruang yang tdak seialan dengan RTEW dan
kegiatan yang sudah terlaniur begjalan tidak sdsual dengan
RIRW.

Permberian disinsentil sebagaimeny dimaksud pada oyat (5)
dan ayat (6] dilaksanaksn sesund dergan  lkétentoan
perdturan pervndang-undangan.

Hapgian Kelima
Arshan Sanks)

Prigal B4

Arahan sanksi schagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf
d, mergpzkan acuan bag Pemerintsh Deerah  dalam
pengenaan sanksi administratif kepada:

a. plhak yang tidak menaati RTRW vang telab ditetaplkan



(2]

3)

{4}

[3)

[6)

yang mengnkibatican perulinhan fungsl ruang;

b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemaniastan
rupng dalam BETEW,; dan

¢. pilak yang menghalangi skses terhadap Kawasan yang
olen  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
dinyatakan sebagad milik umum.

Pengennan sanksi administratif dilakulan berdasarkan:

u. hasil penilaian pelakaanaan ketentuan KKPR;

b. hasil penpuwasan penataan roang

c. hasl audit tate ruang: dan/stau

d. pengaduan pelanggaran Pemaniaatan Ruang,

Terhadap pelanggaran sebagaimane dimaksud pada ayat {1}

dikenakan sanksl administratif berupa:

peringatan tertulis;

dendz administratif;

penghentian sementara kegiatan,

penghentian sementara: pelayanan amuom;

penutupan lokasi

pencabutan KKIR;

pembatalan KKPR;

pembongkuran bangunan; dan fatay

pemulihan fungsi ruang,

ern-.:ai:lum.: KKFR sebapsimana dimaksid pade oyet [3)

huruf {, dilokulan’ dalam hal pelaksanaan  kegiatan

pemanfaatan ruang tdak sesual dengan KPR,

Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud paca ayat (3)

huruf g dilakuksn delam hal KEPR diperoleh dengan

profedur yang tidal benar

Kerentuan lehih laniut mengenal tata carn pengenigan sanks

administratf dilaksanskan sesusl dengan  ketenluan

peraturan perundang-undangan.

TEFR o AD o

BAR IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagan Kegatu
Hak Masyaralkat

Fasg] 85

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Rusng Wilayah Daerah,
Masyarakat berhak:

ik
h.

mengetahui Rencana Tata Ruang;

mentimat] pertambahan nilal Riang sebags! akibat Penataan
Huang;

memperoieh pengeanttan yang layak atas kesruglan yang
timbul dlopat pelaksanuan kegiatan pembangunan yuang
sesual denpan Rencana Tata Ruang;

mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan vang tidak sésual dengan Rencana Tata Ruang;
merngaiukan tuntaian  pembatalan.  Persetujuan KEPR
dan/atau penghentian pembanpunan yang tidok sesuaai
dengan Rencana Tata Ruang kepada peiabat berwenang dan
mengajukan gupatan ganli kerugian kepada Pemerintah
Mosat, Pemerintah Daesrah dan/stat kepada pelaksana
kegistan pembangunean yang Hdak sesual déngan Réncana
Tata Ruang menimbulkan kerugan,

Bagian Kedua
Kewsjiban Masyarakat

Pazal 8o



(1]

(<)

(3

(1)

(2

{4

r.l".

Dalam  rongka pslaksansen  kewsjiban  pada  tahap

Pentgendalistt Pemanfnatan Ruang, Masyvarmlas wajit:

a. menszati RTRW vang telah ada:

b. memanfeatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan
Runng/ KKPR dari pejabat yang berwenang

¢. mematuhi ketenhian yang ditetapkan dalam persyaratan
izin Pemanfantan Ruang/KKPR; dan

d. memberizan akses rerhadap Kawasan yang aleh
peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai
milile umum, '

Pelaksanasn kewajiban masvaralet dalam penatasn riang

sehagaimans dimaksud pada ayat (1) dileksanakan dengan

mematuhi den menerapkan kriteria; kaidab, balen mutn, dan

aturan penatman ruang yang ditetapkan segual dengan

ketentuan peraturan perindangundangan,

Kaidah dan aturen pemanfasthn roang vang dilakukan

masvaraktal ‘secara furun  (emurun  dapat  diteraplkan

sepun|ang memperhatikan faktor daya dukbng linglatngan,

estetika linglungan, lokasi, dan strultur pemaniastan ruang

serta dapat menjamin pemanfaatan tuang vang serasi,

selarag, dan seimbang,

Bagian Keliga
Peran Magsyarakal

Pasal 87

Peran Masyaraka! dalam Penatagn Ruang dilakukan pads

tahiap:

a. Perencanaan Tata Ruatig;

b, Pemianlasthn Ruang dan

o. Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

Bentulk peran masyaracut dolam perencanssn tain rang

sebagaimana pada ayat (1} hurmala, meliputi

g mesulean mengensd: _

l. perglapan penyusunan RTRW;

2. penentuar  arah  pengembangan  Wilayah atau
Kawasan,

3. pengidentifikasian pntanal dan mmasalah
pombangunan Wilayah atau Kawasan;

4. perumusan konsepsi RTEW; dan

5. penetapan RTRW.

b. kerja sama dengan Pemerintah Dacrah dan/atay sesama
unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
Bentuk TPeran Masgyarikar dalam Pernanfaatan Ruang

sehagaimana dimeksud pada ayat (1) uraf b, melipati:

. measikan mengenai kebijalan Pemanfaatan Ruang

b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama
unsur Masyarakat datam Pemanfaatan Ruang

€. kKegiatan memanfeatkan Ruang vang sesual dengan
kearifan [pkal dan RTRW vang telah ditetapkan;

d. pemngiatan efisiensi, efektivitas, dan keserasion dalam
Pemunfaatan Rusng dengan memperhatikan kearifan
lokal serta  sesual  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. kepialan  menjagsn kepentingan pertahanon dan
keamanan wserta  memelhara  dan meningkatlean
keiestarian fungs! lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dan

f. kegatan investasi dalam Pemanfastan Rueng sesuai
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan,

Bentul: Peruty Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan

Ruang dgebapaimana pada svat (1) hurul e dapat bempa:



(5]

(6]

[2)
13}

[4)

()

(1]
2]

(3)

o, masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, KKPR,
pemberian insentil dan disinsentil serta pengenaan
wanhsi]

B. keikutsertzan dalam memanton  dan  mengswasi
pelaksanasn RTRW yang (slah dicetaphkain;

o, peiaporan  kepads instansi  dasngfatan pofabal  oyang
berwenang  dalam  hal  menemukan  dugsan
penyvimpangan atan pelanggoran kegiatan Pemanfnatan
Ruang yang melanggar RTRW yang telals ditetapken; dan

d. pengajuan kebemtan terhadap Keputusan pqabat yang
berwenang n.rhadn-p pembangunan yang diatiggap tidak
seguni dengan RTRW,

Peran Masysrsikat daiam Penutaan Ruang capat

disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada

Hupati danfatau melalul unit kega terkait yvang ditanjuk

oleh Bupat.

Delam rungka meningkatlean Peran Masyaralet, Pemerintah

Duersih membangun sistem informasi dan komunikasi

Fenyelenpparaan  Penntaan Ruang yang dapat diakses

dengan mudieh dleh Masyarakat.

Tata ¢arz Peran Masvarakat dalam Penatoan Ruang

dilaksanakan sesuai dengan  Ketentusn  peraturan

perundang-undangan.

HAB X
KELEMHAGAAN

Pasal B8

Dainm rangka Penyelenggarsan Penataan Ruang secara
partigipatf, Bupati membenmk Forum Penataan Roang
Kabupaten.

Farum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimans dimaksud
pada ayet |1] ditetapksn deopan Keputussn Bupati,

Forum Penaatann Ruang Kebopaten sebagrimana dimaksud
paga ayat: (1] dilsksanakan: sesual dengan ketentusn
peraturan perundang-undangan,

Furum Penatasn Rudng Kabupalen sebagammana dimaksud
pada ayat {1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan,
perangkal daerdly bersifat melolmt pada jabatmusra [ex
offteicl, asosiasi profesi, ascsiasi akademisi, dan tokoh
Meayarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata
kerja Forum Penatsan Rusng HKabupaten dilaksanalan
segiial dengan peraturan  perundmng-undangsn  terkait
koordinasi penyelengearsan penatasn ruans.,

BAB X1
PENYELESAIAN SENGRETA

Pasul 89

Sengketa Pepataan Ruang merupakan perselisihan antar
pemangltn  kepentingan  daiam  Peloksamsan  Penstaan
TANEERat i

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tehap pertama
diupayaliin  berdasarkan prinsip musyawarah  untulk
mufakat.

Dalam hal penyelesainn senpketd sebageimana dimaksud
pada ayal (2] tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempuh upayn penyelesaian sengketa melalui pengadilan
gtea di luar pengadilen sesueal dengan Helentuan perdturan
peribdang-undangan.
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(5

()

[*H

Penyelesainn sengkeln Penataan Rueng di luar pengadilan
sehagaimonn dimuksud pada avat (3) dilakukan melalod
negogiasi, medias, dan/atan kansilinsi.

Ddlam hal sengketa Penataan Ruang terjadi dkibat adanya
perbedaan  kebijakan  perigaturan  entar  timpkatsn

pemenniah, para Pemangku Kepentingan dapst mengajukan

famlitas: penyelesaian kepada Forum Penatesn Ruang.
Hetentuan lebih lenjuil mengenai penyelesaian senpghcta
Penatsan Ruang dilaksanakan sesual dengan ketentuan
perundang undangan,

BAB XTI
KETENTUAN FENYIDIKAN

Pasal 9

Penvidile Pegerwat Negeri Sipil dan/stou Penyidik Kepolisian
Negare Republik indonesie berwenung untul melaksanakan
penyidikan terhadep pelanggaran tethadap ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah ind

Penyidik Pegawsi Negeri Sipil sebageimana dimnksud pada
ayat (1), diangkat pleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peratiran perundang-undanpan.

Penyvidik Pepawai Negeri Bipll sebagaimeana dimaksud pada

ayat [1], herwemg:

o, menerima; mencari, mengumpulkan dan menelit
keterangan atau laporan berkenasn dengsn tindak
pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas;

b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatsn dan delaumen lain, serta
penyizaan terhadap baban bukt torsebut;

c. menyuruh  berhenti dan/atau  melarang seseorang
meninggaikan ruangan atau  tempat  pada  sasat
pemeriksaun sedang  berlangsung dan memariksa
ulentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

d. melakulEn  ponopgeledshan untuk  mendapetian
pembukunn, pencatatan dan dokumen iein serta
melakukan pemyntasn terhadap barang bulets;

e, memotrst sescorang yang berkaitan dengan tindak
midana;

[, memanggil orang uniuk didengar dan diperiksa sebegat
terean gk atan salsi;

g. menunts bantian tenaga ahll dalem ranghks pelaksanzan
tuges penyvidikan tndak pidana;

h. melalatlmn penghentian penyidikan; dan/ atau

mulaleulesn tindukan lnin yang perlu untilk kelancaran

penyidikan tindak pidane sesual dengan ketentuan
perafuran perundang-undangar.

Penyidik Pegawa: Negen Sipil sebagaimeana dimaksud pada

ayat (1), menyampaikan  hasil  penyidikannye  kepada

Peruntut Umum  melalui Pemyidik' Kepuolisian Negara

Republik Indonesis, sesuai ketenluan peratliran perundang-

undangan.



~BAB X
KETENTUAN FIDANA

Fraaal 0]

Seliap orang vang datam peratfaatan riang tidak melaksinakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana  sesuat
ketenituan peraturan perundang-undangan.

BAE XV
KETENTUAN LATM-LAIN
Pasal 93

(1) Jangks waktn RTRW yaitu 20 (dua pulu.h] tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 {saiu) kali dalem 5 (lima) tabun,
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimalksud pada ayat (2]
dapat diiaklikan lebih dari 1 (satu) kall dalam setisp periods
35 (lima} tabunan epabia terjadi perubshan lingkungsn
strategia, herupa:
a, bencana alam yang ditetapkan dengsn  peraturan
perundang-undangan;
b. perubahan batag |eritorial negare yang ditetapkan
dengan Undang-Undang;
. perubahsn batas Wilaysh yang ditetapksn dengan
Undang.-Undang; dan
d: perubahan kebijakan nasiona! yang bersifat strategis.
(3] Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesua
kzlentuan peraluran perundang-undangan,
(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini diiengkapi
tengan rencana dan album pela yang begian vang tidak
terpisahkan darl Peraturan Daerah ini.

Inid

HAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

(!} Pads saat Peraturan Deerah ini mulai berlaku, semun
PeratuTaT) p&mvdang undanp;nn yang berkaitan dengan
perwujuden RTRW ini yang telah ade tetap berlaku
separjang tidak bertentangsn dengsno atau belum diganti
berdasarkan Peraturan Dasrah ind.

(2] Dengan berlaltunya Peraturan Daerall inl, makea:

4, imin pemanfaatan tueng dan EKPR  yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan  ketentuan
Poraturnn Daerah ini t2tap berlaky sesual dengan masa
berladoumya;

b, izin Pemanfastan Roang atau KKPR  yang  telah
cdileeluarkan  temanl fidak  sesual denpan  ketentuan
Peraturan Doeernh ind berlal ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanskan pembangunannye,
izmn  Pemanfastan Ruang atau KKPR  tersebut
disesunikan dengan fungdl Kawasen berdasarksn
Peraturan Dasrah ini:

2, ontuk yang sudah dilaksanakan pembangpunannya,
dilaleukan penyesualan dengan masa  transisi



C.

el

berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

d. untulke yang sudah dilaksanakan pembangunannys:
dan tHdak memungkinkan  untuk  dilaloken
penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan
Pérmturan Daerah inj, izin Pemanfastan Ruang atay
KKPR yang telah diterbitkan dspat dibatalkan dan
techadap kerupian yang timbul scbagni akibat
pembatalan ixin tersubut  dapat  diberikan
penggantisn yang layak dengan bentule sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak stbagaimana dimaksud pads
angka 3, denpan memperhatikan indikator sebagai
berikut:

a) memperhatikan harga pasaran setempat;

b seesuaidengan Nilai Jual OBjek Pajak [NJOP); atau

c] menvesudikng kemempuan ketangan dasrah,
permanimatan rusng di Daerah yang disclengparskan
tanps zm  pemanfastan reeng ataun KKPR  dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ing,
akan ditertibkan dan disesuaikun dengan Peraturan

Daeraly ini;

izin  pemanfiatan ruang yang felsh habis masa

berlakianya dan akan diperpanjeng, ditindaklanjuti

mielalul mekanisme penerbitan KEPR; dan

Pemonfantan Huang yang sesual dengan Ketenfuan

Peraturan Daerah  ini, agar dipercepat uniuk

mendepatkon min yang diperbukan,

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada gaal Peraluran Daerah ind mulal berlaku, maka:

a:

Peraturan Daorah Nomor 11 Tehun 2012 tentang Hencana
Tala Buang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032
(Lembaran Dasrah XKabupaten Tabansn Tahun 2012 Nomor
28, Tambahsan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan No. 28);
dan

Feraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014
teriteng Kowasan Jalur-Bijau (Lembaran Daeral Kabupaten
Tabanan Tahun 2614 Nomer 6, Tambahan Lembaran Daersh
Kabugater Tabanan Nomar &)

dicabut dan dinyataian tidak berlakou,



Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulsi bherlaley pada tangeal diindanglan.

Agar BELiRp Oring FenZetiinye, memerintihkan
pengundangan Peraturan Paersh inl dengnn  penempatannyn
dalam Lembaran Deermh Kabuypaten Tabanan.

Ditetaplan di Tabanan
Pa-:!ﬁ"'fﬂ:l‘q;gal T Agustus 2023

AUANG GEDE SANJAYA
ot

Crundangkan df Taban

pada tanggn! 7 Agustus 2023
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LEMBARAN r}hmﬁmﬂuym: N TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
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L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TARANAN
TAHUN 20232043

UMLIM

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dar 9 (sembllan)
Kabupaten / Kota di Wilsyah Provinsi Bali vang dibentulk berdasarkan UU
No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 dilarn
Wilayah Daerah-daerah Tinglat [ Bali, NTB dan NTT. Sccara peografis posisi
Kabupaten Tobaszan beredn di 1rnguh Pulau Bali terletak diantara 08° 14°
30" — 0BY 30" 07" LS dan 1149 54' 52* - 1159 12" 57" BT dan berbatasan
dengan dengan Kabupaten Bulelenpg di scbelaly uwars, Kabupaten SBadung
di sebelah timur, Sarmudera Hindia di sebelah selatan dan Kubupaten
Jembrana seria Bulsleng di sebeiah barat.

Lues Wilayah Kabupsaten Tabanun adelah korang lebih 848 km-
atpn 84.884 (delapan puluh empat ribu delapan rarus: delapsn puluh
empat) hekiar atag sekitar 15,18% (ima belas koma satu delapan persen)
dari lias daratan Provinsi Ball. Secara admimistratil Kabupaten Tabanan
terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdici atas 133 {seratus tigs
puluh tiga) desd.

Kabupaten Tabanan merupaksn wajah mimamr Bali sesungguhnya,
kmrena kurnkier Provinsi Beli secars umom terdapat i kabupaten
Tabanan, Kabupaten Tabanan memiliki cicosistem pegunungan, danau,
tembah, dataran rendah den pesisir dan laul, Kabupsaten Tabarsan menitii
luzs sawah terbesar di Provins| Bali sshingga dijululs limbung pengen Bali.
Poiensl perkebunan jugs paling menonjol di Beali, sehingga Kabapaten
Tabanan benar-bensr mewalktil] kasakier masyarakat Bali yong agraris
dengan budays pendukung yang menjadi keunggulannya, Potensi hutan,
danau dan pegunungan yang ada di Habupaten Tabanan merupakan salaly
satwy sumber kelestarisn teta air Bali. Potensl alam dan budaya yung
dimiliki menyvebabkan telah berkembangnya selitor pariwissts.

Potensi Kabupater Tabanan yvang telah divuraeikan diatas; selan/utnya

itelah dituangkan dalomm Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Parjang

Deersh (RPJPD] Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 yaitu TABANAN
SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN. Upava perwujndan rencing
pembangunan tersebut selanjurnya perie dittanghkan dalam Rencana Taiy
Ruang Wilayeh Kabupaten Tabanan sebagal matra ruang rencsss
pembangurn,

laksanaan Peramaran Deeral Kabupaten Tabanan Nomoer 11 Tahun
2012 Tentang Reoncana Tatp Ruang Wilaynh Esoupaten Tabunan Tabun
ZO12-2032 dan ditetapkannye Peramiran Daerah ind telah berjalan lebih
dari sepuluh tabun sejak ditetapkon tangenl 27 Desember 2012
Berdasarkan Pasal 16 pyat (1) Undang-Undang Nemor 26 Tabun 2007
schagaimana telah diubah dengan Undang-Lindang Nomor 11 Tabun 2020
tentang Cipta Kerja, babhws Rencana Tata Ruang depat ditijau kembali.
Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 119 amyat (1] Persturan Daerab
Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 20120032 bhahwa Rencanp Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan dapat ditinfau kembali 1 (satu] lkall
dalum 5 [lima) tahun. Peraturad Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tenting
Penyelenggaraan Penatean Fuang defam Pasal 93, jugs menyebutkan
bahwa peninjsuan kembali rencans tata ruang dilakukan 1 (satu) kali
dalam sctiap periode 5 {bma) tabunan. Terkalt dengan hal terscbut,
Pemerintahh Kabupaten Tabanan telal melalkokzsn kegintan péeninfauan
kemball Peraluren Dasriah Kabilpalen Tabansn Nomor 11 Tahun 2012
tentang Mencana Tate Roang Wilayah Kabupaten Tobanan Tahun 2072-
2032 denpan kesimpulan bahwa teqedi penyvimpangan kurang dari 20%



sehinggn direleamendasilan untuk melaloikan revisl melalul perubahan
Peraturar Dasrah Kabupdten Tabanan Nomor 11 Tabun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 yvang
tertunng: delam Kepumsan Bupati Nomor 1HO/362/HES&HAM/Z0L7
tentdng Rekpmendasi Hesil Pelakssnaan Peninjauan Kembali Peramiran
Daeran Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Teahun 2012-2032 serts untulk
mengalkomodasi perubshen kebijulan nasionial, provinsi dan dinamika
internal i Kebupaten Tabanen. Penyestoian dan harmnonisasi beberapa
posa: jugs diperiukan agar dinamika pembangunan tetap sclaras dengan
perubahan kebijskan dan kondisi di lapangan dengan tetap memperhatikan
konsep-konsep pengembangan wilayah, pelestarian lingkungan, pelestrian
budayu serta mengakomodasi kearifan lukal. Berdasarkan pertimbangan Jdi
gles, perlu mengubah beberapea ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tenteng Rencane Tate Ruang
Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.

RTEW Kabupnten Tabanan sebagal matra ruang REIPD Kobupaten
Tabanan, berlandaskan asas Tri Hita Karana yang herintikan ungur-unsur
nilai keseimbengan hubungnn antara manusia dengan Tuhkan, antara
manisia defigen manusia, den sntara manusia dengan linghungantiva,
vang penerapannya adalsh:

g, wunsyr mlal kesermbangan don kehormonpisan hubungan anters
manusia dengan Tuhan, tergermin dalam bentuk upave untulk
melindung tempat-tempat sucl dan kawasan-kawasan sucl yang
divakini memiliks nilai-nilai kesyoian, sebagai tempat bagl manosia
untuk menghubungian diri dengan Tuhan, vang selumjutmys dolam
RTEW Kobupaten ini akan ditefapkon sebagal kawasan-kawasan
yung harus dilindung keberadesannys, balk yang herada di dalam
Kawasan Lindung maupun Kawasan Budi Daya.

b, unsar nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan anlara
manusin dengan monusia tereermin dalam bentule upays penatann
dan pengelolian Kawnsan Budi Dayas sebagal termpel ateu runne
wadah manusin melakukan mnterais sosial secarn aman, darmal,
dan beradabl, serta mampy menjumin berikembangnya sumberdays
manusia secara optimal dan sefahier.

¢. unsur niw keseimbangan don kehnrmonisan hubungan antara
manusia dengan alam lingkungan dicerminken dalam bentule apaya
penataan’ dan  pengelolaan  sumberdaya  sleon untuk  dapat
dimanfastken sccara berkelemjutan, baik unmmk  kepentingan
generas] Ball masa kini maupun generas Ball masa depan.

Mater! muatan didssarkan atas kelentian dalam Pasal 26 Undang-
Undang Nomaor 26 Tahun 2007 tentang Penatasn Ruang sehapaimana yang
telali diubah deéngan Undang-Undang Nomor & Tshun 2025 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah’ Penpgant Usdang-Umdang Nomor 2
Tahun 2022 Tenrang Cipta Kerje meniadi Undang Undang, don karena ity
sekurang- kurangnya hanis memiak;

da. lujuan, kebinkan, dan sirategi penatazan ruang wilayah kabupaton;

b. rencana strukitur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistern
pusat permukiman dan  sistem  jaringan  prasamang wilayah
kabupaten;

b. rencans pely rusng wilavah kebupaten yvang melipati Kawasan

Lindung katipaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten;
kawsasan stategis kabupaten;

d. arahan pemanfaatan ruang wilayah lkabupaten yang meliput
leetentuan KIKPR, indilcial program utema fengka monengah 5 (lma)
tebnen, dan  pelaksanoan  sinkronisssl program  pemanfaatan
ruarg; dan

e. lkelenfudn penpgendalian pemanfaatan rueng wllayeh kabupaten
yung berisi ketenituan umum zonasi, ketentuan kesesusian kegistan
permanfsntan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan
sanksai.

Seansl dengan-hal-hal tersebut diatns, maka untuk mencaped tujnsn
pemanfeatan ruang wilayah secsra optimed, serasi, sexmbang dan lestari

-
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diperlukan tindek penetapan ruang yang jelas, tegas dan menyeluruly serta
memberiksan kepastian hukum bagi upsya perencanaan dan pemanfaatan
ruang werta pengendalian dan pengawasan pembuangunan  mejalui
penetapan Peraturan Daerah tentang Remcana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tahanun Tahun 2023-2043.

1. PASAL DEMI PASAL
Paszal |
Culoup jelas.

Pasal 2
Huruf o

Yang timakavd dengan “Trt Hia Kamna® adalah falsafnh hidup

magyarakat Bali yang mermmuat lgAa URSUr yang membangun

keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manisla dengan

‘fuhan, menusic dengan  menusia  dan omanusia | deagan

lingltunganmya yang menjadl sumber kessjahteraan, kedamaisn, dan

kebahagiann bagl kehidipan manvsia
Huorof b

Yang dimaksud dengan “Sad Kertht" adalah enam  sumber
kestjahterasn vang harus dilestarilktan untile mencapat kebahagiaan
inhir dan batin yang terdiri dari atma kertih, unana kerthi, donu fcerrt i,
segarn kerthd, jana kerihi, dan jugat kerthi,
Dl dalam lontar Mpu Kuturan disebuikan babwa Ball sebhagal Fadma
Bhuweana, vaitu pusat dunle;, segalanya bermuara di Ball agar segala
kehidiipan mencspal keseiahternan; mokhsartam jagatdhitn ya o iff
dharma, di dalam menata ruang Bali yeng lerbalas ind diperlukan
ketaatan manusiz Bali akan pentingnya menjaga  kelestarian
lingkungan hidup yang menjags kelangsungen kehidupan dengsn
melakesnpkan lee enam komponen sad kerthi, yaitu:

1. Amma Kerthi odilah jiws dan rohani yang harus: dilestankan
dengan melakukan penatasn ketertipan hidup beragama di Bali
melalini pemelibaraan fasilitas tempat sudi, parhyangan atau pura
yvang kebanyalan digunnkan scbdyai ritus kKesgamaan, dan
diltembanglkan juga schagal pusal pendidilkan keagamasn yoang
dilengkapl sarann dan prassrananys.

2. Wana Kerthi adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang
diwuaiudkan dalarn bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan
membangun pura alas angker di setiap kawasan hutan, untuk
menjaga hutan secara niskala (sprivitual),

3. Danu Kerthi adalah kesucian sumber-sumber air, yang Harus
dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-
sumber air sepertl meludah, kencing, membuang  kotaran,
membuang sampah, dan membuang zat beracur.

4. Segara Kerthi adelah laut atan samudera sebagal sumber alam
tempat lebumys semua kekeruhan, vang hurus dilestarican
dengan  tidalk melakukan pencemaran dan  pengerusablan
lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilal kesucian dan
keasriarmya.

5. Jona Kerthi adoleh sumber daya manysia buik secara individo
maupun  berkelompok, vyang harus dibangun  dengan
meningkatkan kunlitas masyarnkat Bali yang handal dan berdaya
saing tinggl untuk menjaga  keberlanjutan dan kegjegan
pembangunan Bali.

b. Jagat Kerthi adolah somial budaya masyarskal Bali yang
terintegrasi dalam  linglungan Desa FPakraman yang harus
dilestarikan dengan menjega keharmomizan kehidupan sogial
budaya yang dinamis. Dulam sistemn desa ini dibangun suatu
kehurmonigan antara hubungen menusia dan Jda Hyang Widhi
dengan sradha dan Bhakil, Wubungsn anlbsa meanusion dan
sesama berdasarkan saling pengabdian 'paras-pares sarpanaya
salumium sebayantaka’, hobungan antarn  manusia dan
linglungannys berdasarkun  kasih  savang, Hubungsn  ini



meripakan hubungan timbal balile yang disebut Cakm Yadlmya.
Dalam Bhagawagitha discbutken hubungsn  rersebut akan
menimbulkan suassne sosial yang menjnmin setinp vrang dapat
menjalankan swadharma nys masing-masing,.
Hurul ¢
Yung dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwe penataan ruang
dianalisis dan dirumuskan menjadi samu kesatman dort berbags:
kegiatan pemenfastan ruang  bak oleh pemerintal  maupun
masvaraliat,
Huruf d
Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarusan, dan kearimbangan”
adalsh buhwa penatasn ruang dapat mepjomin  ferwojudnye
kescrasian, kesalarasan, dan keseimbangan strukiur tata ruang dan
pala pemanfaatan ruang bagi perseboran pendudule antar wilayah,
pertumbuhan dan perkembangsn pniar sekior, anterdaesh, scria
antara sektor dan deernh dalam satu kesatuan Wawasan Nussnlara,
Huruf e
Yaneg dimaksud dengan “keberlanjutan” adalnh bahwa penataan
rusng menjamin kelestarian kemampuan daya dukung dan daye
tampung lingkungan dengsn memperhatikan kepentingan lahir dan
bBatin antar-generasl,
Haruf f
Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhusilangunaan”
adalah bahwa penataan ruang horus depet mewujudkan konlitas
ruang yang sesusl dengur potensi dan fungsi ruang.
Hurul g
Yang dimaksud dengan  “keterbukesn” adelah bahwa  dalam
penyelengearann penataan ruang masyarakat memiliki aleses yang
seluns-luasnya dalam mendapatlean informasi yang berkaitan dengan
penalaan ruang.
Hurul h
Yang tlimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan® adaliah bahwa
penazaon rusng disclenggarakun  dengan mclibatkan  seluruh
pemanghku kepentingan.
Huruli
Yung dimsksud dengan *perlindungan kepentingan umum” sdalah
buhwi permtann meni diselengearakan dengan mengutumakan
kepentingnn masvarakat,
|+ Huarufj
Yang dimaksud densen “kepastinn hubum dan keadilun® adaish
balwa penatsan ruang  diselenpgarskan dengan  berdandaskan
hukum/kelentuan  peraturan  perundangundangsn  dan  bahwa
penstaan ruang difaksenakan dengan mempertimbangssn rasa
keadilan masyerakar serta melindungl hak dan kewajiban semua
pihal secara adil dengan jaminan kepastian hukum,
Hurul k
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas"  adalah  bahwa
penyelenggaraan penatasn ruang dapat dipertangeungiawablan,
baik prosesnyn, prmbiaydannya, maupun hasilnya,
RTRW Kabupsater menjadi pedomen untulk
a. peryusunan ROTR kebupaten;
b. penyusunan reficena pembanpunan jangka panjang  daerah

kabupaten;

c. punyusunan rencuns pembangunan Jengks menengah  daerab
leabupaten;

d. pemanfeatan ruang dan pengendalian pemanfastan ruang di wilayah
kabupaten;

e, perwujudan  keterpaduan,  keterkafton,  dan kKeseimbangan
antarssliler; dan -
I. penetapan lokasi dan fungsi reang untuk investasi.

Pasal 3
Cukup jelas.




Pasal 4

Cukup jelas.

Fasal 5

Ayat (1]
Culcup jelas.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Agat (3)
Perhitungan luss batas administrasi wilayah Kabupaten dibitung
herdasarkan sistem koordinat Cylindrioal Equal Areg (CEA] yang
menggunikan bidang proyeksi sillnder dengan stundar lintang pada
lintang 00 dan bujur standar atan bujur tengah karena didnggap
lebilh mendeknli dengan luas seberiwrnva di lapangan. Schinggs: agar
sinkron dengan luas Pola Ruang wiluyah Kabupaten secama
keseluruhan maka perhitunesn luas batas administrasi wilayah
Kebupaten juga dihltung berdssarkan siatem koortdinat CEA

Ayat (4)
Cukuy jelis,

Avat {5)
Culaup jelas,

Ayat (6)
Culcup jelus.

Aya [7)
Cukup jelas,

Pusal 6

Yang dimeksud dengan “hijau” adalah kemampuan untulk twtap menjag
linpkungan alem Kabupaten agar tetnp lestar dengan proporsi futupan
lahan vang seimbang.

Yang dimaksud dengan “lestari” adalah tetap lestacinya lunsan dan
kuwlilas hutan, danau, dian hamparan lahan pertsnian produktd tanpes
mehpurang pendavagunsan potensd yang ada sesual Ketentuan,

Yang dimalsud dengan “aman” sdelah pengembongan potensi wilayah
dilakokean berdasarken deya dulung, daya tampung,  dan
memperhatikan mitigasi bencana sehinppa pemanfastan ruang yang
dilnkukan aman dari bencana.

Yang dimaksud dengan “nysman” adalah pengembangan potensi wilayah

hars bedandaskan konsep T Hita Karana, Tn Hita Karana adslah

falsafalh hidup masyarskat Bali yang memuat tiga unsur yang
membangun  keseimbangan  tan  keharmonmisan  hubungan  antora
manusia dengan Tuhan, manusia dengun manusia dan manusia dengan
limelkungannya sehingga tercipta kenyameanan.

Yang dimaksud dengen “produleif™ adelah  pergembangan  yvang
mengedepankan pengembangan sektor/komoditas unggulan di wiluyuh
kabmpeaien,

Yang dimaksud dengan “berdatd diri” adalah pengembangsn potensi
wilayah yang mendukung terwujudnys masyarakat dan linglungan yang
berjati diri.

Yang dimaksud dengen “berkelanjutan® adslah pengembangan potensi
wiloyah memperhatikan kebutuhan saat ini serta keburuhan masa yang:
-akan datang.

Vang dimaksud dengan “penyviangga lingkungan Bali' adalah kemampuan
untul mempertahankan tingleal tutupan vegetasi dan pengembangsn
pertanlan  berwawssan lngkungan merupakan dokongsn terhadap
pemeliharsan dan p-eJeMI_-'u'inn lingkungan alam Bali.

Yeng dimaksud dengan *penvanges kebudayzan Hali® adalah kegiatan
pertaninn yang produktif diharapkan mampu menekan laju alih fungsi
lahon  pertunminm sehingps dasar budayn agraris Bali tetap dapat
dilegtarilam.

Yang dimalksud dengan “penyvanggu perekotivmian Bali” adalah loegratan
pertanian unggulan yang terintegrasi dengan kepariwisalasn mampy
memberikan dukungan terhadup perekonomian Bali secara umum.



Yang dimaksud dengan “berbusis budaya agraris” adalah sebugiarn besar
kegiatan serta pemanfeatan suang sebagal peroujudannya menunjukkan
keglatan yang didominasi aleh kegiaran pertaniab dan pendulungnya.
Yong dimaksud dengan “berdaya saing” adalah selurub aktivitas keglatan
yang dikembangkan mampu meningkatkan produktifitas, krealil sesunl
kebutuhan pasar, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien
sechingea mampu memberikan  nilad  tambah  ekonomi untiak
kescianleraan masyarakat selaligus meningkatkan daya saing,

Yang dimaksud dengan "erintegeasi dengan kepariwisataan” adalab
seluruh alktivitas: kegiatap di masyakarat terutame pertanipn yang
dikembanglkan, dapat dinikmati dan merupakan asset dayn larik wisats
dart  hasil-hasil produksi pertanian menjadi  kansumsi  keplatan
kepariwisataan baik di wilavah Kabupaten maupun wilayah lainoya di
Bali.

Yarg dimaksud dengan “terintegrasi dengan sistern Kawasan Perdotaan
Sarbagita” pdalah bahwae Kawasan Porkotaan Tabanen bersama sama
dengan Kawnsan Perliptasn Mangupura, Jimbaran, Glanyar, Ubud, dan
Sukawat! merupakan Kawasan Perkolaan di selitar Kawasan Perkotaan
Intl Kotz Denpasar dom Kawusun Perhotagn Kuta, yang membentuk
sebuah sistem metropolitan. Pengembengan  infrastrokiur perkolasn
dadurmn Kawasan Perkotwgan Sarbagitas hamus  dikembanglean secara
terpadu dan terintegrasi secara lintas wilayah, vang membentuk siatem
metropelitan yang depst memenithi kepentingan-kepentingan nasional,
provins! dan lokal wilayah.

Yang dimaksud dengan “kesgjahterasn mesyarakat’  adalahb
kesejihternsn masyarakal secara ¢konoml dan lahir bathin.

Yang dimaksud denpan “berlandeskan T Hita Eomna®  adalah
pengembangnn wilayah herus memusl ligs unsdr yang membangan
kesedimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusis dengan
Tuhan, manpsia dengan manysis dan manusis demgan ll.nglcungimnya.
Yang dimuaksud dengan “bedandaskan nilal-nilal kearifan lokal Sad
Kerth?' adalah menjaga kesucian dan keharmonisan slam Bali besérta
iginya, untuk mewujudion kehidupan yang sejahrera dan behaga lahir
den batin,

Pasal 7
Cukup jelas,

Paazl 8

At (1]
- Cukup jelas,
Ayat {2)

Cukup jelas.
Avar (3)

Culoup jelas.
fiyal {4)

Cultup lelas.
Ayat (5|

Cukup lelas.

Pzsal &
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup felay,
Ayat (2]
Cukup jeins.
Ayat (3]
Cukup jelng,



Pasa) 11

Ayat [1]

Cukup jclas:
Avat (2]

Culaup jelas.
Ayat [3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Culcup Jelas.
Ayt (3]

Culup jelas.
Ayat (6}

Cukup jelas,

Pasal 12

Ayat (1)

Culcup jelas.
Ayat [2)

Culeup jolas,
Ayar [3)

Culup jelas.
Ayat 1)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Culcup jelas.

Pasal 13
Ayat (1]

Reticana Struktur Ruang Wilsyah Kabupaten merupakan ketangha

tata runng wilayah Kabupaten yang lersusun atas konsielasl pusat.

pusal kegigtan yvang berhierark] satu sama loin yang dibubunghkian
tleh sistem laringan prasarana wilayah.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten berfungst:

W, sebagal arahan pembentuls sistemn pusat kegiatan wilayah
kabupaten yang memberikan luyansn bag kawasan perkotman dan
kawasan perdesaan di sekitarmya yang berada dalom wilaysh
kzabupaten; dan

b. sistem perletnkan janngan prasdronio wilaysah yveang menunjang
keterkaitannys serte memberikan layanan bagl fungs: hegiatan
vang ada dalam wilayah lmbupaten, teruteme pada pusal-pusat
kegintun / perkotasn dan perdesasn yang ada.

Reticana  struktur suang wilayah Kabupaten dirumuslsn

berdasarkan:

g kehijalean dan stratepl penataan rosng wilayah kabupaten; dan

b. kebumuban pengembangan dan pelayanan wilaynh lmbupaten
dalam rangla mendulkung kegiatan sesial ekonemi, daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidop wilayah Kabupaten dan
ketentuan peraturan perondang-undengan.

Rencand stroltic rang wilayah Kibupaten mespechatiban dan

mengedopal kebijakan pengembangan sistem perkotaan berdasarian

RTRWX dan RTRWP Bali, yang selanjutnyn diintegrasiltan dengsn

penetapan sistern  perkotgan  dan  osistem prasarana wilayah

Kabupsten.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Culcup jakas:
Ayat (3]
Cukup jelns.



Avat (4
yul’é’i‘lﬂfﬂ'ﬂ Nomar 45 Tahun 2011 Tenting Rencamna Tatd Ruang
Kawasan Perkotsan Denpasar, Badung, Cianyar, Dan Tabanan
sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014
menyebuthan :
a. Kowasan Perkotaan inti terdin atas:
1. Kota Denpasar; dan
2. Kawasan Perkotaon Kuta di Kabupaten Badung,
b. Keawasan Perkotasn disekilar Kawasan Perkotaan inti terdiri atas:
1, Kawasan Perkotaan Mansupurs dune Kawasan Perkotsan
Jdimbaran di Kebupaten Badung:
2. Kawasan Perkolaan Gianyar, Kawasan Perkotasn Ubud, dan
Kawasan Perkotan Sukawat! di Kabupaten Glanvar; dan
3. lawasan Perleotaon Tabenean di Kabupaten Tabanan.
Ayt [3)
Cubup jelas,
Ayat (6]
Culcup jelas.
Ayl (7]
Cukup [elas.

Pasal 15
Cubkup jelas,

Pasdl 16
Ayat (1)
Cukup jelas,
Avat (2]
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Julan, pada
Pasal 8, jatan umum menurut fungsinya dilkelompokkan ke dalam
jalan arten, jalan lkolektor, jalan lokal dan jmlan linglungan. Jsalsn
arleri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jgrak jauh, kecepalan rata-rata Hnggr,
dan fumiah jalen mesuk dibatasl secara berdayn guna. Jalan kolektor
merapakan jalan umum yang berlungsl melayani angkutan
penpumpul otau  pembegt dengan ciri perjlapan jarale sedang,
kecepatan rata-rala sedang, dan jumlah ialan maosul dibatasi. Jalan
Inkal mempalkan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perialsne  jarak dekat, kecepatan rawrata
renddah, den jumlah lalan masulk tidal gibatasi. Jalan linpkuangan
merupakan jalan wmum yeng  berfungsi melayani  angkutan
lingleungan dengan il perjalanan jarak dekat, dan leecepatan mta-
rala rendah.
Penambahan, peninpgkatan, penurunan, dan penetapan  status
juringan jalan dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundangari-undangan.

Ayat (3
Cukup jolas.

Ayat (3)
Jalan arteri primer di wilnyah Kabupulen merupakan bagiun dari
jnian umum vang menghubungkan PEN di Provinsi Jawa Timur
dengan Provinsi Ball dan dengan PKN luinriva,

Ayat (4]
Cukup jelas,

Ayat (5]
Culoup jelas,

Ayal (6)
Cukup jeias.



Ayat (7]
Cultup jelas.

Ayat (8]
Jatan khusus di wilayah Kabupaten, meliputi:
ﬁ jalan dalam lingkungan Kawasan pertahanan dan keamanan;

julan dalam linglkungen Kewusan perkantoran;
c. _]‘d.l.ﬂ.‘l'] dalam lingkungan Kawasan Sarana Pelayansn Umum
Wilayah Kabupaten; dan

d. jalan dalam lingkungan Kebun Raya Bedugul.

Ayat [9)
Jalan tol merupakan bagian dari rencans pengembangan ruas jalan
bebas hambutan Provinsl Ball yang melintasi wilayah Kabupaten
Tabanan dilaksanalmn setelah melalol kajian telmis, ekonomi dan
budaya.

AvEt [10)
Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan
penumpang umum untuk angkuten kete (AK) dan anglkutan
perdesasn (ADFES),
Terminal penumpang tipe € dan/aiao simpul bansit dalam bentul
simpul termingl penumpeng antarmoda dan intermoda  dengan
pelayanan angiutan perkotaan dan smgkutan perdesaan.
Terminal penumpang tipe C berpotensi untuk dikembangkan menjadi
termingl tipe B setelah melalui kajlan sesual denpan ketentuan
peraturan perandungan- undangan.

Ayat [11]
Termimal barang diatur sestsl denpsn ketentuon | peraiuran
perundangan-undangan.

Pesal 18
Ayt (1}
Sistem jaringan kereta apl melipull jalar kereta api, jenis kersto upt,
dan  lokasi stosiun kereta apl ditetapkan berdasarkan  kajian
lkelayalan sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan,
Axat [2)

T Fengcmbangan jaringan jelur kereta api merupakun bapian dari
sistem _;u_nng:m jalur keréta spi nasional, yang dimaksudiean untale
mengurang ketergantungan kepada angloutan kendaraan jalan raya.

Ay (3)
Cukup jeles.

Ayat (4]
Peluang pengembangan sistem jaringan kereta api baik jaringan
kereta wpl maupiun stasiun kereta ape beserta sarana dan prasarana
pendukungnye di Kabupaten Tabanan merupakon bagian dari sistom
Jaringan Provingi Ball dan Kawsssn Perkotean Saerbagiis veng
diliabcinkean setelah melatui kajpan,

Ayal (5]
Pengembangan stasiyn kerets apl dapal difflegrasikan  dengan
simpul transit lainnys secara terpadu menjadi Kawasan 10D,

Pzgal 15

Ayat (1)
Bennmbahan don penetapan sistern jaringan sungai, danau, dan
penyeberangan lainmys dintur sesust dengen Kelenluan paraturan
perundangan-undangan,

Ayat (2]
Culup jelas.

Ayat (3)
Yanp dimaksud dengan Pelubuhen Sungal dan Deanau mernurut Pt
| angkn (2) Peraturan Menter] Perhubungan Nomor PM,52 Tahun
2012 tentang Alur Pelavaran Sunpai dan Dansu adalah pelabuban
yang digunakan untik melayani sngkutan sungal dan danau yarig
terlorak dif sungad atawg densun.



Pelshuban sungal don densu di wilayeh Kabupaten menurat
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 teniang
Rencana Induk Pelabuhan Nasional pada Sub Lampiran 5
merppaken pelabuben sungai dan danau pengumpan,

Ayat (4)
Culaup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Culupelas.

Avat (2)
Culoup jelas.

Ayt (3)
Yung dimeksud dengan “Jaringan infrastuktur penyaluran tenoags
listrik dom sarpna pendukung” adalph juringan pragamna, yang
berksitan dengan kegiatan menyalurksn tenaga listrik dan sarana

- pendukungnya.

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat [5)
Cukup icias.

Ayat (6]
Rencana Gl pas insulaled switchgear tegangan elostra tingel (GISTET)
500 BV /150 kV (lima rats kilovelt ataw seratus lima puluh kilovolt)
Antosarl [ Gllimanulk.

Ayat (7]
Cukup jelas

Ayat (8]
Culkup jelas,

Pasal 21

Aynt (1)
Cukiup jelas.

Ayat 12
Culup jelas,

Ayat (3)
Infrastrolctur jaringen tetap, tetdir atas:
1. Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi STO Batund, STO Pupuan

den ST0O Tabanan. _
2, Rencana Sentral Telepon Digital (STD), meliputi STD Batungsel,
STD Baturitl, dan ST Megati.

3. Shelter meliputi Shelter Antosari.

Ayat [4)
Culzup jelas:

Axart [5)
Pengembangan jaringan bergerak i wilayah Kabupaten dilakukan
sesuai perkembangan kebujuhsn hailke (erhadap jaringan bergerak
seluler maupun kemungkinan perkembangsn kebutuhan terkalt
Jaringan bergersik teresirial dan satelit yang dilakukan sestiad kajian
dan ketentuan peraturan perundang-undangsn yang berlakou,

Ayat (6)
Cuhlup joles.

Ayat 7]
Culnuip jelas,

Ayet (8)
Cukup jelas.

Prsal 22
Ayt (1)
CCulkup jelas.
Avat (2)
a. Jaringan irigasi pada D.L kewengngsn Pemerintah Pusal yang
berada di lintay Kabupaten/ Ko, meliputi:



1. .. Tokad Ayung; dan
#. D.. Tulad Penet,
b. Jaringan irigasi pada D.l. kewenangan Pemerintah Pusat yang
berada utuh di Kebupaten f Kota, meliputi:
1, 1] Tuksd Sungl; dan
2. [l Tukad Yeh Hoo.
3, Jaringan irigasi kewenanean Pemerintah Provinsi yang berada di
lintas Kabupaten /Kota, meliputi D.L Yeh Leh:
4. Jaringon irigas; kewenangan Pemenintah Provinsi yang berada
wtuh di Kabupaten/Kota, meliputi 0.5 Balian; dan
5, Jaringun irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebar di
seluruh Wilayah Kabupaten.
Ayal (3]
Culkup jelas.
Aynt (4]
Cukup jelas
Ayat |5)
Cukup jelas,
Ayat {6)
Clulkup jelas.
Ayat (7)
Cukup jeias.
Ayat (8]
Cukup jelas,
Ayat (9)
Culcup jelas:

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayt (2)
Culup jelas:

Pasal 24

Ayal (1)
Sistem Penyedinan Air Minum (SPAM) adalah salu kesatuan sistem
fiaile (teknik] dan non fisik darl prasarana dorn sarona air minoam.
Pengembangan 5PAM adalah kegiatan yang bertujosn membungun,
memperluas dan/atau mt:ningka.ﬂtﬂn gigtemn fisik [reknik) dan non
fisile [kelembagaan, manajermen, keuangar, peran masyarakat dan
hukum)| dalam kesatuun yong utmh untuk melsksanukan penyediasn
uir minurm kepada masyarakat menuju keadsan yang lebih balk.
Penyelengearaan pengembangan SPAM  adalss  legiatan
merencanakan, melaksanalmn konstruksi, mengelola, memchhars,
merehabilitas), memantu Jdanfateu mengevaluasi  aistem  fisik
(teknik) dan non fisik penyediann air minam.
Penyelengzara SPAM adalah badan usaha milik negara /budan usaha
milik dacrab, koperast, badan usaha swasta, dan/atau kelompok
tnasyakarat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem
penyediaan §ir MHTuwT.,

Avat (2)
Culup jelas.

Avat (3)
Cokup jelis,

Aoyat (4]
Cukup jelas.

Avat (5)
Cukup iclas.

Ayt (6)
Cukup jolas,

Avat [7)
Cultnp jelas.



Ayal (8

Cukirp jelas.
Avat (9]

Cukup jeiasg.

Pasal 25
Ayat (1)
Culkup jelas.
Ayat ()
Culeup jelas:
Axat (3]
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Alr Limbuh Domestik, terdi atas:
a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meliputl:
|. Instalasi Penpolithan Air Lintbah [[PAL] Sanimas di Kecamatan
Tabanan, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Marge;
2. Instalasi Pengolahan Afr Limbeh ([PAL) Tabonen di Kecamatan
Tzharnan;
3. Instalasi Pengolahan Alr Limbah ([PAL] Soka di Kecamatun
Selemadeg
4, Instatasi Pengolahan Alf Limbah [IPAL) Bedugul di Kecamatan
Beturili; _
5. Instalasi Pengalahan A Limbeah [TPAL) Tanah Lot di Kecametan
Kediri;
6. Instalasi Pengolahan Air Limbab (TPAL] Margs di Kecamatan
Murga:
7. Instaias] Perigolahan Alr Limbah [[PAL) Penehbel di Kecamatan
Penehel; dan
8, Instalas) Penpgolpban Air lambah (IPAL) Pupuan di Kecamatan
Pupuan,
b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kerambitan di
Kecamatan Kerambitan; dan
¢, sistemn pembuangan air limbah domestik baik individual maupun
komunegl yang tecdapal di selurah kecamatan,
Ketentuan lebhih lanjut mengenai pengembangan Sistem Pengelolzan
Air Limbal [SPAL} sesuat ketentusn peraturan perundeng-undangan.

Pzzal 26
Ayrat (1)

Sistem persampsahan wilayah ditetapkan melahni kebijzkan dan

strateg pengelolaan sampah yang meliputi:
1. penanganan  sompah  melaini  pemilshan,  pengumpulan,
pengangkutan, pengoluhar, dan pemrosesan akhir;
2. peninghatan sarana pengolahan sampah setempat;
3. peningkatan leegintan pengurangan sampah meliputi pembatasan
tmbulan sampah (reduce), pendsuran ulang sampak (recycls];
dan fatan pemanifaotan kembali sampan (rewse); dan
4, pembatasan timbulan sumpah plastik sekali paka.
Ayat (2)

Culap jelas.
Ayat (3)

Culup jelas.
Avat (4

Cukup jelas.
Ayat (5)

Culeup jelas,

Pasal 27
Avat (1)
Culkup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelis,
Ayat (3]
Cakup jelass.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Pagal 28

Ayar (1)

Culaap jelas:
Ayal (Z)

Cukup jelss.
Ayat (3)

Cukup jelas:
Ayat [4)

Culcup Jelas,

Pasal 24
Aogat (1)

Rencana poia ruang wilsyah merupakan rencana distribusi

peruntukan ruang dalam wilaynh Kabupaten Tabanan yang melipul

rencang perunmikan ruang untuk fungsi Undung dan fungsi budi
dayi.
Rencann pola ruang wilayah berfimgsl:
o sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan kegialan pelestarian imgkungan dalam wilayah
kubupaten;
b, mengatur keseimbangan dan Keserasian peruntukan ruang;
¢. sebagai dasar penvusunan indikasi program pembangunan, dan
d. sebagal dasar pemberian lzin pemaniataan ruang pada wilayah
kabiipraten.
Kencang poia ruang wilayah dirumuskan berdasarlan;
. kebijakan dan strateg penstesn rusng wilnyah kabupater;
s, daye dukung dan daya tsmpung lnglkungan hidup wilayah
kabupaten;
. kebutuhan Juang untiik pengembangan kegiatan sosial ekonomi
dan lingktngan; dan
d. ketenman peraturan perundang-undangan terksit.
Ayart (2]

Cukup jelas.
Avat (3

Cukup [elas.

Pasat 30
Kgwasan Lindung di Eabupaten sdalah kawasan yang secam elinlogis
merupakan salu ckosistem yang membericn perlindungan terhadap
kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Tabgnan, alau kawasan-
Kawasan Lindung lain yang menurit kelentuan peraturan perundang-
undangan  pengelolaannye  merupakan  koordinasi  kewenungan
pemerintah, pemerintah provinst dan pemerintah kabupaten.
Pengelolaan Kewasan Lindung berfujuan untuk menceégah timbuloyn
kerusakan [ungsi lingkungan hidup dalam rangla mnung}m&mn fungsi
lindung terhadap tanah, air, {klim, tumbuhan dan satwa, sera nilal
sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekoragaman
havati, satwa, tipe ekesistem dan keunikan alam: Pemanfastan tanan
nads Kawasan Lindung hanys untuk kegiatan vang bersifat tidak
terbangun serta tidak memanivatkan peralaan yang dapat menganggu
kelestarian linglungan dan keselmbangan ekosistem,
Pemnantepan Kawasan Lindung menjadi titik tolak bagl pengembangan
Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlandaskan kepada prinsip
pembangunsn berkelsnjutan, Sectelah Kawsasan Lindung ditetapkan
sehagai lmirasi bagl pengembangan wilayah, selanjumyan dapat
ditemtulan arahan penpembangan Kawasan Budi Daya.

Pagal 31
Cukup jelas,



Pagal 32

Avat (1)
Kawasan Hutan Lindung adalah kawssan hutan yang memililki sifat
khas ‘yvang mampu memberi periindungan terhadap lowasan
seldtprmya atau lmwa.h.aunw Tujusan perlindungannya adalah untuk
mencegah tedadinys erosl, beneana banjir, sedimentasi dan menjaga
fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersedipan unsur hara
tanah, air tanah, dan air permulssan.

Ayal |2)
Cukup jelas:

Pasal 33

Kawasan Perlindungan Setempat berups Hawasan Kearifan Lokal

melipuli:

i Kewsasan Sucl; dan

b. Kawasan Tempey Suci.

Kawasan Suel, meliputi;

a, Kawasan Suci gunung mencakup kawasan dari lereng kaki gunung
menuju ke puncak gunung, mencihkup Gunung Batukaru i
Kecamatan Penebel]

b Kewasan Suei danag, mencakup Danau Beratan: di Kecamaan
Baturiti;

¢, Kawasan Suci campuhean mencalaip seluruh perfemuan alimn dus
Buah sungai lersebar di selurah kecamatan;

d. Kawasan Suci pantal mencalorp pantal vang dimanfaatkan untuk
kegistan adat, kegiatun spiritual dan melasti pada pantai-panta
tertentu, terdapat di:

1. Kecamaran Kediri;
2. Kecamaten Tabanan;
3. Kecamatan Keramlitan;

4, Kecamatan selemades Timur;
E, Kecamaten Selamadeg: dan
5. Kecamatan Selemadeg Barat

. Kawasan Suci lant mencalkup kawasan perairan leut yang difungsikan
untul tempat melangsungkan legiatan adat, kegiatan spiritunl dan
melasti pada Wilayali Perairan Pesisir, terdapal di:

1. Kecamatan Kediri;

2. Kocamatan Tabanan;

3. Kecamatan Kernmbitang

4. Kecamatan sefemadeg Timur;
5. Kecamatan Selemadep; dan
6, Kecamatan Selemudep Barut,

f. Kawssan Sua mata air mencakup lempdt-tempat mata air yang
difungsildan sebagal pengambilan air suci tntul melangsungkan
leegiatan spiritaal tersebar di seluruh kecamalan.

Kawgsan Tempat Suct, meliputi:

g Kawasan Tempal Suc Pura kahyangin jagat mencakup Kawidsan
tertentu dj sekitar Pum sad kahyangan, Pura dang Kehyangan dan
Purn kahyangern jagat hinmya,

b, Kawasan Tempat Buci Purd kahyvangan desa meliputl area tertentu
sekitar Pura kahyangan tiga dan Pura kahyangan desa lpinnys; dan
¢ Kewasan Tempat Sua lainnya mencakup Pura swaging dan Pura

heluarps ntau Pura kawinn,

Kawasnn Perlndungan Setempat berupi Kawassn Tempat Sucl, yang

tergambiarkan dalam peth, terdiri atas;

1. Pura Resl di Kecamatan Kediri;

4. Pura Luhur Pakendungan di Kecamatan Kedin;

3. Pura Tanah Lot di Kecamatan Kediri;

4. Pura Alas Kedaton di Kecamatan Margs;

S, Pura Luhur Batularo dif Kecamatan Penebel:

f. Pura Lubur Tamby Warss di Kecamatan Penebel;

7. Pura Lubwar Srijong di Kecamatan Selemadeg; dan

8. Pura Gading Wani di Kecamatan Selernadep Harat,



Kewasan Temput Suci Pura kahyarigan jagat lainnya, Kawasan Tempat
s1cl Pura kahyangan desa dan Kawasan Tempet Suci lainnya tersebar di
seluruh Wilayah dan diatur lebih lanjut pada RDTR.

Prasal 34
Ayat (1)
Yang ditnaksud Kewasan Suaka Alam (KSA) adaloh laawasan dengan
cirt khas tertentu baik di darat maupuan di perairan Vang mempunys
fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan kKeragaman jenis salwi
beseita eXosistEmTiyi
{awasan suaks #lam yang herupa cagar alam ditelapkan dengan

kriteria:
g memilild kesnekarapaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe
elosistiTonyvil;

b. memiliki formust biota tertenta dan/atau uml-unit penyusunnys;

o, memilild kondisi alam, baik mote maupun fislknya yang masih
asl atau belum digenggy manusia;

d. memiliki leas dan bentuk tertentu; atau

2. memiliki ciri khas yang morupakan satu-satunya contoh di suatn
dueral sorta keberadannnys memertalan konservisi,

Yang dimaksud Kawasan Pelestarian Alam [KPA] adaleh kawasan

dengan ciri khas tertentu baik di daret maupun di laut yang tenilama

dimanfaatikan untuk pariwisate dan reloreas) alam.

Kawasan pelesturian alam yang berupa Tamen Widata Alam (TWA)

ditetapksn dengan kriteria:

a. memililkl daya terik slam berupa mwmbuban, satwa, dan
elosisitemnya yang masih asli serta formas: geologl yang indah,
unik dan langka;

b, memilild alkses yang balk untuk keperluan pariwisala;

¢ memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber
daya alam hayatl dan ekosisternnya untuk dimanfaatican sebagai
keglatan wisdata alam; dan

d, kondisi  lingkungan di  seltditarmya  mendukung  upayo
pengembangan legiaten wisata alam,

Ayat (2]

Cukuyp jelas,
Ayal (3]

Culcup jelas.

Hasal 35

Kawasan Budi Daya adalah Mawasan yang ditetapkan dengen fungsi

utama untuk dibudidayalzan atas dasar kondis| dan potensi sumber dayva

alam, sumberdaya manusis, dan sutrberdaya buatan. Seluruh kawasan

yang tidak ditetapkan sebagsi Kawasan Lindung sccars prinsip dapat

diperuntukan sebagai Kawasan Budi Daya. Dengan demikian, Kawasan

Budi Daya merupekan kawasan yang potensial untuk dikembangkan

baik sebagai kawasan vsaha produksi maupun permukiman.

Rencany dalam pemanfaatan Kawasan Budi Daya ditujukan pada upaya

optimasi pemanfaatan sumberdaye: wildvah sesoal dengan dava dulcung

lingkunpgan. Sasaran pengembangannys adalah:

a. memberikan arahan pemanfastan ruang Kawasan Bud) Daya secarn
optmal dan mendukung pembangenan berkelanjuinn;

b, memberikan arahan aniulk menentnlan prioritas peman{aatan raang
antar kemiaten budi daya yang berbeds; dan

¢. memberikan arahan hagl perubahan jenie pemanfantan rusng dan
jenis kegiatan budi daya tertentu ke jernus lain.

Pasul 36
Yang dimaksud Kaewasan Perkebunan Rakyat adalabh peckebunan hale
yang berads pada lanash yang dibebani hak milik. Pemanfastan
perleebunan raleyat bertujusn untuk memperoleh manfaat yang optimal
bapl kesejphteragn seluruh masymbkat secars berkeadilan serta untuk
mendultung pelestaren inghungan.



Kawasan perlesbunun ralkyat termasulk knwasan hutan produksi yang
mempunyved ungsi pokoele memproduksi hasil butan,

Pagal 37

Ayat (1)
Yang dimaksud Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasarn fahan
iasah heririgasi, lahan besah ridak beringesi serta laban kering
polensial untul pemabiratan dan penpgembanigen tanaman pangar.
Yang dimuaksnd Kawasan Hortikultura adalah kawasan lohan kering
potensial untule pemeanfaatan dan pengembangan  lanaman
hortilmalture secara monokultur muaupun tumpeng sar berupa
kemoditas yang berakitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabarl,
dan flartkultura, termesuk di delamnya jamur, lumul, dan tanaman
air yang bHerfungsi sebagnl sayuran, bahan cbat nobati, danfatau
bahan esterikn,
Yang dimaksud Kawasan Perkebunan adalah kawasan vang memiliki
potensi untuk dimanfaation dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atan shan kering untuk komeditas perkebunarn.

Ayt (2)
Culkip jelas,

Ayt (3)
Culoup jelas.

Avat (4)
Culkup jelis,

Ayat (5)
Yang dimaksud Kowdsan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
kawasan pertanian  yang  ditetapkan untuk  dilindung dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilltan pangan pokol
hapi kemandirian, ketahsnan dan kedaulatan pangin nosional
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan
Tanaman Pangan stau bagian dard Kewasan Tenaman Pargan,
‘gehingen Kawasan Pertanian Pangan Berielanjutan merupakan
kuwasan pertampalan (oserian).

Paral 38
Yang dimaksud Kawasan Peruntultan Industri adalah kawasan ving
.diperuntokan bagl pemusatan keglatun industri baik pengembangan
kegiatan industri skala kecil dan mienengah.
Industrt adalah kegiatan ekonomi yang mengplan bahan mentah, bahan
baku, barang setengeh jadi, danjfstau barung jadi menjadi barang
dengan milai yang lebih tingei untulk pengguneannya, termasui kegiatan
rancang bangun dan perelmvagaan industri.
Hewasan Indostr] menurut Pasal | anglka 2, PP, Noo 259 Tauhur 2009
teritang Kawasan [ndustri adalah kawasan empat pemusaton kegiacan
Industri yang dilengkapi dengan saranea dan prasarans PENUTENE YaE
diltembangkan dan dikelols oléh Perusshann Kawasan Industi yang
teldh memiliki 12in Usaha Kawasan [ndustri.
Kawasan Peruntukan Industr] menurnt Pasal 1 angka 5 PP No. 23 Tahun
2009 tentsng Kawassm Industti wdelah  bentargsn  lahan  vang
diperuntukikan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tato Ruang
Wilayah yang ditetaplan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Menurut Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2009 entang Kawasan
Industri:
a. luas lahan Kawnsan Industt paling rendeh 50 (ima puluh) heidar
dalam satu hempéran, dan
b lues lehan Kawasan Indust Terentu untuk Usaha Mikro, Keoll, dan
Menengah paling rendah 5 (lima) helitar dalam sama hamparen.
Di wilayah Kabupaten Tabanar tidak terdapat mwasan industri, namun
akan dikembangkan minimal Kawasan Industr Tertentu untuk Usaha
Millern, Kecll, dan Metiengal

Pasal 39
Cultup jelas.



Pasgal 40
Ayat [1)

Yung dirmaksud Kawasan Permukiman adalah bagan dard lingkungan

hidup di luar Kawasan Lindung, ‘baik berupa kuwasan perkotaan

maupun perdesaan yang berfungsi sebagal lingkUngan tempat tinggal
atau lnghungan humian dan tempat kegiatan yang mendukung
nerikehidupan dan peaghldupan,

Kawasan Permukiman memiliki fonpsi antara lain:

. sebagui lingkungan: tempat tinggal dan tempat kegialan yeng
mendukung  perikehidupan  dan  penghidupan  masyarakar
selalious menciptabn interaksi sosial; dan

b, sebagai kumpulan tempat bunian dan tempat herteduh keluarga
serta sarana bagl pemblnean keluarga,

Yang dimaksud Kawasan Permuliman Perkotaan adalah bagian dan
kawasan perkotosn vang diperuntukan untuk tempat tnggal atau
linglungan bunian dan tempar kegiatan yang mendukung bagi pert
leehidupan dan penghidupan yang sekalipus jugs menyedinkan
pusal-pukat peloyansn sesual fungs! kawaspn perlotian yang
disendangnya meliputl fohgsi PKL dan PPK.

Yang dimaksud Kawossan Permuldman Perdesaan adatah baglan dart

kawasan perdesaan yeng dipruntukan untuk kelompok tempat

tngeal atau  linghungan hunien dan  temprt keginten  yang
mendulung bagl peri keludupar dan p:nglllr.lupan yang selaligus
fugn menyediskan pusal-pusat pelayanan perdesaan sesuid flingsi
leawasan perdesaan vang disandangnyve meliput fungsi PPL maupun
permukiman perdesaan murni.

Ayat (2]
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukug jeiss.

Presal 41

Ayat {1)
Yarpg dimsksud Kawasan Pertshanan dan Keamanan negam
merupakan bapian yang ddok terpisahkan darl upays kesgluruhan
penatasn ruang wilsyah terutema dalam upeya menjaga ketertiban
I,

Ayat (3]
Cubaup jelus.

Pasal 42

Ayt (1)

Cukup jeins.
Ayat (2)

Cukaup jelas.
Ayat (3]

Cukup Jelas.
Ayet (4]

Cukup elas.
Ayat (5]

Cukup jelas,
Ayat (6]

Cukup jelas.
Ayat (7]

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas,
Aval [9)

Cukup jelas.
Ayat {10]

Cukup jelas.
Ayar (11)

Cukup jelas,



Pasal 43

Avat (1)

Citkup jelas:
Ayat (2)

Cukup jelas:
Ayat (3]

Culoup jelus.
Symt ()

Culup jelas.
Ayt (5)

Culkupelas,
Ayat (6)

Caloup jelas.
Ayul (T)

Culadp jelas.
Ayt (8]

Cukup jelas,
Ayat [9)

Cukup jelas.
Ayut (10)

Cukiip jelas.
Ayat [11)

Culkup jelas.
Ayt [12)

Culup jelas.
Ayat (13)

Culap jelas.
Ayut [14)

Culaup jelas.
Ayat (15)

Culkup jelas.
Ayat (16) :

Cukcup jelas.)’
Aynt (17)

Cultup jelas.
Ayat (18)

Culkup |elas.
Ayat (19)

Culiup jelas;
Ayat [(20]

Culkup joelas.
Ayat (21)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1]

Cukup jelas.
Ayal (2]

Cukup {=ias,
Aoyat (3]

Culup jelas,
Ayat (4]

Cubup jelas.
Avat (3]

Cukup |elas.
Avat [G]

Cukup jelas.
Ayat (7]

Cukup jelas.
Ayat (B]

Culkup jelas:
Syat (9]

Culoup jelas.




Ayat (10]

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukcup jelas.
Ayar (12)

Culup jolas.
Ayat (13)

Cukup jelas.
Ayat [14)

Culcup jelas.
Avat (15)

Culkup jelas,
Ayl [16)

Culaip jelas,

Pasal 45
Culkup jelas.

Pasal 46

Ketentusn kesssuainn kepiatan pemanfoaten ruang |KKPR) adalsh

keterituan-ketentuan  yang  disusun  oleh pemeriniah Kabuparen

Tebanan, sebsgai desar dalam menyusun ketenfuan perimnan olen

pemerintal; Kabupaten Tabanan, yang harus dipenuhi oleh seliap pihilk

sebelum pemunfaatan rusng, yang ditetzpkan oleh pemerlitah daerab
sesiad denpan kewenangannys, yang digunakan sebagai slat dalam
melaksahakan pembansunan kerumngan vang tertib sesual dengen
reficana tatn ruang vang telah disusun dan ditetaplan. Yang dimaksud
dengan perznan adatah perizinan yang tericart dengan o pemaniaatan
ruang yang menurit ketentuan peraturan perundang-undangan harus
dimililt sebelum pelakssnasn pemanfaatan ruang lzin dimaksud adatah

i lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas runng. Ketentuom

perizinan wilavah Kabupaten berfungsi:

i, scbagsi dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun
ketenituan perminang

b, sebagai alat pengendall pengembangan kewasem;

¢. menjamin pemaniastan rueng sesupd dengan rencana inla ruang,
peraturan zonasl, dan standar pelayanar minimal, dan kuolitss
minimusi yang ditetapkan;

d. menghindan dampak negatil; dan

e, melindungi kepentingan umam:

Ketentuan perizinan wilayah kabupaten terdicf atas:

a. bentuk-bentuk izt pemanfaptan raang yang harus mengecy
dokumen ETRW kabupaten, yaitu imno yang menjadi kewenangan
pemerintah  lebupalen  berdusarkan  peratursn  perundang
Lnclanzan;

b. mekanisme perizinan terkait pemanfastan misng yang menpdi
wowonang pemerintah provins: mencakup pengaturen keterlibatan
masing-masing Instansi perangkat daerah terkait dalam setiap
petizinan vang diterbitlesn; dan

. Alursmcaturan  tentenpg keterlibalan  kelembagaen  peopsmbil
keputusan  dalam mekanisme periginen  ates  izn yang akan
dikeluarkan, yanpg zkan menjadi dasar pengembsngan Standar
Operagional Prosedur (SOP) perizinan.

Prsal 47
Ayat (1)
Culup jelas,
Ayat (2]
Culcup jolas.
Ayat (3)
Cultupjelas:

Ayt (4)



Cukup jelas,

Pagmal 48

Ayat (1)

Culmap jelas.
Ayat [2)

Culup jelas,
Ayat [3)

Culeup jelas
Ayat (4

Cufup jelas.
HAyat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1]

Culoup jolas.
Ayt (2)

Culaup jalas,
Ayat [3)

Culiip islas,
Ayat (4

Cultup jelas.

Pasal 50

Ayut [1)

Cukup jelas,
Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayul |3)

Culcap jolos.
Ayut (4]

Cuikup jetas.
At D)

Cukup jelas.
Ayt (5]

Culeup jetas.

Pasal 51
Ayul (1]
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culeup felas.
Myt (3]
Cukupiclas:
Avat (4]
Culup jelas.

Pagal 52
Ayat (1)
Cukup jeias.
Avar (2]
Culuap jelas.
Ayt (3]
Cukcup jelas,
Ayl (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Fynt (1)
Culeup felan.

Ayat (2]



Culmip jelas.
Ayat (3)

Culeip ielas.
Avat [4

Culaup jelas.

Pisal 54

Ayat (1)

Cultup jelas.
Ayat (2]

Cularp jelas,
Ayt (3)

Cukugp jelas.
Ayat [4)

Cukup jeias.

Pasal 55

Ayt (1)

Culcup jelas.
Ayt (2)

Cuakaap jelas.
Avat (3)

Culaup jelas.
Ayat (4)

Culocup jelss.

Pasal 5b

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2

Cultup jelas.
Mt [3)

Cukup jelas.
Ayat (4] .

Culaup jelas.
Ayat (5]

Cukup |elas,

Paggl 57
Cubup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Ketentoan Urnnid Zonasi adalah keteptuan umim yang mengatur

‘pemanfustan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan rang

yvang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan

kawnsan seldtar juringan prasarena sesuai dengan RTRW Kabupalen.

Hetentuar umum  onssl  berupa  penjabaran  secara  umuom

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang  persyaratan

pemanfaatan ruang dan keterituan peagendaliannys yang mencakup
seluruh wilaysh administralat

Merujuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertaneahan Naesional Nomor 11 Tehun 2021 tentang Tata Cara

Penyusuman, Penimjauan Kembali, Revisl dan Penerbitan Persetuiuan

Subdtana Rencans Teth Rupbng Wilavah Provinsil, Kabupalen, Kota

dim Rencana Detafl Tata Ruang, ketenluan umum sonasi berfungsi:

a. sebagal dasar pertimbongan dalam pengawesan penatoan ruang;

b, menyerdagnmlian ketenthan umum zonas di osehoruh wilirah
Kabupaten untuk péruntulan ruang vang sama;

c. schagal landessn bapl penyusunsi peraturEn songsi pads
tingkatan aperasional pengendalian pemanfastan mang di setiap
kawasan/zona Kabupaten; dan

d, sebapai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.



Ayar [2)

Culaitp jeles.
Ayt (3]

Culeup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelis,
Ayat (2)
Cukuap elas:
Avat (3]
Cukup felas,

Pasal 60
Ayat (1)
Culup jeigs,
Ayat (2]
Cukup jelus,
Ayat (3)
Cukup jelas:

Pasal Gl

Ayat {1}

Culp jelus.
Ayat [2)

Cukuop jelas.
Ayat [3)

Cukup jelns.
Ayat (4)
Ayal (5]

Cukup jelas.
Ayut (6)

Cukup jelas.
Ayal (7]

Cubcup jelas.
Ayal (8]

Cukugs jetas.
Ayat (9]

Cukup [elas.
Ayut {10)

Cukup jeias.
Ayat {11}

Culoup [elas.
Ayat {13)

Cukup jelas.
Ayat {13]

Cukup jeias.
Ayat (14]

Cultnp jelas.
Ayat {15)

Cukup jelns.
Ayat {16]

Cukup jelas.
Ayat (17)

Cukup jelas.
Ayat (18]

Cukup jelas,
Ayat {159

Cukup jelas.
Ayat [20]

Cukup jelas.

Pasal 62



Ayat (1)

Cuklup jelas:
Ayt (#)

Culaup jelas.
Ayat [3)

Cukup jelas,
Ayat (4]

Cukup jelas.
Ayar [5)

Cukup jelas.
Ayat (B)

Cukup jelas.
Ayt (7]

Cukup jelas.
fvar (8)

Cultup jelus.

Pasal 63

Ayat (1)

Culup jelps.
Ayat {2)

Culeup jelas.
Ayat (3]

Culkup lelas.
Ayat (4]

Cukup jelas.

Posel 64
Avat (1)
Culkup jelas.
Ayl (4
Cukup jelas,
Ayat (3) '
Culup jelas,
Ayat (4]
Culmp jelas.
Ayt (5]
' Culoap jeas,
Avat (6]
Cukup jelas.
Ayl {7
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Culmp jelas.
Ayul (2]

Culiup jelas:
Avat [3)

Culaap jelns.
Avat (4]

Culaup jelas.
Avat (5)

Culoup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayt (7)

Cukup jelas.
Ayt (8)

Culcip jelas.
Aval (9]

Culaup jelas.
Ayat (10)




Cukup jelas.
Ayat {11)

Culcap jelan.
Ayat [13)

Cukup jelas.
Aynt (13]

Cukup jelas.
Ayat (14)

Culaap jelas.
Avat (15)

Culup jelas:
Ayt [16)

Cukup jelas.
Ayar (17)

Cukup jelsas.
Aymt (18]

Cukup jelas.
Ayat (1Y)

Culiup jelas,
Ayat (20)

Culiup jelas.
Ayt [21)

Culkup julas.
Ayut (22)

Culup jelas,
Ayut (23]

Culkugp jelas:

Pasal 66
Aot 1)
Culkup jelas.
Ayt (2)
Culcup jelas.
Awat (3)
Cuknp jelas.

Pasal &7
Cukup lelas,

Paszal 68
Byat {1)
Cukup julas.
Ayat (2)
Culcup jelas.

Pasn] 69
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)
Cukup jelas:
Aseat [3)
Culaup jelas.

Pagal 70
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayt [2)
Culiup jelas:
Avat (3)
Cukuap jelas.

Pasal 71



Yung dimaksud dengen kawasan purianian janaman pRngetd adalah
Lahan Sawah Dilindung (LSD).

Pasal 72

Ayat il
Culkup jelas.

Ayal [2)
Yang dimaksud dengan kawnsan pertanian tanaman pangan adalah
Lahan Sawah Dilindung (LSD)].

Ayat (3
Cukyp jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kawasan perlanian Lanaman pangan ndalah
Lahan Sawsh Dilindungi {(LSD).

Pagel 73
Cukup jelas

Pasal 74
Yanp dimalsud dengan kawasan peranian tanzman pangan adalah
Lahan Sawah Dilindung (LSD).

Payal 75

Avat (1)
Cukap jelas.

Ayai (2]
Yang dimaksud dengan kawasan pertanian Enaman pangan atalah
Lahan Sawah Dilindungl (LS5D).

Ayat (3)
Yang dimakaud dengan kawasan pertanian tanaman pangan adalah
Lohon Sawal Dilindungi (LSD).

Pasal 76
Cukup jelas,

Pozgel 77

Ayat (1]
Cukup jelas,

Ayt (2
Culdip jelas,

Ayt (3
Cuakup jelas.

Avat (4
Yang dimaksud dengan “banjir® adalah peristiwn atau keadaan
dimans terendamny: suaty dasrsh alou daratan karena volume sir
yurng menlngkat.

Ayat (5]
Yang dimaksud dengsn “geralan tanah” adealsh salah satu proses
perpindahan massa tanah /batuen dengan arah gerak, mendatar atau
miring dari kedudiskan semula dikarenakan pengaruh grvitas, arus
air dan behan luar. '

Ayt (6)
Yang dimeksud dengan “gemps bumi® -adalah  gelaran  atau
guicangsn yang terindi di permukean bumi akibat pelepasan energl
dari bawah permuknan secara tiba-tiba yung menciptalen gelumbang
selsmik. Gempa bumi bizsa disebablian oleh pergerakan kerak bumi
alau lempeng bumi. Selain ity gempn bumi juga bisa discbabkan cieh
letEsan gunung api.

Ayl (7
Yang dimuksud dengan “tsunami” adalgh gelombang sir lawt besar
yang dipicu aleh pusaran air bawuh Jaut karens pergeseran lempeng,
tanah longgor, erupsi gunungapi, dan jatuhnys meteor.

Ayat (8)



Yang dimalksud dengan “tanah longsor” adalah salah sata Jenis
gerakan massea tanah atau batuan, staapuan percampuran keduanya,
yang menuruni ateu keluar lersng akibat terganggunya kestabilan
tanah atau batuan penyusun lereng:

Ayt (9)
Yang dimaksud denpan “abrasl pantai® adaiah suwty proses alam
berupa pengikisan tangh pada daerah  pesigir pantal  yang
diakibatlkan bled ombak dan -arus laut yang sifatnya merusak
terkeadang juga disebut dengan erosi pantai.

Ayat [10) .
Yang dimaksud dengan “likuefiks™ adalsh fenomena df mana tunah
yang lanpa koheal menjatuhkan kekuatan gesernya stcarta algnifilkan
dan mengabr di bawah volume yanp konsten, tégangan lkonstan
spoars, ofektil dan teganpan geser yg konstan akibat umbulnys
tekansn pori yang berlebih selaoma gempa bumi.

Ayat (11)
Kawasan Cagar Budays vang dimaksu! meliputi:
1. Pura Luhur Batukaru
2. Pura luhur Pucak Petall
3. Pura Luhur Muncuk Sari
#. Pura Luhur Tambawaras
5. Pura Luhur Besl Kalung
6. Pura Lahur Sekartaji
. Pura Balu Helig
8. Pura Natar.Jemeng
0. Kawasan warisan budaya lansekap budaye Subak dan Ifara Catur

Angga Batukaru dan sekitarnya, termasule di dalamnyas TWA
Buyen Tamblingan dan Kawasan Cagar Alam Gunung Balubam,

Ayat (12}
Cukup jelas.

Ayat [13)
Cukiip jelas.

Ayat (14)
Yang dimalsud dengan "kawasan sempadan pantsi” adalzh kawasan
mepanjang pantwi  yang mempunyal  omanfaal  penling untok
mempertahankan kelestarian fungs) pentad, kesslamatan bangunun
dan ketereetisan ruang untule publik.
Pengecuuliun lebar sempadan pantal untmuk pantai-pantai yang ada
di Daerah Bali getelah mendapat kajian telous dar mstans dana ey
pakar terkait. Hajion teknis dimaksud meliputi dayva dukong fisik
alam Hngkungsn pantal yang sekurang-kurangnya meliputi tnjauan
geolngl, geologl tata linglungan, kemunglinen ernsl dan abrasi,
pengnruh hidrologl lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan
kawasan pantai.

Aoat [ 15)
» Yang dimaksud dengan "sempadean sungal® adalah Kawasan
sepaniang kiri-kanan sungal, termasiile FlUTER

buatan /kanal /saluran {rigesi primer yabhg mempunyal manfast
penting untuk mempertahankan kelestarian ungsi sungal.
Tujuan perlindunpan adalah untk melindungl sungal dori kegiaan
manusia yang dapat menggangzy dan merusak lualitas air sungai,
leondist st pinggir dan daser sungai, serla mengamanksn aliran
sungni. Tahanan dikategorikan sebogal sungai kecll maupun sungai
besar, bersifat meander dimans air sungai tidal langsung mengnlir
ke lniit secura tegek lurids pantal melainkan berbelok berubak-ubah
ke kanan dan ke kirl dan mengikis pasic panta yvang berada di sekdtar
TTILATS U Ra
Kebijaksanasan pengelolaan kawasan sempadan sungal meliputi:
a. pencegahan Kegiafan budidaya di sepuarjang sungat vang dapat
mengganggu atau merusak kualitas mr, kondisl fislk dan dasar
sungai serta mfirannyd;
b. pengendalian kegintan budidaya/kownsan terbangun yang telah
ada di seldtar sungad; dan



¢, pengamanan daerah alltan sungal.

Ayat|[16)

Yang dimaksud dengan “kawasan sempadan situ, dansu, embung;

dan waduk® adalph kawasan diseleeliling perairan Danau Beratan
maupun sekitar Waduk Telagn Tunjung yang mempunyai manfiaal
penting uniuk mempertahenian kelesiarian fungsi danau maupun
watulk. Tujusn perlindungan adalah untule melindungi denau
maupiun wadtile dari kegiatan budi deva yvang dapat mengganggu
kelestarian fungsd darsu.

Avat (17]

Ying dimaksud dengan “kawasan sempadsn mata air® adalah
xawasan yang ditetapkan memiliki kriterig berada pada daratan da
gekeliling mata  or veng  mempunyal manfast  unluk
mempertahankan fungsi mata air dan wilayah dengan jarek paling
sodilal 200 m (due catus meter) dart mala alr,

Avat [158)

Kawasan sempadan ketenagalistrikan menpscu pada ketentuan
Peraturan Menterl Ensrel dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan Ates Peratiiran Menter] Energl dan Sumber
Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 Tenteng Buang Bebas dan Jarak
Bebas Minimum Pada Saluran Udars Tegangan Tingel, Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tingg, dan Saluran Udara Tegangan Tinggl Arus
Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

Ayal [19)

Yang dimaksud dengan “wilayah usaha pertambangan” adalah
wilayih yung memiliki potensi mineral dan/atau barubara dan tidak
terikat dengun batesan pdmmisirasi pemerininhan yang menipakan

bagian dari tata ruang nesional,
Avat (20)

Culeup jelas.
Ayt (21)

Culcup jelas;

Pasal 78
Cukup jelas,

Pasal 79

Avat [1)

Culmup jelas.
Ayat (2)

Culaup jelas.
Ayat (3}

Culmup jelas:
Ayat (4)

Culkup jelas.
Ayat [5)

Culmup jelas.

Pasal Bl
Ayat (1)
Culup:jelas.
Avat (2
Culaup jelas.

Ayat [3)

Culup jolas.
Ayat (4

Culaup jelas.
Ayat (5)

Culup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.



Pasal 81

Ayat (1)

Culcup jelas.
Ayt (2]

Cukup jelas.
Avat [3)

Culup jeias.
Ayul (4]

Culcsp jelas.

Pasal 82

Avat (1]

C'Ll'.kup _i_EE-ﬂE:
Ayt [2)

Cukup jelas.
Ayat (3]

Cukup Jelas,
Ayat (4)

Cubup jelas.
Ayat (5)

Culeup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayt [7)

Cukup jelas,
Ayat (8}

Cukug jelas.

Pasal 83
Ayat (1] ..

Nasar pertimbangan diterapkannyi ingentil dan/atau disinsentil

dalam pelaksanasn pemanfastan nuang adalsh:

|. pergeseran tamnuan ruang yang terjadi Gdak menyebabkan
dampak yang merugikan bagi pembangunan kota;

2. pada hakekatnya tidale boleh mengurangi  hak masyarakat

i sebugai warga negara, dimana masyurakat mempunyai hak dan

dan martobat yang sama uniuk memperoleh  dan
mempertahsnkan hidupnya; dan

3, tetap memperhutikan parifsipesi masyarakal di dalam proses
pemanfaatan ruang untok pembangunan oleh mpsyarabat.

Kriteria penctapun perengieat insendl adalah ;

1. mendorong/merangsang pembangunan yang selalan dengan
rencana tata Tuany; '

3. mendarong pembangunan yang memberikan manfail yang besar
kepads masyarakat; dan

3. mendotong partisipasi masyarsker dan pengembang daiam
pelakesanaan pembangunan.

Kriteria penetapan peranplkat disinsentif adalah:

1. menghambat/membatasi pembangunun  yang tidek ‘sesual

 dengan rencana tata ruang; dan

9 menimbulkan dampak vang cukup besar bagi masyarakel di
sekitarmya.

Penerapart insentif atau disinsentif secars lerpisah dilakuican untuk

perizinur skala lkecil/individual sesual dengan peraturan gonast,

sedangkan pencrapan insenlif dan disingentl secara bersamzan

diberikan untuk perizinen skala besar/kawasan karena dalam skala

besar/kawasan  dimungkinlen adanya- pemanfastan ruang yang

dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaarn,

Disingentif berupa pengenaan pajak ysng tingsi dapal dikenalan

untuk pemanfastan ruang vang fduk sesual rencana fata ruang

melilui penetapan nildd joal objck pajalk (NJOF) dan nilad jual kena

pajak (NJKP) sehinggn pemanfaat roang membayar pajak lebih fmge.




Insentil dapat diberikan antarpemerintah deaersd yang saling
berhubungan berupa subsidi  slung  dari deerah  yang
penyelengearasn penatean ruangnya memberikan dampak kepada
daerah yang dirugikan, atau antare pemerintah dan swasta dalam jal
pemerinfah memberikan preferensi keparda swasta sebagai imbalan
dalam mendukung perwujudan rencana Lata mang.

Ayat (2}
Culup jelas.

Ayet (3)
Culoup jetizs,

Avat (4]
Culmp jelas,

Ayt (5]
Cukiip jelas.

Aynt (6]
Cukup lelas.

Ayat (7}
Culbup jelas.

Ayat {8} '
Culmp jelas.

Avat [9)
Cukup jelas.

Pasul 84

Ayat [1]

Culeup jelas.
Ayar (2

Culup jelas
Ayal (3]

Cukup jelas,
Avat (4]

Cukup jelas.
Ayar 15)

Culup jelas,
Ayat (6]

Cukup jelas,

Passl B
Cukup jelas.

Pasal 86
Ayat (1)
Culup jelas.
Avat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas,

Pa=al 87

Ayat (1)

Cukup jelas:
Ayat (2

Culaap jelas,
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas,
Ayat (5)

Cukup jelas,
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.




Pasal 88

Ayat (1)
~ Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.
Ayat ()

Cuolmp jelas.
Ayl (5]

Cukup jelas.

Pazal 89

Ayal (1]

- Cukup jelas.

Ayat (2)
Culmp jelas.

Ayat [3)
Cukup jelas.

Ayar (4]
Culoup jelas,

Ayat (5)
Yang dimaksud Neposiasi merupakan upays penyclesaion sengketa
untarkedua belah pikak yang bersengheta.
Yang dimaksud Mediasi merupakan upays penyelessian senghketa
vang melibatkan  pihak  leetipe  sebagei medistor yang
mengoordinasiian pihak yang bersengketa,
Yang dimaksud Konsiliasi merupakan upava penyelesalan sengketa
vang melibatkan plhak ketipa untuk menawarkan ' solusi untuk
disepakati oleh pihale vang beraengleta.

Avat (6
Culaup jelas.

Ayat (7)
Culaup jelas,

Pasal 90
- Ayat (1)
Culip jelas.
Ayat (2)
Culoup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4
Cukuap jelas.

Pasal 91
Culcup jelas.

Pasal 92

Myt (1)

Culup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Axal (3]

Culcup jelas:
Ayl (4)

Culiup jelas,

Pasal 93
Awar (1)




Culaap jelas,
Avat (2)
Cukup jelas.

Pr=al 94
Cukup jeins.

Przal 95
Culcup [elas.
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LAMPLRAN IV-A : PERATURAN DAERAH KARUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023-2043

JALAN KOLEKTOR PRIMER SEBAGAL JARINGAN JALAN KABUPATEN

DAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KABUPATEN

I JALAN KOLEKTOR PRIMER SEBAGAI JARINGAN JALAN KABUPATEN
Mo Nama Jalan Fungs Jaian
1 | Pupuan - Pelutatan JKP-2
2 | Pupnan — Seririt N JKP-2
3 | Antosari — Pupuan - JKP-2
4 | Jin. Gajahmada —P. Menjangan - P. Batam [Tabanan] JKP-2
5 | Jin. P. Seribu [Tabanan) ] JIKP-2
6 _ Jin. Pahlawan — Gatot Subroto (Tabanan] JKP-2
7 i Simp. Kedird — Kupten Tendean —Bts, hecltn [Tahana_nl JEP-2
8  Jln. Husni Thamrin — [mam Bonjol — Bts Kediri (Tabanan] JEKPZ2.
2 | Jn. Wagmmin Kediri {Tabanan| __JKPZ
10 Bis. Kediri — Tanah Lot o i.'fh}’ 2
11 Surabrata— Blatungon — Kemoning B JEP3
12 Jin. Gunung Batur — Gunung Asung [Tabanar| JKP-3
13 Tuakilang — Buruan — Batukaru il .J JKM-3.
14  Simp. Buruan — Apuan — Bedugul i .._T;{f_ 3
15  Senpanan —Jatiluwih — Wengaya Gede JEP-3 |
16 Bis. Kedin - Belayu — Mengwi: JEP-3
17 Belayu = TMI Margarana JEP-3
18  Simp. Petang— Batunya JEP-3
18 Simp; Kerobokan —Munggu — Tanah Lot JEP-3
20  Sp. Sanda— Wangsayvapgede Rencang
21 Jalan atternant/shorfeudjalan Nasional Foncana
22 Jalan Simpang Tambhngan — Simpang Pujungan Pengembangan
. ___cksisting
23 Jdalan Marga - Apuan Pengembangan |
clesnsting
24 | Jalan Baturiti— Pelaga Rencana
25 | Jalan Baturiti — Candikuning — Pancasar Pengembangan
A elgsisting
26 | Bedugul - J‘amuwﬂ: {Penehel-Jatiiwih] JEP-4
27 | Dakdnkan - GETEIEI‘ o JEP-4
28 | Dakdakan — Munggy JKP-3
| 29 | Jalan Bajera - Sarin Buana JKP-4
| 30 | Jalan Bantas — Gadungan JKT-4
31 | Jalan Batas Kota Singarsis — Mengwiton JKP-4
32 | Jalan Bolangan - Pura Bes: Kalung JEP-i
33 | Jalan Bongan Gede - Bongan Jawa JEP-4
34 | Jalan Canglkup - Tegal Seka JKP-4
35 | Jalan Cengolo - Penarulkan | JEP-4
36 | .Jalan Cengolo - Yeh Ganpgen _ JEP-4
37 | Jalan Denbatas - Tunjuk JKEP-4




~No. Nama Jalan [ Fungsi Jalan
38 |Jalan Kalang Anyur —Curah | JKP-4
39 | Jalan Lingker Pejaten 1 8 JRP-4
| 40 | Jalan Lingkar Thar Kerambitan 1 ' JKP-4
| 45 :TELIHD Megatl - Beruban JKP-4
42 | Jalan Meiling — Berambitan JHP-4
43 | Jalan Meliling - Telaga Tunjung J'[-.E'—j}
44 | Jalan Pejaten — Bedhs JKP-4
45 | Jalan Pejaten - Bongan Jawn JEP-4
16 | Jalan Pejaten - Cengolo JEFP-4
47 | Jalan Pemamis - Kuta Bali JEP-4
48 | Julan Pesagi - Sanghetan JEP-4
49 | Jalan Pesagi - Tegal Seka [ JEP-4
50 | Jalan Pesiapan - Cengolo | - JRP-4
52 | Jalan Pucuk - Gadungan JET-4
53 | Jalan Seaganan - Biaung JEP-4
54 | Jalan Serongpp - Gubug 1 JRP-4
55 | Jalan Tegalinggah - Pucak San | o JEI-4
56 | Julun Tegalinggah - Pucak San 2 JKP-4
57 | Jalan Telags Tunjung - Jegu JKB-4
58 |.Jalan Tunjuk - Penebel JEKP-4
59 | Jalan Yeh Bakung - Bangal JKP-4
&0 | Jl. Diponegoro _JKP4
6] | JL Gelatik JRP-4
G2 | JI, Majapahit JEP-4
63 | JI, Mawar JKP B
64 | Jl. Melut JKP4
65 | JL Parkit 1 JEP-
66 | Jl. Raya Jepu Pr:nc-l:ral JKP-
67 | Senapahan - Belayu | JEP—
68 | Jalan Benmglal Marga JEP-+
69 | Jalan Margarana — Tunjulke JEP-4
70 | Jalan Pucuk - Gadungan JKP-4

JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KABUPATEN

No. MNama Jalan No. | ~ Nama Jalan
1 | Jalan Br. Anyar | 63 | Jalan Sesandan - Bangkiang
Sidem
2 |Abipg fi4 | Jalan Sesandan - Cepaka 1
3 | Baturiti - 8P, Batunya fi5 | Jalan Setishudi |
4 | Cepaks - Selingsing b6 | Julan Singin - Cibukan
5 | Jalan Ampadan Suradadi 67 | Jalan SP Beraban Mungsuy - Pantm
Nyerd
6 | Julan Bahahan - Sunantaya p8 | Jalan SP. Banpli - Apuan
7 | Julan Baru - Pinge Jalan SP. Relimbing Sawal -
aryasari
A |.Jalan Batan Buah - Br. Pandok 59 | Jalan SP. Subamis - Riang Gede
49 | Jalan Belulang — Kedungy 70 | Jalan Subamia - Wanasart |
10 | Julan Belimbing - Br, Sawah 71 J.Ellll.tl Tarnplh I{awan - Pantal |




No. Nama Julan Na, Nama .Jalan |
11 | Jalan Bengal - Delod Semea 72 |.Jalan Tegal Ambengan - Jelal
12 | Jalan Denglkel - Sudimars | 73 | Jalan Teia Bukit - Bantiran
13 | Jalun Bengke! - Sudimara 2 74 | Jalan Tiying Gading - Antegana |
14 | Jalan Beraban — Nyitdah 75 | Jalan Tiying Gading - Lebak Suren
15 | Jalan Bolangan - Deadia 76 |.Jalan Trisula 1
16 | Jalan Bongen - Cengolo. 77 | Jalan Tua - Tuka _——
17 | Julan Bunut Puhun - Batan Buah | 78 | Julan Tuakilang - Tunjuk
18 | Jalan Bunut Puhun - Batan Buah | 79 |Jalan Ulun Desa - Nyitdah
1 .
19 | Jalan Bunut Puhun - Mambang 80 | Jalan Wunpguya Gede - Tenghudak
1
20 | Jalan Buruan - Cepik 81 | .Jalan Wangaya Gede - Tenghkudalk
2
21 | Jalan Cengolo - Penarukan 2 82 | .1 Alimad Yani 1V (Ex J1. Setiabudl)
22 | Jalan Dukuh Pulu - Mambang 83 | JI. Anggrek
Celuk f '
23 | Jalan Gunung Salak - Kemetug 84 | JL Anyelir 1
24 Jalan Jadi - Br. Pissh BTN 85 | Jl Aruna
25 | Jalan Kaba-Kabi - Cepaka 86 | J, Banau Beratasn (J1. Gelatik
Dajan Peken) ]
26 | Jalan Keban Jero - Belatungan 87 | Jl. Darmawangsa |
27 | Jalan Kedir - hanmu.’ﬁan 88 | JL IDebes
28 | Jalan Kediri [Setiabudi) - Gerokgak | 89 | JL Derkulu [J1, Qelatik Dajan
| (RBT) ' Pekern)
| 29 | Jalan Kesambahan - Kedampal o0 | JI. Qunung Merapi
30 | Jalan Kukuh - Jadi 91 |.JL. Jepun -
31 | Jalan Kukuh - Pekandelan 1 92 | JI. Kambnja
32 | Jalan Kuwum Pengembungan | 93 | Jl. Katamso 1
a3 | Jalan Lalang Lingeuh Barat - Sp. Q4 | .J. Keresna 1
Pangereregan -
34 | Jalan Lalanglinggah Timur - 95 | Jl. Kutilang
35 | Jalen Langudu - Bengkel Kawan a6 | JI. Lali .
36 | Jalan Linghkar Pura Batularu a7 | JI. Leli [(J1. Teratai)
37 | Jalan Linglar Puri Kerambitan 2 98 | Jl. Nur
38 | Jalan Megali - Gunung Salak 1 99 | JI. Pamgkung Tibah - Parital
39 | Jalan Megati - Gunung Salak 2| 100 | Jl. Pulau Niss
40 | Jelan Mekayu - Pencoran 1 101 | JI. Rajawali
41 | Jalan Menuju Alas Kedatan 102 | JI. Rama ]
42 | Jalan Pangkung Tibah - Pantai | 103 | JL. Ratma
43 | Jalan Pendak Gede - SP Buraban 104 | JI. SBudirman
Nysmbu
44 | Jalan Pangkung Tiban - Tampih 105 | JL Teratad
| Kawan
45 | Jalan Payangan - Hambangen 106 | JL Wibisana
46 | Jalan Pemenang - Jadi | 107 | Jl. Yos Sudarso
47 | Jalan Pendet 168 | Kaba-Kaba - Tepal Kepuh
48 | Julan Penebel - Cepag 109 | Karipan - Senapahan -
49 | Jalan Pengereregan 110 | Mayongan - Batas Badung
50 | Jalan Perumnas Bukit ‘:‘na_ng;gulan 111 | Mekarsan. Temacun - Poyan
Indah ]




_No. Nama Jalon No, | Nama Jalen
52 | Jalnn Pesag - Tegal Seka 112 | Pekarangan - Titilagar
53 | Jolon Petireman - Lumbung 113 | Sekar Gula - Mayongan

Delodsema

54 | Jolan Poh Gending — Dukuh 114 | Senapahan - Alas Kedaton |
55 | Julan Rejasa - Pesagi | 115 | Senapahun - Belayu 2
56 | Julan Samsam - Semsaman 116 | Jalan Gudungan - Gempins
57 | Jalan Samsam - Telags Tunjung 117 | Jalan Sarin Bupna - Kemetug |
58 | Julun Sangketan - Sandan 118 | Jalun Seleksek - Kebon Jero,
59 | Julsn Seleksek - Kebon Jero 119 | Jalun Tegal Ambengan - Jelm
60 | Jalan Selemadeg - Cepaka 120 | JI. Ahmad Yam M
Bl | Jalan Seronggo - Gubug 2 121 | J-Anyoehr 1
62 | J1, Kemuning

BUPATI TABANAN,
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LAMPIRAN [V-B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023-2043

JARINGAN JALAN LOKAL PRIMER DAN JALAN LOKAL SEKUNDER KAHUPATEN

JALAN LOKAL PRIMER

19,

. 20,

21.
2.

23,

i
25
26,
T
28,
S 2q,

al.
32.
33.
34
35.
36,

Jalan Penyalin - Kerambitan |
Bedugul - Jatihuwih

Bedugul - Jatiluwih (Penebel-Jatiliowih)
Blok A

Jalan Angkal - Br. Tegeh

Jalan Antosari - Bade Gede

Jalan Anusapati

Jalan Bajera - Antap 1

Jaldn Bangsing - Padangan

Jalan Belimbing - Margatelu
Jalan Bengkel - Sudimara 2
Jalan Bengkel Anyar - Tamba Waras
Jalan Beraban - Nyitdah

Jalan Beranjingan - Kelecung
Jalan Berembeng — Bebali

Jalan Bongam

Jalan Hongan Gede

Jalan Br, Tegeli — Baturiti

Jalan Bugbugan — Angseri

Jalan Buwit - SP Kaba-Kaba
Jalan Cepaka - Mungeu

Jalan Gadungan - Dalang Anvar
Jelan Gadunegan - Dalang Anyar 1
Jalan Glungtung - 8P Umabali
Jalan Jelijib - Jelijith Pondok
Jalan Jelijih - Munduk Ulan
Jalan Kabs-Kaba - SP Buwit
Jalan Karya Suri — Pupusan

Jalan Kebon Padangan - Jelijih Gelungrang
Jalan Kebon Padangan - Pasut
Jalan Kedin - Belalang

Jalan Kekeran - Selan Bawak
Jalan Kelanting - Tibubiu

Jalan Kemetug — Cepaka

Jalan Kemuntis - Semaga |

Jalan Kerambitan — Kelating



37, .Jalan Kerambitan — Pasul
38. Jalan Linglkar Pejaten 2
39, Jalan Lingkar Puri Kerambitan 3
40; Jalan Mandung - Kulkuh
41, Jalan Mandung - SMP 2 Kerambitan
42, .lalan Marga - Selun Bawak
43, Jatan Nyambu - SP Buwit
44, Jalan Nyatnyatan - Munduk Pakel
45, Jalsn Pajahan - Munduk Temu
46, Jalan Pancoran — Bangal
47. Jalan Pandak Gede — Nyitdah
48, Jalan PatungJagang - Titigalar
44, Jalan Pelajar
50, Jalan Penatahan — Tegalingeal
51, dJalan Penebel - Jutiluwih 2
52. Jalan Penebel — Kerandan
53. Jalan Penyalin - Kerambitan 2
54, Jalan Penyalin - Riang Gede
55. Jalan Pesiupan - Cengolo 2
56, Jalan Pujungan — Gambulk
7. Jalan Pujungan Tibudalem
58. Jalan Pupuan - Pajahan |
59, Jalan Pupuan — Sai
60. Jalan Pupuan Sawah - Mami Yang
61l. Jalan Reojasa — Pesag
6, Jalan Sarin Buana - Kemetug 2
63. Jalan Selabih - Bukit Tumpeng
64. Jalan Sembung - Kesiut
65, Jalan Senganan - Pemams
66, Jalan Serijong - Lumbung
G67. Jalan Serma Arda
68, Jalan Sesandan - Cepaka 2
69. .Jl. Cendrawasih 1
70. Jl. Dalang - Tanah Barak
T1. Jl. Danau Buyan
72, Jl Darigi Tumblingan
73, Jl. Danau Toba 1
74. L. Jalak Putih
7. Jl Kenanga
76, JL Merak 1
77, Jl. Merpati 1
78, JL Nusi Gang [l
79, JL Paigjaran
80. JL Punglor (BTN Surya Graha)
81. JL Sn Gunung
B2, Jl. Sriwijaya
83. JI. Tung Gading - Pesagi (J1. Munduk Malang-Pangkung Lengkuns)



84.

BRIET

=10
gl1.
Q3.
a3.
94,
95,
a7,
98,
o0

Leba — Poyan

Lingkar Pura Pucak Bukit Gede
Luwus - Petang

Munduk Pakel - Pegubugnn Kauh
Piyun - Cau Belayu

Sp.Bs Gadungan - Gunung Salak
Tuke = Luwus

Bedugul - Jatiluwih

Br. Mayungan Let

Jalan Jelijih - Munduk Glan
Jalan Lumbung — Anglah

Jalan Nyitcdah - Pejaten

Jalan Pemanis - Kuta Bali |
Jalan Penyalin - Riang Gede
Jalan 5P, Belimbing Sawah — Karyasari
JL Nurt Gang 11

100, Mundeh Kengin - Jelijih Punggung
14, Pivun - Cau Belayu
102. Tuks - Cauy Belayu '/

JALAN LOKAL SEKUNDER

e 2 S R S

Lol i Bk g L
LF had = O -

[4.
15:
16,
17.
18.
19,
20.
21.

23
24,
23,
20,

Jalan Lakasmmans

J1, Br. Sanggulan-Jl. DOr. Ir. Sockarnoe
JI LC. Kota Pals

dl, P. Menjangan Gg. 5

JL Perkuiur

Jl. Werlaudara

LC Banjar Anvyar

Abing - Juwuk Legi

Jalan Antap Gowang - Munduk Gawang
Jalan Arjuna (8]

Jalun Bajera - Anlap 2

Jalan Hantas - Bantas Tengah

Jalan Behlis

Jalan Benana - Nyulirig

Jalan Br, Anyar 2

Jalan Br, Tegeh - Wanayu

Jalan Br. Tembau - Basn

Jalan BTN Pandak

Jalan BTN Tanah Bung

Jalan Canglp - Tegal Selea 2

Jatan Ciung Weanara

Jalan B, Panjaitan

Jalun Dukuh - Mundulk Catu

Jalan Keban Padangan - Galiuldr
Jolim Kebon Padangan - Jelijih Gelunggang 2
Jalan Kecubung



27 Jalan Komplek Baty Sangiang
28. dJalan Kukuh - Pekandelan 2

20 Jalon Kuwum Pengembungan 2
30, .Jalan Lingkar Pejaten 3

31. Jalan langkar Puri Rermmbitan 4
32, Jalan Margapat

33. Jalan Marparana - Tanjuk 2

34. Jalan Meliling - Jagatamu

35. Jalan Meliling Kawan - B Mayung
36. Jalan Mundulk Andong - Titigalar
a7, Jalan Munduk Malang - Panglung Lengikuas
38, Julun Munduktemn - Kalaw

39. Jalan Nakula

40, Jalan Padang Aling - Snbupatt
41, Jalpn Pancoran - Nagasari

42, .Jalan Panecoren - Tegal Kontang
43. Jalun Payuk Bangkah - Penulisan
44, Jalan Pemanis - Kuta Bali 2

45. Jalan Pemuda

46, Jalan Pengembungan - Marga

47. Jalan Perumnas Bukit S8anggulan Indah
48, Jalan Perumnas Buldl Sungeulan Indah 2
49, Jalan Pesagi Tegal Seka 2

50. Jalan Pinge - Tinungan

51. Jalan Pupwzan - Pajahan 2

52, Jalan 5. Parman (Ahmad Yani X
53. Jalan Saraswati

54. Jalan Selemedep - Serampingan
55, Jalan SP, Samsam - Pelem

56. Jalan Srigati

57. Jalan Sruti

58, Jalan Sybamia - Wanasari 2

59. .Jalan Surapati

60. Jalan Tampih Kawan - Panta 2
fil. Jalan Terimpaong

62. Jalan Timpag - SP. Payuk Banglkah
83, Jelan Trisula

6. .Jalan Tua - Bayvan Raden

65, Jalan Wonasar - Sekartaji

6. Jalan Wirabumi

67. JL Anyelir 2

68. J.'Bedahulu

69. J. Belimbing

70. JL Blambanggan

71. Jl. Cut Mutia |

72, J. Cut Muria I1

73, JL Daneu Batur




T4, JL Danayu Beratan (J1. Perlouiut)
75. JL Dr. Ir. Sockarno

76, Jl. Durian

7. 0L Hasanudin

78. JL Kartini (BTN Tamsan Selkar)
749. Jl, Kaswan

80. JL Kniamso 2

gl. JL Keresna 2

82, Jl. Ks. Tubun

23, JL Langsat (Og. Cempala)

B4, Jl LC. Kota Pala

85. Jl. Merak 2

BA. L Merpati 2

87. JL MT Haryono

88. JL Parlat 2

B4, JL Patimura

9. JL Perkutut

91, JL Perkutut (J). Kakatua)

92, Jl. Rama 2

93. JI. Sahadewa 2

G4, Jl. Sandat

95, .Jl. Sinposari

46, JI. Subali

97. Ji. Sugnwa

98, JL Tarumanegara

9. Kaba-Kaba - Balas Badung

100. Lodalang - Pemenang

101. Mundulk Pakel - Pegubugan Kaukh
102, Senapalian

103. Senapahan - Alas Kedaton 2
104, Tuka - Cau Belayu

105, Br. Pekraman Adat Tanah Pegal
106, Br! Pemenang

107. Jalan Ciung Wanara

108, Jalan Peragi Tegal Scka 2

to9, Jl. Ahmad Yani V

110, Jl. Ahmad Yani VII

111, JL. Bakisan Mawar

112, JI. Bedugul

113. JL. Br, Demung-Menuju SDN 8 Kedin
114, J1. Br. Sanggulan-ll, Dr ir. Soekarno
115. JL'Celuk Tuakilang

116, JL Cemp. Hijau

117, J1. Ceroritig

118, J1, Danau Toba 2

119, J1, Dangmn Margi Br. Abiantuwung Kelod
120. JL Dukuh



121,
122
123.

124,

125

126.

127.
128,
129,
130,
131.
132,
133.
134.

135,
136.

137,
138,
1349,
144,
141,
142,
143,
1444,
145.
146.
147,
148,
144451,
1 500,
151.

Jl, Elang

JI Jepun |

JL deprin V

J1. Jepun VI

Jl Kenyeni

JI. Klp Gading

JI Rubentinggah

JL Mawar Gg. 111

JL Murai 11

JI. Nur Blok C

JoRun Gg. IV

JL P, Batam Cig. 11

JL P Batam Gg, 1

Jl. Pekandelan

JI. Permata Ungu

JL Pesona Rejawakl

JL Pandok Indah

JL Pulau Bawean

JL Rajawal; Marthapun Asni
JI. Rambuitan Gg. (1

JL Setra Ganda Mayu

JL Taman

JI Timbul

JE Prisula

JL Umaphala

Munduk Pakel - Pegubugan Kaiith
Munduk Temu - Kebon Jero
Perum Puri Bukit Gelis Residence
Perumahan Griva Multi Jadi
Perumahan Mult Griva Bandan Sari
Timur JI, Gunung Agung

_BUPATI TABANAN,

TRDE SANIAYA
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LAMBIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

FETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI
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PETA RENCANA STRURTUR R

LAMPTRAN V1 @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKAS|

-

== — : | .Hw&.mh




LAMPIRAN VIl : PERATURAN DAERAH KABUPATER TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCAMNA TATA RUANG WILAYAH KABUFPATEN TABANAN
TAHUN 2023:2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
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LAMPIRAN VII-A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 20232-2042

DAERAH IRIGAS] [D1) Di WILAYAH KABLIPATEN

NOMOR HKECAMATAN NAMA DAERAH TRIGASI (DI)

1 | Keesmatan Bataritl D.I. Angseri / Angu
.1 Apit Yeh
L1 Apaan
DL B Jelantik
.5 Babakan
1. Bangah
0.l Batunya
1. Batorit
Tl Bargkaling
Lol Br. Bangli
1. Dieriu
1L Clurnung Kargdn
1, Kambangan
7.1, Knkuh
0. Leba | Piun
Dl Mayungan
A0, Npingilan
Ll Selet Hertel
D). Srinadi, BT
0L Tinungans
0.1, Ts: Punjunn
DI Tuks
(Ll Uma Poh
[3.1. Weh Kajang
0.1 Yeh Ning

) Kecamatan Kediri 0.1 Bengkel
D1 Br. Anyar
0.1, Delod Kulkuah
0.1, Demang
D1, Jaili
Dl Jangea
0.1 Kediri
o1 il
D, 1. Nyitdah
o 41 Senapahan -
3 Kecomaten Hemmbitan 0. Dalem
1. Engeung
(1. Kawan Samesman
I3.1, Penwalin
1], Sembung Kelating
Dl Seronggo
. .1 Tinan Agung
= Kecamiatan Matrgn .1 Abiomswan
[n] Adeng
[}1. Bena Gangsang
Ll Hianban
CLL Dayang (M)
el Delod Kuloak
.1 Jadi
D1 Jaks




KECAMATAN

NAMA DAERAH IRIGASI (DI)

0.1 Kalibalang
0.l Kambangan
0.4 Mominzl

(.1 Pacung Belalnan
1], Pavangen

1, Penataran

Dl Penpembungan
Dl Saih

1 Seamingan

1, Susur

Bl Tegeal Linggih
1.1, Yeh Kajang

Kecpmatan Perehel

Dl Piiiog

[l Alianswan

[0 Armiplas

[3.1. Anyar Sanghetan
.1 Asahk

[3.1. Babalian Tegayang
D.1. Bangkiang Sidem
1.1, Baru

Bl Bedugul

0.l Bisung

.. Pugbugan

B, Buruamn

DL Cepllk

Nl Balem Pegagl
LI Demean

] Diesse Caprike
1.1 Duleih

2.1 Dukuh Kuning
131, Gunung

D] Warawdan

031 Ketbom 1

Dl Keban 1

D1, Kedampal

Dl Keloneing

3.l Keraman

LI Hesembhi

[T Kienbharng

Dl Lebah

1.1, Masam

.1, Melaka

Ll Menpest

0.1, Merta |

.1 Merta 1l

U DL Mongan

Ll Mundulk

0L Munduk Lumbang
L Negesta
DLPUling

1, Fagung

[l Pagyung Kawsn
ML Pemnihiinmnn
131 Penatalan
vl, Pesam

[¥.]. Peselatan

Ml Plak




NOMOR

KECAMATAN

NAMA DAERAH IRIGASI [DI)

h1. Puakan

DLl Puring

.1 Rejasa

Dl Buam

1. Sondan Bonell
12.1. SBandan Darma
.1, Selnt

11, Selonding

ol Spnpkulung
[y.]. Sermson

0.1, Songet

0.l Srinadi

.0, Srineka

101 Buka Canili
2.1, Taien

D.1. Tegal Linggah(P)
DI Tegayang

0.1, Tengkudak

3.1, Tingkih Kerep
D Uma - Jaka

Kecamatan Pupuan

DL Anyar

Ll Aseh (Pumian)
D.1L Balian Atas
D1 Dangin

0.1, Davang Mulungon
D.1. Duren Talul
DI Gemub

D0 Keban Anysr
1. Mas

.1, Munecar Sari
0.}, Myangiad

D Puyungan

0.1, Sabah Hulo
1. Samsaman
D, Sempol 1

D1 Sempol 2

DI Saradedi

Dl Teben Telabah
2.5 Tibu Dalem
Ll Tiving Gading

Recarmnalnn Selematles

Keramitan ."H-I:Iummiﬂg Barat

D Antosari-Bulnng Daya
L.l Banias

0L Davang

1. Kebarn Anvar
D1 Menunzgul
DLl Penclém

1.1, Petebien
D, Poh Gedang
.l Sawah

D1, Serampingan
[2.). Suko Asemian
Dl Telaga

[0.1. Weanagiri

D.l. ¥eh Balmng
LI Yeh hlatan

Ol Antoeari-Bulme Dava

131 Labale Suren




KECAMATAN NAMA DAERAH IRIGAS! |DI)

| 0.1, Poh Gesdang
3.4, S
Il Belahib
[l Soka
L Tiving Guding
U Yieh Baloang

Kecamutan Selemdesg Timur .1 Bantas Bale A Kajo
L Batu Timpi
D1 Begowan Kaja
(L1 Begawan Kelod
Pr1 Belongyrang
B Crlncar
.k Capnnkii
Bl Balang
Ll Guniang
XL Kambingan
2.1, Kelegriad
DL Kulkul Batu
[ L Myar Nyobmn
2.1, Petebuan
il Pk Langkuns
ExL Pupuan Luwih
1 Seramplogan
03], Sesundun
D1, Soka Aseman
131, Telos
D.L Thnbul
.1, Tingkih Tehel
| N 121 Yeh Mnvian

0 Kecamutan Tabunan 2.1, Batn Sangian
| L Bongan Kapal
1 Burian
21 Bangin Seins
). Gubug
D1 Gunung Subamin
Dl Jangkahan
3.1 Klikle
| D1 Kot Pali

Bl Legnong

D.1. Pasurt

Ir1. Sengauk

D1 Submmin

134 Tanuh Pegal
L D1 Yeh Empas

BUPATI TABANAN,
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LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 20243
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

-

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
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LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUFPATEN TABANAN

TAHUN 20023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG

.
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LAMPIRAN IX-A: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOE 3 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABARNAN

TAHUN 20r23-2043

RINCIAN LUAS RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

i R -
% THD
MO 'llél‘:'l'ﬂm EABUPATEN | LUAS
A BATURITI | KEDIR! | KERAMBITAN = MARGA | PENEEEL AN pG | SFUEMADEG | SELEMADEG | pypaway | TANANAN = KAB
U SELEMAD BARAT P p— 2 HAJ )
i 1 Inmm 388 10 £ 4] 40 o 45 50 34 2 &0 o,71
| Fawnasan yang
Metmberikan
2 | Porlindungen 1.573 1] o L] A.074 2948 | 349 P59 1] 1] B903 10,49
Terhadaj Hawaaan I
Ba
SR =
n E:;: fiatar LSTY i 0 o 3074 2900 3% 259 n o 6,903 1049
Fawnzan .
3 | Perlindungan o 1 0 T 7 o o o I o i 15 0,02
|- Tatehy —- |
| 4 | Kewusan Kanscrvwsi 972 0 0 0 13 | 0 0 o | 0 o 1,109 1.39
B | Ko Suskin Al AT 0 0 [ 136 ' o i 0 I L i T35 Q8
. — = = 3 —
[} 7 Cogrn Alim L) L] i {i] 124 0 i a a Q T o.AS
b . Kankpean Prienarjan 37E 0 _ o 0 0 o o 'y i1 a AT o4
1) | T Wissin Al 17 (i 0 o | 0 0 0 o v 0 A7t 0,44
JUMLAH 2930 11 a9 7 3.247 2.948 94 1.009 34 E 10.622 12,51
_ I | KAWABAN BUD] DAYA
= sglaaiadadl I 0 o 0 703 2922 136 3.643 o o 7535 8,88
2 | Hawasan Pertanian 5.GBG 2154 L7346 2047 5821 10,480 4, 106 4. 408 4245 2013 47.042 56,52
" :_‘;4;-:;':1 Tunutmiun 1304 1 B&G | &7 :_ﬁm I | W 15192 84T Lf1E |40 IR %7 1139
B | howasan Horslulees {013 ¥ i 1] 530 | 210 T i i i b= Tl 207
c | Rowwssn Prokebonen 14T 150 BYS 1,006 F40E | GEE AT IR 23606 K| IE 05T 33,06
3 | Hawmsar Peruniulkan 1] [} | 11 i Li] | i ] o i ] a a 11 001 -




u  THD |
_ Induatsi
4 | Kawasun Pariwissta 441 0659 527 o 0 138 501 296 424 141 2468 | 408
= _
5 “”'m"'“_u _ 1455 | 2710 1,320 1.513 1.521 1.360 817 Shd 1.266 2.210 15281 17,98 |
a ﬁ::ﬁﬂ':a'r:*’""“mm [Pk 2R 5 31 053 160 {14 g = 2404 7 Ll 0
: Jﬁm e I E ld b3 1204 gus T ll = 455 1,148 0 7633 %97
Huwanan Porinhanan
& | dap Nemmanan o 1 0 2 0 o o o 0 0 13 003
JUMLAH 11 7.711 5574 4,594 4492 | 11048 | 1a700 | 5s60 2.781 5935 4. 364 73,918 87,08
TOTAL 1+ 11 10641 585 4,633 AR 14292 17640 5954 10,800 5470 4066 WA BE4 100,00
BUPATI TABANAN,
e #3




LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUFATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS




LAMPIRAN XT : PERATURAN DAERAH HABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABLUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

INDIKAS] PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 {LIMA) TAHUN PERTAMA

LU LTS

— — .

IKab

- - e g e = EIIHBER mﬂTﬁ.ﬂﬂl IJM.!‘
| X T DoTAn PENDANAAN | PELAKSANA | 2023 | 2024
A PENYUSUNAN DAN LEGALIEAE] PERDA RTRW Kabupaten Tabanan APBD Ksb DPFUFRPKP
B | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG B
1| | PERWUJUDAN SISTEM FUSAT KEGIATAN
g Perwujudan Sisten Perhotasn
1.1 Penyvusanan ROTR Kawasan Perkoiaan
& Penyusunan ROTR Kawssan Perkotann Bajera Kecamatan Selemadeg AFBD Kab DPUFRFKR
Recamatan Tabannn dan APBD Kb DPLPRPKP
b. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tabanan | & atan Kediri _
¢. Penyusunan RDTRE Pusat Pelayanan Kawssan Tansh | Retamatan Kedin APBD Kah PPUPRPEP 1
Lot l
d. Penyusumsan RDTE Pusal Pelavanan Kawasan | Keeamatan Baturiti APBD Kab DPFUPRITEP !
Ferkotaan Baluric | ) !
e. Permyusunan RDTR Pusat Pelayvanan Kawsasan Marga | Kecgmatan Marga APHD Kab DPUPRPHP |
| 1.2 Pengembangan Pusal Kegiatan Lokal (PKL) !
a. Pemantapan dan pengembangan Pusal Keglatan | Kawasan Perkotaan APBN, APBD Prov/ DPUPHPRP i
Lalml {PKL) | Bajers Kab
b. Pemantapan dan  pengembangan  perkantoran | Kawasan Perliotaan APEN, APBD Prov/ DPFUFRFKP
pemerintabun skals kecamatan | Bajera Kalb
Peni L . | Kawasan Perkotran AFBN, AFED Prov/ DPUPRPEP
eninglatan infrastry dasar permukinian i Ralera Kab
Peman tapar dan pengembangan fasilitas | Kawasan Perkotaan APBN, APBD Prov/ DPUPRPKP
perdagangan dan jssa skala kecamatan | Bajera Kab
. Pur;lnglmtu:; cabiupan  pelavanan sammna  sosial | Kewesan Perkiotaan AFREN, AFBD Prov/ DPUFRFRP .
budayn, kesenian dan olahraga | Bajera Kab
£ Parlinditipan Kawasin ertt Rawasar Perkotaan APRAN, ﬁFEiI:D Prov/ DPFUPRPEP
ifera Ka .
. Penpembangsn presarand dan sarana transportasi I Kawishan Perkotaan APBN, APBD Prov/ BPUFRPKP




. Pengernbangan  prasarana Jden  ssacsne Keglaten | Kewassn Periotaan APBN, APBD Prowv/ LIMUPRPHE
seklur nformel Bajera ) Kab
ic Peningkstan pelavanedn jaringan prasdarinn | Kawasay Perlolaan AI'BN, AFBD Prov/ DFUPRPKP
porkotean’ alr minum,  jaringsn drainase, | Bajera Kt
persaimprban, air lmbah serts enerel dan kelistrikah
1.3 Perwajudan Fungsi Kegiatan Utarma Posat Keglatan PPK
& Poemantapan dan pengembangan pusat Kawassn Perkotaet APBD Prov/ Kab | DPUPRPKP,
pemerintiehan kabupaten don kecamatan Talwrrmn Bappeda
« Wawaszan Pensbel AFBD Prov/ Kal RDPUPEPKEP,
+ Kawasan Margs Bappeda
« Kaownaan Pupian
b. Pemantspsn den pengembangan pusat 2 :'{‘““"‘t_ﬂ_'“” ERINGE,
o o Kavmsan Kerambitan
pemeénntaken kecamatan « Kicsniatern Selemation
Timur
s Kecgmatan Selematdeg
- Baral B
¢ Pemontipamn doanl pengembanegsn piisal kegisaten o Kawsasn TAnahk Lot APPBD Prov) Hiab DPUPRFPEF,
DETTWISALA _ Bappeda
d. Pemantapan dan pengembangan pusat pertumbuhan | Eﬂm?ﬂ Winsanrl APHD Frovi Res DELTH;KP'
Kegiatan ekonom| * Kawasan Fandalc Gede APPECA
= Rawssan Luwus
= Kawasan Wanasarl APED Kab DPUPRFKP,
= Kawasan Tanah Lot Disperindag -
« Kawnsan Panduk Gede
» Kawnsun Penebal
« Hawisan Porkotaan
. . ; Baturiti
. Fr:mam.?pan darl pengembEngan prasarans sosial + Kawmsan Sclemadeg
ckonomi =kals lokal Barat
= Kownsan Marga
» Hpwansan Selemiadeg
Timur |
 Hawasan PUpuan
« Wawasan Luwis
* Kawasan Keramhbitemn
» Kawnsan Perleotasn NPBT Kab DFUPRPKP,
f. Pemantapan dan pengembangan teriminal Tabanan Dishuh

penumpang

Kawasnn Perkotoen
Baturitl
Inwnsnn Penelis




awpsan Margs
Kawasan Pupuan

g. DPemzntapan ldenttss Pusal Pelavanan Kawasen
vang berjatidinl budava Hali

E ® B & =

Kawrsan Perkotsan
Tabanen

Kawasan Waonasarn
Hownsan Tanah Lot
Kowasan Pandak Code
Rawasan Penebel -
Kewasan Perlkotaan
Raturitl

Kawasan Selemadeg
Barnt

Kawasan Marga

» Kawasan Selemadeg

Timur

Kawasan Pupuari
Kawasan Luwis
Kawasan Kerambitan

AFPRD Kab

DPFUFRPKE,
Diabiad

h. Pemantapan dan pengembeangan kegatan perianian

W | @ ® @&

Kawassn Perkotaan
Tahanan

Kawr=san Wanasar
Knwpnaan Tanah Lot
REawasan Pandak Gode
Kawasan Penebel
Keawasan Perkotaan
Battaariti

Kawasan Selemaden
Baral

Fawasan Marga
Hewnann Selemarieg
Timur

Kawassn Pupuan
lawasan Luws
Kawasan Kerambitan

AFPRE Kab

OPUPHEPER,
Dinas
Pertamiemn

i. Pemantapsn dan pengémbangan legiatan
perEiifEuan

m W @ ® W

Kawasan Perkotasn
Tabanan

Mawssan Wanasari
Kawasan Tanah Lot
Kawasan Pandak Gede
Kawazon Penebel
kawasan Perkotaan
Baturi

AFBD Rab

LPUPRPEP;

bLH




Kowasan Selenma-ﬂg
Baral

Kawasan Margs
Kawasan Selrmadeg
Timur

Kawasar Pupuan
KawiEsan Luwus
Kawsasan Kerambitan

» Kawasarn Perkotaan APBID Kab DPUFRPKF
Tabanen
» Kawasan Waithsar
» Kawasan Tsrah Lot
» Kawssan Pandal Gede
+ Kowasan Penehel
» Kawasan Perkotaan
Pemantapan disn pengembangan keglalan Baturiti
pETTmURInED perkoiaan » Kawgsan Selemedeg
Barat
+ Kawasan Marga
* Hawasan Sclomadeg
Timur
» Kawasan FPlpuan
« Kawasan Luwus
* Kawasan Kerambitan
Perwyjudan fungs pelayanan Kewasan [erkotosn
Tebanan yang dikembanghen sehagal pusat Hegiaten
dari sistem FEN Kawasan Perkotaan Sarbagita
1) (Pemmana e dan  pengembangan pusal | Reawasan Perlotaan AFBN, AFBD PemPusat,
perdagangan dan jasa serta kesehatan skala | Tabanan Prov./Kab DPUPRPKP,
niésional dan regional pada Pusat Pelevanan Disparmidag
Kawasan vang merupaian haginn PEN Kewasan
Purkolaan Sarbuagita
2} Pemantapan dan pengembanpgan prasamans | Kewasan Perkotiasn APRN, APBD PemPusat,
pErunjang pariwisata Tabanan Prov, /Kab DPURPKF,
' Disperindag,

Thispar




3) Pementapan dan pengembangan terminal | Kowasan Perliotaan APBN, APRD PemPugat, |
penumpang Tehanan Prov./ Kab DPUPRPKD, I
Dishub !
4) Pemantapan  infegrss pr:nw:]uluan terpaiu | Kewadgan Perhotianm AFBN, AFBD PemPusal,
Kawasan Perkotaan Tabanan! dengan  PEN Tﬂh_fﬁnan Prov./Kab PemProv, |
KawassT) Perkolann Sarbagiia PemKab :
|
b. Perwujudan Sistem Perdesaen _
14 Perwujudan Fungsl Kegiantan Utama Pusat Kegiatan FPL

8. Pemanispan dan pengembangan kegintan pelaynman | » PPL Pejaten APHD Kab LPUPRPKP, |

masysarakat PPL Pehen Bappeda
i - PPL Kulmh |
b, Pomantapan dan pengembangan kegiatan | « FPL Selanbawak APBD Kab DPLPRPKP, |
perdagangan dan fns skaln desa PPL Cau Belayu Bappeda !

- el o PPL Petiga - ——
c. Femantapan dan  pengembangan  pelayanan | . ppp Tuﬂg APED Iab DPUPRPKP,

pendidilan skala lola) 'L Perean PRpDedR
d Pt:mﬁ}l.tap&n dan pen.gemhangm_l pelayanan ?ﬁt E?a ADPRD Kab DPEUPRPER, -"i
kesehalan skala desa PPL Risngpede Bappeda ;
v, Pemantapen dean pengembangan sarans olahraga | Lo - CaAtd APBD Kab DPUPRPKF, |
akala desa PPL degu Bappeda !
' ' PPL Pendiahan {

PPL Biaung

PPL Sanglatan
PP Sengann
PPL Jatiiuwih
PPL Kelating
PPL Tibubiu
PPL Kerambitan
PPL Timpag

PL Tegal Mangksh
PPL Mambang
PPL Qadungan
PPL Gunungaalak
FPL Berembeng
PPL Antap
'PL Selemades




o & ® ® ® ® @ @&

PPL Wanagmr

PFL Antosar)

FPL Lumbung
PPL Munfieh

PPL Belimbing
P Mundulktemu
PPL Padangan
PPL Pojungan

PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANEFORTASI

2.1 Perwujndan Sistem Jaringan Jalan

17 Perwujudan jalan arteri primer (JAP), meliput
pemeliharasn dan peningkatan kualitas jaringan
jnlan nasional yang telih ada

Pelaatatan — Antosan
Antosar — Mepati
ghoricat Yeh Lambuk
Br, Banut Pohun —
Bantas

shortcul Yeh Ho
Mehifing — Samsam
shorteit Yeh Nusa
Samsam (Penivalin) -
Bis. Kota Tabanan
Sp. Kedin - Pesiapan
[Takbsanzn|

Bte. Kota Tabanan —

] Atant

Jin, A, Yoo {Tabanan)
Wanaghi — Sp. Batunya
Bp. Batunye - Bp:
Candi Kuning

Sp. Barunya — Br,
Taman Tanda

Br, Taman Tands—
Mengwitani

APBN

KemenPUPR

e, S W NS O S sl - e 2. —— — S

2} Pemelharasn dan peninglmtan huslitas jaringan

falan kolektor primer dengan status jalan provinss:

atau JEKP-2 dan JEP-3

Popuan-Peliutaian
Pupuan - Seririt
Mntiser — Pupdan
Jlm Gamhmeada— P
Menjangan — P Batam

[Fabanan)
Jin. P Seribu

APBD Prov

LBPUPE Prov,
| Dishub Prov




[Tabaan)
* Jin. Pahlawan — Galot
Subroto (Tabanen);, *
» Simp. Kedin - Kapen
Tendean — Bta, Kedin
(Tabansm)

i o Jine Husod Thamrin -

Imam Bonjol — Hrs
Kedin (Tabanan)

= JIn. Wagimin Redin
[(Trbanan|

* Bl Kediri - Taneh Lot

= Sursbrats - Dletangan

— [Remoning

« JIn. Gunung Batur -

Gunung Agung

» Tuakilsng — Buruan —
Batukaru

« Simp. Burian — Apuan
- Bedugul

» Senganan - Jatlowih—
Wangaya Gede

« Bts. Redisl - Belayu -
Mengwi

» Telayo - TMP
Margarana

= Bp, Petang - Bebimya

= Simp. Kerobokan -
Munggy! — Tenah Lot

31

Fencann pengembengan jalnn kolektor primer
drngan statusjatan prosingl

+ Sp, Sanda -
Wangayegede

« Jalan alternatil)

shortout jalan Nasional

« Jalan Smmpang

Tamblingan - Simpang
Pujungan

- Jalen Margs — Apuan

» Jalnn Baturit — Pelas

« Jpian Baturiti—
Candikuning —
Panvasarl

AFBD Prov

BPUFR Prov,
DishubiProyv

4

Pemmeliharann dun peningkatan kualitas pelayanan
jarmgan jalan kolektor primer dengan smatus jalan
kmbupaten atay JEP-

Seluruh Kecamalan

APED Kab

DPFLUPRPEP,
Disrhub




3] Pemeliharaan dan peningkatan kualitas palayanan Selurih Kecamatan APBD Kalb DPUPRPKP, |
jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan Dighub
sy prien N

6] Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan Selurub Kecommatan APBD Kab DFUFRPKP,
jrringan |aian Iokal primer dan jalan lekal selomder Tishuh
wilayah kabupaten :

Yl Pemeliharann dan peninghatan kualitas pelayvanan Srluruh Kecamatan AFBD Kab DPFUFRPKRP,
jaringan [alan lingkungan primer dan jalan Dishub
linglcungan sekunder wilayah labupaten

8) Perwujudan Jalan Khiusas, meliput] pemeliharnan * Kecamatan Tabanan APBD Kah, Swasta CiPLIPRPKP,
dan peningkatan kualltas pelayanan jaringan jalan » Kecamatan Kedir Lishub,
khusus »  Kecaniartan Baturiti Swasta

9]  Perwujudan jalan tol, meliputi pembebasan lahan = ruasjalan Olimannok- APEN KemenPLUPR
dan pembangunan jalan ol antar kota Negara-Pekutatan-

Solo-Menowi
+ ruas jalan Saoln-
Calukar: Bawang
= muasCanggu—
Mengwi - Singaparl iz
*  ruas Ranilars Ngurah
Rai (Benoa) - Mengwi
via Singapadn
1] Peningkatan kuolifas terminal penumpang Tipe ©
ST o i oL APED Kab DFUPRPKP,
. Terminal Kediri Kectamatan Keddir THabl
i : i FUPRPLT,
b. Terminal Pesiapan Kecamatan Tabanan APBD Kab . Diahnhﬂ
. Terminal Tunkliang Hecarmatan Trbanan AP N DFEL:EEE By
| d. Termminal Baturit Kedcdiriatan Bdtuirit] APRD Hnh DF&E}T:EP'
i Kah DPLUT i
e. Terminal Bajera Kecamatan Selemadeg A R
: Dishub
y | L L]
| {. Terminal Penhel Kecamatan Pericbel AERIY Sk m;’:ﬁf
HI:IH ] r ] ]
g. Terminal Marpa Fecamatan Marga Brieh mL':lr:ihHi: Py
b Terminal Pupuan Kecamatan Pupuan AR D‘I.'SI:L 1',“_‘[ h: '

11} Pengembangan dan penataar travek anghkutan Seluruh Kecamaten APBD Kab DPUPRPKP,
pUnUmpang mum L ) Thahiub

12] Pengembangan sentral parkir pada kawasan Kecamatan Kedin APEN, APBD KemenPUTR,
pariwissta Tanah Lot Prov. / Kab KemenHUb,




Disbub,

= PL PRI
13] Penerapan Manajenren dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk mengoptimalkan pengounaan jaringan jalan
dan pergerakan lald lintas —
1) Penetapdn pdoritas engkailan massal * Kecamntan Kedin AFBN, APBD trov./ | KemenPUPR,
»  Hecamatnn Tabansn Kab RemenHLUh,
' PemProv,
- - PemKab
2] Pengembangan Litik-titik transit di posat-pusat Seluruh Kecamatan . APFBN, APBD Prov./ | KemenPUFR,
pelayanan kawasan perkotaan, kawasan Ksib KemenHUD,
pariwisata, den pusat pelayanan ekonoml lainoya PémProv,
_ | PemKab
3) Pembetian prioritas keselamatan dan Selumh Kecamatan AFAN, APBD Prov./ | KemenPUFR,
kenvemanan bagi pengguna jalan Khususnys Kab KemenHLI,
peielan lakd dan pengendara sepeda PemPriw,
: _ - PrmKab
4) Pémberian kemudahan den penyediaan jalur Selurah Kecsmatan APBN, APBD Prov./ | KemenPUPR,
lintapan bagl penyandang cacal, Kab KemenHLib,
PemProv,
| PeiiiKab
5] Pemisahun winu pernilalian pergeralean arus lslu | Seluruh Kecamalarn AFEN, APBD Prov,/ | Kemenl®UFR,
lirsbas Kab [emenHLU D,
FamBKoli
6] Penpendalian lalu Untas pada persimpangan jalan | Selaruh Kecamalan APBN, APBD Prov./ | KemenPUPR,
bebas hambatan atau jalan lsinnys Kakh KemenHUb,
PemProv,
Pemiab
7| Pengendalian lalu lintas pada peraimpangan Seluruh Kecamatan APBN, APBD Priv./ | KemenPUFR,
padat lalu lintes dengan pengembangan simpang Kab KemenHLUb,
tak sebidang, sulneay, wniderpess, everpass jelan PemProv,
_diatas perairan atau jembatan penyeberangan Pemiab
8) Periindungan terhadap lingkungan dari dampak | Seluruh Kecamatan APEN. APBED Prov./' | KemenPUPR,
lnly lmtas Kab KemenHUD,
PemilProv,
S o Pembiab
4) Pembatasan lalu lintas yang ditmplementasikan o | Seluruh Kecamatan APBN, APRD Prov, /' | KemenPUPR,
kawasan tortentiu Kats KemenHUb,
PemProv,
Pembab

2 7 Perwnjudan Sistem Jadngan Kereta Api




1) Pengembangan Jurmean Jolur Kereta A Antathoia | Jaiur Gilimanuk - APEN, APRD KemenHUPR,
vaitu jaringan kemta api melingkar mengeliling: | Denpasar melalul Prov./Kaly, PT. KAl, | HemenHUb,
Pulau Bal Mengai Swasm Dishuly,
= . . Swasta
2] Pengembangsn Stasiun Penumpang  dapat |+ Kecamatan Tabanan APBN, AFBD KemenPUI'R,
diintegrasikan dengan simpul transit lainnya secars | *  KecaRmatan Prov,/Kab, PT. KAl, | KemenHLUb,
terpadu menfadi Kawssan TOD Selemadeg Swasta Dishub,
Swisia
3.3 Perwumudan Sistem Jaringan Sungal, Dapsd dan
Penyeberangarn
1] Pemantapan Alur Pelayaran Kelas (11 Recamatay Batort APBEN, APRD KemenPUPR,
Proo. / Hab KemanHL b
2) Penigembangan  Pelabuhan Sungal dan  Danan | Kecamatan Bavarit] APEN, AFED KemenPUPR,
Pengumpan meliputi dermoga Danau Herafan dan I*rov. f Kab, Swasta | KemenHUb,
dermaga wisam Danau Hedugnl [ashuh,
Swasla
PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI
3.1 Perwujudan Jarngan Infrastrukiur Ketenagalistrilcan
a, Perwujudan Jarmean Infrastrokoor Penviluran Tenags
Listrik dan Sarana Pendukung ) _
1} Pengembangan dan pemelibaraan Saluren Udara | - Negara-Antosar BUMN, AFBN, KamenlE3TIM,
Tegangan Tingel (SUTT) = Antosari-Tanah Lot FWRETE BUMN, PT.
= Tanah Lot-Kapal PLN
» Celukan Bawang-Kapal
= Pemaron-Baturiti
« Baturiti-Payangan
» Payangan-Kapal
« Baturiti-Kapal
* Tanah Lot-Padang
Sambian 11
 Baturiti-Gianyar [T/
Bangli
» Antosar [Hestenson) —
Imcomer [Antogan -
Kapsl)
- Antasati (Ekstension) -
icamer [Celukan
o Bawang PLIU — Kapsl) —
Z) Pengembangan dan pemeliharnen Saluran Udarn | Selarul Kecamatan BUMN, AFEHN, lLemenHSM,
Tegangan Menengah (SUTM] gwasta BUMN, PT.

LN




3] Pengembangan dan pemeliharann  Saluren Udara | Seluruh Kecamatan BUNMN, APEN, FemenESIM,
Tegznpan Rendah (SUTR) sWasti BUMN, PT
PLN
4] Pengembangan dan pemcliharaan Saluran Kabel | Kecamatan Tabanan BUMN, APBN, KomenESDM.
Togangan Menengah (SKTM] sWwasta ﬂLIh;rl;dﬁFl‘.
b, Pengsmbangan Jaringan Infrastrukiur Penyaluman
Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
H| Pengumhﬁng&n Saluran  Udara Tegonean Ekstra | » Kecamatan Selemaden BUMN, AFHN, KemenESDM,
Mingg {SUTED) Gilimanuk-Antosari Harat swasta BUMMN, PT.
« Kecamatzan Selcmadeg PLK
2)  Penpembanpan Gardu Listrik berupa Gardu nduk hrmmaiﬂn Selemaden AFBN EemenESDM,
meliputi Gardu Induk gas insilated swifchgear | Barat BLUMN, PT.
tegangan elkstra tings] [GISTET) LN
Antossn )/ Giimanuk
3) Pemantapan Travo Listrik Selurih Kecamatan APHN KemenESTIM,
BUMN, PT.
FLN
4| Penataan jaringan tromsmisi yang telab ada Selurub Kecamatan AFBN Kemen EEOM,
RUMN, PT
. PLN
5] Peningkstan dan pemoratasn aksed pelavenan | Sclurgh Kecamatan ATBEN KemenkES 1M,
secara mersta oo seluruh Wilsyah Kabupaten BLUMN, FT.
FLN
6) Femeliharaan Gardy Lisirik yang telnh ado, |« Kecomatsn Kedir APBN KemenESDM, |
meliputi: » lecamatan Selamadeg BUMN, PFT.
a Gardu Induk gas insulated switchgear Teanah Barat PLN
Lot * Kecamatan Baturit
b Gardu Induk Antasari
. Gardu Indal Baturitl
7] Pengembangan jaringen bawah tansh secars | Sclurah Kecamatan APBN KemenESDM,
torpaduy  denpan sistem urilites  lainnya untuk BURN, FFT.
meningkatkon kualitas den estetiks ruang Wilsyouh PLN
HKatupaten I
8] Pengembangan  Stasiun  Pengmsian bateral | Seluruh Kecamatan ATHEN KemenESDM,
Kenduramn Listrik SPELU dan SPRELL BUMN, PT.
PLN

PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKAS]

|4l Perwujodan Jaringan Tetap

i

Pengermbangan Infrastrukior Juringan Tetap




I} Pemelibaraan dan  peningkstan kapasitas
pelayanan  Sentral Telepon Otomat  (STO),
Sentral Telepon Digital (STR), dan Shelter

» Hetiimatan Tabanan

« Hecamatan RBaturit

« Hecamatan Pupuan

» Kecamatan Selemadeg
Timur

| = Kecamatan Selemadeg

Barat

APBN, BUMN, Swasta

Kemenub, PT.

Telkam, Swastn

21 Pengembangan STO ke ‘sesnal

perkembangan kebutuhan pelayeanan

31 'l’l':ng;mhmlg'a_u sistem lhririgan kabel Ecmll

optik terpadu dengan pembangunan jaringan
pPragarana JInnyn

Belurah Kecomatan

AFPBN, BUMN, Swasta

KemenHub, I7T.
Telkom, Swasta

Selerih Kecamatan

APBN, BLIMN, Swasia

EemienHul, PT.
Telkom, Bwasta

4} Pengembengan jaringan bawah tangh decara
terpadu demgan sistem prasavans lsnnva

Seluruh Kecamatan

APBEN, BUNN, Bwasis

Kemeniiub, PT.
Telkom, Swastn

Pengrmbangan Jarmean Tetap

Deluriul Kecamatan

+.2 Perwujudan Jaringan Bergerak Selulor

APBN, BUMN, Swasta

KemenHuoh, PT.
Telkom, Swasta

A,

Pengembangan cakupan dan kuailtas lavanan
faringssn nirkabil '

Sehuruh Kecamatan

APBEN, BUMN, Svanti

HemenHul, PT.
Telkom, Swasta

b.

Pemanfastan jaringan terestrial sistem nirkabel

dengan  penutupan wilsyah blankspot pada
wilayith herbulkit, pegunungan atau ferpencil

Sehurul Kecamatan

AFTIN, BRUMN, Swasia

KemenHub, PT.
Telknm, Swasta

Periataan dan  pengaturean menata Base
Transcelver Statiin [BTS)

Seluruh Kecamatan

APBN, BUMN, Swasta

KemenHuh, PT.
Telkom, Swasta

Petmenohan eetarubian lala limtas
telekomunikast seluler nlrkabel unmk sstoruh
operator vang merjangkan seiuruh wilavah

Pengembangan jaringsn layvanan miernel pada
fasilitas umum dan menjangkau seluruh wilayah
desa adat di wilayah kabupaten

Pertergiaan  jangkauan siaran  televisi dan |

kebutuhon ielekomunikas! lainnya

Selumab Kecamatan

AFBN, BUMN, Swasta

KemenHub, FT.
Telkom, Swasta

Beluruh Kecdmatan

APBN. BUMN, Swasta

EemenHub, PT.
Toelkom, Swasta

E‘_dmh Eoramsran

AFEN, BEMN, Swasta

KemenHub, PT,
Telkom, Swasla




E:

Pelayanan satelit komunilkas) dan stasiun bumi
vang lokasinva ditetapkan sesusi ketentusn
perundang-undangan

Selurnh Kecamatan

APGN, BUMN, Swasta

KemenHub, PT.
Trlkorn, Swasta

AlR

5 | PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA |

5.1 Perwujudan Sistem Jaringan Irigas

g, Pepgembangan dan  peoeliharaan Jarngan | Seluruh Kecamatan APBN, Al'E[ Kemen PUPR:
Irigasi Primer Prov. /Kah Dimas SOA Prov,
OPUPRPKP
b. Pengembangan dan pemchheman  Jaringsn | Seluroh Kecamatan APEN, AFBD Kemen PUPR,
[rigasi Sekunder ‘Prov. [Kab Dinas SDA Prov.
' '  DPUPRPKP
' I e ?"mgcmi:\fmgan der  pemelhargan Jaringan | Seluroh Kecamatan AFEN, APRD Kemen PUPR,
Immsl Tersior Prov. (Kab Dinas SDA Prov.
DPUPRPKP
d. Pemeliharann, peningkatan peélavanan  dan | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kzmen PUPR,
efeksivitas pengelolasn air peda sistem jaringan Prov. [Kab Dinas SL'E!H Ifmv.
Iripasi vang welah ada ORLUPRPER |
e, Peningkatan koordinasi Daerah Irigasl (D) | Seluruh Kecamatan APBN, APBD Kemen FUPR, |
kewenonogan Masional dan Provinsi Prov./Kab Dings SDA Prov,
DPUPRPKE
f. Pemelihamuan dan  peningkatsn  fungsi DI | Selurih Kecamatan APEN, APBD Kemen PUPR,
Rabupaten Prov./Kah Dinas SOA Prov.
~ DPFUHRPKP
g. Pendevsgunaan jm?ngm‘r irigasi air tanah dan air | Seluruh Kecamatan APBN, APED Kemen FUPH,
beloy untuk air minum dengan sumur bor yang Prowv./ Kab Dinas SDA Prov.
telah dibangun di beberape kawasan melalad DPUPRPKP
pengembangen  jaringan distvibusi dan
prmeliharaznnys
3.2 Perwiyudan Sistem Pengendalian Banjir o
4. Nurmaliiasi sungai Kabupaten Tabanan APEN, AFED Kemen PUPR,
' Frov. [Kgh Dinas SDA Prov,
DP[:[FHPP;_}:
b Pemetzan kawasan rawan banjir Selunth Kecamatan APBNX, APRD Kemen PUPR,
Prov, [Kab Dinas SDA Prov.
~ DPUPRPKP
c. Pengembangan sistemn peringatan dini Seluruh Kecarmstan AFBN, AFED Kemen PUPR, i




Prow. / Kal [Finas SDA Prov,
DPUPRPYFP
d. Kafisn pengembangsn bangunan pengendalian | Selurub Kecamatan APBN, APBD Kemen PUPR,
banjir rob di selurub pantai yong berpotens: Prov,/Kab TEnas SOA Prov,
rawan gelombang pasang DPLPRPRP
5.3 Perwujudan Bangunan Sumber Baya Air 1l .
i Pembingunan Henduosan Lembuk, Eobung |« Xecamatan Selemodey APBN, AI'BD Kemen PUPR,
Arntapon den Embong Sandn Timur Prov./Kah Dinas SDA Prov,
» Kecamatan Hatunt OPUPRPRE
* Kecamnlan Pupnan
b, Pemelharaan dan  pealngkatan  pelaysnan | Seluruh Kecamatan AFBN, APBD Kemen PUPR,
banpunen sumiber daya alr yang tglal ada Prew_ JKah Dinas 3DA Prov.
DPFUPRPKD
c. Dengembangan air baku pads lwasan veng | Scluruh Kecamiatan APEBN, APBD Kemen PLIFR,
mengalami kesdlitan penyediaan sfr baku Prov./Kab Linas SDA Prov,
= DPUPRPEP
. Pemanfaatan dan pengolaban alr 140t air jan | BelitToh Kecatmatan AFPBEN, APBD Kemen FUPE,
dan symber air lainnys uniukair baky Prov. /Kah Dinas SOA Prov,
DPUPRPKP

PERWLLJLDAN
LAINNYA

SIBTEM JARINGAN PRASARANA

6.1 Perwujudan Sistem Penvedisen Adr Minusn (SPAM)
I a, Perwujndan Jaringan Perpipazn

| 1] Perwuudan Unit Air Baku

a) Pemeliheraan  dan  peningkatan
kapasites urdt alr balu yang telah
aca

Seluruh Kecameatan

AFBD Prov, /Kb

bl FPengembengan sistem jeringan Air |
baku Longstorage ¥Yeh Empas

Recamatan Tabanan

APBN, APBD
Prov./Kah

DFUFRPKP, PDAM

KemenPLUPR,
DPFUPRPEP; FDAM

c] Rencana pembansanan dan
perngembetigan  sistem jaringan oir

haku dilaksanakan sesual dengan
keteniuan  peraturan  perundang-
undnngsn

Selurmih Eecimatan

21 Perwujudan Unit Produlest

APED Prov. f Kab

DI'UPRPKIY, PDAM

a] Pemeliharssn dan peningkatan
kapasitas unit produksi vang lwiah

» TPA Mypnvidil
Kecamulan Kedin
« 114 Telaga Tanjuog di

APBD Prov, /Ksb

DPUERPKF; PDAM




» IPA Lalanglinggeh di
Eeramatan Selemades
Barat

« [PA Antap dan TPA
Selemadeg di
RechimHtan Selematlieg

« [PA Tiabunan di

" Kecamatan Tabansn

* regervoir yang
tersebar di selurub
kecamatan

Kecamiatan Kerambitan |

b

Pelestarian,  pengembengan  dsm
optimalisast air baku mebHputy wadak,

mata air dan sumber alr baku lainmva

| Selurih Kecamatan

APHD Prov./Kab

Perwujudan Unit Distribusi

DFUPRPKF, FDAM

&

Penigembangan EPAM terpadn
Kawasan Perkotaat Barbugita
meliputi sistem timur mencakup [PA
Pelanu

b)

Seluruh Kecamatan

APRED Prov. /Kab

DPUPRPRF, FDAM

Pengembangan SPAM  Sarbagitakuy

scbapai sistem penyediaan ait minum

terpady wilayah Hall Selnton

Selurih Kecamatun

APBD Prow./Kal

DPUFRPKP, PDAM

el

perpipasn

Peningiatan  dan  pengembangan
pelayanan SPAM perpipaan dan non
disciuroh wilayal
mencakup Waweasen  perkotasn  dan
leawssin perdesaan

Seluruh Kecamatan

AP8D Prov./Kab

DPUPRPKP, PLIAM

d)

Pemeliharenn dan
knnasitas unit distrilnesi

paninghaan

Selurah Kecamatan

4

Porwujudan Unit Pelavanen

APBD Prov. fKab

DPUPRPEP; PLI3AM

DPUPRPEP, PRAM

a) Pemelinaraan dan peningleaan | Selurnh Kecamatan APBD Prov. /lKab
kapasitas unit pelavanan vang telah
nod
b] Pengembangan baru unit pelayanan APBD Prov. /Kab DPUPRPEP, PLAM




—T

BEELAT Kajkan

b. Perwujudan bulien jeringun parplpasan

1) Pengendalian penﬁmnbang&_n SUM LT
pompa

« Keeamalan Selemadeg

Timur
» Kecamatan Tobhanan
Kecamatan Penebiel
Kecamatan Selernadeg
Kecamatan Kerambitan
Keramatan Selemadeg
Harat
* Kecamatan Marga
» Kecamatan Batdrid
= Recamalan Pupiasn

L R

APBT) Prowv./Kahb,
SwWRSsTE

DPUPRFER,
POAM, Swasts

2] Pemelihoraan dan peningkatan bangunen
penangkap mata air vang telah ada

* Kecmmatan Pupuan

* Kecamatan Selemadeg
Barat

= Kecamuatan Seleingdes

* Kecamotan Kediri

APBD Prov, /Hab,
Swasta

DPLUPRPKE,
FDAM, Swanstn

| 6.2 Perwujuden Sistem Pengelolzan Air Lambah (SPAL]

| a. Perwujudan Infrastrukiur Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik

11 P‘enggmhéﬁg_;ﬁﬁ SPAL setempat  dan
womunal di kawasan-kawasan  padat
permukiman

3] Pengembangan IPAL  di  Kawsasan

Peirintanan

Selurmh Kecamatan AFED Prov, /lkab, DPUPRPEP, DRI,
Sumsta BLI1

Seluruh Kecamatan APED Prov, /Kah, DPUPRPKP, DKEP,
Buwastd DLH

3] Pengembangan [PAL i Kawasan Efekuf
Pariwisati

+  Kecamataon Tabanan

»  Keamatan Kedic

= Kercamatan Batirit

«  HKecamaian Selemudey

APBD Prov, fKah,
Swasta

DPUPRPKP, DKP,
DLH

4] Pengembangan [PAL hHI‘hﬂ!i}; magyarakszl

Selwml BEecamatan

APBD Prov. /Kah,

DPFUPRIEP, DEP,

5] Pengembangan sistem pongelolaan &
limhah perpipasn di dalam kawasan
nerkotaan menuju [PAL

6} Penpembangnn sistem  pengelolasn

Hwansia DL
Saluruh Kecamatan APBN, APBD Remen PUPR,
Prov. fKal), Swasta DPUPRPKT, DHP,
(BIMY
alr | Ssturih Kecamatan | APBN, AFBD | Kemen FUI'R,




limhah setempat dilaknkan  secarn
individual

PFrov. [ Hab, Swasta

OPUPRPKFP, DKP,
DLH

T) Penpembangan  sistecm
limbah hkomunal

penpelnlaam air

SZeluruh Kecamatan

Al'BN, AFBD
i-'mv.,fl-':ﬂh, Swasta

remen PLTPR,
DPUFPREKP, DRP, |
DLH

Pengembengan Jaringan Sigtem Pengelolaan
Afr Limibah Non Damestik sesusi kajinn

I'enpembanpgsn Pengelolian Limbah Bahsi
Berbinhava don Beracun sesual kajian

Selurih Kecamatan

APBD Prov. /Kab,
Swasia

| TIPUPRPKT, DKF,

e

Beluruh Keécamazn

6.3 PH‘W‘L_l_i'udﬂn Blstemi Jaringan Persainpahan

-

APED Prov. /Kabh,
Swasta

DPUPRPEP, DKF,
BLH

APBD Prov, /Kab,

| DPUPRPKE, DKP,

persampahan berbasis sumber melahd pols

. Peymgembangan Tempal Ponpelolaan Sampah | Seluruh Kecamatan
Reuse: Nedune, Necycle [TIPS3R) Swistn LH
b, Pengembangan Tem pat Penampunean | = Kecamsatan Kedin APED Prov, /Kab, DOPUPEPEP, DEP,
Sementara {T1'5) * Kecamaotan Tabanan Swisin LLH
+  HNecamatan Selemmadeg
Timiur
¢«  HKecomatnn Selemadeg
»  Kecamatan Pupuan
=  Recamatan Penebel
=  Kecsmatan Mdrga
« Kecamestan
. Kieram bitan | [
¢. Pengembangan Tempat Pemrosesan  Akhic | TPA Mandung di ATBD Prov, [ Kab, DPUPRPKP, DKP,
I1'PaL Keramatan Kerambitan Swihsta [1LH
d. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah |« Kecamatan Tabanan AFBD Prov, /Kab, DPUPRPKE, BRI,
Terpadu [TPST) »  HKecamatan Swasls DLH
*  Kediri
s Hecamatan
Kerambitan
e. Pemantapan kerjosamp pengeloloon ssmpah | Kawssan Perkotaan APBN, APED Prov Pem Pusat,
pada TPA Regional Sarbagiis HSarbaglla PemProv
{ Penpembangan dan pemantapan pelavansn | Seluruh Kecamatan APED ['rov, [Iab, DPUPRPKP, TIKP,
prusarana dan utilitas jaringan persempalian Swasta [L.H, Swasta,
L ] o Masyarakal
g Peningkaman peran serta Masyarskal dan | Seluruh Kecamatan APBD Prov, [Kab, DPUPKPKP, DKP,
dunia ussha dalam pengelolaan Swasta DLH, Swasta,
Masyarakat




3R [Reuse, Reduce, Recycle)

h. Peningketan korjs sama antar Wilavah dalam E_t:luruh-ﬂecnmamn APBED Prov./Kah, OPFUPRPER, DEP,
pongololaen persampahan Swasta DLH. Swasta,
Masyarakat
L. Peémasvarakatan dan sosiglisasi Konaep 3R Seluruh Kecamatan APBD Prov./Kabh, DPUPRPEP, DKP,
Swasata DLH, Swastn,
Muasyarakat
- Peningkatan kegiatan pengurangan sampah [ Selurih Kecamatan APBD Prov. /Kah, DPUPRPKP, DKP,
dari sumbernya Swasta DLH, Swasta,
- - Masysrakat
k. Peominghatan sarana pengeloinan sampah Seluruh Kecamatan ATBD Prov. /KaD, DEP, Swasta
Swasta !
L. Pembatasan pengginaan  dan  timbulan | Selurih Kecamaian AFBD Prov, /Kab, DPUFRFKF, DKF,
sampuh plast Swasia DLH, Swadtn,
g . ___Masyarakat
m. Peningkatan penanganan sampah Beluruh Kecamatan APED Prov, /Kab, DPFUPRPER, [P,
Swnsta DLH, Swasia,
Masgyarakat
n. Penvusunan  dokumen  retcema Induk | Selurub Eecgmaran APBD Frov, Kab, DPFUFRPHP, DLH

fimasterplan) persampahan ksbupaten Swasta
6.4 Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
. Penetapan dan pengembangon falor evakuas|
bancann Selomill Kecamatan APED Kab BFED, DPUPRPHP
b, Penetapan dan pengembangan tempat E— APBN, AFBD Prov, BPBD, DPUFRFRP
cvakuasl bencana SClurll Recamatan APRD Kab, Swasta
. Pemasyarakatan dan sosislisasl setem . BPFED, DFUPRPKP
Ty APEN, APRE Prov,
jaringan evalkuasi bencana S e APBD Kab, Swasta .
d. Perigembangan sistem mitigas] bencans St & APBN, APBD Prov, | BPBD, DPUFRPKP
secara terpadu SRl Aecmean APBD Kah, Swasta
e. Pengawnsan dan pemelihaman sarano dan Zelurnh Kecamatan AVEN, APEBD o, BPBD, DPUFPRFKP

prasarana sislem jaringan evaluasi bencana

Penyusunan rencana mduk (masterplan)
ltawssan rawan bencana Ehup;tnn

Seluruh Recamatan

APBD Kab, Swasta

APBN, APBD Prov,
APBD Eab, Swastia

BFBD, DPUPRFKP

5.5 Perwujudan Sistem Drainase

&

Penyusunan masterplan drainase Kabupaten

Seturyh Kecamaton

APBED Kab

DFUFRFEFP




b, Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan

DPFUPRKIM,

X Drainass Primer SBeluroh Kecamatan APAD Prov, APBD Kab DPUPEFPER,
- - Muasyarakat
¢ Pengembanpan dan pemeliharaan Jaringan . T'-'PUPHI‘U-‘IM.
Drainase Sckunder Seluruh Kecamatan AFBD Prov, APBLD kab DFUFRFER,
Masyuralat
d. Pengembangan dan pemecliharaan Jaringarn DPUPRKIM,
Drainase Tersler Selurih Kecameaian APRD o, AFED Eab BPFUPRPKR,
iy 1 e ) Masyarakat
¢. Pengembangan sumur resapan dan labang DFUPRKIM,
biopori Selurubs Kecamatan AI'HD Prov, AFBD Kab DPUPRPKP,
Masvarakat

€ | PERWUJUDAN POLA RUANG

e

PERWLJUDAN KAWASAN LINDUNG

1.1 Perwujudan Badan Air

a. Pemeliharaan dan pelestarian badan air

Hecamsatan Baturiti
Kecamatan Kedird
Hecamatan
Kerambitss]
Kecamatan Penehiel
Hecamatan Selemadeop
Hecamatan Salemadeg
Barsat

Kecamatan Selemadeg
Tirmur _
Kecamatan Tabanan

AYBN, APED
Prov. [Kab.

DPFUPRPKP, DLH,
BWS Bali Penida

b, Pengembangan tanggul badan air

Kecamatan Baturit
Kecamatan Kedird
Hecmmeatan
Kersmbitan
Kecamatan Penebel
Kecomatan Sclemaileg
Kecametan Selemadey
Barat

Keramatan Selemadeg
Timur

Kecamaton Tabenan

= Pengelolaan
Wilavah sungal

hifdrologt  dan  koalites  air

= ® ®F | W®

‘Keegimatan Baturit

Kecamatan Kedicd
Eecamatan

AFEN, APTD
Prev, [/ Kah.

DPUPRPKP, DLH,
BWS Bali Penida

APBN, AFBD

Frov, /Kab,

DFUFRFKF, DLH, |

HWS Bali Penida




Kerambitan
Kecameatan Penebel
Kecamatan Selemadeg
Kecameatat Salemiadeg
Barat

Kecamatan Selemadeg
Timar

Kecamatnn Tahanan

d. Pemantaus dan pengendalizn kegintan budi

ialpm Eawesan hitan

Lindung

b. Hehabilitasi dan revitalisas) Kawssan Hutan

Kecamatan Panebel
Kecamatan Pupian
Kecamatan Selemadeg
Kecamatan Selemaden
Barat

FProv, AI'HD Kah.

«  Keécamatan Baturitd - APBN, APBD DPUPEPER, DLH.
dava agar tidak menurunkan kualitazs) |+ Kecamatan Kedino Prov. /Kap. BWS Bali Penida
fungai badan air « Kecamatan

Kerambitan

«  HKecamatan Penebel

+ Kecamatan Selemadeg

= EKecamatan Selemnadeg

Barat
*  Kecamatan Selemadeg
Timuar
*  lMecometan Tabanen -
i.2 Perwugjudan Hawasan vang  Memberikan |
__Perlindungan terhadap Kewasan Bawahannya =
5 Peneiapan lata batss Kawasan lind ung di Kecamatan Baturiti APBN, APBD Kemen. LHK, UPT

EFHL, DLH

Hecamatan Bataniil
Kecumatan Fenelel
Kecamabzn Puplsn
Kecamatan Selemadeg
Kecamatan Selemadeg
Harpt

APBN, APBD

Prov, APBED Kah.

Kemen. LHE, UPT
KIHL, DLH

Penpawsasan dan _ptrrn.um:nuan Secara rutin
untuk meneegah lerjadinye penebangan liar
dan kebakaran Kawassn Huten Lindungp

.

Bengemibangan vegetasi tegakan tinggl vang
mampy memberikan perliindungan terhadap
permukaan taneh dan mampo meresapkan

" " @ & W

Kecamatan Batimit
Kecamatan Perebel
Kecaraan PupueEn
Kecamatan Sclematleg
Hecamatan Sclemadeg
Barmt

APBN, AFBD

Prov, AFBD Kab.

Kemen, LHE, UPT
KPHI., DL

Rocamaten Beiuritd
Kecamatan Penebo]
Hecamatan Papuan

AFBN, APBD

Prov, AFAD Kab,

Kemen. LHE, UJPT
KPHL; DLH




air ke dalam tanah

Pengembangan blok penvangea pada
kawasan yang berbatasan dengan Kawassn
Hutan Lindung

Hecamatan Selemadeg
Kecamatan Selemadeg
Burat

Kedamatan Barorit]
Kecpmatan Penchel
Kecamatan Pupuan
Recgmaian Selemadeg
Kecamatan Selemades
Heramt

APBEN, APBD
Prav, AFBD Kab.

Kemen. [HK, UPT
KPHL, DLH

f. Melakukan program pembinesn, penyuluhan |« Kecamatan Baturt APEN, APED Kemen: LHK, UPT
kepada masyarakat dalam upaya pelestarian | =  Kecamatan Penebel Frov, APBI Kah, KPHL, TILH
Kawnasan Hutan Lindung «  Kecamatan Pupuan |

= Kevamatan Sclematleg
Kecamatan Belemadeg
___Barmt o —

g Pengendalian kegiatan budi daya agur tidak *  Kecamatan Baturii APHN, APBD Kemen, LHE, UFT
mengeanggd fangsi Undung Kawasan Hutan | = Kecamatan Penebel | Prov. APBED Kab, KPHL, DLH
Lindiing =  Heécamatan Pupusn |

«  EKecamatan Sslemadey
*  Recamatan Selemades
Baral
1.3 Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat _

& Pemantapan fungsi dan penatasn kawsasan | Seluruh Kecamatan AFED Kab DPUPRFPEF,
merlindungan setermpat berupa kawasan suci Drishud

b. Pemetaan kawssan perhindungsn serempat | »  Kecamatan Kedin APED Kzb DPUFRFEP
berupa tempat suci/ Pura * Hecamatsn Marga

* Kecamatan Penebel
*  Récomaton Selsmadeg
*  Récamatan Sslamadeg
Barat ,

c. Pengawasan dan pengendalinn  kegiatan |+ Kecamatan Kedir APRD Kab DPUPRFPKP,
pemanfastan roang agar tikdak mengangpu (¢ Kecamatan Marga Mistud
fungst Kawasan Perlindungan Sctempat « Kecamatan Penebel

' +  Kecamalan Selemadeg
+  Kecomotan Sclemadep
Harat
14 Perwujuden Kewasan Konsepvanl
a. Perwujudan Cagar Alam
] Rehabilitasi dan pengamanan cagar alam *  Heramatan Baturitl AFPEN, APBD Kemen. LHE,
Prov, /Kab BKEDA, DLH

. .




KHecamatan Penehe!

2} Peningksian diversifilkas atay |+ Kecamatan Baturil APBN, AFBD = - Kemen, LHE,
keanekurapaman hayati »  Recamatan Penebel Prov. /Kab BESDA, BLH
3] Penegmsan tata bhatas dan zonasi cagar |+ Kecamatan Barurit APBN, AFBD Kemen, LHE,
alam +  Kecamatan Penebel Prov./Kab BKSDA, DLH
b Perwujudan Tamaen Wisate Alam

1] Rehahilitasi Temsan Wisata Alam »  Kecamatan Baturid APBN, APBED Kemen. LHK,
» Kedamatan Marga Prov./ Kab BEEDA, DLH
2] Pendsysgunean dan peiestarien potensi [«  Kecamatan Baturit APBN, APBD Kemen: LHE,
hutan wisata +  Kecamatan Marga Prov. /Kab BKSDA, DLH
3) Pembatasan kegiatan wisala alam l* Kecamatan Baturitl AFBN, APBD Kemeri, LHK,
'+ Kecamatan Marga Prov, [Kak BESDA, DLH
¢. Penyedimsn  [asililzs  untuk  kepentingan |=  Kecameatan Baturitl APEN, AFBD Kemer. LUK,
pendidilen den penelitian *+ HKecamatan Pengbel Prov./Kab BEKSDA, DLH
) «  Kecamatan Marga
d. Fenguatan program dan  pemberdeyasn [+ Kecamatan Baturiti ATBN, APBD Kemen, LHE,
masyaralet =  Kecamatan Penchel Prov,/lab BESDA, NMLH

»  Wecamatan Margs
¢. Pemeétsan dan  penctapen  Jolur/koridor | Kecamatan Tabanan APBN, APBD Kemen KKP,
periindungan penyu dan satwa fiar Prov. [Kab Kemen LHEK,

Dinkan

Prov.,Diskan Kab

PEREWLJIUDAN KAWASAN BUDIDAYA

2.1 Perwujudan Kawgasan Perlcebunan Rakyat

a. Pemetnan  luss  dan kondisi  kawasan |
perkebunan rakyat &

Kecamatan Baturit
Revamatan Pencbiel
Kecamatan *upusn
Kot

Selemadeg
Kecamatan

APED Prov, /Kab,

PemProv, Pembahb

b. Pengembangan komoditas kavo dan non leayu |s
penunjang industri kerajinan .

Selﬂmadeg_fl_amt
Eecameatan Baturit
Recamatan Fenebel
Hecamatan Pupian
Kecamatan

APED Prov, [Kab.

| PemiProv, PemKab




ZSelemedep
r  Kecamaiuan
Selemadep Barat

c. ERehabilitasi dan konservasi kawasan |+ Kecamatan Baturid APBD Prov. [ Kab. PemProv, PemKab
perkebunan rakyat +  Kecamatan Penebel
+  Kecaomatsn Pupuan
= HKetamaten
Selemadep
= Kecomalam
Selpmadep Bamt
d. Pengembangsn kawasan  perkebunsn. rakyst |+ Kecamatan Baturit APBD Pruv. {Kab, PemProv, PemKab

untuk konservasi dalam bentuk kebun raya df
lET kawssm' huten

o Kecamatan Penabael
+ Kecamatan Pupuan

= Kecamaltsan
Selemaiiog

« Kecamastan
Solemader Barat

2.2 Perwujudan Kawasan Pertanian

2.2.1 Perwujudan Eawasan Tansman Pangan

a Peémetasn Kawasan taraman pangan pm:mfmr

 Seluruh Kecamalan

APRD Prov. /Kals,

| Dinas Pertanian

Fabiipaten
b. Penestspan Lalman Pangan Fertanian | Sehuruh Kecamatan APBD Kab DPUPRPKF, Dings
Berkelanfutan (LPIB) demi ketahgnan pangan | ! Pertanian
¢. Peningkatan jaringan irgasi Selurpyll Kecamatan APEN, APBD | Kemen PUPR,
Prov. [Kab, DPLFREPEP, Dinns
Perianian
d, Peningkatan intensifikas laher) Seluruh Kevamaran APHD Ksb Dinas Pertanian
e. Penvediaan sarana den prasatana produlsi Scluruh Kecamatan AFEN, ATBD DPUPRKF, Dinas
Frov/hah | Pertanian
. Fenguatan kelembagaan aubak dan | Selurul Kecamatan APHD Prov./EKeb, | Dinas Pertaninn,
Welembagaan petan) lalnoys terhait dengsn Masyvaralat
pengelolasn sumber days air uniuk irigasi,
pengadasn sarans produksi, panen, pasca
panen den pemasaran
g Pengembangan  secara  bertahap sistem | Seluruh Kecamatan AFHT Prov. /Kab, Dinas Pertanian,
pertanian orgenik  di seluruh’ wiltayah Magvaralat
ksbupaten
h PnEgmnhaﬂg_ﬂn__ lesiwEsan IMnns Pertoniarn,

seiitra produksi

__'Sr_lumh Kecamntan

APBD Prov. /Kah.




perianian melslal sstem agribdsnis  terpadu

yang terintegrasi dengan  pengembangan
kawasdn agropolitan

MezyaraHal

Pengembangan  kebijakan  penginiegissan

Beluruah Kecamatan

AFPED Prov. /Kab,.

Dinas Perranian,

saleror pertanian dengan pariwisata Dispar,
Masvarakat
v Peringkatan produktivitas izhan - lalhan sawsh | Scluroh Kecamatan APBII Prov, /Kah, Dinas Pertanfan,
meialol intensifikasi lehan perianign Masyarakat
k. Pengembangan komodites veng  sdaptf | Seluruh Kecamatan AFBD Prov./Kab. Dinas Pertanian,
terhadap perubszhan iklim Mesyvarakat
1. Pemantepan pelayanan jariugan irlgasl Sefurnh Kecawmatan APHED Prov. /Kah. Dinas Pertanian,
_ B lMasvarakat
m. Pencegshan dan  pembatssan  alih fongsi | Sefurih Kecamatan AFED Prov, /Kah. Pinas Pertanian,
kawasan tanamarn pangan beririgasi : Masyaralat
0. Penpembangan  budidaye perikenan  pada | Selumh Kecamatan AFPRD Prow, [ Kal. Dinas Pertanian,
saluran irigasi Masyarakat
o. Peslindungen keawsasan rcmmring aawah Solurih Kecamatan AFEﬁerv.; Keb. Dinas Pertanian,
Measyamthat
B Peoyusunun produk bukum dapmhb tentang | Seluroh Kecamitan APRD Kati Permkab

pemberian msent] dan disinsentil Kowasan,
Lahpn dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berleelamjuian sesual kajian

2.2.2 Perwujudan Kawasan Hortikuloura

Selemades

 Kecamatan Baturit
« Kecamatan Marga
Recamatan Penebel
Kecamatan Pupasan
=  Hecamatan

APBD Prov.) Kab,
Swasta

Dinss Pertearan,
Swasta/
Muasyarakat

Selemmader

Kecamatan Baturid
= hecamatan Marga
Fecamalan Pendbel
Kecamatan Puptisn
=  Katamatan

i, Pengembangon kothoditas  lecemen buah-
bt bercampnir denean leswasan
porkebunen ralomat

b, Pemantspan Kawasin Agropolitan  Baturih
berbusis pertanian hortilaulitira

c. Pengembanpgan bemnitrasn  dengan sektor

Kecamatan Baturil

AFBIO Prov,/ Kahb,
Swnnis

Dinas Pertanian,
Swasta/
Masvarakat

AFED Frov./ Kab,

| Dines 'erfanian,




industri dan pariwisata

Kecamatan Marga

Kecamatan Penebel
kecamatan Fupian

Swasta

S

Keeamatan
Sclemades
Pengembangsn |usssn  kawpsan  budidaye Kecamatan Baturitl AFBED Prov)/ Ksh, Dines Pertarnian,
hortilaliura organik secara beriahap pada tiap Kecamatan Marga Swasta Swasta/
Kecamatan Penebel Measyarakat

glibak dan desa sesusl poteneinya

ecamatan Pupizan
Hecamatan
Selemadeg

Pengembengan tuneman hortikubara mellpoti
wmnamean bhungs, tanaman hias; savar mayur

Kecamatan Baturiti
Kecgmatan Marga
Kecamsatan Penghel
Kecamatan Fupuaan
Rocsmatan
Selemadeg

APBD Prov, ! Kal,
Swasta

[infiE Pertamnian,
Swasta)
Masvarakat

Pemanfaatan  lahan  basah  yang  belum
bieririgasi pada bulan - bulsn koring

Keramatan Bamrit
Eecamatan Marga
Kecamatan Penchel
Keosmatan Pupiuian
Kecamatan
Sclemadep

APBD Prov, / Kab,
Swogta

Dinas Pertanian,
Swasta)
Masyvarakiat

Pemilihan jenis omoditas yang memiliki nilai

elanomis

Permbatasan perfuasan budi dave nortlkulturs =

sayur mayur dar kawssan perkebunan dan
periebunan rakyat

Pengendaiian kegiatan budidava hortikultura |
sayur mayur pada kawasan dengan kemiringan
di atas $0%

Heramatan Haturiti

Kecamatan Marpa
Kecamatan Penehel
Kecamatan Pupuan
Kecamatin
Selemartes

AFBD Prov,/ Kab,
Swasta

[¥mes Perfanian,
Swnsta
Masvamakat

Kecomatan Baturitl

Kecamatan Marga
Kecamatan Pencbel
Kecamatan Pupusan
Kecamatan
Selemadag

AFBD Prov./ Eab,
Swista

Dinas Pertanian,
Swasta/
Masyvarakal

Kecamatzn Baturiti

Kecamatan Marga
Eecamaian Pencbel
Mecamiutan Pupunn

hecamatan
Selemadeg

APBRD Prov.S Kab,
Swasta

Dinas Pertanian,
Swasing
Muasyarakat




Peningkatan
hortikultura

BEATATIE dan PITLSETTILE

Penpguatan Eemhﬁgaﬂn petani terkait dengon
pengelnlaan sumber daya gir untuk rieasi,

pengadaan sarana produksi, panen, pEsca
panen den pemssaran

Pengembangsn sentra agropolitan lainnve

Kecpmatan Eaiarii

APBD Prav.f Kab,

Dinas Ferianan,

Hecamatan Marps Swasla OPUPRFKF,
Kecamalan Penebel Swasta/
Kecamatan Pupuan Masyaralat
Kecamatan

Selemadeg

Kecamatan Baturit
Kecamaizn Meares
Recamatan, Ponchel
lipeamatan Pupuan
Kecamatan
Selemades

APBD Prov./ Kab,
Swants

inas Pertamian,
Swasta)
Masyarslat

K B =
Hecamatan Yarga
Kecamatan Penobel
Kiramatan Pupuan
Kecamatan

Selemadeg

APBD Prov. ) kab,
Swasta

Dinas Prrtanian,

Swasta/
Masyarakst

2.2.3 Perwujudan Kawasan Perkebunan

o. Penetapn kswgsan perkebunsan ilan | Seluruh Kécamatan AFBRD Frov. ) Kah, Hnas Pertanian,
penerspan komoditas uneoulan Swoata Swasate )
_ _ _ __Magyaralat
b, Peningkatan sarana dan prasarsna kawasan | Selurnh Kecamatan APRET Prov.f Kab, Chnas Pertanian,
perkebunan Swaaty Swantn/
o Masyarakat
¢, Penguatan kelembagaan petani terkait denpan | Selurnh Kecamatan AVBD Prov./ Kabh, Diras Pertanian,
penyadaan samna  produksi, panen, pasca Swasta Swasta/
panen den pemassran Masyarakat
d. Pengembangan kivwasan petkebunan Zelumh Kecamatan APBRTI Prov,/ Kab, Dinas Pertanian,
Swasla Swastn /

' Masvarakat
¢ Peninglatan pelayanan ssrans dan pragsarana | Seluroh Kecamatan APBRDY Prov./ Kah, IHmias Perhanisn,
pendulmung sistem agribisnis dan sgromdustn Swasty DPUPRPKR,

Swagts
Masvarakat
. Penguatan sistem kelembagaan kelobipok teni | Seluruh Kecamatan APBD Prov./ Kab, Dinas Pertanian,
atay gapoktan BwrsLn Swezistaf
o Masvarakat
g Pengembangan agrowisata dan  kemitraan | Seluruh Kecameatan APBD Prav./ Kab, Ding= Pertanian,
dengan seltor Industr] dan pariwisata Swakta Swasta/
Magvarakit

- |




h. Penpembangan lussan kawssan perkebunan | Selurul Kecamatan | APHD Prov./ Kab, Dinas Pertamdan,
ofganil secara beriahap Swaata Swasta/
o Masyaralat
i Pemantspun HKewasan Agropoliten berbusis |+ Hecamatan Marga APBD Frov. [ Kab, Dinas Pertanlan,
tanaman perkebunan « HKecamatan Baturit Swasta Swinate/
+  Kecamatan Pupuan Masyarakal
j. Integrasi kegiatan ]]{:IEJ'IIEJ(EID dengan kawasan | Seluruh Kecamatan APBIy Kalb, Swasin Dinas Pertanian,
perkebunan Dinas Peéternakan,
Bwastaf
Masyarakat
k. Identifikasi dsn pemetaan potensi kawasan | Sclurah Kecamasan APBD Kab, Swasta Dinas Pertanian,
pertnmbangan  yang @da di  kawnsan Swasta/
perkebunan Masyarakat
1. Pengendalian dan optimalisasi kegiatan | Selurnh Kecamatan APBD Kab, Swasta | Dinas Pertanian,
perfambangan pada kawasan perkebrinan Swasla/
~ Meusvarakal

£.3 Pervjudan Kewasan Perunioksn Indusin

di Kewsasan Peruntulkan Industis

2.4 Perwujudan Kawasan Parlwisata

a. Pepgembanpgan potensi Kawesan peruontokan | Kecamatan Kerambitan APBD Prov. /Kab, PemProv, PemRal,
industr Swasta Hwasta/
| — o o R | Mugvarakal
b, Penpembangan sentts industol kecll  dan | Kecamalan Kersmbitan AFED Prov,/Kab, FemProv, Pomiab,
menemzah [SIEM) terintegras: dengan kawasan Swastn Swasta/
permukiman Magyarakat
. Penpelolaom Keawnsen  Perontuksan indosm | Kecomotan Berambitan AFRD Prov. fkab, PemnProv, Pemiab,
secara berkelanjutan Swasta Swasta/
. Masvarakat
d. Penyediaan infrestruldur pendulung kegiaton | Kecamatan Kerambitan APHD Prov. [Kab, PemProv, PemEahb,
mdustri Swasta Swasiaf
). Masyarnlat
c. Peogembangan dan peningkatsn prasarana, | Kecamatan Kerambitan APBD Prov./Kah, PemProy, PemKab,
sarang, dan utilitas di Kewassn Peruntulan Swasia Swasla/
Industri Masvarakat
f. Pengawaaan ilan PEMAnEnEn neTin | Kecamaotan Kernmbitan AFBRD PT'I'.W;,!’I"EII.I_,_ = PemiPraov, Pemiahb,
pengendalian terhadap Kegintan industr untuk Swasta Swasta)
mencegah tmbulnya pencemaran Hngkungan ' Masyvarakal




2. Pengembangan Kewasan Fiektd Parwisaln

Jecomeaman Baturic

Kecomnpton Kedid
IKecamutan
Kerambitan
Eecamatan Puplisan

Kecamatan

Selemudeg
Kreigmuten
delemaden Barat
Kecamatan
Selempdeyg Timur
Kecamatan Tahanan

AFBD Prov. /Kab),
Swasla

PemProy, Pemlah,

Swagta/
Meagyarakat

b. Pembangunan
pariwlsats

infrastrukinr

penurnjang

Fecamatan Baturid
Kecematian Kedit
Reasmetin
Kerambiten
Keecamatan Pupuan
Kecamatan
Selemadeg
Keramatan
Selemadeg Baratl
Selempdes Timur
Kecamaton Tabanan

APHED Prov./Ka,
Swasth

DPUPRPEP,
Dispar, Bwasta/
Masyaralat

¢, Pengembangan (asilitas pariwisata

Kecamatsn Batirit
Kercamalan Kedir
Kecamatan
Kerambitan
Ketamuaten Pupsan
Kevamatan
Selemadeg
Keramaran
Selemadeg Barat
Keaamaten
Selemates Timur
Kevamatan Tabanan

ATRD Prowv, fKab,
Bwasia

DPUPRPEP,
Dispar, Bwasla/
Masvarakat

d. Pengembangan kawsaan paniwisata berkonsep

ekowisata

:

—
& o

Kecamatan Baruriti
Kermamalan Kedin
Kecamalan
Keramibitan
Kecamatan Pupuan
Keiramistnn
Selemadeg

FeramatEn

AFPRD Prov. fKah,
E!_-v:asl.a

DFUPRPKT,
Dispar, Swasta/
Masyarakat




| Selemmdep Bamat
L * Hecematan
o Selemacdeg Timur \
» Kecamatan Tabansan | i
e, Pemantapen dan pengembangan DTW dengen |+ Keeamatan Baturil APBD Prov./Kaeb, | [spar, Swasta/ |
konsep ekowisata »  Kecamatan Kediri Bwasti Masyarakar |
* Hecametan
= oo fmo= Tmrrs = s Kerambiian
P «  HKecamatan Popuan
+  Kecamarsn
Selemadeg
* Kecarnatarn
Selermmadep Bamat
*  HecamotsEn
Selemadeg Tmur
_ «  Keeamatsn Tabanan
[ Pengembaligan sarana  dan prasarang |=  HKecarmatan Baturiti APBD Prav. /Kab, DPLUPRPKE,
pariwisata pada DTW seeara terbalag «  Kecematan Kedir Sweasta Dispar, Swasta/
»  Kecampatan Masyarakar
Kerembitan
»  Kecamatan fapuan
+ Recamatan
Selemadeg
v Heppmatan
Selemadeg Hamt
+ Kecamatan
Belemadeg Timur
— __|* Kecomatsn Tobanan =
g Peningkatan aksesibilitas ke selaruh DT'W Seluruh Kecamatan APBD Prov./Kah, DPFUPRPEP,
Swvastd ispar, Swama/
Masyarakat
h. Tengembangan desa wisatas. Selurah Kecamaian APBD Prov, fKab, Lispar, Swasia/
) Swasta Masvaralat
i. Peningkstsn kualitas obyvek wisata Selurah Kecamatan APHD Prov, [ Kah, Dimpar, Swasta/
' Sweasta Masyarakat |
J- Pengeloiasn  Kowssan  Poriwisatn  secsrs | Seluruh Kecamaian AFBI Prov. Kah, Dispar, Swasta/
berkelanutan Swasta Masyarakat
k. Pengembangan sumber daya panwisate dan | Selurub Kecamatan APHED Prov. [Kab, Dispar, Swasta
ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisats Sweartn Masyarakat
' L Pengembengan Hawasan Wisats dan  objek | Selurub Kecamalan APBED Frov. fKalb, Dispar, Bwastaf
wisata barik Swasata Masyarakat




m. Penpembengnn Destmasi Wisata Daerah

Baluruh Kecamatan

APBD Prow. /Kab,

Dispar, Swasta/

Swastsa Masyarakat
n. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki | Seluruh Kecamatan APHED Prov. / Kab Dispar
poEnst s=boagnl dava tarik panwisats
o. Peningkatan sistem informasi dan promosi | Seluruh Kecamatan APARD Prow, MHals, Ehispar, Swasla/
wisata berbasis teknologl pariwisghla Swasta Magyarakal
p: Penpembangsm  femis dan  paket  wisata | Selurub Kecamatan APRD Prov, fKal, Dispar, Swasta/
unggulin Swrata Masyarakat
. Pengembangan daerah tujuan wisate berupa | Seluruh Kecamatan APBD Prov. {Kab, Dispar, Swasta)/
wisala budays, wisats alam, wisatn objek Swusta Masyarakat
khusus den wisata buatarn, |
T. Pembinaan dan F}[:E:Elﬂl'dﬂ}rﬂi}ﬂ masyarakat | Selurdh 'EJ'.'.EEITI‘I.E.T;EII'I APBD Prov. fRah, Mizpar, Swasta)/
dalam  wupays pengembangsn  Kawasan Bwasts Masyarakat
Pariwisala
5. Integrasi sistem Cleanliness, Health, Safety and |+ Keramutan Baturit APHD Prov. fKab, Dispar, Swasta/
Environtrent  Sustainability  (CHSE)  dalam |+ Kecamatan Kedic Swasts Masyarilmt
Kawasan Pariwisata «  Kecamatsn
Kerambitan
= Kecamatian Pupuan
+ RecamaiEn
Seleanadey
+  HKecamstan
Selemadeg Barat
¢ HKecamalan
Selomeaded Timr
*  Wecamgtan Tebanan
2.5 Perwujudan Kewasan Permuldrman
2.5.]1 Perwuiudan Kawssan Permulimen Perkotaan -
f. Penyedigan perumahsn yvang memadai, aman | Seluruh Kegamatan APBL Kab. RPUPRPEP
dan nvaman bagi masvarakal perkotzan B
b. Penyedizan sarana dan prasarang | Seluruh Kecamatan APEN, APED DPUPRPKP
permukiman sesuai daya duloing rawasan Prov. / Kah,
oo Peogembangan permukimean poodulgid  dan | Seluneh Kecamatan APBD Kah DPUPRPKP, BILH
berkelanjutan
d. Perbaikan lHngkungsn  permukiman  kumuh | Sefluruh Kecamatan APBD Kab DPUPRPKP, DLH
dan kurang leyak bhumy -
o, Rehabilitasi den/atay  relod=ss permukinen | Seluruh Kecamatan AFPEN, APBD DFUPRFKFP, BFBD




vang terletak pada kewasan rewan bencana | Prow, fKab
[, Konservasi kawasan trachstonal fetnis/ | Seluruh Kecamatan AFBN, AFED Kemen "UIE,
hersejarah Prowv. /Kab DPUPRPKP
g Pencgdengan  kawasan  permukiman  baru | SBeluruh Kecamatan APBN, AFED Kemen PUPR,
(kasiba  dan  lesiba]  dengand rencans Prowv, /Kab DPUPRFE
prmbangunan prasarana  permukiman yang
lobih termrah, efelct!, efisien, produktil, aman
diun berkelooiutan
h. Penataan, perbalkan dan peningkbtan kualiag | Seluruh Kécamatan APBN, APBED Kemen PUPR,
Hngkungan permuldman Prov./Kab DPUPRPRP
i. Sosialisasl penggunaan bangunan bertinglar Seluruh Kecamatan AFEN, AFED Kemen PUFR,
Prov. /Kah DPUPRPEP
§.  Perwujudarn roang terbuka hijou minimal 30%
dari kawasan permukiman perbotaan - |
k. Perwujudan rusng terbula non hijgy, roeng | Seluruh Kecaomaran, AFBED Prov. JKab " PemProv, PemKab,
pufrlan kaki, jalur dan roang  evakuass Sagta/ Masvaralnt
bericEni
4.5.2 Perwujuden Kowasan Permukiman Perdesasn o
a. Penyvediaan perumahan yvang memadal, aman |+ Kecamstan Bseturitd APBN, APBD Eermmen PUPH,
dan nyaman bagl masyarakat perdesaan + Kecamatan Prov, /Kab. DPUPRPRP
Kerambiran
*  Kecamatan Marga
= Kecamatan Penebel
«  Kecamaten Pupuan
+  [ecmmaton
Selemadeg
+ [Kecsmatan |
Selernades Taral
*  Tecamalan
Secivmadeg Timur
b, Penyedisan perumahan masyarakat perdesaan [+ Kegamatan Baturiti AFEX, AI'ED Kemen FUPR,
tetap memperhatikan sigtem kearifsan lokal dan [« Kecamatan Prov, /Kab LFUPRPKP
sigtern Kekerabatunm vang berlaku Kergmbitar
+  HKecamatan Marga
+  Hecamalan Purjebel
»  Recsmatan PupusEn
«  Kecamatan
Selemaden
«  Kecamatan
Selemaden Barat
*  Kecamatean




[ i

Selemadeg Timur

i c. Penyediaan sarans dan Prasarans '+ Keromatan Baturitl APHN, ﬁffl‘:'ll! Hemen PUFR,
pErmuliaman sesual daya dukung kawasan v Kecamatan Proy. /kab, DPFUFRPKE

*  Kecamalsn Margs

= Hecamatsn Pencbel

|+ Eecamaten Paopuan

»  Reicamslsn
Selemudeg

v Hecomaten
Selemadep Barat

»  Recamalan

i
i Kerambitan
|
|
|

- —

[ Selemades Timur
d. Perbaikun linpgkungan permukiman kumuh |+ Kecamatan Baturit APBN, APED Kemen PUPR,
dan lkurang layel: huni » Kecgmatan Prov, f Kab, - DPFUFRPKF
Kerambitian e

+  Kecamatan Marga
*  Recamalan Penebel
« Hecamalan Pupuan

+«  Hecamatan
Selemadeg

+  [Kecamatan
Belemadeg Rarat

«  RecamalEn
Selemadeg Timur i

e. Rehsbilitusi dan/amu relolas) permukiman [+ Kecamalan Baturiti | APBN, APBD Kemen PUPR,
vang terletak pada kawasan rawan bencamna «  Kecamalan | Prov, [Iah. LPUPRPRE

kerambitin

*  KecEmotan Marga

= Kecanmatsr Penebel

«  Kecamatan Pupisn

»  Kecamatsn
Selemadeg

= |[fecamatan
Selemadeg Barat

»  Kecamatan
Selemadreg Timur |

. Penataan, perbalkan dan peningkatan kualitas Kecamatan Butunit APEN, AFRD Hemen PUPR,
lingkungan perniakimear »  Keeamatan Prov. fKab. DPUPRPKP

Kerambiltan




Remmaian Marga
Kecamatan Penchbel
Becamaton Pupusan
Kecamatnn
Selemadeg
Kecamnatan
Selemadeg Baral
Kecamatan
Selemadeg Timuar

Perlindungan ferhadap Kawssan Tanasman
Pangan heririgas

Kecamatan Batoritd
Kecamul i
Kerambitan
Kecamatan Margs
Kecsmatan Penebel
Hecamatun Fupuan
Hepamatan
Selemariag
Kecamsztan
Selemadeg Barat
Kecamatan
Belemadeg Timur

" APBD Frov./Kab

DPUPRPEP, Dinas
Pertantan

. Pemanfartan lahnn pekarangan permukiinan

perdesasn untul kegiaten peternikan skale
rumah tanggs

|

Kecamatan Boturit
lKecamaian
Kerambitan
Kecamatan Meuarga
Reciimalan Penelel
Kecamatan Pupuan
Kecamaten
Eelematlep
Hecamaten
Selemacdeg Bamat
Kecamaran
selemadeg Timur

APBD Prow. /Bah

" DPUFPRPKP, Dinas

Peternaksn

Revitalisasi Desa Tua vEOg memiliki Lata &N
lesa dan arsitelonr khas

Wecantatan Baturit
Kocamaran
Kerambitan
Kecamatan Marga
Kecamatan Penebs]
Keramatan Fopoan

NKecamatan

APHD Prov./lKab

PemProv, Pemkab




Belemadeg
Hecamatan
Selemadeg Barat
Recamatan
Selemadeg Timur

§ Perlindungan habitat satwa kera Kawasan Alas
Kedaton

Kecamealan Marga

APBD Prov. fKab

PemProv, Pemkab

3.6 Perwijudsn Kawasan Pertahanan dan Keamanan

g Penatdsn dat pengelolaamn Kawasan
PEJ’.t:EL"ﬁ.ﬁ:uﬂII_d-ElJ] Keamanan

e

Hecamatan Tebanan
Kecamatan
iierambitan
Kecamainn
Selemades
Kecamaten Penoebel
Kecamatan Baturit]
Hecamatan Keditd
Kecematan Mamga
Hecamatsn Pupusn

APBN

Kemenhan

b. Pengendslisn perlembangan kegiatan  di
sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan

- & |& = = & W

L] L] [} [

Kecamaten Tebanan
Kecamatan
Kerambitan
Selomadeg
Kecamatan Penebel
Recamaian Batunt
Kecamatsn Kedind
Kecamatay Marga
Kecamatan Pupuan

ATBN

Kemnenhan

¢. Pongembangan dan peningkaton prasarana
dan sarana Kawasan Pertghanan dan
heamanan

b m — —

Kecamatan Tabenan
Kechmntan
Kerambitan
Feéoamatar
Selpmedeg
Kecematan Penehel
Hecamalan Batur
Kecamatan Kediri
hecamatan Margs
Kecamaton ["apoan

AFBN

Kemenhan

: PERWUJUDAN KAWASAK STRATEGIS KABUPATEN

Perwujudan Kawesan Strategis Kobupaten dari Sudut
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi




1.] Kawasan Perkotaan Tabanan

a. Pemantapan pusat pelsyanan dan kegistan | Kecamaian Tabanan APTIN, APBD KemenPUPR,
pemeriniahan Frov. /Kab DFUPRPKP,
Bappeda
Kecamatan Tabanan APEN, APBED EemenFUPR,
b ?‘emantapan pusat pelnyanan  perdagangan Prov./Kab DPUPRPKP,
jasa dan kesehatan skals nasional dan regional Buppeda,
Disperindag
c. Penatian Hngkungan dan bangunan kawssan | Kecamatan Tabanan AFBN, APRD KemenPLIPHE,
perliotaan Prov./Kab Buppeda,
B B DFUPRPKP
| d. Pemantapan sarana prasarane den wtlites | Kecamatan Tebanan APBN, APBD KemenPUPR,
penuniang kawasan Frov, (Kab DFUPRPEP
e Penatzan dan  pengendalinn  kawasan di | Kecamatan Tabanan APBEN, APBD KemenPUPR,
sepanjang koridar Prov./Kab DFUPRPKP
[ Ifung::mbangan Yidingin, TrinspoitEs) (ErEal Kecamatan Tabanan Mﬁ,ﬁfgjﬂ J%;?—:::I?uﬁ:ﬂ
linfas kawasan DPUPRPKP,
Dishub
1.2 Kawasan Efektif Pariwisata Bedugul
a. Pemantapan Kawasan Bedugyl dan sekitarnya | Kecamatan Baturiti APBN, AFBD KemenPUFR,
sebagal keownsan efelctil parmwisals Prov./Keb DPLUPRPRP,
internasional Bappeda, Dispar
b. Pemanlapan sarang prasarana den  utilites | Kecameatan Barturiti APBN, AFBD KemenPFUTE,
penunjang pariwisata Prov. /Kab DPUPRPKP,
Happeda, Dispar
— .| Keramatan Haturd APEN, APRD. KemenPUPHR,
. Pengembangon jaringan PrasErana ransportass Prov. /Kab DELPRPKP,
terpadyu dan teritegrasi padn Kawasan Rappeda, Dispar,
. : Dishub
= CEmatan "l PRED ay g ,
. E’Engmt_hanm mitigasi dun adaptas Re Batusd Aﬁul:, Fﬁan HDE}TJ]?F‘H?I:.#
— BNPB, BPED
c. Penataan lingkupngan den bangunan pada | Kecamatan Baturil APBN, APBD HemenPUPR,
knwaasn Prov_/Kab LPFUPRPEP,
' ) Bappeds, Dispar
I. Penatean den  pengendalian  kawasan di | Kecamaian Baturin APBN, APBD KemenPUPR,
sepanisng koridor dan tept danau Prow, [ Kel DPLUPRFRP,

‘Bappeda, Digpar




1.3 Kawasan Efektf Panwisaty Socke

a. Pemantapan Kawasan Soka den sekitarnya Kecomatan Selemadey, APBD Prov. /Kab DPUPRFEKP,
sebapal kawasan efektd pariwisats Bappeds, Dispar
internasional

- T i Kecamatan Selemardeg AFPBD Prov, [Kab OFUFRPREP,

b, Pengsmbangon potens) minapolizar. Bappeda, Dispar,

= — — - LYztan

e, Pemantapan sarina prasarvana dan utlitas Kecamatan Selemadog APED Prov. [Kab DPUPRPRT,
pEITUnENY pariwisata Bappeca, Dispar

. T L . Kemamatan Selemade AFBXN, AFED Keman PUPR,

i. Pﬁngﬂm'b_anjgnu _'fiu.mgan prasarang transportas! & Prov. /Kab NPUPRPIE,

terpadu dan teritegrasi pada kswasan Bappeda, Dispar,
Dishub

e engembangan mitigasl dan adapias Kecamatan Selemodeg APHDY Prov. [Kab DPUPRPKP,

kebencannnn Bappeda, Dispar,
- BPBD

{. Pengtasn ngkungan dan bsngunan parla Kecamatan Selemadeg AVBD Frov, [liah NFLPRPER,
Faweisan Bappsla, Dispar

E. Fenatazn dan pengendalinn kowasan di "~ | Kecamatan Secmades AFRD Prov, /Kah DFUPRPKP,

sepanjang koridor jalan dan kawsasan pesisi

Bappeds, Dispar

1.4 Kawasan Efekiif Pariwisata Tanah Lot

g Pemaniapan Kawasan Tanah Lot dan Kecamatan Kedir AFBN, AFBD KemenPUPR,
sekitarriyva schagal Kawasan efektil pariwisata Prov. [ Kah Kemenparehkraf,
intermesionsl IPUPRIKY,

. Bappeda, Digpar

k. Perlindungan kawasan suci dan tempat suci Kecamutan Kediri APHD 'rov, /Heb LOPUPRTKT,
Purs Tanah Lot ' Bappeda, Dispar,

_ ' PHDI

. Pemantapen sargns prasarana dan utilitas Kaonmnaton Kedir APBN, APBI} KemenPLIPR,

PETUTRATE paTiwinEda Prov.fKeb DPUPRPETP,
Bappedn, Dispar
) . _ Kepamatar: Kedir APBM. APBD KemenPTUIPR,

i, Pengembangear jaringan prasarans transportosl Prov, fKab DPUPRPEP,
torpadu dan teritegrasi pada kawasan Bapprda, Dispar,

| Dishub

e Pengembangan mitigasi dan adaptasi | Kecamatan Kediri APBN, APBD Kemen PUPR,
keliencanpan ' Prov. /Kab DPUPRPEP,

Beappeda, Dispar,




BNFB, BFBD

f Penatean lingkungan dan bangunan pada Kecamaten Kedm APBN, APBD Kemenl'UPR,
knwasan Prov./ K&h DPUPRPEFP,
R . Bappeda, Dispar
g. Pondlasn dan pengendalian  lawasan di | Kecamatan kedin APBN, APAD Hen‘LUEEJE},EFEﬁ
separjang koridor jalan dan kawasan pesisir Prov,/Kab PLUE ’
e - Bappeda, Dispar
1.5 Kawesao - Agropoliten Bamnfi, NKawasan
Apropolitan Marga, Kawasan  Agropolitan
Pupuan don Kawasan Agropdlitan Penebel .
. - . |* Kecamsatan Baturiti APBD Prov. /Kab Bappeda, Distan,
a. Pemontapan potensi agropolitan, agribismis || e o0 o000 Marga Masyaralat
KBwESAN »  Kecamatan Pupuan
«  Kecamatan Penebel =7
) _ s  Kecomoatan Bartorid NPT Prov. flah Bappoda, Distan,
b, Penpembangsn potenst Indwaatri keedl |, Kecamatan Marga Disperindag,
menengall agropolitan rameh lingkangan +  Hecamatan Pupusan Masyarakat |
«  Eecamatan Penebal
. : i . | Kecamsten Beiuritl APBD Prow. /Kab Bappoda; Thstan,
c. Pemantipan potensi agrowisats berbasis || o oooce0n Meriza Dispar,
ehkowisaln »  Kecematan Pupuan Masyarakat
= Kecamatun Penebel
d. Pengombanpan prasarana, sarana ufilitss dan (¢« Recamatan Haturiti AFBN, APBD KemenPUPR,
transportasi  terpadu  perinjang  kawasan |+ Kecamatan Marga Prov, [Kab DEUPRPER,
agropolitan ' *  Kecamatan Pupuoan Bappeds, Dishub
- . * _Kecamatan Penebel
e. Integrasi pusat-pusst pelayanan  kegatan |+ Kecamatan Baturit APBD Prov. /Kab Bappeda, Distan
litan dengan  sistem jeotasn secara |*  Recamatan Marga
?f:;ﬁu - *  Kecamatsan Pupuan
»  Kecamatan FPenebel
. *  Kecamatan Baimri APRD Prov./Kab D¥istan
1. Konservasi lnhan pertanian produladl dan || o oo Marga
daerah resapar air «  Heepmatan Plipuan
«  Kecamatsn Penebel 3
g Pemanispan funpasi dan persn  organisas) [+ Kecamatan Batunt APBD 'rov, [Kab Distan,
masyarakat dalam pengelolaan dan |+ Kecamsten Marg Masyarakat

pengembangan kawasan agropolitan

Kecamatan Pupuan
Kecamatarn Penebel




1.2 Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kerambitan

pamas cammr

Kawnsgan Suci dan Kewasan Tempal Suci Pura
Sad Kalypmgan dan Doang Kahyoengarn

8. Pemantapan potens] industri dan perdagangan | Kccamatan Kerambitan APBD Prov, /Kab i;i-ﬂprwﬁiﬂ.
dan jasa kowasan Disperindag
b Konservasi lahan pertanian produktii serta | Kecamatan Kerambjtan APBD Prov./ Kab Thistan
deerah resapan air
c. Pemmtpan don  pengendolion  kawasan  di | Kecamatan Kerambitan APBD Prov./Kab DPURPKP
sepanjang koridor dan kawasan indusi
d. Penpembemgan prasarand, ssrarma ulilitas dan | Kecamatan Kerantbitan AFBN, ATED KemenFUPR,
ransporiasi terpadu penurjanyg kawesan Prow, /Kab DBFUPRPKP,
Dishub
1.10 Kowasan Strategis Cepat Tumbuh Luwus dan
Seldtermya, serta Kawasan Strategis. Cepat
Tumbuh Pandak Gade
i Pemantapan potensi industrd dan perdapgangan |« Kecamaton Batoritd APBD Prow.Kab Bappeda,
dun jas: kawasan «  Kecmunatas Hedird Dispenndag
b, Konservasi lahan pertamsn produktl serli | Kecamaten Batoriti AFPBD FProv. (Kab Distan
daerah resapan air «  Kecamatan Kediri
. Pengtasn dan  pengendalian  lawasan  di |+ Kecamaten Batueit APED Prav./Hab DFURFPKP
gepaniang koridor dan kawasan indoatri »  Kecamatan Hedird
d. Integrasi kegintan industd perdagangan dan |« Kecamatan Baturit APBD Prov. /Kab Disporidng,
jasa seria keglatan periwisata secara tetpacdu = Hecamatsn Kedirl Dispur
e. Pengembangsn .pmsar.’ih&,_mna utilitas dan' |» Kecemalan Baturit AFEN, APBED KemanPUPR,
transportasi terpadu penurfang kawasan «  Kecamntar Kedir Prov. /Kal DPUPRPKP,
Drighub
Perwijudan Kawasan Stratepis Kabupaten dad Sudut |
Kepentingan Sosial dan Budaya
2,1 Kawasan Pura Batukaru, Kawasan Pura Tansh
Lot, Kawassn Pure Palendungsn, Kawasan Purd
Resi, Hewasan Pura  Lubur  Sergjong, dem
Kawssan Pura Oadingwani o | )
a, Penatsan dan pengendalian serfn Tkonservasi | Kecamatan Penebel APHD Kab Eisbud, Bappeda




+  Kecamatan Kedin APBD Kab Distud, Bappeda
b. Pengembangan prasarans, satuna, dan utilitas [+ Kecamatan
penunjang Kawasén Pura Sad Kahyangen dan Selrmades
seturuh Dang Kahyengan = lecamatan
' " Selemadeg Barat .
©. Pengembangan den penetapkan siglem Zonasi : Eﬁ;:ﬁﬁ Pci." ni!?h.lﬂ AFAD Bab Highug, Repperls
pemanfantan yang mencakup zona inti, #ong | earls pt
penyanges, - sona -pengernbangin- dsn- xona 3 ]+I-mF.||.'1
penunjang pada Kawasan tempat sucl sesial s “8
koienioan kesrifan iokal dan bodaya Bab t Megmnatan
i oolemadeg Barat
2.2 Kawnsan Catur Angega Halukau dan Kawasan
Jatilowih
o Pemantapan kewasan sebagal jatidin den | Kecamatan Penebel AFPHN, AFRED Kemenparekraf,
identiles Kabupaten berwawssan lingkungan Prov./ Kab Disbud, Bappeda,
dan warisan bidaya Bab Distan
b, Konservesi, penatasn dan  pengendaiign | Kecematan Penebel AFBN, AFBD Kemenparekraf,
amgunan dan linglhungan sepanjang koridor Prov./RKab DFLIPRPKF,
Bappeda
¢, Konservast lahan pertanian  produksifl dan | Kecamatan Penebel APEN, AFBD Kemeriparekral,
TESELIMLIL air . Frow, .I'IHEJ] ﬂiﬂ!ﬁﬂ_,
Masyarakat
Kecamatan Penebel APBN, AFED Kemenparekraf,
id. Penegasan pemanisgtan ruEang Kawesan ' Prov., /Kab DEUPRPKD.
) Rappeda
| Kecamatan Penelu:l APEN, APBD Kemenparekraf,
#. Iniegrasi fungsi konservasi, soslal dan ekonomm) Prov, [Kab Buappeds,
serta kepariwisataan DPUFRI'KE,
Disjwar,
- Dispenndeg
£ PE‘IIIE,C”D]h:EJﬂ.Eﬁ'n potensi  elowisala  secATE Eecamatan Fanebe: Aﬁ?';ﬁiu hﬂ%‘:‘?_lppirdt:m b
herkelanjutan DPUPRPKP,
Dhspar,
. i Kecamatan Pepehel APSN, APRD KemenPUPHE,
g Pengembangsn prassrans, sarana utilitas dan Prav./Kab Rappeda,
transportasi terpadu penunjang kawasan DPUPRPRP,
Dashub

Perwsujudan Kawasan S'ﬁ'ra_-'tnmu Kabupaten dan Sudut
Kepentingan Fungsi dan [Daya Dulmung Lingkungan




Hidup

31 Kawasan  Jlutan  Lindung dan  Cager Alam
Batuhau, Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh
Lebigh, dan Eawasan Huotan Lindung Yeh Ava

o P —— —|

i, Peémulfhan dan penanpgulangan kerosakan Kecamatan Baturiti APBN, AFHD Kemenhut,
linginangarn hidup kawasan Kecamatan Penebel Prov, /Kah BKSDA, BPEKH
Kecarnatan Solemadeg VI, Pemkab
Kecamaton Selomadeg
Barat !
Kecamatlan Papuan
Keromatan Danarit) AFPAN, APRD Kemenhut,
Kecamatan Penebel Prov, [ Kab BKIDA, BPEH
b, Penporsbenpsan dan pengendalian kawasan Kecamatan Selemadeg [ VIII, Pemkab
berdasarkan ronest Kecamatan Selemades :
Barat '
Recamatan Pupuan
Heramatan Baturii AFBN, APBD Kemerlit,
Kecamatan Peinbe! Prov_[Kab BHEDA, BPKE
£ Pengembangan potensi ekowisata dan Kecamatan Sl_n_.I..:m“dr_H VI, Pemkab
eduwisala pada zona pemanipatan Kecamutan Selemades
Barat
Kecamatan Puposn
Kecamatan Baturit APBN, AFBD Kemenhut,
Kecamatan Pencbel Prov./Kah BrE1DA, BPKH
d. Perlindungan kelestarian kawnasan suei fecamatan Selemadeg VI, Pemlsb
Kecamatan Selemadeg
Farat
Hecomatan Pupuan
Kecamatan Baturt AFTN, AFHD Rememhiit,
Kecamatan Penebel Prow.  Kaeb BKESIA, BPEH
e. Pengembengan sistemm mitigag dan adaptas Kecamatan Selemadeg VI, Pemkal
kebeneanaan Kecamatan Selemadeg
Bl
Kecamatan Pupuan
o Eecamatan Baturiti APBN, APED Kemenhut,
. Kecamatan Pensbel Prov. [Kab BESDA, BFEH
[, Penguatan koordinas! kelembagasn pengelala Kecamitan Selemadeg VIL, Pemlab

kawasan

Keogmatan Selenadeg
Barat
liecarnatan PupisEn
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LAMFTRAN XII-‘A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
- TENTANG
REMCANA TATA RUANG WILAYAH KAHUPATEN TABANAN
, _ TAHUN 2023-2043 , _
FETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERAS! PENERBANGAN (KKOR)
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LAMPIRAN XII-B : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAHUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
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LAMPIRAN XII-C : PERATURAN DAERAH KABUPATER TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN HENCANA




LAMPIRAN XTI-D. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
| NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

I PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA
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LAMPIRAN XiI-E - PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2023.2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN REBAPAN AIR
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LAMPIRAN XILF : PERATL/RAN DALRAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABLUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
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LAMPIRAN XiI-G : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH RABUPATEN TABANAN
TAHUN 2023-2043

PHTA KETENTUAN RHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
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